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SURAT PERNYATAAN 

Nomor : 120.04/181/416-113/2022 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Drs. ARDI SEPDIANTO, M.Si 

NIP : 19700927 199101 1 002 

Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IV c 

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

   Kabupaten Mojokerto 

 

Menyatakan bahwa Data Agregasi Capaian Kinerja Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto 

Tahun 2021 untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Komunikasi dan Informatika, IKK 

Urusan Statistik, IKK Urusan Persandian dan IKK Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) telah sesuai dan didukung oleh data-

data sebagaimana terlampir.  

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan guna 

melengkapi penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 

Tahun 2021. 
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II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

1
- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi :
Rumus : 57

57

Keterangan : ▪

- Penjelasan IKK Output
CAPAIAN 

KINERJA
KETERANGAN

1)

49

57

2)

57

57

Akses internet berkualitas:
- Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98%
-

- Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps)

BAB XX

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 

Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas 

x 100% x 100% 100,00% Data Pendukung Terlampir
Jumlah OPD

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS

Persentase 

Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) yang 

terhubung dengan 

akses internet yang 

disediakan oleh 

Dinas Kominfo 

Persentase perangkat

daerah yang

terkoneksi di Jaringan

Intra Pemerintah atau

menggunakan akses

internet yang

diamankan yang

disediakan oleh Dinas

Kominfo 

Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di 

Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses 

internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas 

Kominfo 

x 100% x 100% 85,96% Data Pendukung Terlampir

Jumlah Perangkat Daerah

Persentase perangkat

daerah yang

menggunakan akses

internet yang

berkualitas yang

disediakan Dinas

Kominfo 

Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses 

internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo

x 100% x 100% 100,00%

Jumlah Perangkat Daerah

Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah 

Data Pendukung Terlampir



3)

2
- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi :
Rumus : 5

178

Keterangan : ▪

▪

▪

BAB XX

Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi

x 100% x 100% 2,81% Data Pendukung Terlampir
Jumlah layanan publik

Tersedianya sistem

elektronik komunikasi

intra pemerintah yang

disediakan Dinas

Kominfo (berbasis

suara, video, teks,

data dan sinyal

lainnya) dengan

memanfaatkan

jaringan intra

pemerintah

Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo 

(berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan 

jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak). 

Ya Data Pendukung Terlampir

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi  

Yang dimaksud dengan layanan publik yang diselenggarakan secara online adalah layanan publik berbasis elektronik yang meliputi layanan yang 

mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, 

jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya  

Yang dimaksud dengan layanan publik terintegrasi adalah layanan yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke dalam beberapa layanan SPBE 

lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat nama-nama jenis layanan publik.



- Penjelasan IKK Output
CAPAIAN 

KINERJA
KETERANGAN

1)

84

87

2)

47

57

3)

57

57

BAB XX

Persentase Layanan 

Publik yang 

diselenggarakan 

secara online dan 

terintegrasi 

Persentase kegiatan 

(event), perangkat 

daerah dan pelayanan 

publik pada Pemerintah 

Daerah yang 

dimanfaatkan secara 

daring dengan 

memanfaatkan domain 

dan subdomain Instansi 

Penyelenggara Negara 

sesuai dengan 

Peraturan Menteri 

Kominfo Nomor 5 

Tahun 2015

Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan 

pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang 

diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan 

domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara 

sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015

x 100% x 100% 96,55%

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS

Data Pendukung Terlampir

Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan 

pelayanan publik pada Pemerintah Daerah

Persentase perangkat

daerah yang memiliki

portal dan situs web

yang sesuai standar

Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs 

web yang sesuai standar
x 100% x 100% 82,46% Data Pendukung Terlampir

Jumlah Perangkat Daerah

Persentase perangkat 

daerah yang 

mengimplementasikan 

layanan aplikasi umum 

dan aplikasi khusus 

yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan 

perundang-undangan

Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan 

layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan x 100% x 100% 100,00% Data Pendukung Terlampir

Jumlah Perangkat Daerah



4)

168

244

5)

1

244

6)

0

244

7)
9

244

8)
57

57

BAB XX

Persentase layanan 

SPBE (layanan publik 

dan layanan 

administrasi 

pemerintahan) yang 

tercantum dalam 

dokumen proses bisnis 

yang telah 

diimplementasikan 

secara elektronik 

Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi 

pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses 

bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik

x 100% x 100% 68,85% Data Pendukung Terlampir

Jumlah layanan

Persentase sistem 

elektronik yang 

terdaftar sesuai 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

x 100% x 100% 0,00% Data Pendukung Terlampir

Jumlah sistem elektronik

Persentase layanan 

SPBE (layanan publik 

dan layanan 

administrasi 

pemerintahan) yang 

memanfaatkan sertifikat 

elektronik  

Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan 

administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan 

sertifikat elektronik
x 100% x 100% 0,41% Data Pendukung Terlampir

Jumlah layanan

Persentase perangkat 

daerah yang 

menggunakan layanan 

pusat data pemerintah

Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan 

pusat data pemerintah

x 100% x 100% 100,00% Data Pendukung Terlampir

Jumlah Perangkat Daerah

Persentase layanan 

publik dan layanan 

administrasi yang 

terintegrasi dengan 

sistem penghubung 

layanan pemerintah 

Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang 

terintegrasi dengan sistem penghubung layanan 

pemerintah 

x 100% x 100% 3,69% Data Pendukung Terlampir

Jumlah layanan publik dan layanan administrasi



9)
43

57

10)
28

57

11) 478

1249

12)
0

57

13)
9

9

BAB XX

Jumlah data yang dimiliki Pemerintah Daerah

Persentase perangkat 

daerah yang 

memperbaharui 

datanya sesuai siklus 

jenis data (sesuai 

renstra kominfo)  

Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya 

sesuai siklus jenis datanya

x 100% x 100% 49,12% Data Pendukung Terlampir

Jumlah Perangkat Daerah

Persentase perangkat 

daerah yang 

menyimpan data di 

pusat data pemerintah 

Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di 

pusat
x 100% x 100% 75,44% Data Pendukung Terlampir

Jumlah Perangkat Daerah

Persentase ASN 

pengelola TIK yang 

tersertifikasi 

kompetensi di bawah 

pengelolaan Dinas 

Kominfo 

Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi 

kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo

x 100% x 100% 100,00% Data Pendukung Terlampir

Jumlah ASN pengelola TIK

Persentase perangkat 

daerah yang 

mengimplementasi 

inovasi yang 

mendukung smart city  

  Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi 

inovasi yang mendukung smart city

x 100% x 100%
0,00% Data Pendukung Terlampir

Jumlah Perangkat Daerah

Persentase data yang 

dapat berbagi pakai 
Jumlah data yang dapat berbagi pakai

x 100% x 100% 38,27% Data Pendukung Terlampir



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

14) (Ada atau tidak ada) : Dokumen Arsitektur SPBE
1. Dokumen Master Plan Data Pendukung Terlampir

Poin dalam master plan paling sedikit memuat :

▪ Visi, misi, tujuan dan sasaran

▪ Penganggaran

▪ Strategi

▪ Peta Jalan

▪ Arah Kebijakan

▪ Cetak biru teknis/Peta rencana strategi

2. ada aPerbup Arsitektur SPBE

 - Penugasan pejabat aPerbup Tata Kelola SPBE

 - Kewenangan aPerbup Satu Data Palapa

 - Tugas dan tanggung jawab aSK Bupati Tim SPBE

Data Pendukung Terlampir

Mengetahui,

Kabupaten Mojokerto

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB XX

Tersedianya peraturan 

daerah atau peraturan 

kepala daerah terkait 

implementasi e-

government 

ada

Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat 



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
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3)
- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi :

Rumus :
845.525    

1.122.165 

Keterangan : ▪

▪

- Penjelasan IKK Output
CAPAIAN 

KINERJA
KETERANGAN

1)

5

18

2)

3)

5

5

Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, 

JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos. 

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Ʃ Diseminasi dan layanan informasi publik x 100% x 100% 100%
Data Pendukung 

terlampir

Ʃ konten informasi terkait program dan kebijakan 

pemerintah dan pemerintah provinsi

Ʃ Diseminasi dan layanan informasi publik yang 

dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi 

(STARKOM) dan SOP

Persentase diseminasi 

dan layanan informasi 

publik yang 

dilaksanakan sesuai 

dengan strategi 

komunikasi 

(STARKOM) dan SOP 

yang telah ditetapkan 

27,78%
Data Pendukung 

terlampir
Ʃ komunitas masyarakat atau mitra komunikasi 

pemerintah daerah provinsi

Persentase konten 

informasi terkait 

program dan kebijakan 

pemerintah dan 

pemerintah provinsi 

sesuai dengan strategi 

komunikasi 

Ʃ Konten informasi terkait program dan kebijakan 

pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan 

strategi komunikasi (STRAKOM) 

x 100% x 100% #DIV/0!
Data Pendukung 

terlampir

Jumlah penduduk yang dimaksud adalah penduduk usia 17 tahun ke atas

Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS

Persentase masyarakat yang 

menjadi sasaran penyebaran 

informasi publik, mengetahui 

kebijakan dan program 

prioritas pemerintah dan 

pemerintah kabupaten/kota

Persentase komunitas 

masyarakat/mitra 

strategis pemerintah 

daerah provinsi yang 

menyebarkan informasi 

dan kebijakan 

pemerintah dan 

pemerintah provinsi

Ʃ komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah 

daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan 

kebijakan pemerintah x 100% x 100%

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, 

mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah 

kabupaten/kota
x 100% x 100% 75,35%

Dokumen pendukung 

data penduduk usia 

produktif tahun 2021 Jumlah penduduk

IKK Outcome : Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah 

Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota



II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota

1)
- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi :
Rumus : 1

5

Keterangan : ▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

- Penjelasan IKK Output
CAPAIAN 

KINERJA
KETERANGAN

1) 0

1

Kerangka kerja keamanan informasi 

Pengelolaan aset informasi 

Teknologi dan keamanan informasi

Indeks KAMI dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara selfassessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN 

BAB XXV

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERSANDIAN

IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah 

Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah nilai per area keamanan informasi

x 100% x 100% 20,00% Dokumen GAP Analisis ISO 27001
Jumlah area penilaian

Yang dimaksud dengan Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dilihat dari Indeks KAMI

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi

Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi yaitu

Tata kelola keamanan informasi 

Pengelolaan resiko keamanan informasi 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS

Tingkat keamanan 

informasi pemerintah 

Persentase kegiatan 

strategis yang telah 

diamankan melalui 

kegiatan pengamanan 

sinyal dibanding 

banyaknya jumlah 

kegiatan strategis yang 

harus diamankan.

Jumlah kegiatan strategis teramankan
x 100% x 100%

Hasil verifikasi dapat berupa laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI yang berlaku satu tahun

Daerah yang belum pernah melaksanakan/mengukur Indeks KAMI dapat membuat surat keterangan

Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

0,00%
Pemda sudah memiliki perangkat 

tapi belum terimplementasikanJumlah kegiatan strategis yang ada

Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah 

maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau 

kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan 

pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan 

guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, 

Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara 

Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses 

komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan 

strategis.



2)

10

244

3)
0

0

Persentase sistem 

elektronik yang telah 

menerapkan prinsip 

sistem manajemen 

yang telah menerapkan 

prinsip-prinsip 

manajemen keamanan 

informasi (SMKI) dan 

atau aplikasi 

persandian dibanding 

jumlah sistem elektronik 

yang ada pada 

pemerintah daerah.

Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan 

kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk 

mendeteksi ada tidaknya kerawanan

Persentase sistem 

elektronik/asset informasi 

yang telah diaudit dengan 

resiko kategori rendah 

Jumlah SE atau aset informasi yang 

telah diaudit dengan resiko kategori 

rendah
x 100% x 100% 0,00%

sda.

Jumlah SE yang ada

siskeudes,antik,sikh,mojopahitshoppin

gcenter,sanapati,klikmojo,e-

monev,sso,e-mover,mojokertokab)

Jumlah SE yang ada

Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan 

diamankan sertifikat elektronik atau 

aplikasi penyandian

x 100% x 100%

4,10%

Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan 

adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai.

Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur 

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan 

dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam 

sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, 

e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll

Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang 

menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, 

kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan 
Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem 

secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk 

mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, 

meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup 

struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, 



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
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4) 15 Data dukung terlampir

18

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Persentase titik yang 

diamankan dibanding

dengan jumlah seluruh 

titik pada pemerintah 

(PHKS) yang 

ditetapkan

Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang 

memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem 

komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan 

mengangkan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan 

komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala 
PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang 

digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda 

dimungkinkan tergelar beberapa JKS. 
JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan 

telekomunikasi 

Jumlah titik teramankan
x 100% x 100% 83,33%

Jumlah titik pada PHKS



II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Kabupaten/Kota

1)
- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi:

Rumus
: 50

57

Keterangan : ▪

▪

▪
▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output
CAPAIAN 

KINERJA
KETERANGAN

1)

2)

3)

4)

Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 12 Pada tahun 2021 telah 

dilaksanakan kompilasi 

statistik sektoral sebanyak 

12 kegiatan. Rincian 

sebagaimana terlampir

Jumlah survey  statistik 

sektoral yang 

mendapat rekomendasi 

BPS

Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat 

rekomendasi BPS

16 Pada tahun 2021 survey 

statistik sektoral yang 

mendapatkan rekomendasi 

BPS sebanyak 16 kegiatan. 

Rincian sebagaimana 

terlampir

Persentase

Organisasi 

Perangkat

Daerah (OPD) 

yang 

menggunakan 

data statistik 

dalam menyusun 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

Tersedianya buku profil 

daerah

Ada/Tidak Ada Pada tahun 2021 Diskominfo 

telah membuat Video 

Infografis Profil Kabupaten 

Mojokerto
Jumlah survey statistik 

sektoral yang dilakukan 

Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 25 Pada tahun 2021 telah 

dilaksanakan survey statistik 

sektoral sebanyak 25 

kegiatan. Rincian 

sebagaimana terlampir

Jumlah kompilasi 

statistik sektoral yang 

dilakukan

Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara 

Data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral

Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS

BAB XXIV

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN STATISTIK

IKK Outcome :  Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan 

Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun 

perencanaan pembangunan daerah 

x 100% x 100% 87,72%

Berdasarkan Buku Desk 

Data Tahun 2021 terdapat 

50 OPD yang menggunakan 

data statistik dalam 

menyusun perencanaan 

pembangunan daerah

Jumlah OPD



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5)

6)
37

37

7)
33

41

2)
- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi:

Rumus
: 50

57

Keterangan : ▪

▪

▪
▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.

Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara 

Data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral

Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat 

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto

Daftar rincian metadata 

indikator statistik sektoral 

sebagaimana terlampir
Jumlah indikator statistik 

sektoral

IKK Outcome :  Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan 

evaluasi pembangunan daerah 

x 100% x 100% 87,72%

Berdasarkan Buku Desk 

Data Tahun 2021 terdapat 

50 OPD yang menggunakan 

data statistik dalam 

melakukan evaluasi 

pembangunan daerah

Jumlah OPD

Jumlah kegiatan statistik 

Persentase 

kelengkapan metadata 

indikator statistik 

sektoral 

Jumlah metadata indikator 

statistik sektoral
x 100% x 100% 80,49%

Jumlah kompilasi 

statistik sektoral yang 

mendapat rekomendasi 

dr BPS 

Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat 

rekomendasi dr BPS 

8 Pada tahun 2021 kompilasi 

statistik sektoral yang 

mendapatkan rekomendasi 

BPS sebanyak 8 kegiatan. 

Rincian sebagaimana 

terlampir
Persentase 

kelengkapan metadata 

kegiatan statistik 

Jumlah metadata kegiatan 

statistik sektoral x 100% x 100% 100%

Daftar rincian metadata 

kegiatan statistik sektoral 

sebagaimana terlampir



 
 
 

DATA PENDUKUNG 

KABUPATEN MOJOKERTO 
TERHADAP LPPD TAHUN 2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) IKK Outcome  
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses 
internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. 
 
Konsep/Definisi : 
Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan 
akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.  

 

IKK Output : 
1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah 

atau menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh 
Dinas Kominfo. 

2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang 
berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo. 

3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang 
disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal 
lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah. 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA KUNCI 

Urusan Komunikasi dan Informatika 

1 



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah".

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 
1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan 

akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. 

- Penjelasan IKK Outcome : 

Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses 

internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo  

 

Seluruh OPD yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto telah 

terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika yaitu sebanyak 57 OPD melalui koneksi fiber optik Indosat (internet 

dedicated) dan Telkom (Up to).  

Data pendukung :  

• Data OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh 

Diskominfo (terlampir) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

DATA OPD YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS 
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO 

 

NO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
INDOSAT 

(INTERNET 
DEDICATED) 

INDIHOME 
TELKOM 
(UP TO) 

NAMA 

1 DINAS PENDIDIKAN  3215884993 KOMINFO KAB MR U/ DINAS PENDIDIKAN 

2 DINAS KESEHATAN  3215884989 KOMINFO KAB MR U/DINAS KESEHATAN 

      3213670244 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS JETIS 

      3213670246 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS KUPANG 

      3213670247 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS KEMLAGI 

      3213670290 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS GEDEG 

      3213670294 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS LESPADANGAN 

      3213670296 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS KEDUNGSARI 

      3214890811 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS TROWULAN 

      3215282673 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS TAWANGSARI 

      3215885754 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS SOOKO 

      3215885756 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS GAYAMAN 

      3215885982 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS BANGSAL 

      3216820133 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS NGORO 

      3216820150 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS MANDURO 

      3216850321 
KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS WATU 
KENONGO 

      3216850322 
KOMINFO KAB MR U/PUSKESMAS 
PESANGGRAHAN 

      3216850327 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS MOJOSARI 

      3216850328 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS MODOPURO 

      3216850999 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS PUNGGING 

      3216855037 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS PACET 

      3216855045 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS PANDAAN 

      3216830050 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS DLANGGU 

      3216830076 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS KUTOREJO 

      3216830093 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS GONDANG 

      3216830979 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS JATIREJO 

      3216830995 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS PURI 

      3436742248 KOMINFO KAB MR U/ PUSKESMAS TRAWAS 

3 RSUD PROF DR.SOEKANDAR  3216850080 KOMINFO KAB MR U/ RSUD PROF. DR. SUKANDAR 

4 RSUD RA.BASOENI  3213670320 KOMINFO KAB MR U/ RSUD RA BASOENI GEDEG 

5 
 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 
PENATAAN RUANG 





3215884982 
 

KOMINFO KAB MR U/ DPU & PENATAAN RUANG 
 

6 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN 
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 





3216850086 
 

KOMINFO KAB MR U/ PERUM RAKYAT KP DAN 
PERHUBUNGAN 

7 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  3215884967 KOMINFO U/ KESBANGPOL 

8 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  3216850084 KOMINFO KAB MR U/ SATPOL PP 

9 
 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH 





3215884101 
 

KOMINFO KAB MR U/ BPBD 
 

      3216850089 KOMINFO KAB MR U/ DAMKAR 

10 DINAS SOSIAL  3215884987 KOMINFO KAB MR U/ DINSOS 

11 DINAS TENAGA KERJA  3216850090 KOMINFO KAB MR U/ DISNAKER 

12 
 

DINAS PANGAN DAN PERIKANAN 
 





3215884992 
 

KOMINFO KAB MR U/ DINAS PANGAN & 
PERIKANAN 

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  3216850085 DLH 

14 
 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL 





3215884991 
 

KOMINFO KAB MR U/ KEPENDUDUKAN & 
CATATAN SIPIL 

 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

NO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
INDOSAT 

(INTERNET 
DEDICATED) 

INDIHOME 
TELKOM 
(UP TO) 

NAMA 

15 
 

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DESA 





3215884963 
 

KOMINFO KAB MR U/ PEMBERDAYAAN MASY & 
DESA 

      152312225814 KLINIK LAKON PENGGODA DPMD 

16 
 

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 
KELUARGA BERENCANA DAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 







3215884986 
 
 

KOMINFO KAB MR U/ PP&KB 
 
 

17 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  3215884985 DISKOMINFO / PEMKAB MOJOKERTO 

      3215884974 BIDANG INFORMATIKA DINAS KOMINFO 

      3215885035 DINAS KOMINFO KAB. MOJOKERTO 

      152312211125 BIDANG INFORMATIKA DINAS KOMINFO 

      3215286662 WIKA 

18 
 

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 
 





3215884124 
 

KOMINFO KAB MR U/ DINAS KOPERASI DAN USAHA 
MIKRO 

19 DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 





3215884981 
 

KOMINFO KAB MR U/ PELAYANAN PERIJINAN 
TERPADU SATU PINTU 

20 
 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 
 





3215884123 
 

KOMINFO KAB MR U/ DINAS PERPUS DAN 
KEARSIPAN 

21 
 

DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN 
OLAHRAGA 





3215884960 
 

KOMINFO KAB MR U/ KANTOR DISPORA 
 

22 DINAS PERTANIAN  3215884959 KOMINFO KAB MR U/ DINAS PERTANIAN 

23 
 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN 





3215884979 
 

KOMINFO KAB MR U/ DINAS PERINDUSTRIAN & 
PERDAGANGAN 

24 BAGIAN TATA USAHA  3179260491 DISKOMINFO / PEMKAB MOJOKERTO 

25 BAGIAN UMUM  3215884127 KOMINFO KAB MR U/ SATYA BINA KARYA 

      3215281450 KOMINFO KAB MR U/ PERINGGITAN 

      3215885432 KOMINFO KAB MR U/ KANTOR BUPATI MOJOKERTO 

     
3215885487 

 
KOMINFO KAB MR U/ KANTOR WAKIL BUPATI 
MOJOKERTO 

      3215282938 DISKOMINFO U/ RUMDIN BUPATI BAG BELAKANG 

      152312220581 POS SATPOL 

26 
 

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 





3215884958 
 

KOMINFO KAB MR U/ SEKDA KAB 
 

27 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  3213670319 DISKOMINFO / PEMKAB MOJOKERTO 

31 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN  3213670319 DISKOMINFO / PEMKAB MOJOKERTO 

32 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  3213670319 DISKOMINFO / PEMKAB MOJOKERTO 

28 BAGIAN HUKUM  3215884956 KOMINFO KAB MR U/ BAGIAN HUKUM 

29 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  3215884965 KOMINFO KAB MR U/ PEMBANGUNAN 

30 BAGIAN ORGANISASI  3215884972 KOMINFO U/ BAGAN ORGANISASI 

33 
 

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 
BARANG/JASA 





152312220566 
 

PDE KAB MR  
 

34 SEKRETARIAT DPRD  - SEKRETARIAT DPRD 

35 KECAMATAN SOOKO  321320995 KOMINFO KAB MR U/ KEC. SOOKO 

36 KECAMATAN TROWULAN  321490400 KOMINFO KAB MR U/ KEC TROWULAN 

37 KECAMATAN PURI   3216830012 KOMINFO KAB MR U/ KEC PURI 

38 KECAMATAN BANGSAL  3215884962 KOMINFO KAB MR U/ KEC BANGSAL 

39 KECAMATAN GEDEG  152313204969 U/ GEDEG 

40 KECAMATAN KEMLAGI   3213716481 KOMINFO KAB MR U/ KEC KEMLAGI 

41 KECAMATAN JETIS   3213670266 KOMINFO KAB MR U/ KEC. JETIS 

42 KECAMATAN DAWARBLANDONG   3179260570 DISKOMINFO U/ KEC DAWAR BLANDONG 

43 KECAMATAN MOJOSARI  3216850099 KOMINFO KAB MR U/ KEC. MOJOSARI 

44 KECAMATAN PUNGGING  3216850087 KOMINFO KAB MR U/ PUNGGING 

45 KECAMATAN NGORO   3216820193 KOMINFO KAB MR U/ KEC. NGORO 



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah".
3.Verifikasi dokumen elektronik menggunakan aplikasi VeryDs (Unduh di Playstore).

Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

 

 

NO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
INDOSAT 

(INTERNET 
DEDICATED) 

INDIHOME 
TELKOM 
(UP TO) 

NAMA 

46 KECAMATAN KUTOREJO   3216830040 KOMINFO KAB MR U/ KEC. KUTOREJO 

47 KECAMATAN DLANGGU   3216830053 KOMINFO KAB MR U/ KEC. DLANGGU 

48 KECAMATAN GONDANG   3216830205 KOMINFO KAB MR U/ KEC GONDANG 

49 KECAMATAN JATIREJO   3216830967 KOMINFO KAB MR U/ KEC.JATIREJO 

50 KECAMATAN TRAWAS   3436742038 KOMINFO KAB MR U/ KEC. TRAWAS 

51 KECAMATAN PACET   3216855995 KOMINFO KAB MR U/ KEC. PACET 

52 KECAMATAN MOJOANYAR   3215884964 PDE KAB MR U/ KEC MOJO ANYAR 

53 INSPEKTORAT  3215884961 KOMINFO KAB MR U/ KANTOR INSPEKTORAT 

54 
 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH  - 

BAPPEDA 
 

55 
 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 
ASET DAERAH 





152312222314 
 

BPKA 
 

56 
 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN MOJOKERTO 





- 
 

BAPENDA 
 

57 
 

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN 





- 
 

BKPP 
 

      3213670427 KOMINFO KAB MR U/ BALAI DIKLAT 

          

          

NO INSTANSI/LAIN-LAIN 
INDOSAT 

(INTERNET 
DEDICATED) 

INDIHOME 
TELKOM 
(UP TO) 

NAMA 

1    152312225812 BAZNAS 

2    3215282933 DISKOMINFO U/ UPT METROLOGI LEGAL 

 

 

 

 

 Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
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Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 

- Penjelasan IKK Output: 

IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung 

dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. 

IKK Output :  

1) Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau 

menggunakan akses internet yang diamankan dan disediakan oleh Dinas 

Kominfo. 

 

Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto 

yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah dan menggunakan akses internet 

yang diamankan dan disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu 

sebanyak 49 Perangkat Daerah melalui koneksi fiber optic  Indosat yang tergelar 

sepanjang 161 km.  

Data pendukung :  

• Data Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah (melalui 

fiber optic) yang disediakan oleh Diskominfo (terlampir) 

• Screenshot monitoring titik yang terhubung dengan jaringan FO Diskominfo 

(terlampir) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto 

 

  
DATA OPD YANG TERKONEKSI DI JARINGAN INTRA PEMERINTAH YANG DIAMANKAN DAN DISEDIAKAN 

OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ngetahui, 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

NO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH CLUSTER 

1 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN CLUSTER-1 

2 BADAN PENDAPATAN DAERAH CLUSTER-1 

3 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN CLUSTER-1 

4 BAGIAN TATA USAHA CLUSTER-1 

5 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN CLUSTER-1 

6 BAGIAN ORGANISASI CLUSTER-1 

7 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CLUSTER-1 

8 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK CLUSTER-1 

9 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA CLUSTER-1 

10 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN CLUSTER-1 

11 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT CLUSTER-1 

12 BAGIAN HUKUM CLUSTER-1 

13 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN CLUSTER-1 

14 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH CLUSTER-1 

15 BAGIAN UMUM CLUSTER-1 

16 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH CLUSTER-1 

17 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA CLUSTER-2 

18 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN CLUSTER-2 

19 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

CLUSTER-2 

20 INSPEKTORAT CLUSTER-2 

21 DINAS PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL CLUSTER-2 

22 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN CLUSTER-2 

23 DINAS PERTANIAN CLUSTER-2 

24 DINAS PENDIDIKAN CLUSTER-2 

25 DINAS SOSIAL CLUSTER-2 

26 DINAS KESEHATAN CLUSTER-2 

27 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL CLUSTER-2 

28 KECAMATAN TROWULAN CLUSTER-2 

29 KECAMATAN SOOKO CLUSTER-2 

30 KECAMATAN JATIREJO CLUSTER-2 

31 KECAMATAN PURI CLUSTER-2 

32 KECAMATAN DLANGGU CLUSTER-2 

33 DPRD CLUSTER-3 

34 RSUD PROF.DR. SOEKANDAR CLUSTER-3 

35 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG CLUSTER-3 

36 DINAS LINGKUNGAN HIDUP CLUSTER-3 

37 DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA CLUSTER-3 

38 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA CLUSTER-3 

39 DINAS TENAGA KERJA CLUSTER-3 

40 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO CLUSTER-3 

41 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN CLUSTER-3 

42 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH CLUSTER-3 

43 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN 
PERHUBUNGAN 

CLUSTER-3 

44 KANTOR KECAMATAN BANGSAL CLUSTER-3 

45 KANTOR KECAMATAN MOJOSARI CLUSTER-3 

46 KANTOR KECAMATAN PUNGGING CLUSTER-3 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mengetahui 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Mojokerto 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Catatan : 

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik. 

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum 

yang sah". 

47 KECAMATAN MOJOANYAR CLUSTER-3 

48 RSUD RA.BASOENI CLUSTER-4 

49 KANTOR KECAMATAN GEDEG CLUSTER-4 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

Screenshot Hasil Monitoring Titik Yang Terkoneksi Di Jaringan Intra 

Pemerintah/Fiber Optic Yang Diamankan Dan Disediakan Oleh Dinas Komunikasi Dan 

Informatika Kabupaten Mojokerto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

Screenshot Hasil Monitoring Titik Yang Terkoneksi Di Jaringan Intra 

Pemerintah/Fiber Optic Yang Diamankan Dan Disediakan Oleh Dinas Komunikasi Dan 

Informatika Kabupaten Mojokerto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

 



Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto

Pembangunan Jaringan Broadband 
Tahun 2021

CV.  Taiba Infrastruktur, Lamongan 6 Pebruari 2021



Mapping Kecamatan

• 18 Kecamatan

• Kecamatan Gedeg, Sooko, Trowulan,
Bangsal, Pungging telah terhubung dengan
Jaringan FO-GPON

• Kecamatan Mojosari telah terhubung
dengan FO Point to Point dari Kominfo pada
Kecepatan 10 Gbps

• Kecamatan Bangsal telah terbangun Menara
Mini SST 24 meter, sebagai model prototipe
untuk gateway Internet Desa



FO-GPON terbangun 2020
Gelaran Kabel FO sepanjang 57 km, menghubungkan 115 Modem ONT



115 titik ONT terhubung 2020



115 titik ONT terhubung 2020



23 Access Point 
terpasang di 
Pendopo Bupati



9 Access Point 
terpasang di OPD 
yang berada di 
Kecamatan Gedeg, 
Trowulan & Puri



19 Access Point 
terpasang di OPD 
yang berada di 
Kecamatan
Mojoanyar, Bangsal & 
Pungging



38 Access Point terpasang di OPD yang 
berada di Kecamatan Sooko



17 Access Point terpasang di OPD yang 
berada di Kecamatan Mojosari



Perencanaan Jaringan Broadband ke Kecamatan

• Ideal nya koneksi broadband ke Kecamatan menggunakan jaringan FO, agar terbangun
kecepatan data intranet minimal 1 Gbps ke Kecamatan. Dan dapat di upgrade ke 10G
dengan penambahan Router CCR 1036 2S+ 8G di setiap Kantor Kecamatan.

• Kebutuhan 1 Gbps ke setiap Kantor Kecamatan, diperlukan karena posisi Kantor
Kecamatan sebagai gateway untuk ke Kelurahan & Desa, SDN, SMPN, Puskesmas & Pasar
Tradisional

• Membagi cluster penggelaran FO ke Kecamatan dalam 5 Cluster :
• Cluster Gedeg : Jetis, Dawarblandong & Kemlagi
• Cluster Trowulan : Puri, Dlanggu, Jatirejo & Mojoanyar
• Cluster Mojosari : Ngoro
• Cluster Pacet : Kutorejo, Pacet & Gondang
• Cluster Trawas : Trawas via Kantor kec. Pacet atau Trawas via pertigaan Desa Pandanarum



Mapping Kecamatan



Plan FO ke Seluruh
Kantor Kecamatan



Mapping SMPN



Backup Broadband Network
FO-Backup & Radio Broadband PtP



FO-Ring

• Menghubungkan Kecamatan
Jatirejo ke Kecamatan Gondang
sepanjang 6 km

• Menghubungkan Kecamatan
Dlanggu ke Kecamatan Kutorejo



Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Mojokerto

Pembangunan Jaringan Broadband 
Tahun 2021

CV.  Taiba Infrastruktur, Lamongan 6 Pebruari 2021



Mapping Kecamatan

• 18 Kecamatan

• Kecamatan Gedeg, Sooko, Trowulan,
Bangsal, Pungging telah terhubung dengan
Jaringan FO-GPON

• Kecamatan Mojosari telah terhubung
dengan FO Point to Point dari Kominfo pada
Kecepatan 10 Gbps

• Kecamatan Bangsal telah terbangun Menara
Mini SST 24 meter, sebagai model prototipe
untuk gateway Internet Desa



FO-GPON terbangun 2020
Gelaran Kabel FO sepanjang 57 km, menghubungkan 115 Modem ONT



115 titik ONT terhubung 2020



115 titik ONT terhubung 2020



23 Access Point 
terpasang di 
Pendopo Bupati



9 Access Point 
terpasang di OPD 
yang berada di 
Kecamatan Gedeg, 
Trowulan & Puri



19 Access Point 
terpasang di OPD 
yang berada di 
Kecamatan
Mojoanyar, Bangsal & 
Pungging



38 Access Point terpasang di OPD yang 
berada di Kecamatan Sooko



17 Access Point terpasang di OPD yang 
berada di Kecamatan Mojosari



Perencanaan Jaringan Broadband ke Kecamatan

• Ideal nya koneksi broadband ke Kecamatan menggunakan jaringan FO, agar terbangun
kecepatan data intranet minimal 1 Gbps ke Kecamatan. Dan dapat di upgrade ke 10G
dengan penambahan Router CCR 1036 2S+ 8G di setiap Kantor Kecamatan.

• Kebutuhan 1 Gbps ke setiap Kantor Kecamatan, diperlukan karena posisi Kantor
Kecamatan sebagai gateway untuk ke Kelurahan & Desa, SDN, SMPN, Puskesmas & Pasar
Tradisional

• Membagi cluster penggelaran FO ke Kecamatan dalam 5 Cluster :
• Cluster Gedeg : Jetis, Dawarblandong & Kemlagi
• Cluster Trowulan : Puri, Dlanggu, Jatirejo & Mojoanyar
• Cluster Mojosari : Ngoro
• Cluster Pacet : Kutorejo, Pacet & Gondang
• Cluster Trawas : Trawas via Kantor kec. Pacet atau Trawas via pertigaan Desa Pandanarum



Mapping Kecamatan



Plan FO ke Seluruh
Kantor Kecamatan



Mapping SMPN



Backup Broadband Network
FO-Backup & Radio Broadband PtP



FO-Ring

• Menghubungkan Kecamatan
Jatirejo ke Kecamatan Gondang
sepanjang 6 km

• Menghubungkan Kecamatan
Dlanggu ke Kecamatan Kutorejo



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto 

Catatan : 

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik. 

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum 

yang sah". 

 

 

  

 

- Penjelasan IKK Output: 

IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung 

dengan akses internetyang disediakan oleh Dinas Kominfo. 

IKK Output : 

2) Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas 

yang disediakan Dinas Kominfo. 

Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mojokerto telah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika yaitu sebanyak 57 Perangkat Daerah melalui 

koneksi fiber optik Indosat dengan kapasitas bandwith 1,5 gbps dan Indihome 

Telkom (up to) dengan kapasitas bandwith up to 20 mbps. 

Data pendukung : 

• Screenshot penggunaan bandwidth opd di kabupaten mojokerto (terlampir) 

• Screenshot traffic bandwidth main router diskominfo kab. Mojokerto Tahun 

2021 (terlampir) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mengetahui, 

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 
 
 
 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto 
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[INDOSAT] Average & Peak Interface Utilization -
Last Month
Summary of Orion Objects: All Nodes

Summary of Time Periods: Last Month (Dec 1 - Dec 31, 2021)

Average & Peak bps Interface Utilization for All Nodes from Last Month (Dec 1 - Dec 31, 2021)
Ordered by:Node Name - Ascending then by Interface Name - Ascending then by Timestamp - Ascending

  INTERFACE NAME TIMESTAMP AVERAGE RECEIVE BPS PEAK RECEIVE BPS AVERAGE TRANSMIT BPS PEAK TRANSMIT BPS

BLI-DPS-SW-DATACENTER#

  Alcatel-Lucent 1/22 December 2021 223.10 bps 26.63 Kbps 1.79 Kbps 1.07 Mbps

SBY-MOJOKERTO-ME

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

December 2021 36.15 Mbps 299.79 Mbps 226.78 Mbps 921.86 Mbps

Average & Peak bps Interface Utilization for All Nodes from Last Month (Dec 1 - Dec 31, 2021)
Ordered by:Node Name - Ascending then by Interface Name - Ascending then by Timestamp - Ascending

  INTERFACE NAME TIMESTAMP AVERAGE RECEIVE BPS PEAK RECEIVE BPS AVERAGE TRANSMIT BPS PEAK TRANSMIT BPS

BLI-DPS-SW-DATACENTER#

  Alcatel-Lucent 1/22 12/1/2021 243.92 bps 19.52 Kbps 5.40 Kbps 704.32 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/2/2021 361.78 bps 25.67 Kbps 9.92 Kbps 784.87 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/3/2021 209.38 bps 12.42 Kbps 1.19 Kbps 85.44 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/4/2021 211.73 bps 12.23 Kbps 888.74 bps 59.81 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/5/2021 200.95 bps 11.71 Kbps 1.24 Kbps 88.31 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/6/2021 194.70 bps 11.63 Kbps 1.22 Kbps 88.41 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/7/2021 223.02 bps 12.15 Kbps 1.15 Kbps 81.56 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/8/2021 209.41 bps 12.61 Kbps 2.46 Kbps 193.95 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/9/2021 218.79 bps 11.16 Kbps 1.10 Kbps 86.16 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/10/2021 288.31 bps 26.63 Kbps 6.86 Kbps 1.07 Mbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/11/2021 220.36 bps 11.61 Kbps 1.04 Kbps 74.25 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/12/2021 203.04 bps 11.15 Kbps 1.15 Kbps 82.94 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/13/2021 256.14 bps 12.63 Kbps 1.22 Kbps 83.95 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/14/2021 226.37 bps 15.02 Kbps 1.26 Kbps 99.07 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/15/2021 199.59 bps 12.02 Kbps 1.41 Kbps 107.67 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/16/2021 263.11 bps 12.13 Kbps 2.14 Kbps 210.17 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/17/2021 205.96 bps 12.48 Kbps 1.16 Kbps 82.98 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/18/2021 220.56 bps 10.80 Kbps 902.40 bps 67.31 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/19/2021 218.67 bps 13.47 Kbps 1.80 Kbps 137.14 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/20/2021 241.99 bps 12.42 Kbps 1.34 Kbps 108.07 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/21/2021 202.19 bps 11.35 Kbps 878.87 bps 70.89 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/22/2021 209.58 bps 11.97 Kbps 977.52 bps 82.88 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/23/2021 198.87 bps 12.28 Kbps 903.13 bps 72.57 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/24/2021 177.29 bps 13.22 Kbps 601.54 bps 49.70 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/25/2021 220.71 bps 12.51 Kbps 1.26 Kbps 101.55 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/26/2021 194.00 bps 11.24 Kbps 758.25 bps 53.56 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/27/2021 290.53 bps 13.09 Kbps 1.33 Kbps 92.06 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/28/2021 208.52 bps 12.88 Kbps 872.87 bps 64.89 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/29/2021 192.28 bps 10.54 Kbps 872.09 bps 64.81 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/30/2021 194.06 bps 11.34 Kbps 1.07 Kbps 76.43 Kbps

  Alcatel-Lucent 1/22 12/31/2021 210.28 bps 12.21 Kbps 1.10 Kbps 76.44 Kbps

SBY-MOJOKERTO-ME

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/1/2021 52.53 Mbps 103.37 Mbps 261.04 Mbps 532.13 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/2/2021 51.64 Mbps 96.29 Mbps 243.92 Mbps 618.78 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/3/2021 39.54 Mbps 171.92 Mbps 226.08 Mbps 457.87 Mbps
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  INTERFACE NAME TIMESTAMP AVERAGE RECEIVE BPS PEAK RECEIVE BPS AVERAGE TRANSMIT BPS PEAK TRANSMIT BPS

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/4/2021 28.88 Mbps 54.28 Mbps 111.07 Mbps 423.15 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/5/2021 26.08 Mbps 39.49 Mbps 65.68 Mbps 377.07 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/6/2021 41.13 Mbps 92.96 Mbps 238.82 Mbps 772.97 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/7/2021 42.94 Mbps 97.09 Mbps 254.15 Mbps 582.82 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/8/2021 41.66 Mbps 83.74 Mbps 274.20 Mbps 743.58 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/9/2021 40.71 Mbps 77.75 Mbps 242.86 Mbps 599.62 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/10/2021 44.27 Mbps 96.88 Mbps 261.31 Mbps 595.37 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/11/2021 25.54 Mbps 40.58 Mbps 182.21 Mbps 464.60 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/12/2021 26.72 Mbps 46.15 Mbps 175.50 Mbps 478.40 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/13/2021 39.93 Mbps 91.60 Mbps 288.64 Mbps 621.78 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/14/2021 39.03 Mbps 78.91 Mbps 309.43 Mbps 687.13 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/15/2021 38.12 Mbps 87.19 Mbps 322.56 Mbps 709.35 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/16/2021 37.96 Mbps 94.88 Mbps 212.12 Mbps 599.94 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/17/2021 41.77 Mbps 116.26 Mbps 245.83 Mbps 725.21 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/18/2021 27.79 Mbps 52.21 Mbps 156.05 Mbps 510.70 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/19/2021 23.50 Mbps 53.80 Mbps 114.01 Mbps 487.29 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/20/2021 42.33 Mbps 89.31 Mbps 291.38 Mbps 764.16 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/21/2021 35.44 Mbps 94.16 Mbps 236.52 Mbps 691.32 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/22/2021 37.46 Mbps 95.63 Mbps 243.32 Mbps 599.94 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/23/2021 36.78 Mbps 90.76 Mbps 253.15 Mbps 740.56 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/24/2021 34.50 Mbps 98.01 Mbps 247.56 Mbps 921.86 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/25/2021 22.80 Mbps 44.65 Mbps 126.23 Mbps 502.98 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/26/2021 24.26 Mbps 87.05 Mbps 133.94 Mbps 430.22 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/27/2021 44.19 Mbps 140.71 Mbps 282.68 Mbps 691.38 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/28/2021 35.33 Mbps 98.22 Mbps 268.69 Mbps 815.78 Mbps
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  INTERFACE NAME TIMESTAMP AVERAGE RECEIVE BPS PEAK RECEIVE BPS AVERAGE TRANSMIT BPS PEAK TRANSMIT BPS

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/29/2021 34.13 Mbps 86.96 Mbps 266.02 Mbps 615.31 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/30/2021 31.29 Mbps 96.25 Mbps 257.81 Mbps 617.22 Mbps

 
5/2/5, 10-Gig Ethernet,
"rsvrd for DISKOMINFO
MOJOKERTO"

12/31/2021 32.56 Mbps 299.79 Mbps 238.32 Mbps 586.57 Mbps

Average Interface Utilization for All Nodes from Last Month (Dec 1 - Dec 31, 2021)

Average Receive bps SBY-MOJOKERTO-ME - Port 5/2/5 · IDIA AP-LA MJK 190462

Average Receive bps BLI-DPS-SW-DATACENTER# - Port 1/22 · IDIA KMNFO KUT 210016

Average Transmit bps SBY-MOJOKERTO-ME - Port 5/2/5 · IDIA AP-LA MJK 190462

Average Transmit bps BLI-DPS-SW-DATACENTER# - Port 1/22 · IDIA KMNFO KUT 210016

Created on 1/13/2022,  © SolarWinds Worldwide, LLC. All Rights Reserved.

Average Interface Utilization
Dec 1 2021, 12:00 am - Dec 31 2021, 12:00 am

2 Dec 4 Dec 6 Dec 8 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Dec 16 Dec 18 Dec 20 Dec 22 Dec 24 Dec 26 Dec 28 Dec 30 Dec
0 bps

95.4 Mbps

190.7 Mbps

286.1 Mbps



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

Screenshot penggunaan bandwidth opd di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah".

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

- Penjelasan IKK Output: 

IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung 

dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. 

IKK Output :  

3) Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas 

Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan 

memanfaatkan jaringan intra pemerintah. 

Telah tersedia sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan 

Dinas Kominfo Kab.Mojokerto (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal 

lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah. 

 

 

Data pendukung :  

• Screenshot Aplikasi Dashboard Kabupaten Mojokerto (terlampir) 

 

 

 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

 

 

 

Screenshot Aplikasi Dashboard Kabupaten Mojokerto 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

DATA PENDUKUNG 

KABUPATEN MOJOKERTO 
TERHADAP LPPD TAHUN 2021  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) IKK Outcome : 
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. 
 

Konsep/Definisi 
Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan 
terintegrasi. 
 

IKK Output : 
1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik  pada 

Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan 
memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara 
sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015. 

2. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang 
Sesuai standar. 

3. Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi 
umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi 
pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah 
diimplementasikan secara elektronik. 

5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi 
pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik. 

6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi 
dengan sistem penghubung layanan pemerintah. 

8. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data 
pemerintah.  

9. Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data 
pemerintah. 

10. Persentase Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus 
jenis data (sesuai renstra kominfo)  

11. Persentase data yang dapat berbagi pakai. 
12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang 

mendukung smart city. 
13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi 
14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait 

implementasi e-government. 

INDIKATOR KINERJA KUNCI 

Urusan Komunikasi dan Informatika 

1 
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Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 
2) IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan 

terintegrasi. 

- Penjelasan IKK Outcome : 

Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan 

terintegrasi. 

 

Jumlah layanan publik berbasis elektronik yang mendukung kegiatan di sektor 

pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, 

lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, perhubungan, energi, sumber daya 

alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya ada sebanyak 178 layanan publik. 

Sedangkan untuk layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 

di Kabupaten Mojokerto masih 5 aplikasi antara lain : Aplikasi SIPANJOL (Sistem 

Informasi Pajak Daerah Online), JDIH Kab. Mojokerto , Portal Satu Data Palapa, 

Covid Information System dan aplikasi layanan perizinan. 

 

 

Data pendukung :  

• Screenshot Aplikasi SIPANJOL (Sistem Informasi Pajak Daerah Online), 

Aplikasi SIPANJOL (Sistem Informasi Pajak Daerah Online), JDIH Kab. 

Mojokerto , Portal Satu Data Palapa, Covid Information System dan aplikasi 

layanan perizinan (terlampir) 

• Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan GAP 

Analysis hal. 40-41 (terlampir) 

 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 

 

 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

Screenshot Aplikasi SIPANJOL (Sistem Informasi Pajak Daerah Online), JDIH Kab. 

Mojokerto , Portal Satu Data Palapa, Covid Information System dan  

aplikasi layanan perizinan 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  
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- Penjelasan IKK Output: 

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online 

dan terintegrasi. 

IKK Output : 

1) Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada 

Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan 

domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015. 

Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada 

Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring di Command Center 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 tercatat sejumlah 87 kegiatan (event) yang 

meliputi 84 kegiatan (event) daring dan 3 kegiatan non daring. 

Data pendukung : 

• Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada 

Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring di Command Center 

Tahun 2021. (terlampir) 

 
 
 
 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

DAFTAR PENGGUNAAN COMMAND CENTER 

KABUPATEN MOJOKERTO 

No Tanggal Acara Penyelenggara 
Daring/ 

Non Daring 

1 6 Januari 2021 

Penandatanganan nota kesepahaman antara 

mendagri dengan menkeu, menteri ppnka, 

bappenas, ka bpkp dan ketua kpk tentang 

kerja sama pelaksanaan evaluasi RAPBD dan 

rencana perubahan APBD 

Kemendagri Daring 

2 7 Januari 2021 
vidcon penandatanganan MOU kemendagri, 

Kemenkeu, KPK, Bappenas dan BPKP. 
Kemendagri Daring 

3 8 Januari 2021 Rakor Penanganan Covid 19 di Jawa Timur Gubernur Jawa Timur Daring 

4 11 Januari 2021 
Vidcon Rakernas Pembangunan Pertanian 

Tahun 2021 
Kemendagri Daring 

5 20 Januari 2021 

Percepatan pelaksanaan APBD TA 2021 dan 

kemudahan investasi di daerah dalam rangka 

mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah 

Kemendagri Daring 

6 21 Januari 2021 

Rilis Bersama Data Sensus Penduduk dan 

Data Adm. Kependudukan 2020 menuju Satu 

Data Kependudukan Indonesia  

Kemendagri dan BPS Daring 

7 22 Januari 2021 Rakor PPKM Gubernur Jawa Timur Daring 

8 26 Januari 2021 Rakor  Evaluasi PPKM secara vidcon Setda Prov Jatim Daring 

9 28 Januari 2021 
Koordinasi pemberantasan korupsi 

terintegrasi di wilayah Pemprov Jawa Timur 
Pj. Sekda Daring 

10 30 Januari 2021 

Rakor Prokes Covid 19 yang di pimpin 

langsung Bapak Menko Maritim dan 

Investasi secara vidcon 

Kemendagri Daring 

11 9 Februari 2021 

Rapat koordinasi kebijakan penanganan 

COVID-19 dan refocusing TKKD TA 2021 

via zoom meeting 

Pj. Sekda Daring 

12 15 Februari 2021 Kerjasama BPN dengan Pemda se Jatim Gubernur Jawa Timur Daring 

13 15 Februari 2021 

Rakor terkait Pelaksanaan Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

Mikro dan Percepatan Pencairan DD  

Setda Prov Jatim Daring 

14 23 Februari 2021 

Penyelenggaraan perizinan, berusaha di 

daerah terkait kesiapan Online Single 

Submission (OSS) 

Kemendagri Daring 

15 23 Februari 2021 Rapat Evaluasi PPKM Mikro Gubernur Jawa Timur Daring 

16 2 Maret 2021 Rapat Evaluasi PPKM Mikro Gubernur Jawa Timur Daring 

17 4 Maret 2021 
Evaluasi Kinerja TPID Kabupaten/Kota 

tahun 2020 

Deputi Bidang 

Koordinasi Ekonomi 

Makro dan Keuangan 

Daring 

18 9 Maret 2021 Rapat Evaluasi PPKM Mikro Gubernur Jawa Timur Daring 

19 13 April 2021 Rapat Evaluasi PPKM Mikro Gubernur Jawa Timur Daring 

20 14 April 2021 
Arahan Presiden kepada Kepala Daerah dan 

Wakin Kepala Daerah Terpilih 
Kemendagri Daring 

21 22 April 2021 

Rakor terkait PPKM Persiapan Menyambut 

Hari Raya Idul Fitri 1442H di Masa Pandemi 

Covid-19 tahun 2021 

Gubernur Jawa Timur Daring 

22 30 April 2021 Rapat Evaluasi PPKM Mikro Gubernur Jawa Timur Daring 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

23 4 Mei 2021 

Tindak Lanjut Arahan Mendagri dalam 

rangka penegakan disiplin prokes dan 

penanganan Covid-19 di Jawa Timur 

Gubernur Jawa Timur Daring 

24 6 Mei 2021 

Penanganan Kepulangan PMI dan WNI serta 

kedatangan WNA melalui Bandara 

Internasional Juanda 

Gubernur Jawa Timur Daring 

25 9 Mei 2021 
Rapat Persiapan Sholat Idul Fitri 1442 H/ 

tahun 2021 
Gubernur Jawa Timur Daring 

26 17 Mei 2021 Rakor Kepala Daerah Seluruh Indonesia Kemendagri Daring 

27 17 Mei 2021 

Rakor Gubernur Jatim dengan 

Bupati/Walikota se-Jawa Timur terkait 

persiapan distribusi vaksinasi dan presentasi 

persiapan pembelajaran tatap muka oleh 

Kepala Dinas Pendidikan Prov Jawa Timur 

Gubernur Jawa Timur Daring 

28 20 Mei 2021 
Peluncuran Kegiatan Literasi Digital Dengan 

Tema Indonesia Makin Cakap Digital 
Kemendagri Daring 

29 21 Mei 2021 Rapat Evaluasi PPKM Mikro Gubernur Jawa Timur Daring 

30 1 Juni 2021 DUMM kemendagri Daring 

31 4 Juni 2021 PKP PAUD HI Direktur GTK PAUD Daring 

32 9 Juni 2021 Rapat Evaluasi PPKM Mikro Gubernur Jawa Timur Daring 

33 14 Juni 2021 

Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat 

Kemendagri Daring 

34 15 Juni 2021 
Rakor Evaluasi PPKM Mikro yg dipimpin 

Ibu Gubernur Jatim. 

Plt. Asisten 

Pemerintahan dan Kesra 
Daring 

35 24 Juni 2021 Peluncuran RAN PAUD HI Kemendagri Daring 

36 25 Juni 2021 
Analisis dan Evaluasi penerapan PPKM 

berbasis mikro di tingkat desa dan kelurahan 
Kemendagri Daring 

37 1 Juli 2021 Musrenbang RPJMD Prov Jatim Gubernur Jawa Timur Daring 

38 1 Juli 2021 Rapat Evaluasi PPKM Mikro Gubernur Jawa Timur Daring 

39 5 Juli 2021 Rapat staff opd dengan bupati Bupati Non Daring 

40 7 Juli 2021 Literasi Digital Diskominfo Daring 

41 11 Juli 2021 Rapat Evaluasi PPKM Mikro Gubernur Jawa Timur Daring 

42 11 Juli 2021 
Pembatasan Mobilitas Selama PPKM 

Darurat di Jawa dan Bali 

Menteri Koordinator 

Bidang Kemaritiman dan 

Investasi Sekretaris 

Kementerian 

Koordinator 

Daring 

43 16 Juli 2021 Literasi Digital Diskominfo Daring 

44 19 Juli 2021 
Rakor Pemulasaran dan pemakaman jenazah 

covid 
Bupati Non Daring 

45 19 Juli 2021 
Pertemuan Presiden - Penanganan Pandemi 

Covid-19 
Kemendagri Daring 

46 23 Juli 2021 Hari Anak Nasional 

Kementerian 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Republik Indonesia 

Daring 

47 23 Juli 2021 Pelatihan Isi Piringku bagi guru Spektra Daring 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

48 29 Juli 2021 
Evaluasi Pembangunan Kabupaten/Kota 

Layak Anak (KLA), 

Kementerian 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Republik Indonesia 

Daring 

49 30 Juli 2021 
Rekomendasi FK Unair untuk percepatan 

penanganan Covid-19 
Universitas Airlangga Daring 

50 30 Juli 2021 
DIALOG INDUSTRI Bersama Bupati 

Mojokerto 
Disperindag Daring 

51 31 Juli 2021 Sharing penanganan covid Wakil Bupati Daring 

52 2 Agustus 2021 

FGD dukungan kegiatan kajian operasional 

membangun kepemimpinan kolaboratif 

dalam percepatan penanganan pandemi 

Covid-19 

Tim Pakar Satgas 

COVID-19 
Daring 

53 3 Agustus 2021 Rapat staff opd dengan bupati Bupati Non Daring 

54 13 Agustus 2021 Literasi digital Diskominfo Daring 

55 14 Agustus 2021 Upacara hari pramuka Sekretariat Daerah Daring 

56 17 Agustus 2021 Upacara hari kemerdekaan Sekretariat Presiden Daring 

57 19 Agustus 2021 
Pengarahan Bpk. Presiden RI kepada 

Forkopimda Se-Jawa Timur 

Plt. Asisten 

Pemerintahan dan Kesra 
Daring 

58 20 Agustus 2021 Literasi digital Diskominfo Daring 

59 1 Oktober 2021 Upacara Bupati Daring 

60 5 Oktober 2021 

Penandatanganan kesepakatan bersama 

antara Pemkab Mojokerto dengan 

Universitas Negeri Surabaya 

Bupati Daring 

61 5 Oktober 2021 Gladi KOVABLIK 2021 Bagian Organisasi Daring 

62 6 Oktober 2021 KOVABLIK 2021 Bagian Organisasi Daring 

63 8 Oktober 2021 NUS DLA 2021 Kemenkominfo Daring 

64 11 Oktober 2021 
Pembinaan Penyelesaian Kasus Rumah 

Tangga PNS 
BKPP Daring 

65 12 Oktober 2021 
Pembinaan Penyelesaian Kasus Rumah 

Tangga PNS 
BKPP Daring 

66 13 Oktober 2021 
Pembinaan Penyelesaian Kasus Rumah 

Tangga PNS 
BKPP Daring 

67 13 Oktober 2021 
Penerimaan Penghargaan Anugerah Parahita 

Ekapraya 
Bappeda Daring 

68 14 Oktober 2021 
FGD Laporan Pendahuluan Updating Data 

Potensi Ekonomi Kreatif 2021 
Bappeda Daring 

69 18 Oktober 2021 
Kegiatan pelatihan pengelolaan Program dan 

penyuluhan PKK 
DPMD Daring 

70 18 Oktober 2021 Mauilid Nabi Kesra Daring 

71 22 Oktober 2021 
Upacara Bendera Hari Santri Nasional Tahun 

2021 

Plt. Asisten 

Pemerintahan dan Kesra 
Daring 

72 22 Oktober 2022 Maulid Nabi Muhamma SAW Tahun 1443 H 
Asisten Pemerintahan 

Perimtahan dan Kesra 
Daring 

73 25 Oktober 2021 
Pembukaan Pelatihan Manajemen Puskesmas 

Tahun 2021 di Kab. Mojokerto 
BKPP Daring 

74 27 Oktober 2021 
Webinar Koordinasi Pusat Dan Daerah 

Program Pertashop  
Kemendagri Daring 

75 27 Oktober 2021 Lokarya Kotaku Mojokerto Bappeda Daring 

76 31 Oktober 2021 Gotong Royong Bupati Daring 

77 2 November 2021 Pembukaan Pelatihan Guru BKPP Daring 
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Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

78 18 November 2021 TP2DD Bapenda Daring 

79 7 Desember 2021 PMT-AS DPMD Daring 

80 7 Desember 2021 Rakorda TPAKD Bupati Daring 

81 8 Desember 2021 PMT-AS DPMD Daring 

82 8 Desember 2021 Inovasi TTG DPMD Daring 

83 14 Desember 2021 PMT-AS DPMD Daring 

84 15 Desember 2021 PMT-AS DPMD Daring 

85 16 Desember 2021 PMT-AS DPMD Daring 

86 17 Desember 2021 PMT-AS DPMD Daring 

87 20 Desember 2021 PMT-AS DPMD Daring 

 
 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 
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Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 

- Penjelasan IKK Output: 

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online 

dan terintegrasi. 

IKK Output :  

2) Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang Sesuai 

standar. 

Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai 

standar sebanyak 47 OPD dari total 57 OPD dan telah terkoneksi secara 

langsung pada website Pemerintah Daerah https://mojokertokab.go.id. 

 

Data pendukung :  

• Screenshot submenu link website  https://mojokertokab.go.id pada pada website 

Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. 

• Screenshot monitoring subdomain. 

 

 

 
 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 
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Gambar 3. 4 Presentase Status Akses Layanan 

Dari Gambar 3.4  pada 43 PD dapat dilihat bahwa layanan yang sudah Online 

dan didukung aplikasi sebanyak 94 layanan online atau 39%, belum didukung 

oleh aplikasi atau masih Manual sebanyak 76 layanan manual atau 31%, dan 

layanan yang Online dan memiliki opsi Manual  sebanyak 74 layanan atau 30%. 

 
 Pada Tabel 3.3 merupakan penjabaran kondisi eksisting layanan yang tersebar 

pada 43 PD di Kabupaten Mojokerto. 

Tabel 3. 3  Kondisi Eksisting Layanan Publik 

Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

1 
Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat 
Daerah 

1 Layanan Pengaduan Masyarakat Manual 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Penerbitan dan penetapan 
PD/SPPT/DHKP 

Manual&Online 

2 
Perumusan dan penyampaian 
blangko Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah (SPTPD) 

Manual&Online 

3 Layanan Menghitung kerugian daerah Manual&Online 

4 Pencatatan barang Manual&Online 

39%

31%

30%

Presentase Status Layanan Akses

Online Manual manual dan online
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

 

 

 

 

Badan Pendapatan 
Daerah 

5 Penjabaran APBD Online 

6 Layanan PBB P2 Online 

7 
Perumusan dan penyampaian Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 

Manual 

8 Pelayanan SPTPD BPHTB Online 

9 
Pendaftaran dan penetapan Nomor 
Obyek Pajak (NOP) 

Online 

10 

Pelaksanaan pendaftaran, penetapan, 
penerbitan dan penyampaian Kartu 
Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak 
Daerah (NPWPD) 

Manual&Online 

11 Rekonsiliasi Manual 

3 

Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 
Daerah 

1 
SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah) 

Online 

2 SIMBADA Online 

3 SIMDA Online 

4 SIMDAGO Online 

5 E-Persediaan Online 

6 Layanan Aset Manual&Online 

7 Layanan penganggaran Online 

8 Layanan Penggajian Online 

9 Layanan SP2B Online 

10 Layanan Pelaporan Manual&Online 

11 
Pemanfaatan dan Perubahan Status 
Aset 

Manual 

12 Pendataan dan Penatausahaan Aset Manual&Online 

13 Layanan aset tanah dan bangunan Manual 

14 Bagi Hasil Retribusi kepada pihak lain Manual&Online 

15 
Bantuan Keuangan Desa 
(Infrastruktur) 

Manual&Online 

16 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Manual&Online 

4 
Badan 
Perencanaan 

1 SIPD Online  

2 Layanan Informasi Tata Ruang Online 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

Pembangunan 
Daerah 

5 

Badan 
Kepegawaian 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

1 
Pelayanan Permintaan Data dan 
Informasi 

Manual&Online 

2 
Pembuatan Karpeg, Karis, Karsu, KPE 
dan Konversi NIP 

Manual&Online 

3 
Rekonsiliasi dan Validasi Data 
SIMPEG 

Manual&Online 

4 Pelaksanaan Update Data Simpeg Manual&Online 

5 Pelaporan Kepegawaian Semester Manual&Online 

6 Pelaporan Kepegawaian Tribulan Manual&Online 

7 Kenaikan Pangkat Manual&Online 

8 
Pengangkatan Dalam jabatan 
Struktural 

Manual&Online 

9 Mutasi Pegawai Antar Unit Kerja/PD Manual&Online 

10 
Mutasi Pegawai Antar 
Daerah/Departemen 

Manual&Online 

11 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
Dengan Hak Pensiun 

Manual&Online 

12 Peninjauan Masa Kerja Manual&Online 

13 Pembuatan Kartu Peserta Taspen Manual&Online 

14 Pengadaan Pegawai ASN Manual&Online 

15 Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional Manual&Online 

16 Fasilitasi Izin Belajar Manual&Online 

17 Fasilitasi Izin Tugas Belajar Manual&Online 

18 Fasilitasi Diklat Teknis/ Fungsional Manual&Online 

19 
Melaksanakan Pembinaan 
Perkawinan 

Manual&Online 

20 Pembinaan Kepegawaian Manual&Online 

21 
Pelayanan Penilaian Kinerja ASN dan 
Perhitungan TPP 

Online 

22 Pelayanan Penilaian Kehadiran ASN Online 

23 Pelayanan Arsip Kepegawaian Online 

24 Pelayanan Dashboard ASN Online 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

25 Pelayanan Update Data Jabatan Online 

6 

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

1 
Pemberian Rekomendasi 
Penelitian/Survey/Kegiatan 

Manual 

2 Layanan Kelembagaan Manual&Online 

7 
Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

1 Destana (penyuluhan ke masyarakat) Manual 

8 
Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 

 Tidak ada Layanan 

9 
Bagian Organisasi 

1 
E-Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah) 

Online  

10 

Bagian 
Administrasi 
Kesejahteraan 
Rakyat 

1 Layanan Permohonan Hibah Manual 

11 
Bagian Hukum 

1 
Layanan produk hukum melalui JDIH 
(Jaringan Dokumentasi Informasi 
Hukum) 

Manual&Online 

12 
Bagian 
Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam 

1 
Layanan Pelaporan Adanya Rokok 
Ilegal 

Keduanya 

13 
Bagian 
Administrasi 
Pembangunan 

 Tidak ada Layanan  

14 Bagian Umum  Tidak ada Layanan  

15 
Bagian 
Perencanaan dan 
Keuangan 

 Tidak ada Layanan  

16 
Bagian Protokol 
dan Komunikasi 
Pimpinan 

1 
Publikasi kegiatan Pemerintahan 
Daerah 

Manual 

17 

Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

1 
Layanan pengaduan online, 
LAPORSPAN 

Online 

2 Layanan Data di PPID Manual&Online 

3 Portal Covid-19 Kabupaten Mojokerto Manual&Online 

18 
Dinas Pendidikan 1 Bantuan Operasional PAUD Manual&Online 

2 Pendirian Sekolah Manual&Online 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

3 Manajemen Tenaga Pendidikan Manual&Online 

4 Penerimaan Peserta Didik Baru Manual&Online 

5 Pengembangan Keprofesian Manual&Online 

6 Pengajuan nilai angka kredit Manual&Online 

7 Program Indonesia Pintar Manual&Online 

8 Penggantian Ijazah Hilang Manual 

9 Penilaian Akreditasi Sekolah PAUD Manual&Online 

10 Pengajuan Sarana Prasarana Sekolah Manual&Online 

11 Layanan Manajemen Surat Online 

12 Mutasi Siswa Manual&Online 

13 
Menghimpun data pokok pendidikan 
PAUD 

Online 

14 
Pemindahan konversi mata pelajaran 
tenaga pendidik 

Manual&Online 

15 Layanan Tunjangan Profesi Manual&Online 

19 

Dinas Kesehatan 1 Surat Ijin Praktek Apoteker Manual&Online 

2 Layanan SIPTTK Manual&Online 

3 Layanan UMOT Manual 

4 Layanan Surat Ijin Praktek Dokter dll Manual&Online 

5 Layanan PIRT Manual 

6 Layanan PKRT Manual 

7 Laik Higienis Jasa Boga Manual 

8 Pelayanan Kesehatan Rujukan Manual 

9 Surat ijin kerja rekam medis Manual&Online 

10 Surat Ijin Perawat Manual&Online 

20 

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa 

1 Layanan konsultasi BUMDES Manual 

2 Layanan PKK Manual&Online 

3 Layanan Klinik Lakon Penggoda Manual&Online 

4 Layanan Posyandu Manual&Online 

5 Layanan Teknologi Tepat Guna Manual 

21 1 Penerbitan Kartu Keluarga  Online 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

Dinas 
Kependudukan 
dan Pecatatan Sipil 

2 
Penerbitan Kartu Identitas Anak 
(KIA) 

Online 

3 Penerbitan Surat Pindah Keluar Online 

4 Pencatatan Akta Perkawinan Online 

5 Pencatatan Akta Perceraian Online 

6 
Pemberian Catatan Pinggir 
Pengesahan Anak 

Online 

7 
Pemberian Catatan Pinggir 
Pengakuan Anak 

Online 

8 Penerbitan Akta Kematian Online 

9 Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran Online 

10 
Penerbitan Kartu Tanda Pendududuk 
Bagi WNI 

Online 

11 Penerbitan Surat Pindah Datang Online 

12 Legalisir Dokumen Kependudukan Online 

13 Pengendalian Dokumen Online 

14 Pengendalian arsip Online 

15 Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai Online 

16 Penanganan Keluhan Pelanggan Online 

17 Pengukuran Kepuasan Pelanggan Online 

18 
Penerbitan Kartu Keluarga Karena 
Perubahan Data 

Online 

19 
Penerbitan Kartu Keluarga Karena 
Hilang Atau Rusak 

Online 

20 
Penerbitan Kartu Keluarga Karena 
Hilang Atau Rusak Bagi Orang Asing 

Online 

21 
Penerbitan Kartu Tanda Pendududuk 
Bagi WNA 

Online 

22 
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
Karena Perubahan Data 

Online 

23 
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
Karena Pindah Datang 

Online 

24 
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
Karena Hilang Atau Rusak 

Online 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

25 
Penerbitan Surat Keterangan Tempat 
Tinggal (Bagi Orang Asing) 

Online 

26 Penerbitan Surat Pindah Keluar Online 

27 
Pelayanan KK & KTP Pada Mobil 
Layanan 

Online 

28 Pencatatan Pembatalan Perkawinan Online 

28 Pencatatan Pembatalan Perceraian Online 

30 
Pemberian Catatan Pinggir 
Pengangkatan Anak 

Online 

31 
Pemberian Catatan Pinggir 
Perubahan Nama 

Online 

32 Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran Online 

33 Penerbitan Kutipan II Akta Kematian Online 

34 
Penerbitan Kutipan II Akta 
Perkawinan 

Online 

35 
Penerbitan Kutipan II Akta 
Perceraian 

Online 

36 
Pencatatan Perubahan Status 
Kewarganegaraan 

Online 

37 Penanganan Keluhan Pelanggan Online 

38 Permintaan Data Online 

39 
Pelayanan Pendaftaran Administrasi 
Kependudukan 

Online 

40 
Pengambilan Dokumen 
Kependudukan Berbasis Digital 

Online 

41 
Pelayanan Balaputra (Baru Lahir 
Pulang Bawa Akta) 

Online 

42 
Pelayanan Motor Sakti (Motor Siap 
Antar Akta Kematian) 

Online 

43 
Pelayanan Sinden Katut Mas Hardi 
(Sekali Datang Kk, Ktp, Akta 
Kelahiran Jadi) 

Online 

44 
Pelayanan Drive Thru Untuk Cetak KK 
& KTP (Tanpa Perubahan) 

Online 

22 
Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro 

1 
Fasilitasi pemasaran koperasi dan 
UMKM 

Manual&Online 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

2 
Pelatihan terkait produksi usaha 
mikro 

Manual&Online 

3 pelatihan wirausaha Manual&Online 

4 
Pembinaan perubahan anggaran 
dasar koperasi 

Manual 

5 Pembinaan produksi usaha mikro Manual&Online 

6 
Pembinaan Tata cara pembentukan 
koperasi 

Manual 

7 Penyuluhan manajemen koperasi Manual 

8 Surat Keterangan Kepengurusan Manual 

9 
Layanan penilaian kesehatan 
koperasi 

Manual 

10 Fasilitasi klinik bisnis Manual&Online 

11 Layanan Sibolasi Online 

23 
Dinas Lingkungan 
Hidup 

 Tidak Ada Layanan  

24 
Dinas Pangan dan 
Perikanan 

1 Penjualan Benih Ikan Manual 

2 Layanan Toko Tani Indonesia Center Manual&Online 

25 

Dinas Pemuda 
Olahraga 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 

1 
Rekomendasi Penggunaan 
Stadion/Indoor 

Manual 

2 
Rekomendasi Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata (TDUP) 

Online 

3 Rekomendasi Kartu Induk Kesenian Manual&Online 

26 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan Ruang 

1 Laporan PJU Manual 

2 Rekomendasi Peil Banjir Manual 

3 
Perlindungan garis sepadan jalan 
untuk pembangunan pagar 

Manual 

4 Informasi tataruang secara tertulis Manual 

5 Laporan Pohon tumbang Manual 

6 
Perijinan membuat jembatan keluar 
masuk diatas saluran air 

Manual 

27 

Dinas Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 

1 Izin Dasar Manual&Online 

2 Izin Sektor Kesehatan Online 

3 Izin Sektor Koperasi Dan Ukm Online 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

Terpadu Satu 
Pintu 

4 Izin Sektor Pendidikan Online 

5 Izin Sektor Lingkungan Hidup Online 

6 Izin Sektor Perdagangan Online 

7 Izin Sektor Perhubungan Online 

8 Izin Sektor Perindustrian Online 

9 Izin Sektor Pertanian Online 

10 Izin Sektor Ketenagakerjaan Online 

11 Izin Sektor Pupr Online 

28 

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk 
Keluarga 
Berencana dan 
Pemberdayaan 
Perempuan 

1 Sosialisasi KB Manual&Online 

 

2 

Pendampingan Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak 

Manual&Online 

29 

Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan 

1 Perpustakaan keliling Manual 

2 
Pustaka Terapan berbasis Inklusi 
Nasional 

Manual 

3 Pustaka Asiek Manual 

4 Sirkulasi (EPusda) Online 

5 Layanan Sirkulasi Manual&Online 

6 Pelayanan Masyarakat kearsipan Manual 

30 

Dinas Pertanian 1 Rumah Potong Hewan Manual 

2 Lab Kesehatan Hewan Manual 

3 Pasar Kesehatan Hewan Manual 

4 Rumah Potong Unggas Manual 

31 

Dinas Perumahan 
Rakyat Kawasan 
Permukiman dan 
Perhubungan 

1 Pengurusan rekomendasi andalalin Manual 

2 Pengujian Kendaraan Online 

3 Layanan Ijin Trayek Manual 

32 

 

 

Dinas Sosial 

1 Pemulangan Orang Terlantar Manual 

2 Pembinaan Pekerja Sosial Manual 

3 
Pembinaan Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan 

Manual 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

4 Pembinaan Karang Taruna Manual 

33 

 

 

 

 

Dinas Tenaga 
Kerja 

1 
Pembuatan Rekom Paspor Calon 
Pekerja Imigran Indonesia 

Online 

2 
Rekomendasi Ijin Operasional 
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 
(LPKS) 

Manual 

3 Pendaftaran Bursa Kerja Khusus Manual 

4 Pengesahan perjanjian pemagangan Manual 

5 Pendaftaran Transmigrasi Manual 

6 
Pendaftaran AK 1(Kartu Tanda Bukti 
Pendaftaran Pencari Kerja) 

Manual&Online 

7 
Pelayanan Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial 

Manual 

8 
Pengesahan Peraturan Perusahaan 
(PP) 

Manual 

34 

 

 

 

 

 

Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

1 Pembinaan dan penyuluhan Manual 

2 
Pembinaan kepada masyarakat 
tentang alat ukur 

Manual 

3 Pengurusan SNI Produk Manual 

4 
Pengadaan Event promosi dan 
pameran produk industri 

Manual 

5 Pengawasan alat ukur Manual 

6 Pengurusan Merk Produk Manual 

7 Penyuluhan alat ukur Manual 

8 Manajemen data rekap export import Manual&Online 

9 Manajemen retribusi pasar rakyat Manual 

35 

 

INSPEKTORAT 

1 Pelayanan Konsultasi Manual 

2 SimHP (Hasil Pengawasan) Internal Manual&Online 

3 
Penanganan Kasus Pengaduan di 
Lingkungan Pemda 

Manual 

36 RSUD R.A. Basuni 

1 Layanan Antrian Manual&Online 

2 Layanan CSSD Manual 

3 Layanan Farmasi Online 

4 Layanan Foto XRay Manual 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

5 Layanan Gizi Online 

6 Layanan Kamar Operasi Online 

7 Layanan Pengadaan Online 

8 Layanan Rawat Inap Online 

9 Layanan Rawat Jalan (POLI) Online 

10 Layanan Rekam Medis Manual 

11 Layanan Bayi Online 

12 Layanan Emergency Ibu Bersalin Online 

13 Layanan ICU Online 

14 Layanan IGD Online 

15 Layanan Laborat Online 

16 Layanan USG Manual 

37 SATPOL PP 

1 
Pengamanan Rumah Dinas Pejabat / 
Asset 

Manual 

2 
Pengamanan dan pengawalan pejabat 
dan orangorang penting 

Manual 

38 Kecamatan Jetis 1 Pelayanan Administrasi (PATEN) Manual 

39 
Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa 

1 Layanan Pengadaan dengan LPSE Online 

40 

RSUD Prof dr 
Soekandar 

1 Layanan Kesehatan Manual&Online 

2 
Layanan Anjungan Pendaftaran 
Mandir 

Manual&Online 

41 
Kecamatan 
Pungging 

1 Pelayanan Administrasi (PATEN) Manual 

2 Dispensasi Nikah Manual 

42 
Kecamatan 
Mojosari 

1 Layanan administrasi kependudukan Online 

43 

Kecamatan Sooko 

1 Layanan administrasi kependudukan Online 

2 
Layanan Penerbitan Surat Keterangan 
Pelayanan Sosial 

Manual 

3 
Layanan Rekomendasi Izin 
Keramaian 

Manual 

4 
Layanan Pengesahan Proposal dan 
Rekomendasi 

Manual 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

5 Layanan Dispensasi Nikah Manual 

6 Layanan Legalisasi Surat-surat Manual 

7 Layanan Evaluasi APBDesa Manual 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

Screenshot monitoring subdomain 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

Screenshot submenu link website pada https://mojokertokab.go.id/links 

 

 

 

https://mojokertokab.go.id/links


Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah".

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 

- Penjelasan IKK Output: 

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online 

dan terintegrasi. 

IKK Output :  

3) Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi 

umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

 

Seluruh Perangkat Daerah (57 OPD) di kabupaten Mojokerto telah mengimple-

mentasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus.  

 

Data pendukung :  

• Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan GAP 

Analysis hal. 172-179 (terlampir) 

 

 

 

 
 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 
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Lampiran 1.2 Ketersediaan Aplikasi 

Kode 
PD 

Nama PD Nama Aplikasi 

1 
Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah 

Setwan.mojokertokab 

2 Badan Pendapatan Daerah SISMIOP 

2 Badan Pendapatan Daerah RKBMD 

2 Badan Pendapatan Daerah SIPANJOL 

3 
Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah 

SIMBADA/SIMAGO 

3 
Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah 

bpkad.mojokertokab 

3 
Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah 

SIMGAJI 

3 
Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah 

SIMDA Keuangan 

4 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

bappeda.mojokertokab 

4 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

SIPR 

4 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

TKPK 

4 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Aksara 

4 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Aplikasi Website TSP/CSR Kabupaten Mojokerto 

5 
Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan 

SIMPEG 

5 
Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan 

E-Personal 

5 
Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan 

SIMARTA 

5 
Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan 

SIMPONI 
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Kode 
PD 

Nama PD Nama Aplikasi 

5 
Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan 

E-Rekon 

5 
Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan 

SUHITA 

5 
Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan 

PRASASTI 

6 
Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik 

bakesbangpol.mojokertokab 

6 
Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik 

SIJAMAS (Sistem Informasi Pendataan Aktivitas 
LSM dan Ormas) 

7 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

EWS (Early warning system) 

7 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

bpbd.mojokertokab 

7 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

SIMONA 

7 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

RAINBOW 

7 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 

INDRA 

8 
Bagian Administrasi 
Pemerintahan 

E-Paten 

8 
Bagian Administrasi 
Pemerintahan 

LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah) 

8 
Bagian Administrasi 
Pemerintahan 

Sistem Informasi Batas Desa 

8 
Bagian Administrasi 
Pemerintahan 

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Toponimi 

9 Bagian Organisasi SI SAKIP 

9 Bagian Organisasi organisasi.mojokertokab 

9 Bagian Organisasi E-ANJAB 

10 Bagian Kesejahteraan Rakyat SI ABAH (Sistem Aplikasi Hibah Daerah) 

11 Bagian Hukum IPROHDA 

11 Bagian Hukum JDIH (Pemprov) 

12 
Bagian Administrasi 
Perekonomian 

E-BUMD 

12 
Bagian Administrasi 
Perekonomian 

DBHCHT 

12 
Bagian Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam 

Si Roleg 
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Kode 
PD 

Nama PD Nama Aplikasi 

13 
Bagian Administrasi 
Pembangunan 

e-pelaporan 

17 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

Mojokertokab.go.id 

17 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

diskominfo.mojokertokab 

17 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

PPID 

17 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

Satu Data 

17 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

e-office 

17 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

Pengembangan e-pelaporan 

17 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

SI Dashboard satu data 

17 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

Covid Information System 

17 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

E-SPPD 

17 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

http://damarmojo.lapor.go.id 

17 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

E-Sign 

17 
Dinas Komunikasi dan 
Informatika 

SI SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) 

18 Dinas Pendidikan dispendik.mojokertokab 

18 Dinas Pendidikan PIP 

18 Dinas Pendidikan PPDB 

18 Dinas Pendidikan DAPODIK PAUD 

18 Dinas Pendidikan SISPENA PAUD 

18 Dinas Pendidikan SIM Tendik 

18 Dinas Pendidikan SIM Konversi Mapel 

18 Dinas Pendidikan SIM PKB 

18 Dinas Pendidikan AP2SG (aplikasi penetapan peserta sertifikasi guru) 

18 Dinas Pendidikan SIM Rasio 

18 Dinas Pendidikan ERKAS 

18 Dinas Pendidikan SIM BAK 

18 Dinas Pendidikan SIM Surat 

18 Dinas Pendidikan SI Sarpras Pendidikan 
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Kode 
PD 

Nama PD Nama Aplikasi 

18 Dinas Pendidikan DAPODIK 

18 Dinas Pendidikan SISPENA MADRASAH 

19 Dinas Kesehatan e-puskesmas 

19 Dinas Kesehatan dinkes.mojokertokab 

19 Dinas Kesehatan Komdat 

19 Dinas Kesehatan e-Renggar 

19 Dinas Kesehatan KRISNA 

19 Dinas Kesehatan OM Span 

19 Dinas Kesehatan SIHA 

19 Dinas Kesehatan SITT 

19 Dinas Kesehatan E-Sismal 

19 Dinas Kesehatan ISPA 

19 Dinas Kesehatan Diare 

19 Dinas Kesehatan Hepatitis 

19 Dinas Kesehatan RS Online 

19 Dinas Kesehatan SISRUTE 

19 Dinas Kesehatan SIRS Jatim 

19 Dinas Kesehatan SIM PKT 

19 Dinas Kesehatan PBE (Perencanaan berbasis elektronik) 

19 Dinas Kesehatan Maternal Perinatal Dead Notification 

19 Dinas Kesehatan EPPGBM 

19 Dinas Kesehatan STBM Smart 

19 Dinas Kesehatan Emonev HSP (Higien Sanitasi Pangan) 

19 Dinas Kesehatan Emonev PKAM (Pengawasan Kualitas Air Minum) 

19 Dinas Kesehatan Dashboard JKN 

19 Dinas Kesehatan EWARS 

19 Dinas Kesehatan Siskohart 

19 Dinas Kesehatan RENBUT 

19 Dinas Kesehatan SIPNAP 

19 Dinas Kesehatan Monev katalog obat 

19 Dinas Kesehatan E-Logistik Obat 

19 Dinas Kesehatan Smart BPOM 

19 Dinas Kesehatan E-desk 

19 Dinas Kesehatan Aladin 

19 Dinas Kesehatan Aplikasi Keluarga Sehat 

19 Dinas Kesehatan ASPAK 

19 Dinas Kesehatan E-Fornas 



176 

 

Kode 
PD 

Nama PD Nama Aplikasi 

19 Dinas Kesehatan Si-SDMK 

 19 Dinas Kesehatan SITB 

20 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

SIM Posyandu 

20 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

SIM PKK 

20 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

dpmd.mojokertokab 

20 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

SISKEUDES 

20 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Profil Desa 
dan Kelurahan) 

20 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

SIPADES 

20 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

Permutakhiran IDM 

21 
Dinas Kependudukan dan 
Pecatatan Sipil 

SIAK KONSOLIDASI 

21 
Dinas Kependudukan dan 
Pecatatan Sipil 

dispendukcapil.mojokertokab 

21 
Dinas Kependudukan dan 
Pecatatan Sipil 

PERCETAKAN KTP-el 

21 
Dinas Kependudukan dan 
Pecatatan Sipil 

SIAK 

22 
Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro 

Online Data System 

22 
Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro 

dinkop.mojokertokab 

22 
Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro 

Mojopahit Shopping Center (Website pemasaran 
UMKM) 

22 
Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro 

Sistem Informasi Usaha Mikro 

22 
Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro 

SIBOLASI 

23 Dinas Lingkungan Hidup dlh.mojokertokab 

23 Dinas Lingkungan Hidup SI Layanan dan Perijinan LH 

24 Dinas Pangan dan Perikanan dispari.mojokertokab 

24 Dinas Pangan dan Perikanan Aplikasi PASTANI 

24 Dinas Pangan dan Perikanan SIMHARPA 

25 
Dinas Pemuda Olahraga 
Kebudayaan dan Pariwisata 

https://disparpora.mojokertokab.go.id/ 
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Kode 
PD 

Nama PD Nama Aplikasi 

25 
Dinas Kebudayaan, Pemuda 
Olahraga, dan Pariwisata 

pariwisata.mojokertokab.go.id 

26 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

dpupr.mojokertokab 

26 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

SIM SEWA 

27 
Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dpmptsp.mojokertokab 

27 
Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Online Single Submission 

27 
Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Izin.mojokertokab.go.id 

27 
Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

LKPM Online 

27 
Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

investasi.mojokertokab.go.id berbasis GIS 

28 
Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan 

info-layak-anak-mojokertokab.com 

28 
Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan 

P2TP2A 

28 
Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan 

SIMFONI e-kekerasan 

28 
Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan 

Morena 

28 
Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan 

Sistem informasi Kampung KB 

28 
Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan 

SR (Statistik Rutin) 

28 
Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan 

SIGA (Sistem Informasi Keluarga) 

28 
Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan 

Orang Tua Hebat 

28 
Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan 

Siap Bahagia 



178 

 

Kode 
PD 

Nama PD Nama Aplikasi 

28 
Dinas Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Perempuan 

RANGKUL (Ruang Pengaduan dan Konsultasi bagi 
Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 
secara Online) 

29 
Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan 

INLIS Lite 

29 
Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan 

E-Pusdakab Mojokerto 

29 
Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan 

disperka.mojokertokab 

29 
Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan 

PADI (Perpus Digital) 

30 Dinas Pertanian ERDKK 

30 Dinas Pertanian SIMLUHTAN 

30 Dinas Pertanian disperta.mojokertokab 

30 Dinas Pertanian LUAS TAMBAH TANAM 

30 Dinas Pertanian e-Proposal 

30 Dinas Pertanian 
iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan 
Nasional) 

30 Dinas Pertanian Si-PDPS 

30 Dinas Pertanian Aplikasi Krisna DAK 

30 Dinas Pertanian SiVerval 

30 Dinas Pertanian E-Reporting 

30 Dinas Pertanian 
SINITA (Sistem Informasi Pertanian dan 
Perkebunan) 

30 Dinas Pertanian Aplikasi LTT Hortikultura  

31 
Dinas Perumahan Rakyat 
Kawasan Permukiman dan 
Perhubungan 

dprkp2.mojokertokab 

31 
Dinas Perumahan Rakyat 
Kawasan Permukiman dan 
Perhubungan 

ATCS 

31 
Dinas Perumahan Rakyat 
Kawasan Permukiman dan 
Perhubungan 

SIM Pengujian Kendaraan 

31 

Dinas Perumahan Rakyat 
Kawasan Permukiman dan 
Perhubungan 

Integrated Information System Penanganan 
Permukiman Kumuh 

32 Dinas Sosial dinsos.mojokertokab 

32 Dinas Sosial Sistem Informasi Kesejahteraan (SIKSNG) 

32 Dinas Sosial E-PKH 

33 Dinas Tenaga Kerja disnaker.mojokertokab 
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Kode 
PD 

Nama PD Nama Aplikasi 

33 Dinas Tenaga Kerja SISKOTKLN 

33 Dinas Tenaga Kerja Sistem Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial 

34 
Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan 

disperindag.mojokertokab 

34 
Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan 

E-Retribusi 

35 INSPEKTORAT inspektorat.mojokertokab 

35 INSPEKTORAT SIPTL (dari BPK) 

35 INSPEKTORAT Jaga.id (dari KPK) 

35 INSPEKTORAT 
SI TPS Whistle Blower 
(wbs.mojokertokab.go.id) 

36 RSUD R.A. Basuni SIM RS 

36 RSUD R.A. Basuni E-KLAIM 

36 RSUD R.A. Basuni DASHBOARD KAMAR 

36 RSUD R.A. Basuni MESIN ANTRIAN 

36 RSUD R.A. Basuni E-TIKET 

36 RSUD R.A. Basuni SISMADAK 

36 RSUD R.A. Basuni PENDAFTARAN ONLINE 

36 RSUD R.A. Basuni SIKBLUD Rsud Ra Basoeni 

38 Kecamatan Jetis jetis.mojokertokab.go.id 

39 
Bag LPBJ (Bagian Layanan 
Pengadaan Barang dan Jasa) 

LPSE 

40 RSUD Prof dr Soekandar Aplikasi Anjungan Pendaftaran Mandiri 

41 Kecamatan Pungging pungging.mojokertokab.go.id 

42 Kecamatan Mojosari mojosari.mojokertokab.go.id 

43 Kecamatan Sooko sooko.mojokertokab.go.id 

 



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah".

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 

- Penjelasan IKK Output: 

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online 

dan terintegrasi. 

IKK Output :  

4) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi 

pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah 

diimplementasikan secara elektronik. 

Terdapat 168 layanan yang bisa diakses secara online dari total 244 layanan 

yang dimiliki Pemkab Mojokerto meliputi layanan publik umum serta sektoral 

dan layanan administrasi pemerintah. 

 

 

 

Data pendukung :  

• Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan GAP 

Analysis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2021 

hal. 41-53 (terlampir) 

 

 

 

 

 
 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 
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Gambar 3. 4 Presentase Status Akses Layanan 

Dari Gambar 3.4  pada 43 PD dapat dilihat bahwa layanan yang sudah Online 

dan didukung aplikasi sebanyak 94 layanan online atau 39%, belum didukung 

oleh aplikasi atau masih Manual sebanyak 76 layanan manual atau 31%, dan 

layanan yang Online dan memiliki opsi Manual  sebanyak 74 layanan atau 30%. 

39%

31%

30%

Presentase Status Layanan Akses

Online Manual manual dan online
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Gambar 3. 4 Presentase Status Akses Layanan 

Dari Gambar 3.4  pada 43 PD dapat dilihat bahwa layanan yang sudah Online 

dan didukung aplikasi sebanyak 94 layanan online atau 39%, belum didukung 

oleh aplikasi atau masih Manual sebanyak 76 layanan manual atau 31%, dan 

layanan yang Online dan memiliki opsi Manual  sebanyak 74 layanan atau 30%. 

 
 Pada Tabel 3.3 merupakan penjabaran kondisi eksisting layanan yang tersebar 

pada 43 PD di Kabupaten Mojokerto. 

Tabel 3. 3  Kondisi Eksisting Layanan Publik 

Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

1 
Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat 
Daerah 

1 Layanan Pengaduan Masyarakat Manual 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Penerbitan dan penetapan 
PD/SPPT/DHKP 

Manual&Online 

2 
Perumusan dan penyampaian 
blangko Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah (SPTPD) 

Manual&Online 

3 Layanan Menghitung kerugian daerah Manual&Online 

4 Pencatatan barang Manual&Online 

39%

31%

30%

Presentase Status Layanan Akses

Online Manual manual dan online
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

 

 

 

 

Badan Pendapatan 
Daerah 

5 Penjabaran APBD Online 

6 Layanan PBB P2 Online 

7 
Perumusan dan penyampaian Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 

Manual 

8 Pelayanan SPTPD BPHTB Online 

9 
Pendaftaran dan penetapan Nomor 
Obyek Pajak (NOP) 

Online 

10 

Pelaksanaan pendaftaran, penetapan, 
penerbitan dan penyampaian Kartu 
Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak 
Daerah (NPWPD) 

Manual&Online 

11 Rekonsiliasi Manual 

3 

Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 
Daerah 

1 
SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah) 

Online 

2 SIMBADA Online 

3 SIMDA Online 

4 SIMDAGO Online 

5 E-Persediaan Online 

6 Layanan Aset Manual&Online 

7 Layanan penganggaran Online 

8 Layanan Penggajian Online 

9 Layanan SP2B Online 

10 Layanan Pelaporan Manual&Online 

11 
Pemanfaatan dan Perubahan Status 
Aset 

Manual 

12 Pendataan dan Penatausahaan Aset Manual&Online 

13 Layanan aset tanah dan bangunan Manual 

14 Bagi Hasil Retribusi kepada pihak lain Manual&Online 

15 
Bantuan Keuangan Desa 
(Infrastruktur) 

Manual&Online 

16 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Manual&Online 

4 
Badan 
Perencanaan 

1 SIPD Online  

2 Layanan Informasi Tata Ruang Online 



44 

 

Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

Pembangunan 
Daerah 

5 

Badan 
Kepegawaian 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

1 
Pelayanan Permintaan Data dan 
Informasi 

Manual&Online 

2 
Pembuatan Karpeg, Karis, Karsu, KPE 
dan Konversi NIP 

Manual&Online 

3 
Rekonsiliasi dan Validasi Data 
SIMPEG 

Manual&Online 

4 Pelaksanaan Update Data Simpeg Manual&Online 

5 Pelaporan Kepegawaian Semester Manual&Online 

6 Pelaporan Kepegawaian Tribulan Manual&Online 

7 Kenaikan Pangkat Manual&Online 

8 
Pengangkatan Dalam jabatan 
Struktural 

Manual&Online 

9 Mutasi Pegawai Antar Unit Kerja/PD Manual&Online 

10 
Mutasi Pegawai Antar 
Daerah/Departemen 

Manual&Online 

11 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
Dengan Hak Pensiun 

Manual&Online 

12 Peninjauan Masa Kerja Manual&Online 

13 Pembuatan Kartu Peserta Taspen Manual&Online 

14 Pengadaan Pegawai ASN Manual&Online 

15 Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional Manual&Online 

16 Fasilitasi Izin Belajar Manual&Online 

17 Fasilitasi Izin Tugas Belajar Manual&Online 

18 Fasilitasi Diklat Teknis/ Fungsional Manual&Online 

19 
Melaksanakan Pembinaan 
Perkawinan 

Manual&Online 

20 Pembinaan Kepegawaian Manual&Online 

21 
Pelayanan Penilaian Kinerja ASN dan 
Perhitungan TPP 

Online 

22 Pelayanan Penilaian Kehadiran ASN Online 

23 Pelayanan Arsip Kepegawaian Online 

24 Pelayanan Dashboard ASN Online 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

25 Pelayanan Update Data Jabatan Online 

6 

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

1 
Pemberian Rekomendasi 
Penelitian/Survey/Kegiatan 

Manual 

2 Layanan Kelembagaan Manual&Online 

7 
Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

1 Destana (penyuluhan ke masyarakat) Manual 

8 
Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 

 Tidak ada Layanan 

9 
Bagian Organisasi 

1 
E-Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah) 

Online  

10 

Bagian 
Administrasi 
Kesejahteraan 
Rakyat 

1 Layanan Permohonan Hibah Manual 

11 
Bagian Hukum 

1 
Layanan produk hukum melalui JDIH 
(Jaringan Dokumentasi Informasi 
Hukum) 

Manual&Online 

12 
Bagian 
Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam 

1 
Layanan Pelaporan Adanya Rokok 
Ilegal 

Keduanya 

13 
Bagian 
Administrasi 
Pembangunan 

 Tidak ada Layanan  

14 Bagian Umum  Tidak ada Layanan  

15 
Bagian 
Perencanaan dan 
Keuangan 

 Tidak ada Layanan  

16 
Bagian Protokol 
dan Komunikasi 
Pimpinan 

1 
Publikasi kegiatan Pemerintahan 
Daerah 

Manual 

17 

Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

1 
Layanan pengaduan online, 
LAPORSPAN 

Online 

2 Layanan Data di PPID Manual&Online 

3 Portal Covid-19 Kabupaten Mojokerto Manual&Online 

18 
Dinas Pendidikan 1 Bantuan Operasional PAUD Manual&Online 

2 Pendirian Sekolah Manual&Online 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

3 Manajemen Tenaga Pendidikan Manual&Online 

4 Penerimaan Peserta Didik Baru Manual&Online 

5 Pengembangan Keprofesian Manual&Online 

6 Pengajuan nilai angka kredit Manual&Online 

7 Program Indonesia Pintar Manual&Online 

8 Penggantian Ijazah Hilang Manual 

9 Penilaian Akreditasi Sekolah PAUD Manual&Online 

10 Pengajuan Sarana Prasarana Sekolah Manual&Online 

11 Layanan Manajemen Surat Online 

12 Mutasi Siswa Manual&Online 

13 
Menghimpun data pokok pendidikan 
PAUD 

Online 

14 
Pemindahan konversi mata pelajaran 
tenaga pendidik 

Manual&Online 

15 Layanan Tunjangan Profesi Manual&Online 

19 

Dinas Kesehatan 1 Surat Ijin Praktek Apoteker Manual&Online 

2 Layanan SIPTTK Manual&Online 

3 Layanan UMOT Manual 

4 Layanan Surat Ijin Praktek Dokter dll Manual&Online 

5 Layanan PIRT Manual 

6 Layanan PKRT Manual 

7 Laik Higienis Jasa Boga Manual 

8 Pelayanan Kesehatan Rujukan Manual 

9 Surat ijin kerja rekam medis Manual&Online 

10 Surat Ijin Perawat Manual&Online 

20 

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa 

1 Layanan konsultasi BUMDES Manual 

2 Layanan PKK Manual&Online 

3 Layanan Klinik Lakon Penggoda Manual&Online 

4 Layanan Posyandu Manual&Online 

5 Layanan Teknologi Tepat Guna Manual 

21 1 Penerbitan Kartu Keluarga  Online 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

Dinas 
Kependudukan 
dan Pecatatan Sipil 

2 
Penerbitan Kartu Identitas Anak 
(KIA) 

Online 

3 Penerbitan Surat Pindah Keluar Online 

4 Pencatatan Akta Perkawinan Online 

5 Pencatatan Akta Perceraian Online 

6 
Pemberian Catatan Pinggir 
Pengesahan Anak 

Online 

7 
Pemberian Catatan Pinggir 
Pengakuan Anak 

Online 

8 Penerbitan Akta Kematian Online 

9 Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran Online 

10 
Penerbitan Kartu Tanda Pendududuk 
Bagi WNI 

Online 

11 Penerbitan Surat Pindah Datang Online 

12 Legalisir Dokumen Kependudukan Online 

13 Pengendalian Dokumen Online 

14 Pengendalian arsip Online 

15 Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai Online 

16 Penanganan Keluhan Pelanggan Online 

17 Pengukuran Kepuasan Pelanggan Online 

18 
Penerbitan Kartu Keluarga Karena 
Perubahan Data 

Online 

19 
Penerbitan Kartu Keluarga Karena 
Hilang Atau Rusak 

Online 

20 
Penerbitan Kartu Keluarga Karena 
Hilang Atau Rusak Bagi Orang Asing 

Online 

21 
Penerbitan Kartu Tanda Pendududuk 
Bagi WNA 

Online 

22 
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
Karena Perubahan Data 

Online 

23 
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
Karena Pindah Datang 

Online 

24 
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
Karena Hilang Atau Rusak 

Online 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

25 
Penerbitan Surat Keterangan Tempat 
Tinggal (Bagi Orang Asing) 

Online 

26 Penerbitan Surat Pindah Keluar Online 

27 
Pelayanan KK & KTP Pada Mobil 
Layanan 

Online 

28 Pencatatan Pembatalan Perkawinan Online 

28 Pencatatan Pembatalan Perceraian Online 

30 
Pemberian Catatan Pinggir 
Pengangkatan Anak 

Online 

31 
Pemberian Catatan Pinggir 
Perubahan Nama 

Online 

32 Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran Online 

33 Penerbitan Kutipan II Akta Kematian Online 

34 
Penerbitan Kutipan II Akta 
Perkawinan 

Online 

35 
Penerbitan Kutipan II Akta 
Perceraian 

Online 

36 
Pencatatan Perubahan Status 
Kewarganegaraan 

Online 

37 Penanganan Keluhan Pelanggan Online 

38 Permintaan Data Online 

39 
Pelayanan Pendaftaran Administrasi 
Kependudukan 

Online 

40 
Pengambilan Dokumen 
Kependudukan Berbasis Digital 

Online 

41 
Pelayanan Balaputra (Baru Lahir 
Pulang Bawa Akta) 

Online 

42 
Pelayanan Motor Sakti (Motor Siap 
Antar Akta Kematian) 

Online 

43 
Pelayanan Sinden Katut Mas Hardi 
(Sekali Datang Kk, Ktp, Akta 
Kelahiran Jadi) 

Online 

44 
Pelayanan Drive Thru Untuk Cetak KK 
& KTP (Tanpa Perubahan) 

Online 

22 
Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro 

1 
Fasilitasi pemasaran koperasi dan 
UMKM 

Manual&Online 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

2 
Pelatihan terkait produksi usaha 
mikro 

Manual&Online 

3 pelatihan wirausaha Manual&Online 

4 
Pembinaan perubahan anggaran 
dasar koperasi 

Manual 

5 Pembinaan produksi usaha mikro Manual&Online 

6 
Pembinaan Tata cara pembentukan 
koperasi 

Manual 

7 Penyuluhan manajemen koperasi Manual 

8 Surat Keterangan Kepengurusan Manual 

9 
Layanan penilaian kesehatan 
koperasi 

Manual 

10 Fasilitasi klinik bisnis Manual&Online 

11 Layanan Sibolasi Online 

23 
Dinas Lingkungan 
Hidup 

 Tidak Ada Layanan  

24 
Dinas Pangan dan 
Perikanan 

1 Penjualan Benih Ikan Manual 

2 Layanan Toko Tani Indonesia Center Manual&Online 

25 

Dinas Pemuda 
Olahraga 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 

1 
Rekomendasi Penggunaan 
Stadion/Indoor 

Manual 

2 
Rekomendasi Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata (TDUP) 

Online 

3 Rekomendasi Kartu Induk Kesenian Manual&Online 

26 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan Ruang 

1 Laporan PJU Manual 

2 Rekomendasi Peil Banjir Manual 

3 
Perlindungan garis sepadan jalan 
untuk pembangunan pagar 

Manual 

4 Informasi tataruang secara tertulis Manual 

5 Laporan Pohon tumbang Manual 

6 
Perijinan membuat jembatan keluar 
masuk diatas saluran air 

Manual 

27 

Dinas Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 

1 Izin Dasar Manual&Online 

2 Izin Sektor Kesehatan Online 

3 Izin Sektor Koperasi Dan Ukm Online 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

Terpadu Satu 
Pintu 

4 Izin Sektor Pendidikan Online 

5 Izin Sektor Lingkungan Hidup Online 

6 Izin Sektor Perdagangan Online 

7 Izin Sektor Perhubungan Online 

8 Izin Sektor Perindustrian Online 

9 Izin Sektor Pertanian Online 

10 Izin Sektor Ketenagakerjaan Online 

11 Izin Sektor Pupr Online 

28 

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk 
Keluarga 
Berencana dan 
Pemberdayaan 
Perempuan 

1 Sosialisasi KB Manual&Online 

 

2 

Pendampingan Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak 

Manual&Online 

29 

Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan 

1 Perpustakaan keliling Manual 

2 
Pustaka Terapan berbasis Inklusi 
Nasional 

Manual 

3 Pustaka Asiek Manual 

4 Sirkulasi (EPusda) Online 

5 Layanan Sirkulasi Manual&Online 

6 Pelayanan Masyarakat kearsipan Manual 

30 

Dinas Pertanian 1 Rumah Potong Hewan Manual 

2 Lab Kesehatan Hewan Manual 

3 Pasar Kesehatan Hewan Manual 

4 Rumah Potong Unggas Manual 

31 

Dinas Perumahan 
Rakyat Kawasan 
Permukiman dan 
Perhubungan 

1 Pengurusan rekomendasi andalalin Manual 

2 Pengujian Kendaraan Online 

3 Layanan Ijin Trayek Manual 

32 

 

 

Dinas Sosial 

1 Pemulangan Orang Terlantar Manual 

2 Pembinaan Pekerja Sosial Manual 

3 
Pembinaan Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan 

Manual 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

4 Pembinaan Karang Taruna Manual 

33 

 

 

 

 

Dinas Tenaga 
Kerja 

1 
Pembuatan Rekom Paspor Calon 
Pekerja Imigran Indonesia 

Online 

2 
Rekomendasi Ijin Operasional 
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 
(LPKS) 

Manual 

3 Pendaftaran Bursa Kerja Khusus Manual 

4 Pengesahan perjanjian pemagangan Manual 

5 Pendaftaran Transmigrasi Manual 

6 
Pendaftaran AK 1(Kartu Tanda Bukti 
Pendaftaran Pencari Kerja) 

Manual&Online 

7 
Pelayanan Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial 

Manual 

8 
Pengesahan Peraturan Perusahaan 
(PP) 

Manual 

34 

 

 

 

 

 

Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

1 Pembinaan dan penyuluhan Manual 

2 
Pembinaan kepada masyarakat 
tentang alat ukur 

Manual 

3 Pengurusan SNI Produk Manual 

4 
Pengadaan Event promosi dan 
pameran produk industri 

Manual 

5 Pengawasan alat ukur Manual 

6 Pengurusan Merk Produk Manual 

7 Penyuluhan alat ukur Manual 

8 Manajemen data rekap export import Manual&Online 

9 Manajemen retribusi pasar rakyat Manual 

35 

 

INSPEKTORAT 

1 Pelayanan Konsultasi Manual 

2 SimHP (Hasil Pengawasan) Internal Manual&Online 

3 
Penanganan Kasus Pengaduan di 
Lingkungan Pemda 

Manual 

36 RSUD R.A. Basuni 

1 Layanan Antrian Manual&Online 

2 Layanan CSSD Manual 

3 Layanan Farmasi Online 

4 Layanan Foto XRay Manual 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

5 Layanan Gizi Online 

6 Layanan Kamar Operasi Online 

7 Layanan Pengadaan Online 

8 Layanan Rawat Inap Online 

9 Layanan Rawat Jalan (POLI) Online 

10 Layanan Rekam Medis Manual 

11 Layanan Bayi Online 

12 Layanan Emergency Ibu Bersalin Online 

13 Layanan ICU Online 

14 Layanan IGD Online 

15 Layanan Laborat Online 

16 Layanan USG Manual 

37 SATPOL PP 

1 
Pengamanan Rumah Dinas Pejabat / 
Asset 

Manual 

2 
Pengamanan dan pengawalan pejabat 
dan orangorang penting 

Manual 

38 Kecamatan Jetis 1 Pelayanan Administrasi (PATEN) Manual 

39 
Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa 

1 Layanan Pengadaan dengan LPSE Online 

40 

RSUD Prof dr 
Soekandar 

1 Layanan Kesehatan Manual&Online 

2 
Layanan Anjungan Pendaftaran 
Mandir 

Manual&Online 

41 
Kecamatan 
Pungging 

1 Pelayanan Administrasi (PATEN) Manual 

2 Dispensasi Nikah Manual 

42 
Kecamatan 
Mojosari 

1 Layanan administrasi kependudukan Online 

 

43 

 
 

 

 

 

 

Kecamatan Sooko 

1 Layanan administrasi kependudukan Online 

2 
Layanan Penerbitan Surat Keterangan 
Pelayanan Sosial 

Manual 

3 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

5 Layanan Dispensasi Nikah Manual 

6 Layanan Legalisasi Surat-surat Manual 

7 Layanan Evaluasi APBDesa Manual 

 

3.2.4 Ketersediaan Layanan Terhadap Program 

Dalam upaya melaksanakan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) maka dikembangkan layanan yang mampu memberikan kemudahan 

bagi masyarakat serta menjadi gambaran bahwa program pemerintah terealisasi 

dengan baik. Jabaran ketersediaan layanan terhadap program RPJMD 2021-2026 

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dijabarkan pada Lampiran 4.1 Indentifikasi 

Layanan Terhadap Program RPJMD. 

Dari data yang telah dikumpulkan, diketahui bahwa tidak seluruh program pada 

RPJMD didukung oleh layanan SPBE, hal ini dikarenakan yang tertuliskan di RPJMD 

adalah program prioritas, sehingga program setiap PD hanya disebutkan beberapa 

saja. Pada RPJMD, terdapat 32 program yang tersebutkan untuk keseluruhan PD, 

terdapat beberapa program yang sama seperti Program Pembinaan dan 

Pengembangan Aparatur. Dari keseluruhan program tersebut, terdapat  program yang 

didukung oleh layanan pada yaitu sejumlah 11 Program. Sedangkan terdapat 21 

Program yang tidak didukung oleh layanan. Dari data yang dianalisis, terdapat  

program yang didukung oleh lebih dari satu layanan. Hasil pemetaan yang dilakukan, 

sebanyak 17 layanan mendukung program RPJMD dan sebanyak 232 layanan tidak 

mendukung program RPJMD. Jumlah data memang terdapat perbedaan dengan data 

layanan, dikarenakan terdapat layanan yang mendukung lebih dari satu program dan 

sebaliknya. Layanan-layanan yang ada sudah mendukung tugas dan fungsi dari setiap 

PD. Karena memang program yang tercantum pada RPJMD merupakan program 

prioritas dari setiap PD, yang nantinya dijabarkan pada RENSTRA dan RENJA. Sehingga 

tidak keseluruhan layanan mendukung daari program yang disebutkan pada RPJMD. 

3.2.5 Metadata Layanan SPBE 

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, 

menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan 

kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data 
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- Penjelasan IKK Output: 

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online 

dan terintegrasi. 

IKK Output :  

5) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi 

pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik. 

 

Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) 

yang memanfaatkan sertifikat elektronik baru ada 1 layanan yaitu layanan tata 

naskah dinas “e-office” yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika dari total 244 layanan SPBE yang ada di Kab. Mojokerto. 

 

Data pendukung :  

• Screenshot https://e-office.mojokertokab.go.id 

• Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan GAP 

Analysis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2021 

hal. 41-42 & hal 172-179 (terlampir) 

 

 
 
 

Mengetahui, 
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Kabupaten Mojokerto 
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1. PENDAHULUAN 

2. MENU DAN CARA PENGGUNAAN 
3.1. Struktur Menu 
3.1.1. Menu Tugas 

3.1.2. Menu Surat Masuk 

3.1.3. Menu Surat Terkirim 

3.1.4. Menu Draf 

3.1.5. Menu Agenda Surat Masuk 

3.1.6. Menu Agenda Surat Keluar 

3.2. Pengguna 
3.2.1. Cara Membuka Aplikasi 

Berikut cara untuk menggunakan aplikasi E-Office : 

1. Aplikasi E-Office dibuka dengan menggunakan browser (IE, Chrome atau 
Mozilla Firefox) dengan alamat url http://eoffice.mojokertokab.go.id. 

2. Tekan tombol “Enter”. Maka akan diarahakan pada halaman untuk 
aplikasi E-Office. 

Maka pada layar komputer akan tambah halaman seperti pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3. 1 Halaman Login E-Office 

   

Untuk login pada aplikasi, klik tombol “Masuk dengan SSO”   
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Gambar 3. 2 Klik Tombol Masuk SSO 

   

Setelah itu akan diarahkan ke halaman Single Sign On Kabupaten 
Mojokerto. Masukkan Username dan Password yang di diberikan. 

   

Gambar 3. 3 Tampilan Single Sign On Kabupaten Mojokerto 

Jika berhasil melakukan login, akan diarahkan ke halaman tugas dari E-
Office Kabupaten Mojokerto. 

3.2.2. Halaman Tugas 

Halaman tugas berisikan informasi mengenai surat masuk atau disposisi 
yang hanya dibaca atau belum di disposisikan.  
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Gambar 3. 4 Halaman Tugas 

3.2.3. Surat Masuk 

 
Gambar 3. 5 Halaman Surat Masuk 
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3.2.4. Detail Surat Masuk 

 

Gambar 3. 6 Gambar Detail Surat Masuk 

3.2.5. Respon Terhadap Surat Masuk 

 

Gambar 3. 7 Gambar Melakukan Respon 

 

Respon memiliki fungsi untuk memberi informasi pemberi disposisi 
terhadap disposisi yang telah diberikan. Cara memberikan respon adalaha klik 
Pilih Respon. Pilih respon yang diinginkan. Lalu isi uraian respon, klik Perbarui 
Respon. 

3.2.6. Disposisi 

 

Untuk melakukan disposisi /  meneruskan disposisi denga caria memilih 
arahan dan mengisi uraian dari arahan. Selanjutnya menenrukan penerima dari 
disposisi. Lalu klik tombol “Kirim”.  
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Gambar 3. 8 Halaman Disposisi 

 

3.2.7. Halaman Terkirim 

 

Halaman terkirim merupakan halaman yang digunakan untuk melihat 
riwayat surat yang telah di disposisikan. 

 

3.2.8. Detail Surat Terkirim 

Pada gambar detail surat terkirim memiliki informasi tentang penerima 
disposisi, serta status disposisi yang terkirim. 

 

Apabila disposisi memiliki kesalahan, klik tombol revisi pada pojok kanan 
atas. Seperti pada gambar. 
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3.2.9. Revisi Disposisi 

 

Maka akan muncul popup formulir revisi yang harus diisi. 

 

Pilih salah satu pilihan alasan dari pembatalan disposisi. Lalu klik Revisi 

 

3.2.10. Halaman Draf 
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3.2.11. Detail Halaman Draf   

 

 

3.2.12. Notifikasi 
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3.2.13. Logout 

 

 

3.3.  Admin Surat 
Tugas dari admin surat adalah melakukan input terhadap agenda surat masuk, 

melakukan input agenda surat keluar, dan memantau kotak surat apabila terdapat surat 
masuk dari OPD lainnya yang melalui aplikasi E-Office.  

Yang dimasuksud agenda surat masuk adalah surat yang ditujukan kepada OPD baik 
secara manual ataupun melalui apliaksi. Sedangkan agenda surat keluar adalah surat 
yang akan dikirimkan kepada OPD / instansi lain. Berikut adalah penjelasan 
menggunakan menu agenda surat masuk, agenda surat keluar serta kotak surat. 

  

3.3.1. Agenda Surat Masuk 

Untuk masuk pada halaman agenda surat masuk, klik tombol pengelolaan surat. 
Maka akan muncul menu Agenda Surat Masuk dan  Agenda Surat Keluar. Klik 
pada Agenda Surat Keluar.  
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Akan ditampilkan halaman utama dari agenda surat masuk. Halaman ini 
menampilkan data agenda surat masuk yang telah di tambahkan. Untuk 
menambahkan data baru, klik tombol tambah di pojok kanan atas.  

 

 

Setelah klik tombol tambah, akan diarahkan pada halaman tambah agenda surat 
masuk sesuai pada gambar. 

 

 

Isikan data yang dibutuhkan untuk agenda surat masuk, antara lain : 

- No Registrasi (Akan terisi secara otomatis) 
- Dari, instansi asal surat 
- Perihal, sesuai dengan surat yang diterima 
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- Kepada, sesuai dengan yang tertulis di surat 
- No Surat sesuai dengan surat 
- Tanggal surat, tanggal surat masuk 
- No Agenda, secara otomatis terisi, tetapi dapat diubah 
- Jenis Surat 
- Sifat Surat 
- Lokasi penyimpanan arsip 

Selanjutnya tambah penerima surat. Klik tombol Tambah Penerima. 

 

Maka akan muncul popup tambah penerima sesuai dengan gambar. 

 

Cari pegawai dengan parameter nama. Jika pegawai sudah ditemukan, klik tombol 
Pilih/ 

 

Secara langsung akan ditambahkan ditabel pegawai penerima. Jika penerima yang 
sebagai tembusan, centang sebagai tembusan. Jika penerima meminta berkas fisik, 
centang pada berkas fisik. 

Selanjutnya menambahkan file yang dibutuhkan. File yang digunakan harus memiliki 
format pdf, doc, atau docx. Klik pada masukan file, seperti pada gambar. 
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Maka akan muncul popup untuk memilih berkas yang akan di upload. 

 

 

 

 

 

Pilih berkas yang akan digunakan, lalu klik open. 

 

 

Apabila berhasil nama berkas akan tampil. Apabila ingin menambahkan dokumen 
lain, klik tombol tambah dokumen. Pilih menu Upload Dokumen. 
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Maka akan bertambah untuk masukan file sesperti pada gambar 

 

Selanjutnya pilih tombol simpan pada bagian akhir formulir. Simpan sebagai draft 
akan menyimpan data dari formulir, tetapi tidak dikirimkan ke penerima. Sedangkan 
untuk Simpan dan Kirim, agenda surat masuk akan dikirimkan kepada penerima. 

 

 

3.3.2. Ekspedisi Agenda Surat Masuk 

Ekspedisi merupakan seluruh alur diposisi pada agenda surat masuk tersebut. 
Dengan Ekspedisi, admin surat dapat mengetahui sampai sejauh mana proses 
diposisi. Ekspedisi surat masuk dapat dilihat pada menu detail agenda surat masuk. 
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Gambar 3. 9 Data Agenda Surat Masuk 

 

 

Gambar 3. 10 Status Surat Masuk 
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Gambar 3. 11 Ekspedisi Surat Masuk 

 

3.3.3. Agenda Surat Keluar 

 

Gambar 3. 12 Data Agenda Surat Keluar 

 

Selanjutnya adalah halaman dari Agenda Surat Keluar. Modul ini digunakan untuk 
melakukan persetujuan terhadap surat yang akan dikirim keluar dari instansi. 
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Gambar 3. 13 Menambahkan Penyetuju 
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Gambar 3. 14 Menambahkan Dokumen 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 15 Menambah Dokumen Lain 
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3.3.4. Status Persetujuan 

 

Gambar 3. 16 Daftar Penyetuju 

 

Status persetujuan menunjukkan apakah surat telah disetujui atau tidak, beserta 
alasan. 

3.3.5. Pemberian Nomor 

 

 

Nomor surat hanya dapat diberikan ketika surat telah disetujui oleh atasan, dan hanya 
bisa diberikan oleh Admin Surat. 
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Gambar 3. 17 Pemberian Nama Surat 

 

 

Gambar 3. 18 Melihat Referensi Surat Keluar 
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3.3.6. Kotak Pesan 

 

Gambar 3. 19 Kotak pesan pada setiap OPD 

 

 

Gambar 3. 20 Melihat surat masuk 

  

   

 

 

 

 



Catatan :
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- Penjelasan IKK Output: 

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online 

dan terintegrasi. 

IKK Output :  

6) Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Sistem elektronik yang ada di Kabupaten Mojokerto di tahun 2021 belum ada 

yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hingga 

saat ini masih dalam tahapan proses pendaftaran.  

 

Data pendukung :  

• Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan GAP 

Analysis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2021 

hal. 41-42 (terlampir) 

 
 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 
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Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 

- Penjelasan IKK Output: 

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online 

dan terintegrasi. 

IKK Output :  

7) Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan 

sistem penghubung layanan pemerintah. 

 

Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan 

sistem penghubung layanan pemerintah masih 9 aplikasi antara lain : Aplikasi 

E-Office, Suhita, Prasasti, E-Agenda, Simpeg, JDIH, Sipanjol, Izin 

Mojokertokab, CIS. 

 

Data pendukung :  

• Screenshot Aplikasi E-Office, Suhita, Prasasti, E-Agenda, Simpeg, JDIH, 

Sipanjol, Izin Mojokertokab, Covid Information System. (terlampir) 

• Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan GAP 

Analysis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2021 

hal. 41-42 & hal 172-179 (terlampir) 

 

 
 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 

Screenshot Aplikasi E-Agenda Kabupaten Mojokerto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Screenshot Aplikasi E-Office Kabupaten Mojokerto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Screenshot Aplikasi Izin Kabupaten Mojokerto 
 
 

Lampiran Data Pendukung 
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Screenshot Aplikasi Si Panjol Kabupaten Mojokerto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Screenshot Aplikasi Suhita Kabupaten Mojokerto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Screenshot Aplikasi SIMPEG Kabupaten Mojokerto 

 
 
 
 
 
 



 

Screenshot Aplikasi JDIH Kabupaten Mojokerto 
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- Penjelasan IKK Output: 

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online 

dan terintegrasi. 

IKK Output :  

8) Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data 

pemerintah  

 

Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto (57 OPD) telah 

menggunakan layanan pusat data pemerintah Daerah. 

 

Data pendukung :  

• Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan GAP 

Analysis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2021 

hal. 16-32 (terlampir) 

 
 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 
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Lampiran 2.1 Metadata Data dan Informasi 

ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.00
1 

Sekreta
riat 
Dewan 
Perwak
ilan 
Rakyat 
Daerah 

Bagian 
Keuang
an 

Sub Bagian 
Anggaran 

Data 
program 
kegiatan 
Sekretariat 
Dewan 
Perwakilan 
Rakyat 
Daerah 

Informasi 
terkait 
kegiatan yang 
ada di 
Sekretariat 
DPRD 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
data kegiatan yang 
ada di Sekretariat 
DPRD 

Server 
Pusat 

Layanan 
input data 
kegiatan 

SIPD 

Bagian 
Administ
rasi 
Pembang
unan 

D.E
.00
2 

Sekreta
riat 
Dewan 
Perwak
ilan 
Rakyat 
Daerah 

Bagian 
Persida
ngan 
dan 
Perund
ang-
undang
an 

Sub Bagian 
Persidangan 

Data 
pengaduan 
masyarakat 

Informasi 
terkait 
dengan 
pengaduan 
masyarakat 

RD 
05.01 
Data 

Hukum 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengaduan 
masyarakat 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Pengaduan 
Masyarakat 

Tidak ada 
Sekertari
at Daerah 

D.E
.00
3 

Badan 
Pendap
atan 
Daerah 

Bidang 
Pendata
an dan 
Penetap
an  

Sub Bidang 
Pajak Bumi 
dan 
Bangunan 
Perdesaan 
dan 
Perkotaan 
dan Bea 
Perolehan 
Hak atas 
Tanah dan 
Bangunan 

Data SSPD, 
BPHTB, 
APHB 

Informasi 
terkait 
BPHTB secara 
online 

RD 
03.06 
Data 

Pertana
han 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
BPHTB mulai dari 
penginputan SSPD, 
BPHTB, dan APHB 

Server 
Diskomi
nfo 

Pelayanan 
SPTPD 
BPHTB, 
Penerbitan 
dan 
penetapan 
PD/SPPT/D
HKP 

BPHTB 
Online 

Badan 
Pendapat
an 
Daerah 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.00
4 

Badan 
Pendap
atan 
Daerah 

Bidang 
Pendata
an dan 
Penetap
an 

Sub Bidang 
Pajak Bumi 
dan 
Bangunan 
Perdesaan 
dan 
Perkotaan 
dan Bea 
Perolehan 
Hak atas 
Tanah dan 
Bangunan 

Data 
pelayanan 
PBB 

Informasi 
terkait Tanda 
terima, 
History 
WP/OP, 
Rekap 
pengajuan 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengintegrasian 
administrasi 
kegiatan PBB 
dengan melakukan 
pendataan, 
penilaian, 
penetapan, 
penerimaan, 
penagihan, dan 
pelayanan 

Server 
Pusat 

Layanan 
PBB P2, 
Pendaftara
n dan 
penetapan 
Nomor 
Obyek 
Pajak (NOP) 

SISMIOP 

Badan 
Pendapat
an 
Daerah 

D.E
.00
5 

Badan 
Pendap
atan 
Daerah 

Bidang 
Pendata
an dan 
Penetap
an 

Sub Bidang 
Pajak 
Daerah 
Lainnya 

Data 
pembayara
n wajib 
pajak 

Informasi 
terkait Bukti 
pembayaran 
SSPD 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan 
pemungutan pajak 
daerah dan 
informasi 
mengenai 
perpajakan yang 
relevan, tepat 
waktu, dan akurat 

Server 
Diskomi
nfo 

Pelaksanaa
n 
pendaftara
n, 
penetapan, 
penerbitan 
dan 
penyampai
an Kartu 
Pengenal 
Nomor 
Pokok 
Wajib Pajak 
Daerah 
(NPWPD), 
Perumusan 
dan 
penyampai
an blangko 

SIPANJOL 

Badan 
Pendapat
an 
Daerah 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Surat 
Pemberitah
uan Pajak 
Daerah 
(SPTPD) 

D.E
.00
6 

Badan 
Pendap
atan 
Daerah 

Bidang 
Pengem
bangan, 
Pemeri
ksaan 
dan 
Evaluas
i 

Sub Bidang 
Evaluasi dan 
Pelaporan 

Data 
Rekonsiliasi 

Informasi 
terkait 
dengan 
jumlah dan 
pemilik 
rekening 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
saldo dalam 
rekening bank 
dengan catatan 
akuntansi 
perusahaan 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Rekonsiliasi 

- 

Badan 
Pendapat
an 
Daerah 

D.E
.00
7 

Badan 
Pengelo
laan 
Keuang
an dan 
Aset 
Daerah 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepagawaia
n 

Data aset 
daerah 

Informasi 
terkait 
dengan 
laporan aset 
daerah 

RD 
10.04 
Data 

Dukung 
Lainnya 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengelolaan 
barang milik 
daerah 

Server 
Pusat 

Layanan 
Aset, 
Layanan 
aset tanah 
dan 
bangunan, 
Pendataan 
dan 
Penatausah
aan Aset, 
Pemanfaata
n dan 
Perubahan 
Status Aset, 
Layanan 
aset tanah 
dan 
bangunan,L

SIMBADA
/SIMAGO 

Pusat 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

ayanan 
Pelaporan, 
Layanan 
Penganggar
an 

D.E
.00
8 

Badan 
Pengelo
laan 
Keuang
an dan 
Aset 
Daerah 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepagawaia
n 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 
Badan 
Pengelolaan 
Keuangan 
dan Aset 
Daerah 
Kabupaten 
Mojokerto 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Aset Daerah 
Kabupaten 
Mojokerto 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
profil, 
berita,dokumen, 
galeri, artikel, dan 
kontak Badan 
Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten 
Mojokerto dan 
diberikan ke 
masyarakat 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
bpkad.moj
okertokab 

Diskomin
fo 

D.E
.00
9 

Badan 
Pengelo
laan 
Keuang
an dan 
Aset 
Daerah 

Bidang 
Perben
daharaa
n 
Daerah 

Sub Bidang 
Pelayanan 
Perbendahar
aan 

Data 
penggajian 
pegawai 

Informasi 
terkait 
dokumen 
penggajian 
pegawai 

 RD 
06.02 
Data 

Ketenag
akerjaa

n 

Admini
strasi 

Informasiyang 
berkaitan dengan 
proses penggajian 
secara lebih cepat, 
akurat serta 
menghasilkan 
dokumen 
penggajian yang 
dapat diandalkan. 

Server 
Pusat 

Layanan 
Penggajian 

SIMGAJI Pusat 

D.E
.01
0 

Badan 
Pengelo
laan 
Keuang
an dan 

Bidang 
Perben
daharaa
n 
Daerah 

Sub Bidang 
Akuntansi 

Data 
keuangan 
daerah 

Informasi 
terkait 
dokumen 
laporan 
rekapitulasi 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengelolaan 
keuangan baik di 
tingkat SKPKD 

Server 
Pusat 

Layanan 
penganggar
an 

SIMDA 
Keuangan 

Pusat 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Aset 
Daerah 

data 
keuangan 
daerah 

(sebagai entitas 
pelaporan ) 
maupun di tingkat 
SKPD (entitas 
akuntansi) secara 
lebih cepat dan 
akurat  

D.E
.01
1 

Badan 
Pengelo
laan 
Keuang
an dan 
Aset 
Daerah 

Bidang 
Perben
daharaa
n 
Daerah 

Sub Bidang 
Akuntansi 

Data 
anggaran 
perencanaa
n 

Informasi 
terkait 
dengan data 
anggaran 
perncanaan 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
data dan informasi 
keuangan daerah 

Server 
Pusat 

Layanan 
SIPD 

SIPD Pusat 

D.E
.01
2 

Badan 
Pengelo
laan 
Keuang
an dan 
Aset 
Daerah 

Bidang 
Perben
daharaa
n 
Daerah 

Sub Bidang 
Akuntansi 

Data 
penerima 
hasil pajak 
dan 
retribusi  

Informasi 
terkait 
penerima 
hasil pajak 
dan retribusi 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
Pembagian pajak 
yang berasal dari 
pembayaran atas 
jasa atau 
pemberian izin 
tertentu yang 
khusus disediakan 
oleh Pemerintah 
daerah 

Server 
Pusat 

Layanan 
Bagi Hasil 
Pajak dan 
Retribusi 

SIMDA Pusat 

D.E
.01
3 

Badan 
Pengelo
laan 
Keuang
an dan 

Bidang 
Perben
daharaa
n 
Daerah 

Sub Bidang 
Akuntansi 

Data 
penerima 
dan 
pembayar 
retribusi  

Informasi 
terkait 
penerima dan 
pembayar 
retribusi 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
Pembagian pajak 
kepada pihak lain 
yang berasal dari 
pembayaran atas 

Server 
Pusat 

Layanan 
Bagi Hasil 
Retribusi 
kepada 
pihak lain 

SIMDA Pusat 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Aset 
Daerah 

jasa atau 
pemberian izin 
tertentu yang 
khusus disediakan 
oleh Pemerintah 
daerah 

D.E
.01
4 

Badan 
Pengelo
laan 
Keuang
an dan 
Aset 
Daerah 

Bidang 
Perben
daharaa
n 
Daerah 

Sub Bidang 
Akuntansi 

Data 
Penerima 
Bantuan 
Hibah 

Informasi 
terkait data 
penerima 
bantuan 
hibah 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pendataan 
penerima bantuan 
sosial agar 
memudahkan 
monitoring aliran 
dan penggunaan 
dana 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Hibah 

- 

Badan 
Pengelola
an 
Keuanga
n dan 
Aset 
Daerah 

D.E
.01
5 

Badan 
Pengelo
laan 
Keuang
an dan 
Aset 
Daerah 

Sekerta
riat 

Sub Bagian 
Penyusunan 
Program dan 
Keuangan 

Data Dana 
Desa dan 
Alokasi 
Dana Desa 

Informasi 
terkait 
bantuan 
keuangan 
kepada desa 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Untuk 
Meningkatkan 
pembangunan desa 
dan kesejahteraan 
masyarakat desa 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 

Badan 
Pengelola
an 
Keuanga
n dan 
Aset 
Daerah 

D.E
.01
6 

Badan 
Pengelo
laan 
Keuang
an dan 
Aset 
Daerah 

Sekerta
riat 

Sub Bagian 
Penyusunan 
Program dan 
Keuangan 

Data 
Bantuan 
Keuangan 
Infrastruktu
r Khusus 

Informasi 
terkait 
bantuan yang 
diberikan 
Oleh 
pemerintah 
daerah 
kepada Desa 
berupa 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Untuk dana 
keuangan 
pembangunan fisik 
desa  

Kompute
r Internal 
PD 

- - 

Badan 
Pengelola
an 
Keuanga
n dan 
Aset 
Daerah 



 

189 

 

ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

bantuan 
keuangan 
khusus 

D.E
.01
7 

Badan 
Perenca
naan 
Pemban
gunan 
Daerah 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepagawaia
n 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 
Badan 
Perencanaa
n 
Pembangun
an Daerah 
Kabupaten 
Mojokerto 

Informasi 
terkait rofil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 
Kabupaten 
Mojokerto 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Bertujuan untuk 
memberikan 
informasi kepada 
masyarakat terkait 
Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah Kabupaten 
Mojokerto 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
bappeda.
mojokerto
kab 

Diskomin
fo 

D.E
.01
8 

Badan 
Perenca
naan 
Pemban
gunan 
Daerah 

Bidang 
Perekon
omian, 
Sumber 
Daya 
Alam, 
Infrastr
uktur, 
dan 
Kewilay
ahan 

Sub Bidang 
Infrastruktu
r dan 
Kewilayahan 

Data lokasi 
dan 
rencana 
tata ruang 

Informasi 
berupa Peta 
Online, Data 
Tabular, dan 
Statistik yang 
teranimasi 

RD 
03.01 
Data 

Pekerja
an 

Umum 

Admini
strasi 

Memudahkan 
dalam mengetahui 
informasi rencana 
tata ruang 
Kabupaten 
Mojokerto 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
Informasi 
Tata Ruang 

SIPR 
Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.01
9 

Badan 
Perenca
naan 
Pemban

Bidang 
Pemeri
ntahan 
dan 
Pemban

Sub Bidang 
Kesejahteraa
n 
Masyarakat 

Data 
kemiskinan, 
data agenda 
dan 
sosialiasasi 

Informasi 
terkait 
agenda dan 
sosialisasi 
TKPK (Tim 

RD 
04.02 
Data 

Sosial 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan berita 
sosialisasi TKPK 

Server 
Pusat 

- TKPK Pusat 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

gunan 
Daerah 

gunan 
Manusi
a 

TKPK (Tim 
Koordinasi 
Penanggua
ngan 
Kemiskinan
) 

Koordinasi 
Penangguang
an 
Kemiskinan) 

D.E
.02
0 

Badan 
Perenca
naan 
Pemban
gunan 
Daerah 

Bidang 
Perenca
naan, 
Pengen
dalian, 
dan 
Evaluas
i 
Pemban
gunan 
Daerah 

Sub Bidang 
Perencanaan 
dan 
Pendanaan 

Data 
program 
usulan 

Informasi 
terkait 
pendanaan 
program 
usulan oleh 
perusahaan 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pendanaan 
sehingga dapat 
menunjang dalam 
pembuatan 
website TSP/CSR 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
TSP/CSR 

Aplikasi 
Website 
TSP/CSR 
Kabupate
n 
Mojokerto 

Badan 
Perencan
aan 
Pembang
unan 
Daerah 

D.E
.02
1 

Badan 
Perenca
naan 
Pemban
gunan 
Daerah 

Bidang 
Perenca
naan, 
Pengen
dalian, 
dan 
Evaluas
i 
Pemban
gunan 
Daerah 

Sub Bidang 
Pengendalia
n, Evaluasi, 
dan 
Pelaporan 

Data Renja 
Informasi 
terkait data 
Renja 

RD 
09.05 
Data 

Perenca
naan 

Pemban
gunan 

Nasiona
l 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
laporan evaluasi 
Renja 

Server 
Diskomi
nfo 

- Aksara 

Badan 
Perencan
aan 
Pembang
unan 
Daerah 

D.E
.02
2 

Badan 
Kepega
waian 

Bidang 
Pengad
aan, 

Sub Bidang 
Data dan 

Data 
Kepegawaia
n 

Informasi 
terkait data  
Identitas 

RD 
09.06 
Data 

Admini
strasi 

Memberikan 
informasi terkait 

Server 
PD 

- Pelayanan 
Permintaan 
Data dan 

SIMPEG 
Badan 
Kepegaw
aian 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Pendidi
kan dan 
Pelatiha
n 

Data, 
dan 
Informa
si ASN 

Informasi 
ASN 

pegawai, 
Pangkat, Gaji, 
Jabatan, 
Pendidikan, 
Diklat, 
Keluarga, 
Hukuman 
Disiplin, 
Organisasi, 
Penghargaan, 
Cuti dan 
Penilaian 
kinerja, 
Pernikahan 

Aparatu
r 

Negara 

biodata masing-
masing pegawai 

Informasi  
- 
Rekonsiliasi 
dan Validasi 
Data 
SIMPEG  
- Pelaporan 
Kepegawaia
n Semester 
- Pelaporan 
Kepegawaia
n Tribulan 

Pendidik
an dan 
Pelatihan 

D.E
.02
3 

Badan 
Kepega
waian 
Pendidi
kan dan 
Pelatiha
n 

Bidang 
Penilaia
n 
Kinerja 
dan 
Disiplin 
ASN 

Sub Bidang 
Penilaian 
dan Evaluasi 
Kinerja ASN 

Data 
Kinerja dan 
TPP 
Pegawai 

Informasi 
terkait data 
Perjanjian 
Kinerja, 
Sasaran 
Kinerja 
Pegawai, 
Aktivitas 
Harian 
Pegawai, 
Jabatan, Kelas 
Jabatan, Basic 
TPP 

RD 
09.06 
Data 

Aparatu
r 

Negara 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
perhitungan 
prosentase Kinerja 
dan TPP Pegawai 

Server 
PD 

- Pelayanan 
Penilaian 
Kinerja ASN 
- Pelayanan 
Perhitunga
n TPP 

SUHITA 

Badan 
Kepegaw
aian 
Pendidik
an dan 
Pelatihan 

D.E
.02
4 

Badan 
Kepega
waian 
Pendidi

Bidang 
Penilaia
n 
Kinerja 

Sub Bidang 
Disiplin dan 
Penghargaa
n ASN 

Data 
presensi 
pegawai 

Informasi 
terkait 
dokumen 
laporan 

RD 
09.06 
Data 

Aparatu

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengelolaan dan 

Server 
PD 

- Pelayanan 
Penilaian 
Kehadiran 
ASN 

PRASASTI 

Badan 
Kepegaw
aian 
Pendidik
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

kan dan 
Pelatiha
n 

dan 
Disiplin 
ASN 

rekapitulasi 
presensi 
pegawai 

r 
Negara 

pemantauan data 
presensi 

an dan 
Pelatihan 

D.E
.02
5 

Badan 
Kepega
waian 
Pendidi
kan dan 
Pelatiha
n 

Bidang 
Pengad
aan, 
Data, 
dan 
Informa
si ASN 

Sub Bidang 
Data dan 
Informasi 
ASN 

Data arsip 
digital PNS 

Informasi 
terkait 
kelengkapan 
Arsip 
Kepegawaian 
Digital  

RD 
09.06 
Data 

Aparatu
r 

Negara 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
Arsip Digital PNS 

Server 
PD 

- Pelayanan 
Arsip 
Kepegawaia
n 

SIMARTA 

Badan 
Kepegaw
aian 
Pendidik
an dan 
Pelatihan 

D.E
.02
6 

Badan 
Kepega
waian 
Pendidi
kan dan 
Pelatiha
n 

Bidang 
Mutasi 
dan 
Promos
i PNS 

Sub Bidang 
Mutasi dan 
Promosi PNS 

Data 
Simulasi 
Jabatan 
Struktural 
dari 
SIMPONI 
/SIMPEG 

Informasi 
terkait 
Simulasi 
Promosi dan 
Rotasi Jabatan 
Struktural 

RD 
09.06 
Data 

Aparatu
r 

Negara 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
kandidat Pejabat 
Struktural 

Server 
Pusat 

- 
Pengangkat
an Dalam 
jabatan 
Struktural - 
Mutasi 
Pegawai 
Antar Unit 
Kerja/PD 

SIMPONI 

Badan 
Kepegaw
aian 
Pendidik
an dan 
Pelatihan 

D.E
.02
7 

Badan 
Kepega
waian 
Pendidi
kan dan 
Pelatiha
n 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data 
laporan 
harta 
kekayaan 
penyelengg
ara negara 

Informasi 
terkait 
laporan 
kekayaan 
penyelenggar
a negara 

RD 
09.06 
Data 

Aparatu
r 

Negara 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
Laporan Harta 
Kekayaan 
Penyelenggaran 
Negara 

Server 
Pusat 

- e-LHKPN Pusat 

D.E
.02
8 

Badan 
Kesatua
n 
Bangsa 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
profil dan 
informasi Badan 
Kesatuan Bangsa 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
bakesban
gpol.mojo
kertokab 

Diskomin
fo 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

dan 
Politik 

Badan 
Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik 
Kabupaten 
Mojokerto  

kontak Badan 
Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik 
Kabupaten 
Mojokerto  

Kegiata
n 

dan Politik 
Kabupaten 
Mojokerto dan 
diberikan ke 
masyarakat 

D.E
.02
9 

Badan 
Kesatua
n 
Bangsa 
dan 
Politik 

Bidang 
Ketahan
an 
Ekonom
i, Sosial, 
Budaya, 
Agama, 
dan 
Organis
asi 
Kemasy
arakata
n 

Sub Bidang 
Organisasi 
Kemasyarak
atan 

Data ormas, 
data 
organisasi 
profesi, 
data LSM, 
data 
kegiatan 
ormas, data 
kegiatan 
organisasi, 
dan data 
kegiatan 
LSM 

Informasi 
terkait ormas, 
organisasi 
profesi, LSM 
dan 
kegiatannya 

RD 
09.05 
Data 

Perenca
naan 

Pemban
gunan 

Nasiona
l 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
dokumen laporan 
rekapitulasi 
pengelolaan data 
ormas, data 
organisasi profesi, 
dan data LSM 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
kelembagaa
n 

SIJAMAS 
(Sistem 
Infromasi 
Pendataan 
Aktivitas 
LSM dan 
Ormas) 

Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.03
0 

Badan 
Kesatua
n 
Bangsa 
dan 
Politik 

Bidang 
Ketahan
an 
Ekonom
i, Sosial, 
Budaya, 
Agama, 
dan 
Organis
asi 
Kemasy

Sub Bidang 
Ketahanan 
Ekonomi, 
Sosial, 
Budaya dan 
Agama 

Data 
responden 
survey 

Informasi 
terkait 
responden 
survey 

RD 
09.05 
Data 

Perenca
naan 

Pemban
gunan 

Nasiona
l 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
Pemberian ijin 
masih manual, 
sedangkan secara 
online aplikasi 
masih dalam 
proses 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Pemberian 
Rekomenda
si 
Penelitian/
Survey/Keg
iatan 

- 
Pemerint
ah 
Daerah 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

arakata
n 

D.E
.03
1 

Badan 
Penang
gulanga
n 
Bencan
a 
Daerah 

Bidang 
Pencega
han dan 
Kesiapsi
agaan 

Seksi 
Pencegahan 

Data titik 
sensor 
daerah 
rawan 
bencana 

Informasi 
terkait 
peringatan 
dini bencana  

RD 
04.02 
Data 

Sosial 

Publik 
Informasi yang 
berkaitan dengan 
evakuasi bencana  

Server 
Diskomi
nfo 

- 

EWS 
(Early 
warning 
system) 

Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.03
2 

Badan 
Penang
gulanga
n 
Bencan
a 
Daerah 

Sekreta
riat  

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 
Badan 
Penanggula
ngan 
Bencana 
Daerah 
Kabupaten 
Mojokerto  

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Badan 
Penanggulang
an Bencana 
Daerah 
Kabupaten 
Mojokerto  

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
profil dan berita 
Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 
Kabupaten 
Mojokerto dan 
diberikan ke 
masyarakat 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
bpbd.moj
okertokab 

Diskomin
fo 

D.E
.03
3 

Badan 
Penang
gulanga
n 
Bencan
a 
Daerah 

Bidang 
Pencega
han dan 
Kesiapsi
agaan 

Seksi 
Pencegahan 

Data curah 
hujan 

Informasi 
peringatan 
dini cuaca 
ekstrim 

RD 
07.05 
Data 

Lingkun
gan 

Hidup 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
curah hujan yang 
sangat lebat yang 
dapat 
mengakibatkan 
bencana  

Server 
Pusat 

- SIMONA Pusat 

D.E
.03
4 

Badan 
Penang
gulanga

Bidang 
Pencega
han dan 

Seksi 
Pencegahan 

Data arah 
angin dan 
hujan 

Informasi 
peringatan 
dini 

RD 
07.05 
Data 

Publik 
Informasi yang 
berkaitan dengan 
arah angin dan 

Server 
Pusat 

- RAINBOW Pusat 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

n 
Bencan
a 
Daerah 

Kesiapsi
agaan 

Lingkun
gan 

Hidup 

hujan yang sangat 
lebat yang dapat 
mengakibatkan 
bencana  

D.E
.03
5 

Badan 
Penang
gulanga
n 
Bencan
a 
Daerah 

Bidang 
Rehabili
tasi dan 
Rekonst
ruksi 

Seksi 
Rekonstruks
i 

Data 
pelaporan 
bencana 
setiap 
daerah 

Informasi 
terkait 
dokumen 
laporan 
rekapitulasi 
bencana 

RD 
10.04 
Data 

Dukung 
Lainnya 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pelaporan pasca 
terjadinya bencana 

Server 
Pusat 

- INDRA Pusat 

D.E
.03
6 

Badan 
Penang
gulanga
n 
Bencan
a 
Daerah 

Bidang 
Pencega
han dan 
Kesiapsi
agaan 

Seksi 
Kesiapsiagaa
n 

Data 
program 
kegiatan 
dan berita 
seputar 
penyuluhan 

Informasi 
terkait 
dengan 
program 
kegiatan dan 
berita seputar 
penyuluhan 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
fasilitasi dalam 
memberikan 
penyuluhan 
kepada masyarakat 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Destayana 

- 
Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.03
7 

Bagian 
Admini
strasi 
Pemeri
ntahan 

Bagian 
Adminis
trasi 
Pemeri
ntahan 

Sub Bagian 
Administrasi 
Pemerintaha
n dan Kerja 
Sama 

Data 
permohona
n 
perijinan/r
ekomendasi 
setiap 
kecamatan 

Memberikan 
kemudahan 
pelayanan 
perizinan 
maupun 
pelayanan 
non 
perizinan  

RD 
09.01 
Data 

Dalam 
Negeri 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengurusan surat 

Server 
Diskomi
nfo 

- E-PATEN 
Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.03
8 

Bagian 
Admini
strasi 
Pemeri
ntahan 

Bagian 
Adminis
trasi 
Pemeri
ntahan 

Sub Bagian 
Otonomi 
Daerah 

Data 
penyelengg
araan 
Pemerintah 
Daerah 

Informasi 
terkait 
dengan data 
laporan 
penyelenggar

RD 
09.01 
Data 

Dalam 
Negeri 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pelaporan 
penyelenggaraan 
pemerintah daerah 

Server 
Diskomi
nfo 

- 

LPPD 
(Laporan 
Penyeleng
garaan 
Pemerinta

Pemerint
ah 
Daerah 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

a pemerintah 
daerah sesuai 
dengan 
masing-
masing PD  

han 
Daerah) 

D.E
.03
9 

Bagian 
Admini
strasi 
Pemeri
ntahan 

Bagian 
Adminis
trasi 
Pemeri
ntahan 

Sub Bagian 
Administrasi 
Kewilayahan 

Data batas 
desa 

Informasi 
terkait batas 
desa 

RD 
03.05 
Data 

Pemban
gunan 

kawasa
n atau 
daerah 
tertingg

al 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dalam 
hal penentuan 
batas wilayah desa 

Server 
Diskomi
nfo 

- 

Sistem 
Informasi 
Batas 
Desa 

Diskomin
fo 

D.E
.04
0 

Bagian 
Admini
strasi 
Pemeri
ntahan 

Bagian 
Adminis
trasi 
Pemeri
ntahan 

Sub Bagian 
Administrasi 
Kewilayahan 

Data 
rupabumi 

Informasi 
terkait 
penanaman 
geografis 

RD 
07.01 
Data 

Pertam
bangan 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
rupabumi 

Server 
Diskomi
nfo 

- 

Aplikasi 
Sistem 
Informasi 
Manajeme
n 
Toponimi 

Diskomin
fo 

D.E
.04
1 

Bagian 
Organis
asi 

Bagian 
Organis
asi 

Sub Bagian 
Kinerja dan 
Reformasi 
Birokrasi  

Data 
perangkat 
daerah 

Informasi dan 
dokumen 
terkait 
laporan 
kinerja PD 

RD 
09.01 
Data 

Dalam 
Negeri 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
proses 
pemantauan dan 
pengendalian 
SKPD serta 
meningkatkan 
akuntabilitas dan 
kinerja SKPD 

Server 
Diskomi
nfo 

- SI SAKIP 
Pemerint
ah 
Daerah 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.04
2 

Bagian 
Organis
asi 

Bagian 
Organis
asi 

Sub Bagian 
Pelayanan 
Publik dan 
Tata 
Laksana  

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 
Bagian 
Organisasi 
Kabupaten 
Mojokerto  

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Bagian 
Organisasi 
Kabupaten 
Mojokerto  

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
profil dan berita 
Bagian Organisasi 
Sekretariat Daerah 
Kabupaten 
Mojokerto dan 
diberikan ke 
masyarakat 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
organisasi
.mojokert
okab 

Diskomin
fo 

D.E
.04
3 

Bagian 
Organis
asi 

Bagian 
Organis
asi 

Sub Bagian 
Kelembagaa
n dan 
Analisis 
Jabatan  

Data Anjab, 
ABK, SKJ 
dan 
Evaluasi 
Jabatan 

Informasi 
terkait ANJAB, 
ABK, SKJ, dan 
Evaluasi 
Jabatan 

RD 
09.06 
Data 

Aparatu
r 

Negara 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengisian ANJAB, 
ABK, SKJ, dan 
Evaluasi Jabatan 

Server 
Diskomi
nfo 

- E-ANJAB 
Bagian 
Organisa
si 

D.E
.04
4 

Bagian 
Kesejah
teraan 
Rakyat 

Bagian 
Kesejah
teraan 
Rakyat 

Sub Bagian 
Kesejahteraa
n Sosial  

Data 
Pengajuan 
Proposal 

Informasi 
terkait 
pengajuan 
proposal 
keagamanan 
untuk 
bantuan 
hibah 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Publik 

Layanan untuk 
memfasilitasi 
Lembaga 
keagamaan untuk 
permohonan hibah 
baik berupa 
uang/barang  

Server 
Pihak 
Ketiga 

Layanan 
Permohona
n Hibah 

SI ABAH 
Bagian 
Kesejahte
raan 

D.E
.04
5 

Bagian 
Hukum 

Bagian 
Hukum 

Sub Bagian 
Perundang-
undangan  

Data 
rancangan 
kepBup/Pe
rbup 

Informasi 
terkait 
Produk 
Hukum 

RD 
05.01 
Data 

Hukum 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
proses verifikasi 
Produk Hukum 
secara online 
sehingga lebih 
efektif dan efisien 
tanpa harus 

Server 
Diskomi
nfo 

- IPROHDA 
Bagian 
Hukum 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

berkunjung ke 
Bagian Hukum. 

D.E
.04
6 

Bagian 
Hukum 

Bagian 
Hukum 

Sub Bagian 
Dokumentas
i dan 
Informasi  

Data 
Produk 
Hukum 
Kabupaten 
Mojokerto 

Informasi 
terkait 
Softcopy 
Produk 
Hukum 
Kabupaten 
Mojokerto 

RD 
05.01 
Data 

Hukum 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pelayanan 
informasi produk 
hukum secara 
lengkap, akurat, 
mudah, dan tepat 
kepada masyarakat 

Server 
Pusat 

Layanan 
produk 
hukum 
melalui 
JDIH 
(Jaringan 
Dokumenta
si Informasi 
Hukum) 

JDIH 
(Pemprov
) 

Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.04
7 

Bagian 
Pereko
nomian 
dan 
Sumber 
Daya 
Alam 

Bagian 
Perekon
omian 
dan 
Sumber 
Daya 
Alam 

Sub Bagian 
Pembinaan 
Badan Usaha 
Milik Daerah 
dan Badan 
Layanan 
Umum 
Daerah  

Data BUMD 
Informasi 
terkait data 
BUMD 

RD 
02.07 
Data 

Badan 
Usaha 
Milik 

negara 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
data-data Badan 
Usaha Milik Daerah 
(BUMD)  

Server 
Pusat 

- E-BUMD Pusat 

D.E
.04
8 

Bagian 
Pereko
nomian 
dan 
Sumber 
Daya 
Alam 

Bagian 
Perekon
omian 
dan 
Sumber 
Daya 
Alam 

Sub Bagian 
Pengendalia
n dan 
Perekonomi
an  

Data dana 
bagi hasil 
cukai hasil 
tembakau 

Informasi 
terkait 
dokumen 
laporan 
rekapitulasi 
dana bagi 
hasil cukai 
hasil 
tembakau  

RD 
02.02 
Data 

Perdaga
ngan  

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengelolaan data 
pelaporan 
penggunaan 
anggaran DBHCHT 
secara efektif dan 
efisien  

Server 
Pusat 

- DBHCHT Pusat 

D.E
.04
9 

Bagian 
Pereko
nomian 

Bagian 
Perekon
omian 

Subag 
Perencanaan
, 

Data 
gambar/lok

Informasi 
terkait data 

RD 
02.11 
Data 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
operasi terhadap 

Server 
Pusat 

Layanan 
Pelaporan 
Adanya 

Si Roleg 
Ditjen 
Bea dan 
Cukai 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

dan 
Sumber 
Daya 
Alam 

dan 
Sumber 
Daya 
Alam 

Pengawasan 
Ekonomi 
Mikro dan 
Sumber 
Daya Alam 

asi rokok 
ilegal 

gambar/lokas
i rokok ilegal 

Pariwis
ata 

peredaran rokok 
ilegal 

Rokok 
Ilegal 

D.E
.05
0 

Bagian 
Admini
strasi 
Pemban
gunan 

Bagian 
Adminis
trasi 
Pemban
gunan 

Sub Bagian 
Evaluasi dan 
Pelaporan  

Data 
laporan 
realisasi 
anggaran 

Informasi 
terkait 
laporan 
realisasi 
anggaran 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
mereview laporan 
realisasi anggaran 
dari PD lain 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
e-
pelaporan 

Bagian 
Administ
rasi 
Pembang
unan 

D.E
.05
1 

Bagian 
Admini
strasi 
Pemban
gunan 

Bagian 
Adminis
trasi 
Pemban
gunan 

Sub Bagian 
Pengendalia
n Program  

Data 
Bantuan 
Keuangan 
Desa 
Kabupaten 
Mojokerto 

Informasi 
terkait 
proposal 
pengajuan, 
proposal 
pencairan, 
dan laporan 
pelaksanaan 
BK Desa 
Kabupaten 
Mojokerto 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Informasi terkait 
proposal 
pengajuan, 
proposal 
pencairan, dan 
laporan 
pelaksanaan BK 
Desa Kabupaten 
Mojokerto 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Bantuan 
Keuangan 
Desa 

- 

Bagian 
Administ
rasi 
Pembang
unan 

D.E
.05
2 

Bagian 
Umum 

Bagian 
Umum 

Sub Bagian 
Rumah 
Tanga 

Data 
Rencana 
Kebutuhan 
Barang 
Milik 
Daerah 

Informasi 
terkait 
laporan 
rekapitulasi 
barang milik 
daerah 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengelolaan 
barang milik 
daerah dengan 
pencatatan dan 
pelaporan 
berlangsung secara 
efektif, efesien dan 

Server 
Pusat 

- SIMBADA 
Pemerint
ah 
Daerah 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

tingkat kesalahan 
yang minim 

D.E
.05
3 

Bagian 
Perenca
naan 
dan 
Keuang
an 

Bagian 
Perenca
naan 
dan 
Keuang
an 

Sub Bagian 
Perencanaan 

Data 
Perancanaa
n dan 
Laporan 
Keuangan 

Informasi 
terkait 
Perencanaan 
dan Laporan 
meliputi 
anggaran dan 
kinerja 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
bertujuan untuk 
pelaporan 
keuangan dari 
kegiatan dan 
program yang telah 
dilakukan oleh 
masing-masing 
bidang 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 

Bagian 
Perencan
aan dan 
Keuanga
n 

D.E
.05
4 

Bagian 
Perenca
naan 
dan 
Keuang
an 

Bagian 
Perenca
naan 
dan 
Keuang
an 

Sub Bagian 
Keuangan 

Data 
Keuangan 

Informasi 
terkait 
realisasi 
keuangan 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Informasi 
pengelolaan 
keuangan dari 
realisasi program 
dan kegiatan 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 

Bagian 
Perencan
aan dan 
Keuanga
n 

D.E
.05
5 

Bagian 
Protoko
l dan 
Komuni
kasi 
Pimpin
an 

Bagian 
Protoko
l dan 
Komuni
kasi 
Pimpina
n 

Sub Bagian 
Protokol 

Data 
Informasi 
program 
dan 
kegiatan 
keprotokola
n dan 
pimpinan 

Informasi 
terkait 
program dan 
kegiatan 
keprotokolan 
dan pimpinan 

RD 
09.07 
Data 

Kesekre
tariatan 
Negara 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
program dan 
kegiatan 
keprotokolan dan 
pimpinan 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Publikasi 
kegiatan 
Pemerintah
an Daerah 

- 
Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.05
6 

Dinas 
Komuni
kasi 
dan 
Informa
tika 

Bidang 
Komuni
kasi dan 
Informa
si 
Publik 

Seksi 
Pelayanan 
Informasi 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 
Dinas 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Dinas 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
profil dan berita 
terkait Dinas 
Komunikasi dan 
Informatika 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
diskominf
o.mojoker
tokab 

Diskomin
fo 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Komunikasi 
dan 
Informatika 

Komunikasi 
dan 
Informatika 

Kegiata
n 

Kabupaten 
Mojokerto 

D.E
.05
7 

Dinas 
Komuni
kasi 
dan 
Informa
tika 

Bidang 
Komuni
kasi dan 
Informa
si 
Publik - 
Seksi 
Pelayan
an 
Informa
si 

Bidang 
Komunikasi 
dan 
Informasi 
Publik - 
Seksi 
Pelayanan 
Informasi 

Data 
permohona
n informasi 

Informasi 
terkait 
Pelayanan 
Informasi dan 
Dokumentasi 
Publik 

RD 
09.03 
Data 

Informa
si 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengelolaan data 
secara online yang 
meliputi proses 
penyimpanan, 
pendokumentasian
, penyediaan dan 
pelayanan 
informasi 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
Data di 
PPID 

PPID 

Dinas 
Komunik
asi dan 
Informati
ka 

D.E
.05
8 

Dinas 
Komuni
kasi 
dan 
Informa
tika 

Bidang 
Pengelo
laan 
Data 
dan 
Statistik
  

Seksi Survey 
dan Akuisisi 
Data 

Seluruh 
data yang 
ada di 
pemkab 
Mojokerto 

Informasi 
terkait 
seluruh data 
yang ada di 
pemkab 
Mojokerto 

RD 
09.03 
Data 

Informa
si 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
Pemerintah 
Kabupaten 
Mojokerto dalam 
pengelolaan data 
sektoral 

Server 
Diskomi
nfo 

- Satu Data 

Dinas 
Komunik
asi dan 
Informati
ka 

D.E
.05
9 

Dinas 
Komuni
kasi 
dan 
Informa
tika 

Bidang 
Informa
tika 

Seksi Sistem 
Informasi 
dan Tata 
Kelola 
Teknologi 
Informasi 

Data tata 
naskah 

Terciptanya 
pengaturan 
dokumen 
yang teratur, 
terstruktur, 
dan terarah 

RD 
09.03 
Data 

Informa
si 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
layanan 
administrasi 
Pemerintah 
Kabupaten 
Mojokerto seperti 
surat menyurat 
tanda tangan 
digital, dll.  

Server 
Diskomi
nfo 

- 
e-office/ 
e-sign 

Pemerint
ah 
Daerah 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.06
0 

Dinas 
Komuni
kasi 
dan 
Informa
tika 

Bidang 
Pengelo
laan 
Data 
dan 
Statistik
  

Seksi Survey 
dan Akuisisi 
Data 

Seluruh 
data yang 
ada di 
pemkab 
Mojokerto 

Menampilkan 
informasi 
terkait 
seluruh data 
yang ada di 
pemkab 
Mojokerto 

RD 
09.03 
Data 

Informa
si 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
seluruh data yang 
ada di Pemerintah 
Kabupaten 
Mojokerto 

Server 
Diskomi
nfo 

- 

SI 
Dashboar
d satu 
data 

Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.06
1 

Dinas 
Komuni
kasi 
dan 
Informa
tika 

Bidang 
Informa
tika 

Seksi Sistem 
Informasi 
dan Tata 
Kelola 
Teknologi 
Informasi 

Data terkait 
covid 19 

Informasi 
terkait data 
Covid 19 di 
Kabupaten 
Mojokerto 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
monitoring, 
pengembangan, 
penyebarluasan 
informasi, agenda 
tentang 
penanggulangan 
Covid-19 di 
Kabupaten 
Mojokerto 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
Covid 
Informati
on System 

Dinas 
Komunik
asi dan 
Informati
ka 

D.E
.06
2 

Dinas 
Komuni
kasi 
dan 
Informa
tika 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data ttd 
digital  

Informasi 
terkait 
dengan tanda 
tangan digital 

RD 
09.03 
Data 

Informa
si 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
perjalanan dinas 

Server 
Diskomi
nfo 

Upload 
image 
untuk 
verifikasi 
dan 
menggunak
an ttd 
digital 

E-SPPD 

Dinas 
Komunik
asi dan 
Informati
ka 

D.E
.06
3 

Dinas 
Komuni
kasi 
dan 

Bidang 
Informa
tika 

Seksi Sistem 
Informasi 
dan Tata 
Kelola 

Data usulan 
pembuatan 
atau 
pengadaan 
SPBE 

Informasi 
terkait 
dokumen 
laporan 
rekapitulasi 

RD 
09.06 
Data 

Aparatu

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pencatatan data 
usulan pembuatan 
atau pengadaan 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
pengajuan 
usulan 
pembuatan 
atau 

SI SPBE 
(Sistem 
Pemerinta
han 
berbasis 

Dinas 
Komunik
asi dan 
Informati
ka 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Informa
tika 

Teknologi 
Informasi 

usulan 
pembuatan 
atau 
pengadaan 
SPBE 

r 
Negara 

arsitektur SPBE 
penngajuan usulan 
usulan pembuatan 
atau pengadaan 
arsitektur SPBE 
secara online 
pelaporan, 
rekapitulasi dan 
filter data aduan 
usulan pembuatan 
atau pengadaan 
arsitektur SPBE 
dashboard 
progress 
pengajuan atau 
pengadaan SPBE 
sinkronisasi usulan 
dengan masterplan 
SPBE rekomendasi 
persetujuan usulan 
(usulan harus 
sesuai dengan 
tupoksi PD) 

pengadaan 
arsitektur 
SPBE 

Elektronik
) 

D.E
.06
4 

Dinas 
Komuni
kasi 
dan 
Informa
tika 

Bidang 
Komuni
kasi dan 
Informa
si 
Publik 

Seksi 
Pelayanan 
Informasi 

Data 
pengaduan 
masyarakat 

Informasi 
terkait 
progress 
penanganan 
yang 
merupakan 
tindak lanjut 
dari 

RD 
04.02 
Data 

Sosial 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pencatatan data 
aduan layanan 
publik dan 
respon/tindak 
lanjut pengaduan 
layanan publik 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
pengaduan 

http://da
marmojo.l
apor.go.id 

Dinas 
Komunik
asi dan 
Informati
ka 



 

204 

 

ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

pengaduan 
masyarakat 

secara online 
pelaporan, 
rekapitulasi dan 
filter data aduan 
layanan publik dan 
respon/tindak 
lanjut dashboard 
aduan layanan 
publik aduan yang 
terselesaikan dan 
direspon 
pengkategorian 
atau clustering 
aduan dan 
memberikan 
notifikasi kepada 
PD terkait 

D.E
.06
5 

Dinas 
Pendidi
kan 

Bidang 
Pendidi
kan 
Dasar 

Seksi Bina 
Sekolah 
Pendidikan 
Dasar 

Data siswa 

Informasi 
terkait 
rekapitulasi 
data siswa 

RD 
06.01 
Data 

Pendidi
kan 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pendataan siswa 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 
Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.06
6 

Dinas 
Pendidi
kan 

Bidang 
Pendidi
kan 
Dasar 

Seksi Bina 
Sekolah 
Pendidikan 
Dasar 

Data 
sekolah 

Informasi 
terkait 
rekapitulasi 
data sekolah 

RD 
06.01 
Data 

Pendidi
kan 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pendataan sekolah 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 
Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.06
7 

Dinas 
Pendidi
kan 

Bidang 
Pendidi
k dan 
Tenaga 

Seksi Tenaga 
Kependidika
n 

Data PTK 

Informasi 
terkait 
rekapitulasi 
data Pendidik 

RD 
06.01 
Data 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pendataan sekolah 
data Pendidik dan 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 
Pemerint
ah 
Daerah 



 

205 

 

ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Kependi
dikan 

dan Tenaga 
Kependidikan 
(PTK) 

Pendidi
kan 

Tenaga 
Kependidikan 
(PTK) 

D.E
.06
8 

Dinas 
Pendidi
kan 

Sekreta
riat  

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 
Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Mojokerto 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Mojokerto 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
profil dan berita 
terkait Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Mojokerto dan 
diberikan ke 
masyarakat 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
dispendik.
mojokerto
kab 

Diskomin
fo 

D.E
.06
9 

Dinas 
Pendidi
kan 

Bidang 
Prasana 
dan 
Sarana 
Pendidi
kan 

Seksi 
Prasarana 
dan Sarana 
Pendidikan 
Anak Usia 
Dini dan 
Pendidikan 
Masyarakat 

Data sarana 
dan 
prasarana 
pendidikan 

Informasi 
terkait 
pengembanga
n dan 
pemeliharaan 
sarana dan 
prasarana 
pendidikan 

RD 
06.01 
Data 

Pendidi
kan 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengembangan 
dan pemeliharaan 
sarana dan 
prasarana 
pendidikan secara 
transparasi dan 
akuntabilitas 

Server 
Pusat 

Pengajuan 
Sarana 
Prasarana 
Sekolah 

SI Sarpras 
Pendidika
n 

Pusat 

D.E
.07
0 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Pelayan
an 
Kesehat
an 

Seksi 
Pelayanan 
Kesehatan 
Primer 

Data pasien 

Informasi 
terkait 
penyakit di 
daerah 
kecamatan 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pelayanan dan 
manajemen 
psukesmas secara 
online dan 
terintegrasi 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
e-
puskesma
s 

Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.07
1 

Dinas 
Kesehat
an 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 

Data yang 
berkaitan 
dengan 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum

RD 
10.02 
Data 

Publik 
Informasi yang 
berkaitan dengan 
data kesehatan, 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
dinkes.mo
jokertoka
b 

Diskomin
fo 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Kepegawaia
n 

program 
kegiatan 
Dinas 
Kesehatan 
Kabupaten 
Mojokerto 

en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Dinas 
Kesehatan 
Kabupaten 
Mojokerto 

Manaje
men 

Kegiata
n 

data layanan 
kesehatan, profil, 
dan berita terkait 
Dinas Pendidikan 
Kabupaten 
Mojokerto 

D.E
.07
2 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Pelayan
an 
Kesehat
an 

Seksi 
Pelayanan 
Kesehatan 
Primer 

Data 
kesehatan 

Informasi 
kesehatan 
yang 
mencakup 
Data Derajat 
Kesehatan, 
Upaya 
Kesehatan, 
Sumber Daya 
Kesehatan 
dan 
Determinan 
Kesehatan 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
data dan informasi 
kesehatan yang 
mencakup Data 
Derajat Kesehatan, 
Upaya Kesehatan, 
Sumber Daya 
Kesehatan dan 
Determinan 
Kesehatan 

Server 
Pihak 
Ketiga 

- Komdat Pusat 

D.E
.07
3 

Dinas 
Kesehat
an 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Keuangan 

Data usulan 
Dana 
Alokasi 
Khusus 

Informasi 
data Dana 
Alokasi 
Khusus 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
akuntabilitas 
dalam proses, 
perencanaan, 
penganggaran 
serta pelaporan 
informasi kinerja 

Server 
Pusat 

- KRISNA Pusat 

D.E
.07
4 

Dinas 
Kesehat
an 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Keuangan 

Data DAK 
Nonfisik 

Infomasi 
terkait 
laporan DAK 
Nonfisik 

RD 
09.02 
Data 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dalam 
penyusunan 
dan penyampaian 

Server 
Pusat 

- Aladin Pusat 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Keuang
an 

data laporan 
penyerapan dan 
penggunaan DAK 
Nonfisik 

D.E
.07
5 

Dinas 
Kesehat
an 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Keuangan 

Data 
transaksi 
dalam 
Sistem 
Perbendaha
raan dan 
Anggaran 
Negara 
(SPAN) 

Informasi dan 
dokumen 
hasil 
monitoring 
Sistem 
Perbendahara
an dan 
Anggaran 
Negara 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
implementasi 
Sistem 
Perbendaharaan 
dan Anggaran 
Negara (SPAN) 

Server 
Pusat 

- OM Span Pusat 

D.E
.07
6 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Sumber 
Daya 
Kesehat
an 

Seksi 
Kefarmasian
  

Data pasien 
HIV-AIDS 

Informasi 
terkait pasien 
HIV-AIDS 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
data pasien HIV di 
puskesmas dan RS 
di Kabupaten 
Mojokerto 

Server 
Pusat 

- SIHA Pusat 

D.E
.07
7 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Pencega
han dan 
Pengen
dalian 
Penyaki
t  

Seksi 
Pencegahan 
dan 
Pengendalia
n Penyakit 
Tidak 
Menular dan 
Kesehatan 
Jiwa 

Data pasien 
Malaria 

Informasi 
terkait pasien 
malaria 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
data pasien 
malaria di 
puskesmas dan RS 
di Kabupaten 
Mojokerto 

Server 
Pusat 

- E-Sismal Pusat 

D.E
.07
8 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Pencega
han dan 

Seksi 
Pencegahan 
dan 

Data pasien 
Infeksi 

Informasi 
terkait pasien 
infeksi 

RD 
04.01 
Data 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
data pasien ISPA di 

Server 
Pusat 

- ISPA Pusat 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Pengen
dalian 
Penyaki
t  

Pengendalia
n Penyakit 
Tidak 
Menular dan 
Kesehatan 
Jiwa 

Saluran  
Pernafasan 

saluran 
pernafasan 

Kesehat
an 

puskesmas dan RS 
di Kabupaten 
Mojokerto 

D.E
.07
9 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Pencega
han dan 
Pengen
dalian 
Penyaki
t  

Seksi 
Pencegahan 
dan 
Pengendalia
n Penyakit 
Tidak 
Menular dan 
Kesehatan 
Jiwa 

Data pasien 
diare 

Informasi 
terkait pasien 
diare 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
data pasien diare 
di puskesmas dan 
RS di Kabupaten 
Mojokerto 

Server 
Pusat 

- Diare Pusat 

D.E
.08
0 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Pencega
han dan 
Pengen
dalian 
Penyaki
t  

Seksi 
Pencegahan 
dan 
Pengendalia
n Penyakit 
Tidak 
Menular dan 
Kesehatan 
Jiwa 

Data pasien 
hepatitis 

Informasi 
terkait pasien 
hepatitis 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Untuk 
memonitoring data 
pasien hepatitis di 
puskesmas dan RS 
di Kabupaten 
Mojokerto 

Server 
Pusat 

- Hepatitis Pusat 

D.E
.08
1 

Dinas 
Kesehat
an 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data rumah 
sakit 

Informasi 
terkait rumah 
sakit  

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
kuantitas dan 
kualitas data yang 
dilaporkan 
ke Kementerian 
Kesehatan RI. 

Server 
Pusat 

- RS Online Pusat 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.08
2 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Sumber 
Daya 
Kesehat
an 

Seksi Alat 
Kesehatan 
dan 
Perbekalan 
Kesehatan 
Rumah 
Tangga 

Data 
Sarana, 
Prasarana 
dan Alat 
Kesehatan 

Informasi dan 
pemenuhan 
Sarana, 
Prasarana 
dan Alat 
Kesehatan  

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pemenuhan 
sarana, prasarana 
dan alat kesehatan 
melalui 
ketersediaan data 
ataupun informasi 
yang valid, terbaru 
dan tepat waktu 

Server 
Pusat 

- ASPAK Pusat 

D.E
.08
3 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Pelayan
an 
Kesehat
an 

Seksi 
Pelayanan 
Kesehatan 
Tradisonal 

Data 
pengobatan 
tradisional 

Informasi 
terkait data 
pengobatan 
tradisional 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
proses pengelolaan 
data pengobatan 
tradisional dan 
mendapatkan 
informasi yang 
akurat 

Server 
Pusat 

- SIM PKT Pusat 

D.E
.08
4 

Dinas 
Kesehat
an 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data usulan 
kegiatan 
tahun 
anggaran 
selanjutnya 

Informasi 
terkait 
perencanaan 
kegiatan 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
proses 
perencanaan 
kegiatan yang 
dilaksanakan 
untuk tahun 
anggaran 
berikutnya 

Server 
Pusat 

- 

PBE 
(Perencan
aan 
berbasis 
elektronik
) 

Pusat 

D.E
.08
5 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Kesehat
an 

Seksi 
Kesehatan 
Keluarga 
dan Gizi 

Data 
keluarga 
sehat 

Informasi 
terkait data 
keluarga 
sehat 

RD 
04.01 
Data 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
data dan status 
pendataan dan 

Server 
Pusat 

- 
Aplikasi 
Keluarga 
Sehat 

Dinas 
Kesehata
n 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Masyar
akat 

Kesehat
an 

Indeks Keluarga 
Sehat 

D.E
.08
6 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Pelayan
an 
Kesehat
an 

Seksi 
Kesehatan 
Keluarga 
dan Gizi 

Data 
kematian 
kehamilan 
atau 
keguguran 

Informasi 
terkait data 
kematian 
kehamilan 
atau 
keguguran 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
laporan kematian 
kehamilan atau 
keguguran 

Server 
Pusat 

- 

Maternal 
Perinatal 
Dead 
Notificatio
n 

Pusat 

D.E
.08
7 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Pelayan
an 
Kesehat
an 

Seksi 
Kesehatan 
Keluarga 
dan Gizi 

Data gizi 
masyarakat 

Informasi 
terkait data 
gizi 
masyarakat 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
tenaga pelaksana 
gizi dan pemangku 
kebijakan di 
daerah dalam 
mengamati 
permasalahan gizi 
di wilayah 

Server 
Pusat 

- EPPGBM Pusat 

D.E
.08
8 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Kesehat
an 
Masyar
akat 

Seksi 
Kesehatan 
Lingkungan,  
Kesehatan 
Kerja dan 
Olahraga  

Data tempat 
pengelolaan 
makanan 
(TPM) 

Informasi 
terkait TPM 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaiitan dengan 
data TPM 

Server 
Pusat 

- 

Emonev 
HSP 
(Higien 
Sanitasi 
Pangan) 

Pusat 

D.E
.08
9 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Kesehat
an 
Masyar
akat 

Seksi 
Kesehatan 
Lingkungan,  
Kesehatan 
Kerja dan 
Olahraga  

Data 
kualitas air 
minum 

Informasi 
terkait data 
pengawasan 
kualitas air 
minum 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
terkait dengan data 
PKAM dengan 
cepat dan akurat 

Server 
Pusat 

- 

Emonev 
PKAM 
(Pengawa
san 
Kualitas 
Air 
Minum) 

Pusat 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.09
0 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Pelayan
an 
Kesehat
an 

Seksi 
Pelayanan 
Kesehatan  
Rujukan  

Data 
Peserta 
BPJS 

Informasi 
terkait data-
data yang 
dikelola oleh 
BPJS 
Kesehatan  

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
program Jaminan 
Kesehatan 
Nasional-Kartu 
Indonesia Sehat 
(JKN-KIS) 

Server 
Pusat 

- 
Dashboar
d JKN 

Pusat 

D.E
.09
1 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Pencega
han dan 
Pengen
dalian 
Penyaki
t  

Seksi 
Pencegahan 
dan  
Pengendalia
n Penyakit 
Menular  

Data 
penyakit 

Informasi 
terkait 
pendeteksian 
dini ancaman 
KLB penyakit 
menular 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pendeteksian dini 
ancaman KLB 
penyakit menular. 

Server 
Pusat 

- EWARS Pusat 

D.E
.09
2 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Pencega
han dan 
Pengen
dalian 
Penyaki
t  

Seksi 
Surveilans 
dan 
Imunisasi  

Data 
pendaftaran 
haji 

Informasi 
terkait 
peserta haji 

RD 
08.01 
Data 

Agama 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
proses 
pelaksanaan haji  

Server 
Pusat 

- Siskohart Pusat 

D.E
.09
3 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Sumber 
Daya 
Kesehat
an 

Seksi 
Sumber 
Daya 
Manusia 
Kesehatan 

Data SDMK 

Informasi 
terkait hasil 
pengelolaan 
data SDMK 

RD 
06.02 
Data 

Ketenag
akerjaa

n 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengelolaan data 
perencanaan 
kebutuhan SDMK 
secara efektif dan 
efisien 

Server 
Pihak 
Ketiga 

- RENBUT Pusat 

D.E
.09
4 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Sumber 
Daya 

Seksi 
Kefarmasian
  

Data 
kelayakan 
dan 

Informasi 
terkait 
kelayakan 

RD 
04.01 
Data 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengani 
persebaran obat di 

Server 
Pusat 

- SIPNAP Pusat 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Kesehat
an 

persebaran 
obat 

dan 
persebaran 
obat 

Kesehat
an 

Indonesia, dan 
apakah obat yang 
digunakan itu 
sesuai dan tidak 
berbahaya 

D.E
.09
5 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Sumber 
Daya 
Kesehat
an 

Seksi 
Kefarmasian
  

Data 
ketersediaa
n obat dan 
Bahan 
Medis Habis 
Pakai 
(BMHP) 

Informasi 
ketersediaan 
obat dan 
BMHP 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pemantauan 
ketersediaan obat 
dan BMHP 

Server 
Pusat 

- 
E-Logistik 
Obat 

Pusat 

D.E
.09
6 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Kesehat
an 
Masyar
akat  

Seksi 
Promosi dan 
Pemberdaya
an 
Masyarakat 

Data 
pengawasa
n obat dan 
makanan 

Informasi 
terkait hasil 
pengawasan 
obat dan 
makanan, 
serta 
rekomendasi 
BPOM 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
hasil pengawasan 
obat dan makanan  

Server 
Pusat 

- 
Smart 
BPOM 

Pusat 

D.E
.09
7 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Pencega
han dan 
Pengen
dalian 
Penyaki
t  

Seksi 
Pencegahan 
dan  
Pengendalia
n Penyakit 
Menular  

Data pasien 
TBC, Data 
logistik OAT 
dan non 
OAT 

Informasi 
terkait suspek 
TB, pasien 
TBC, jumlah 
logistik OAT 
dan non OAT  

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
suspek TBC, pasien 
TBC, jumlah 
logistik OAT dan 
non OAT 

Server 
Pusat 

- SITB Pusat 

D.E
.09
8 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Kesehat
an 

Seksi 
Promosi dan 
Pemberdaya

Data 
Informasi 
makanan 
yang telah 

Informasi 
terkait data 
makanan 
yang telah 

RD 
04.01 
Data 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
layanan kepada 
masyarakat guna 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Laik 
Higienis 
Jasa Boga 

- 
Dinas 
Kesehata
n 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Masyar
akat  

an 
Masyarakat 

lulus uji dan 
bersertifika
t 

lulus uji dan 
bersertifikat 

Kesehat
an 

memperoleh 
Sertifikat Laik 
Hygiene Sanitasi 
Jasaboga dalam 
rangka 
mengendalikan 
faktor makanan, 
orang, tempat serta 
proses dan 
perlengkapan 
pengolahan 
makanan 

D.E
.09
9 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Sumber 
Daya 
Kesehat
an 

Seksi 
Sumber 
Daya 
Manusia 
Kesehatan 

Data Diri 
Pemohon 
Surat ijin 
Apoteker 

Informasi 
terkait data 
permohonan 
surat ijin 
apoteker 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengajuan surat 
izin praktik yang 
diberikan kepada 
apoteker untuk 
dapat 
melaksanakan 
pekerjaan 
kefarmasian 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Surat Ijin 
Apoteker 

- 
Dinas 
Kesehata
n 

D.E
.10
0 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Sumber 
Daya 
Kesehat
an 

Seksi 
Kefarmasian
  

Data diri 
pemohon 
ijin 
kefarmasia
n  

Informasi 
terkait data 
permohonan 
ijin 
kefarmasian 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
permohonan 
pengajuan Izin 
Praktek Tenaga 
Teknis 
Kefarmasian baik 
secara online 
maupun offline 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
SIPTTK 

- 
Dinas 
Kesehata
n 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.10
1 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Sumber 
Daya 
Kesehat
an 

Seksi 
Kefarmasian
  

Data 
Pemohon 
Usaha 
mikro obat 
tradisional 

Informasi 
terkait data 
pemohon 
usaha mikro 
obat 
tradisional 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
surat izin Usaha 
Mikro Obat 
Tradisional 

Server 
Pihak 
Ketiga 

Layanan 
UMOT 

- 
Dinas 
Kesehata
n 

D.E
.10
2 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Kesehat
an 
Masyar
akat  

Seksi 
Promosi dan 
Pemberdaya
an 
Masyarakat 

Data 
pemohon 
ijin praktek 
dokter 

Informasi 
terkait data 
pemohon ijin 
praktek 
dokter 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
izin praktik dokter 
agar mendapat 
bukti tertulis yang 
menyatakan bahwa 
telah memenuhi 
syarat untuk 
melakukan praktik 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Surat Ijin 
Praktek 
Dokter 

- 
Dinas 
Kesehata
n 

D.E
.10
3 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Kesehat
an 
Masyar
akat  

Seksi 
Promosi dan 
Pemberdaya
an 
Masyarakat 

Data 
pemohon 
ijin 
produksi 
makanan 
dan 
minuman 

Informasi 
terkait data 
pemohon ijin 
produksi 
makanan dan 
minuman 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
industri rumahan 
dalam 
mendapatkan izin 
produksi makanan 
dan minuman 
berskala rumahan 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
PIRT 

- 
Dinas 
Kesehata
n 

D.E
.10
4 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Pelayan
an 
Kesehat
an 

Seksi 
Pelayanan 
Kesehatan 
Primer 

Data 
pemohon 
ijin rekam 
medis 

Informasi 
terkait data 
pemohon ijin 
rekam medis 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengajuan surat 
izin kerja rekam 
medis yang 
berperan sebagai 
bukti tertulis yang 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Surat Ijin 
Rekam 
Medis 

- 
Dinas 
Kesehata
n 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

diberikan kepada 
tenaga kesehatan 

D.E
.10
5 

Dinas 
Kesehat
an 

Bidang 
Kesehat
an 
Masyar
akat  

Seksi 
Promosi dan 
Pemberdaya
an 
Masyarakat 

Data 
pemohon 
ijin perawat 

Informasi 
terkait data 
pemohon ijin 
perawat 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
permohonan surat 
ijin perawat 
sebagai bukti telah 
teregistrasi sebagai 
tenaga kesehatan 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Surat Ijin 
Perawat 

- 
Dinas 
Kesehata
n 

D.E
.10
6 

Dinas 
Pember
dayaan 
Masyar
akat 
dan 
Desa 

Bidang 
Penataa
n dan 
Kerja 
Sama 
Desa 

Seksi 
Pembangun
an Desa dan 
Keswadayaa
n 
Masyarakat 

Data 
posyandu 

Informasi dan 
dokumen 
laporan 
rekapitulasi 
terkait 
posyandu 

RD 
04.03 
Data 

Pember
dayaan 
Peremp

uan 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengelolaan 
posyandu yang 
tepat guna dan 
tepat waktu 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
Posyandu 

SIM 
Posyandu 

Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.10
7 

Dinas 
Pember
dayaan 
Masyar
akat 
dan 
Desa 

Bidang 
Pember
dayaan 
Lembag
a 
Kemasy
arakata
n dan 
Lembag
a Adat 
Desa 

Seksi Tata 
Laksana 
Gerakan 
Pemberdaya
an dan 
Kesejahteraa
n Keluarga 

Data PKK 

Informasi dan 
dokumen 
laporan 
rekapitulasi 
terkait PKK 

RD 
03.07 
Data 

Kepend
udukan 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengelolaan 
kegiatan PKK yang 
tepat guna dan 
tepat waktu 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
PKK 

SIM PKK 
Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.10
8 

Dinas 
Pember
dayaan 
Masyar

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 

RD 
10.02 
Data 

Manaje

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
profil dan berita 
terkait Dinas 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
dpmd.moj
okertokab 

Diskomin
fo 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

akat 
dan 
Desa 

kegiatan 
Dinas 
Pemberday
aan 
Masyarakat 
dan Desa 
Kabupaten 
Mojokerto 

artikel, dan 
kontak Dinas 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
dan Desa 
Kabupaten 
Mojokerto 

men 
Kegiata

n 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa Kabupaten 
Mojokerto dan 
diberika ke 
masyarakat 

D.E
.10
9 

Dinas 
Pember
dayaan 
Masyar
akat 
dan 
Desa 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Keuangan 

Data 
Siskuedes 

Informasi dan 
dokumen 
laporan 
rekapitulasi 
terkait kelola 
keuangan 
desa 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
kualitas tata kelola 
keuangan desa dan 
memudahkan 
dalam pelaporan 
keuangan 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
Klinik 
Lakon 
Penggoda 

SISKEUDE
S 

Pusat 

D.E
.11
0 

Dinas 
Pember
dayaan 
Masyar
akat 
dan 
Desa 

Bidang 
Bina 
Pemeri
ntahan 
Desa 

Seksi 
Pengelolaan 
Keuangan 
dan Aset 
Desa 

Data Aset 
Desa 

Informasi 
terkait aset 
desa 

RD 
03.05 
Data 

pemban
gunan  

kawasa
n atau 
daerah  
tertingg

al 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
manajemen aset 
desa untuk 
menimalisir 
kehilangan 

Server 
Pusat 

- SIPADES Pusat 

D.E
.11
1 

Dinas 
Pember
dayaan 
Masyar
akat 

Bidang 
Penataa
n dan 
Kerja 
Sama 
Desa 

Seksi 
Penataan 
dan Evaluasi 
Perkembang
an Desa 

Data 
Perkemban
gan 
Kemandiria
n Desa 

Informasi 
terkait 
perkembanga
n 
kemandirian 
desa 

RD 
03.05 
Data 

Pemban
gunan 

Kawasa

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
perkembangan 
kemandirian desa 
berdasarkan 

Server 
Pusat 

- 
Pemutakh
iran IDM 

Pusat 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

dan 
Desa 

n atau 
Daerah 
Terting

gal 

Undang-Undang 
Desa 

D.E
.11
2 

Dinas 
Pember
dayaan 
Masyar
akat 
dan 
Desa 

Bidang 
Penataa
n dan 
Kerja 
Sama 
Desa 

Seksi 
Penataan 
dan Evaluasi 
Perkembang
an Desa 

Data Profil 
Desa dan 
Kelurahan 

Informasi 
terkait profil 
desa dan 
kelurahan 

RD 
09.03 
Data 

Informa
si 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
profil desa dan 
kelurahan di 
Kabupaten 
Mojokerto 

Server 
Pusat 

- 

Sistem 
Informasi 
Desa dan 
Keluaraha
n (Profil 
Desa dan 
Kelurahan
) 

Pusat 

D.E
.11
3 

Dinas 
Kepend
udukan 
dan 
Pecatat
an Sipil 

Bidang 
Pengelo
laan 
Informa
si 
Adminis
trasi 
Kepend
udukan 

Seksi Sistem 
Informasi 
Administrasi 
Kependuduk
an 

Data 
kependudu
kan 

Informasi 
administrasi 
kependuduka
n di tingkat 
penyelenggar
a dan instansi 
pelaksana 

RD 
03.07 
Data 

Kepend
udukan 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
kualitas pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk dan 
Pencatatan Sipil 
dan menyediakan 
data dan informasi 
skala nasional dan 
daerah mengenai 
hasil Pendaftaran 
Penduduk dan 
Pencatatan Sipil 
yang akurat, 
lengkap, dan 
mutakhir 

Server 
Pusat 

- 
SIAK 
KONSOLI
DASI 

Pusat 

D.E
.11
4 

Dinas 
Kepend
udukan 

Sekreta
riat  

Sub Bagian 
Umum dan 

Data yang 
berkaitan 
dengan 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum

RD 
10.02 
Data 

Publik 
Informasi yang 
berkaitan dengan 
profil dan berita 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
dispenduk
capil.mojo
kertokab 

Diskomin
fo 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

dan 
Pecatat
an Sipil 

Kepegawaia
n 

program 
kegiatan 
Dinas 
Kependudu
kan dan 
Pecatatan 
Sipil 
Kabupaten 
Mojokerto 

en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Dinas 
Kependuduka
n dan 
Pecatatan 
Sipil 
Kabupaten 
Mojokerto 

Manaje
men 

Kegiata
n 

terkait Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 
Kabupaten 
Mojokerto dan 
diberikan ke 
masyarakat 

D.E
.11
5 

Dinas 
Kopera
si dan 
Usaha 
Mikro 

Bidang 
Kelemb
agaan 
dan 
Pengaw
asan 

Seksi 
Organisasi 
dan 
Tatalaksana 

Data 
koperasi 

Informasi dan 
dokumen 
laporan 
rekapitulasi 
terkait rincian 
tiap koperasi 

RD 
02.09 
Data 

Kopera
si 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
data rincian tiap 
koperasi, bisa 
menginputkan data 
koperasi baru, 
memberi ranking 
dan laporan 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
Online 
Data 
System 

Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.11
6 

Dinas 
Kopera
si dan 
Usaha 
Mikro 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 
Dinas 
Koperasi 
dan Usaha 
Mikro 
Kabupaten 
Mojokerto 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Dinas 
Koperasi dan 
Usaha Mikro 
Kabupaten 
Mojokerto 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
profil dan berita 
terkait Dinas 
Koperasi dan 
Mikro Kabupaten 
Mojokerto dan 
diberikan ke 
masyarakat 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
dinkop.m
ojokertok
ab 

Diskomin
fo 

D.E
.11
7 

Dinas 
Kopera
si dan 

Bidang 
Pemasa
ran - 

Bidang 
Pemasaran - 

Data barang 
dan jasa 
UMKM 

Informasi 
terkait UMKM 
meliputi 

RD 
02.10 
Data 

Publik 
Informasi yang 
berkaitan dengan 
UMKM meliputi 

Server 
Diskomi
nfo 

Fasilitasi 
pemasaran 

Mojopahit 
Shopping 
Center 

Dinas 
Koperasi 
dan 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Usaha 
Mikro 

Seksi 
Promos
i 

Seksi 
Promosi 

melihat 
barang dan 
jasa yang 
ditawarkan 
oleh UMKM 
sebagai 
sarana 
pemasaran  

Usaha 
Kecil 
dan 

Meneng
ah 

melihat barang dan 
jasa yang 
ditawarkan oleh 
UMKM sebagai 
sarana pemasaran  

koperasi 
dan UMKM 

(Website 
pemasara
n UMKM) 

Usaha 
Mikro 

D.E
.11
8 

Dinas 
Kopera
si dan 
Usaha 
Mikro 

Bidang 
Pemasa
ran - 
Seksi 
Fasilitas
i 
Pengem
bangan 
Informa
si dan 
Wirausa
ha 

Bidang 
Pemasaran - 
Seksi 
Fasilitasi 
Pengembang
an Informasi 
dan 
Wirausaha 

Data usaha 
mikro 
setiap desa 
dan cluster 
usaha 

Informasi 
terkait data 
usaha mikro 
setiap cluster 
usaha dan 
kecamatan 

RD 
02.10 
Data 

Usaha 
Kecil 
dan 

Meneng
ah 

Publik 

Aplikasi yang 
digunakan untuk 
melakukan 
pendataan usaha 
mikro 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
pendataan 
usaha 
mikro 

Sistem 
Informasi 
Usaha 
Mikro 

Dinas 
Koperasi 
dan 
Usaha 
Mikro 

D.E
.11
9 

Dinas 
Kopera
si dan 
Usaha 
Mikro 

Bidang 
Pembia
yaan 

Seksi 
Pembiayaan 
dan Jasa 
Keuangan 

Data 
laporan 
berkala 
koperasi 
meliputi 
laporan 
keuangan 
dan laporan 
manajerial 

Informasi 
terkait data 
laporan 
berkala 
koperasi 

RD 
02.09 
Data 

Kopera
si 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
layanan koperasi 
dalam melaporkan 
laporan berkala 
secara online 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
SIBOLASI 

SIBOLASI 

Dinas 
Koperasi 
dan 
Usaha 
Mikro 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.12
0 

Dinas 
Kopera
si dan 
Usaha 
Mikro 

Bidang 
Kelemb
agaan 
dan 
Pengaw
asan 

Seksi 
Organisasi 
dan 
Tatalaksana 

Data 
Pemohon 
dan Perihal 
Permohon 
anggota 
koperasi 

Informasi 
terkait data 
pemohonan 
anggota 
koperasi 

RD 
02.09 
Data 

Kopera
si 

Publik 

Informasi yang 
berperan dengan 
bukti pendukung 
legalitas anggota 
koperasi 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Surat 
Keterangan 
Kepengurus
an 

Tidak ada 

Dinas 
Koperasi 
dan 
Usaha 
Mikro 

D.E
.12
1 

Dinas 
Kopera
si dan 
Usaha 
Mikro 

Bidang 
Kelemb
agaan 
dan 
Pengaw
asan 

Seksi 
Organisasi 
dan 
Tatalaksana 

Data 
Anggaran 
Koperasi 

Informasi 
terkait 
anggara 
koperasi 

RD 
02.09 
Data 

Kopera
si 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
perubahan 
anggaran dasar 
koperasi 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Pembinaan 
perubahan 
anggaran 
dasar 
koperasi 

Tidak ada 

Dinas 
Koperasi 
dan 
Usaha 
Mikro 

D.E
.12
2 

Dinas 
Kopera
si dan 
Usaha 
Mikro 

Bidang 
Pemasa
ran 

Seksi 
Fasilitas 
Pengembang
an Informasi 
dan 
Wirausaha 

Data Klien 
dan Produk 
Bisnis 

Informasi 
terkait 
produk bisnis 
klien 

RD 
02.10 
Data 

Usaha 
Kecil 
dan 

Meneng
ah 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengurusan 
legalitas usaha 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Fasilitasi 
klinik bisnis 

Sosial 
Media 
(WA dan 
Instagram
) 

Dinas 
Koperasi 
dan 
Usaha 
Mikro 

D.E
.12
3 

Dinas 
Kopera
si dan 
Usaha 
Mikro 

Bidang 
Produks
i dan 
Restruk
turisasi 
Usaha 

Seksi 
Produksi 

Data 
Pemilik 
Usaha dan 
Produk 
Usaha 
Mikro 

Informasi 
terkait 
produk 
pemilik usaha 
mikro 

RD 
02.10 
Data 

Usaha 
Kecil 
dan 

Meneng
ah 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
kualitas produk 
agar dapat 
bersaing dengan 
produk-produk 
modern lainnya 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Pembinaan 
produksi 
usaha 
mikro 

Whatsapp 

Dinas 
Koperasi 
dan 
Usaha 
Mikro 

D.E
.12
4 

Dinas 
Kopera
si dan 

Bidang 
Kelemb
agaan 

Seksi 
Penyuluhan, 

Data 
Peserta 
Penyuluhan 

Informasi 
terkait data 

RD 
02.09 
Data 

Publik 
Informasi yang 
berkaitan dengan 
pembinaan 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Penyuluhan 

Tidak ada 
Dinas 
Koperasi 
dan 



 

221 

 

ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Usaha 
Mikro 

dan 
Pengaw
asan 

Advokasi 
dan Hukum 

peserta 
penyuluhan 

Kopera
si 

penyuluhan 
manajemen 
koperasi, meliputi: 
sosialisasi, 
pengembangan 
penyuluhan dan 
kaderisasi 
penyuluhan 
koperasi 

manajemen 
koperasi 

Usaha 
Mikro 

D.E
.12
5 

Dinas 
Kopera
si dan 
Usaha 
Mikro 

Bidang 
Pemasa
ran 

Seksi 
Fasilitas 
Pengembang
an Informasi 
dan 
Wirausaha 

Data 
Peserta 
Pelatihan 

Informasi 
terkait data 
peserta 
pelatihan 

RD 
02.09 
Data 

Kopera
si 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
program pelatihan 
pengetahuan 
kepada masyarakat 
tentang wirausaha 
agar dapat 
membuka usaha 
sendiri sehingga 
mendapatkan 
penghasilan 
sendiri dari usaha 
yang telah dibuat 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Pelatihan 
wirausaha 

Zoom 
Meeting 

Dinas 
Koperasi 
dan 
Usaha 
Mikro 

D.E
.12
6 

Dinas 
Kopera
si dan 
Usaha 
Mikro 

Bidang 
Pemasa
ran 

Seksi 
Fasilitas 
Pengembang
an Informasi 
dan 
Wirausaha 

Data Usaha 
Mikro 

Informasi 
terkait data 
usaha mikro 

RD 
02.10 
Data 

Usaha 
Kecil 
dan 

Meneng
ah 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
produk usaha 
mikro dengan 
memberikan 
pelatihan terkait 
pelayanan 
produksi usaha 
mikro 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Pelatihan 
terkait 
produksi 
usaha 
mikro 

Zoom 
Meeting 

Dinas 
Koperasi 
dan 
Usaha 
Mikro 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.12
7 

Dinas 
Kopera
si dan 
Usaha 
Mikro 

Bidang 
Kelemb
agaan 
dan 
Pengaw
asan 

Seksi 
Organisasi 
dan 
Tatalaksana 

Data 
Peserta 
Pembinaan 

Informasi 
terkait data 
peserta 
pembinaan 

RD 
02.10 
Data 

Usaha 
Kecil 
dan 

Meneng
ah 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pembinaan 
organisasi dan tata 
laksana koperasi, 
yang meliputi: 
perangkat 
organisasi, 
administras, 
akuntabilitas 
koperasi. 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Pembinaan 
Tata cara 
pembentuk
an koperasi 

Tidak ada 

Dinas 
Koperasi 
dan 
Usaha 
Mikro 

D.E
.12
8 

Dinas 
Kopera
si dan 
Usaha 
Mikro 

Bidang 
Kelemb
agaan 
dan 
Pengaw
asan 

Seksi 
Pengawasan, 
Akuntabilita
s dan 
Kepatuhan 

Data 
koperasi 
sehat, 
cukup 
sehat, dan 
dalam 
pengawasa
n 

Informasi 
terkait 
pengawasan 
koperasi 

RD 
02.09 
Data 

Kopera
si 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
penilaian 
kesehatan bagi 
koperasi simpan 
pinjam atau unit 
simpan pinjam 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Penilaian 
Kesehatan 
Koperasi 

Tidak ada 

Dinas 
Koperasi 
dan 
Usaha 
Mikro 

D.E
.12
9 

Dinas 
Lingkun
gan 
Hidup 

Sekreta
riat  

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 
Dinas 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten 
Mojokerto 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Dinas 
Lingkungan 
Hidup 
Kabupaten 
Mojokerto 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
profil dan berita 
terkait Dinas 
Lingkungan Hidup 
Kabupaten 
Mojokerto dan 
diberikan ke 
masyarakat 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
dlh.mojok
ertokab 

Diskomin
fo 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.13
0 

Dinas 
Lingkun
gan 
Hidup 

Bidang 
Penaata
n dan 
Peningk
atan 
Kapasit
as 
Lingkun
gan 
Hidup 

Seksi 
Pengawasan 
Lingkungan 
Hidup 

Data 
permohona
n perizinan 
Lingkungan 
Hidup 

Informasi 
terkait 
penerbitan 
dokumen 
surat 
perizinan 

RD 
07.05 
Data 

Lingkun
gan 

Hidup 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
kualitas 
pengelolaan 
pengurusan 
perijinan, terkait 
dokumen 
lingkungan, 
pembuangan air 
limbah 
industri/domestik 
ke badan air, dan 
penyimpanan 
sementara limbah 
B3 yang akurat, 
lengkap, dan 
mutakhir 

Server 
Diskomi
nfo 

- 

SI 
Layanan 
dan 
Perijinan 
LH 

Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.13
1 

Dinas 
Lingkun
gan 
Hidup 

Bidang 
Pengelo
laan 
Sampah
, 
Limbah 
Bahan 
Berbah
aya dan 
Beracun 

Seksi 
Penanganan 
Sampah 

Data 
Penglolaan 
Persampah
an 

Informasi 
terkait 
dengan 
pengelolaan 
persampahan  

RD 
07.05 
Data 

Lingkun
gan 

Hidup 

Admini
strasi 

Informasi yang 
bersikan seputar 
program yang 
berhubungan 
dengan 
persampahan 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 
Dinas 
Lingkung
an Hidup 

D.E
.13
2 

Dinas 
Pangan 
dan 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n  

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 

RD 
10.02 
Data 

Manaje

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
Dinas Pangan dan 
Perikanan 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
dispari.m
ojokertok
ab 

Diskomin
fo 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Perikan
an 

kegiatan 
Dinas 
Pangan dan 
Perikanan 
Kabupaten 
Mojokerto 

artikel, dan 
kontak Dinas 
Pangan dan 
Perikanan 
Kabupaten 
Mojokerto 

men 
Kegiata

n 

Kabupaten 
Mojokerto dan 
diberikan ke 
masyarakat 

D.E
.13
3 

Dinas 
Pangan 
dan 
Perikan
an 

Bidang 
Keterse
diaan 
dan 
Distribu
si 
Pangan 

Seksi 
Distribusi 
Pangan  

Data 
Penjualan 
Bahan 
Pokok 

Informasi 
terkait 
penjualan 
bahan pokok 

RD 
02.09 
Data 

Kopera
si 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
penjualan bahan 
pokok 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
Tani 
Indonesia 
Center 

PASTANI 

Dinas 
Pangan 
dan 
Perikana
n 

D.E
.13
4 

Dinas 
Pangan 
dan 
Perikan
an 

Bidang 
Keterse
diaan 
dan 
Distribu
si 
Pangan 

Seksi 
Distribusi 
Pangan  

Data harga 
pangan 
yang 
bersumber 
dari survei 
pasar 

Informasi 
terkait harga 
pangan pokok 

RD 
09.03 
Data 

Informa
si 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
harga pangan 
pokok 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
informasi 
harga 
pangan 

SIMHARP
A 

Dinas 
Pangan 
dan 
Perikana
n 

D.E
.13
5 

Dinas 
Pangan 
dan 
Perikan
an 

Bidang 
Produks
i 
Perikan
an 

Seksi 
Perikanan 
Budidaya 

Data 
Perikanan 

Mengetahuin 
informasi 
tentang data 
budidaya 
perikanan 

RD 
02.06 
Data 

Perikan
an 

Admini
strasi 

Memberikan 
Informasi terkait 
budidaya ikan, 
produksi 
perikanan 
Data kelompok 
perikanan (data 
tangkap, budidaya) 
(POKDAKAN) 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 

Dinas 
Pangan 
dan 
Perikanan 



 

225 

 

ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.13
6 

Dinas 
Pangan 
dan 
Perikan
an 

Bidang 
Usaha 
dan 
Agribis
nis 
Perikan
an 

Seksi 
Pengembang
an 
Pengolahan 
Hasil 
Perikanan  

Data 
pengolahan 
perikanan 

Mengetahui 
informasi 
terkait data 
pengolahan 
hasil perikan 
di kelompok 
masyarakat 
pengolahan 
dan 
pemasaran 
ikan 

RD 
02.06 
Data 

Perikan
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
menghimpun data 
hasil pengolahan 
perikanan yang 
dari POKLAHSAR 
(Kelompok 
pengolahan dan 
pemasaran) 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 

Dinas 
Pangan 
dan 
Perikanan 

D.E
.13
7 

Dinas 
Pangan 
dan 
Perikan
an 

Bidang 
Konsum
si dan 
Keaman
an 
Pangan 

Seksi 
Konsumsi 
Pangan  

Data Desa 
rentan 
rawan 
pangan  

Mengetahuin 
informasi 
rincian data 
laporaan desa 
rawan pangan 

RD 
09.03 
Data 

Informa
si 

Admini
strasi 

Memberikan 
informasi untuk 
hasil pengolahan 
Output peta rawan 
pangan (FVSA) 
desa yang rentan 
rawan pangan 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
SIMHARP
A 

Dinas 
Pangan 
dan 
Perikanan 

D.E
.13
8 

Dinas 
Pangan 
dan 
Perikan
an 

Bidang 
Keterse
diaan 
dan 
Distribu
si 
Pangan 

Seksi 
Ketersediaa
n Pangan 

Data neraca 
bahan 
makanan 
(NBM) dan 
skor pola 
pangan 
harapan 
(PPH)  

Mengetahui 
informasi 
rincian 
ketersediaan 
bahan pangan 
Kabupaten 
Mojokerto 

RD 
09.03 
Data 

Informa
si 

Admini
strasi 

Memberikan 
informasi untuk 
mengetahui 
ketersediaan 
bahan pangan 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
SIMHARP
A 

Dinas 
Pangan 
dan 
Perikanan 

D.E
.13
9 

Dinas 
Pangan 
dan 
Perikan
an 

Bidang 
Keterse
diaan 
dan 
Distribu

Seksi 
Ketersediaa
n Pangan 

Data 
konsumsi 
(Data 
kelompok 

Mengetahui 
informasi 
rincian data 
kelompok 
wanita tani 

RD 
06.02 
Data 

Ketenag

Admini
strasi 

Informasi terkait 
kelompok wanita 
tani yang dibentuk 
untuk pemanfaatan 
pekarangan untuk 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
SIMHARP
A 

Dinas 
Pangan 
dan 
Perikanan 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

si 
Pangan 

Wanita 
Tani)  

yang 
memanfaat 
pekarangan 
rumah untuk 
ketersediaan 
pangan 
rumah tangga  

akerjaa
n 

ketersediaan 
pangan rumah 
tangga (P2L) 

D.E
.14
0 

Dinas 
Pangan 
dan 
Perikan
an 

Bidang 
Keterse
diaan 
dan 
Distribu
si 
Pangan 

Seksi 
Ketersediaa
n Pangan 

Data PPH 
Konsumsi 
Pangan 

Mengetahui 
rincian 
informasi 
data 
konsumsi 
pangan 

RD 
09.03 
Data 

Informa
si 

Admini
strasi 

Memberikan 
Informasi terkait 
data konsumsi 
pangan 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
SIMHARP
A 

Dinas 
Pangan 
dan 
Perikanan 

D.E
.14
1 

Dinas 
Pangan 
dan 
Perikan
an 

Bidang 
Konsum
si dan 
Keaman
an 
Pangan 

Seksi 
Keamanan 
Pangan  

Data 
Sampel 
Keamanan 
Pangan  

Mengetahui 
laporan data 
sampel 
makanan 
yang telah 
diambil dari 
beberapa 
sekolah yang 
ada di 
Kabupaten 
Mojokerto 

RD 
09.03 
Data 

Informa
si 

Admini
strasi 

Informasi terkait 
sampel keamanan 
pangan yang 
diambil dari 
seperti kantin 
sekolah 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 

Dinas 
Pangan 
dan 
Perikanan 

D.E
.14
2 

Dinas 
Pemuda 
Olahrag
a 
Kebuda
yaan 

Sekreta
riat  

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 
Dinas 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Dinas 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
profil dan berita 
terkait Dinas 
Pariwisata, 
Kepemudaan, dan 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
Rekomenda
si Kartu 
Induk 
Kesenian 
Layanan 

https://dis
parpora.m
ojokertoka
b.go.id/ 

Diskomin
fo 

https://disparpora.mojokertokab.go.id/
https://disparpora.mojokertokab.go.id/
https://disparpora.mojokertokab.go.id/
https://disparpora.mojokertokab.go.id/
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

dan 
Pariwis
ata 

Pemuda 
Olahraga 
Kebudayaa
n dan 
Pariwisata 
Kabupaten 
Mojokerto 

Pemuda 
Olahraga 
Kebudayaan 
dan 
Pariwisata 
Kabupaten 
Mojokerto 

Kegiata
n 

Olahraga 
Kabupaten 
Mojokerto dan 
diberikan ke 
masyarakat 

Rekomenda
si 
Penggunaa
n 
Stadion/Ind
oor 

D.E
.14
3 

Dinas 
Pemuda 
Olahrag
a 
Kebuda
yaan 
dan 
Pariwis
ata 

Bidang 
Pariwis
ata 

Seksi Daya 
Tarik 
Destinasi 
Pariwisata 

Data 
Pemohon 
Usaha 
Pariwisata 

Informasi 
terkait data 
pemohon 
usaha 

RD 
02.11 
Data 

Pariwis
ata 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pelayanan izin 
usaha pariwisata 
dengan 
memberikan 
dokumen bukti 
tanda daftar yang 
wajib dimiliki oleh 
berbagai jenis 
usaha yang 
berkaitan dengan 
sektor pariwisata 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
Rekomenda
si Tanda 
Daftar 
Usaha 
Pariwisata 
(TDUP) 

oss.go.id 
Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.14
4 

Dinas 
Pemuda 
Olahrag
a 
Kebuda
yaan 
dan 
Pariwis
ata 

Bidang 
Pariwis
ata 

Seksi Daya 
Tarik 
Destinasi 
Pariwisata 

Data 
pariwisata 

Informasi 
terkait 
pariwisata 

RD 
02.11 
Data 

Pariwis
ata 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pariwisata di 
Kabupaten 
Mojokerto 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
pariwisata
.mojokert
okab.go.id 

Dinas 
Pemuda 
Olahraga 
Kebudaya
an dan 
Pariwisata 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.14
5 

Dinas 
Pemuda 
Olahrag
a 
Kebuda
yaan 
dan 
Pariwis
ata 

Bidang 
Pariwis
ata 

Seksi 
Pengembang
an Sumber 
Daya 
Pariwisata 
dan 
Ekonomi 
Kreatif 

Data tiket 
pariwisata 

Informasi 
terkait tiket 
pariwisata 

RD 
02.11 
Data 

Pariwis
ata 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
tiket pariwisata 
secara online 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
pariwisata
.mojokert
okab.go.id 

Dinas 
Pemuda 
Olahraga 
Kebudaya
an dan 
Pariwisata 

D.E
.14
6 

Dinas 
Pekerja
an 
Umum 
dan 
Penataa
n Ruang 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 
Dinas 
Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang 
Kabupaten 
Mojokerto 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Dinas 
Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan 
Ruang 
Kabupaten 
Mojokerto 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
profil dan berita 
Dinas Pekerjan 
Umum dan 
Penataan Ruang 
Kabupaten 
Mojokerto dan 
diberikan ke 
masyarakat 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
dpupr.moj
okertokab 

Diskomin
fo 

D.E
.14
7 

Dinas 
Pekerja
an 
Umum 
dan 
Penataa
n Ruang 

Bidang 
Pemelih
araan 
Jalan 
dan 
Jembata
n 

Seksi 
Operasional 
Peralatan 
dan 
Perbekalan 

Data sewa 
alat berat 

Informasi 
terkait 
dengan 
penyewaan 
alat berat 

RD 
03.01 
Data 

Pekerja
an 

Umum 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
administrasi sewa 
alat berat 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
administras
i sewa alat 

SIM SEWA 

Dinas 
Pekerjaa
n Umum 
dan 
Penataan 
Ruang 

D.E
.14
8 

Dinas 
Pekerja
an 

Bidang 
Penataa
n Ruang 

Seksi 
Pelaksanaan 

Data 
Tataruang 
kota dan 

Informasi 
terkait 
penataan dan 

RD 
03.01 
Data 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
tata ruang dan 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
tataruang 
secara 

- 
Dinas 
Pekerjaa
n Umum 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Umum 
dan 
Penataa
n Ruang 

Penataan 
Ruang 

perencanaa
n 
pembangun
aan kota 

perencaan 
pembangunan 
kota 

Pekerja
an 

Umum 

batas wilayah 
dibangun 

tertulis 
Layanan 
Perlindunga
n garis 
sepadan 
jalan untuk 
pembangun
an pagar 

dan 
Penataan 
Ruang 

D.E
.14
9 

Dinas 
Pekerja
an 
Umum 
dan 
Penataa
n Ruang 

Bidang 
Pemban
gunan 
Jalan 
dan 
Jembata
n 

Seksi 
Pembangun
an Jalan dan 
Jembatan 

Data 
Pemohon 
pembuatan 
jalan dan 
jembatan 

Informasi 
terkait 
permohonan 
pembuatan 
jalan dan 
jembatan 

RD 
03.01 
Data 

Pekerja
an 

Umum 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
penerbitan ijin 
kegiatan 
pembuatan jalan 
dan jembatan 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
perijinan 
membuat 
jembatan 
keluar 
masuk 
diatas 
saluran air 

- 

Dinas 
Pekerjaa
n Umum 
dan 
Penataan 
Ruang 

D.E
.15
0 

Dinas 
Pekerja
an 
Umum 
dan 
Penataa
n Ruang 

Bidang 
Sumber 
Daya 
Air 

Seksi 
Operasional, 
Pemeliharaa
n dan 
Penyuluhan 
Sumber 
Daya Air 

Data 
Pemohon 
Peil Banjir 

Informasi 
terkait 
pemohon peil 
banjir 

RD 
07.05 
Data 

Lingkun
gan 

Hidup 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pedoman 
pembuatan surat 
izin peil banjir 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Rekomenda
si Peil 
Banjir 

- 

Dinas 
Pekerjaa
n Umum 
dan 
Penataan 
Ruang 

D.E
.15
1 

Dinas 
Pekerja
an 
Umum 
dan 
Penataa
n Ruang 

Bidang 
Pemelih
araan 
Jalan 
dan 
Jembata
n 

Seksi 
Pemeliharaa
n Jalan 

Data Ruas 
Jalan 
Kabupaten 
Mojokerto 

Informasi 
terkait ruas 
jalan 

RD 
03.01 
Data 

Pekerja
an 

Umum 

Adminis
trasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
ruas jalan di 
Kabupaten 
Mojokerto 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 

Dinas 
Pekerjaan 
Umum 
dan 
Penataan 
Ruang 



 

230 

 

ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.15
2 

Dinas 
Pekerja
an 
Umum 
dan 
Penataa
n Ruang 

Bidang 
Pemelih
araan 
Jalan 
dan 
Jembata
n 

Seksi 
Pemeliharaa
n Jembatan 

Data 
Jembatan 
Kabupaten 
Mojokerto 

Informasi 
terkait jumlah 
jembatan 

RD 
03.01 
Data 

Pekerja
an 

Umum 

Adminis
trasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
jumlah jembatan 
yang terdapat di 
Kabupaten 
Mojokerto 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 

DInas 
Pekerjaan 
Umum 
dan 
Penataan 
Ruang 

D.E
.15
3 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan
an 
Terpad
u Satu 
Pintu 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 
Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu 
Satu Pintu 
Kabupaten 
Mojokerto 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 
Kabupaten 
Mojokerto 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
dasar hukum 
perizinan, blangko 
permohonan izin, 
nomenklatur dan 
perysaratan 
perizinan,register 
izin se-kabupaten, 
monitoring proses 
izin, pengajuan izin 
online, serta profil 
Dinas Pekerjan 
Umum dan 
Penataan Ruang 
Kabupaten 
Mojokerto 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
dpmptsp.
mojokerto
kab 

Diskomin
fo 

D.E
.15
4 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan
an 

Bidang 
Pelayan
an 
Penana
man 
Modal 

Seksi 
Pelayanan 
Perizinan 
dan Non 
Perizinan 
Operasional 

Data 
perizinan 
dan non 
perizinan 

Penerbitan 
dokumen 
perizinan 

RD 
02.08 
Data 

Investa
si 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
perizinan dan non 
perizinan yang 
telah diterbiktkan 

Server 
Diskomi
nfo 

Izin Dasar, 
Izin Sektor 
Kesehatan, 
Izin Sektor 
Koperasi 
Dan Ukm, 
Izin Sektor 

Online 
Single 
Submissio
n 
Izin.mojok
ertokab.g
o.id 

Pemerint
ah 
Daerah 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Terpad
u Satu 
Pintu 

Pendidikan, 
Izin Sektor 
Lingkungan 
Hidup, Izin 
Sektor 
Perdaganga
n, Izin 
Sektor 
Perhubunga
n, Izin 
Sektor 
Perindustri
an, Izin 
Sektor 
Pertanian, 
Izin Sektor 
Ketenagake
rjaan, Izin 
Sektor 
Pupr, 
Rekomenda
si Tanda 
Daftar 
Usaha 
Pariwisata 
(TDUP), 
Surat Izin 
Praktek 
Apoteker, 
Layanan 
Surat Izin 
Praktek 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Dokter dll., 
Surat izin 
kerja rekam 
medis, 
Surat Izin 
Perawat  

D.E
.15
5 

Dinas 
Penana
man 
Modal 
dan 
Pelayan
an 
Terpad
u Satu 
Pintu 

Bidang 
Pelayan
an 
Penana
man 
Modal 

Seksi 
Pelayanan 
Perizinan 
dan Non 
Perizinan 
Pemanfaata
n Tanah 

Data 
Pelayanan 
Penanaman 
Modal 

Penerbitan 
Pelayanan 
Penanaman 
Modal 

RD 
02.08 
Data 

Investa
si 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pelayanan 
penanaman modal 

Server 
Diskomi
nfo 

Izin Dasar, 
Izin Sektor 
Kesehatan, 
Izin Sektor 
Koperasi 
Dan Ukm, 
Izin Sektor 
Pendidikan, 
Izin Sektor 
Lingkungan 
Hidup, Izin 
Sektor 
Perdaganga
n, Izin 
Sektor 
Perhubunga
n, Izin 
Sektor 
Perindustri
an, Izin 
Sektor 
Pertanian, 
Izin Sektor 
Ketenagake
rjaan, Izin 

Online 
Single 
Submissio
n 
Izin.mojok
ertokab.g
o.id 
investasi.
mojokerto
kab.go.id 

Pemerint
ah 
Daerah 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Sektor 
Pupr, 
Rekomenda
si Tanda 
Daftar 
Usaha 
Pariwisata 
(TDUP), 
Surat Izin 
Praktek 
Apoteker, 
Layanan 
Surat Izin 
Praktek 
Dokter dll., 
Surat izin 
kerja rekam 
medis, 
Surat Izin 
Perawat  

D.E
.15
6 

Dinas 
Pengen
dalian 
Pendud
uk 
Keluarg
a 
Berenca
na dan 
Pember
dayaan 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data berita 
info-layak-
anak-
kabmojoker
to.com 

Informasi 
terkait berita 
info-layak-
anak-
kabmojokerto
.com  

RD 
04.03 
Data 

Pember
dayaan 
Peremp

uan 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
bidang 
perlindungan anak 

Server 
Diskomi
nfo 

- 

info-
layak-
anak-
mojokerto
kab.com 

Pemerint
ah 
Daerah 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Peremp
uan 

D.E
.15
7 

Dinas 
Pengen
dalian 
Pendud
uk 
Keluarg
a 
Berenca
na dan 
Pember
dayaan 
Peremp
uan 

Bidang 
Perlind
ungan 
Anak 

Seksi 
Perlindunga
n Anak 

Data 
P2TP2A 

Informasi 
terkait data 
P2TP2A 

RD 
04.03 
Data 

Pember
dayaan 
Peremp

uan 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
data dari Polres 
mengenai P2TP2A 

Server 
Diskomi
nfo 

- P2TP2A 
Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.15
8 

Dinas 
Pengen
dalian 
Pendud
uk 
Keluarg
a 
Berenca
na dan 
Pember
dayaan 
Peremp
uan 

Bidang 
Perlind
ungan 
Anak 

Seksi 
Perlindunga
n Anak 

Data kasus 
kekerasan 

Informasi 
terkait 
dokumen 
hasil 
pendataan, 
monitoring 
dan evaluasi 
terkait kasus 
kekerasan 

RD 
04.03 
Data 

Pember
dayaan 
Peremp

uan 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
media pendataan, 
monitoring dan 
evaluasi kasus 
kekerasan 
perempuan dan 
anak di Indonesia 

Server 
Pusat 

Pendampin
gan Korban 
Kekerasan 
Perempuan 
dan Anak 

SIMFONI 
e-
kekerasan 

Pusat 

D.E
.15
9 

Dinas 
Pengen
dalian 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Keuangan 

Data Dana 
Alokasi 
Khusus 

Informasi 
dokumen 
hasil 

RD 
09.02 
Data 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
sistem pelaporan 

Server 
Pusat 

- Morena Pusat 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Pendud
uk 
Keluarg
a 
Berenca
na dan 
Pember
dayaan 
Peremp
uan 

(DAK) Fisik 
dan Non 
Fisik 

pendataan, 
monitoring 
dan evaluasi 
terkait Dana 
Alokasi 
Khusus (DAK) 
Fisik dan Non 
Fisik 

Keuang
an 

dan mengurangi 
terjadinya 
kesalahan dalam 
pelaporan 

D.E
.16
0 

Dinas 
Pengen
dalian 
Pendud
uk 
Keluarg
a 
Berenca
na dan 
Pember
dayaan 
Peremp
uan 

Bidang 
Keluarg
a 
Berenca
na 

Seksi 
Pendayagun
aan 
Penyuluh 
Keluarga 
Berencana/ 
Petugas 
Lapangan 
Keluarga 
Berencana 
dan Institusi 
Masyarakat 
Pedesaan 

Data 
kampung 
KB 

Informasi 
dokumen 
laporan 
terkait 
program 
kampung KB 

RD 
03.07 
Data 

Kepend
udukan 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pelaporan kegiatan 
dan 
perkembangan 
yang ada di 
Kampung KB 

Server 
Pusat 

Sosialisasi 
KB 

Sistem 
informasi 
Kampung 
KB 
Aplikasi 
KB Kita 

Pusat 

D.E
.16
1 

Dinas 
Pengen
dalian 
Pendud
uk 
Keluarg
a 
Berenca

Bidang 
Keluarg
a 
Berenca
na 

Seksi 
Pendayagun
aan 
Penyuluh 
Keluarga 
Berencana/ 
Petugas 
Lapangan 

Data 
Program 
Kependudu
kan dan 
Keluarga 
Berencana 
Nasional 

Informasi 
terkait 
Pencapaian 
Program 
Kependuduka
n dan 
Keluarga 

RD 
03.07 
Data 

Kepend
udukan 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
Pencapaian 
Program 
Kependudukan dan 
Keluarga 
Berencana 
Nasional secara 

Server 
Pusat 

- 
SR 
(Statistik 
Rutin) 

Pusat 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

na dan 
Pember
dayaan 
Peremp
uan 

Keluarga 
Berencana 
dan Institusi 
Masyarakat 
Pedesaan 

Berencana 
Nasional 

mudah, tepat, dan 
akurat  

D.E
.16
2 

Dinas 
Pengen
dalian 
Pendud
uk 
Keluarg
a 
Berenca
na dan 
Pember
dayaan 
Peremp
uan 

Bidang 
Pember
dayaan 
dan 
Peningk
atan 
Keluarg
a 
Sejahter
a 

Seksi 
Kesejahteraa
n dan 
Pemberdaya
an Keluarga 

Data 
Program 
Kependudu
kan 
Keluarga 
Berencana 
dan 
Pembangun
an Keluarga 
(KKBPK) 

Informasi 
terkait 
Program 
Kependuduka
n Keluarga 
Berencana 
dan 
Pembangunan 
Keluarga 
(KKBPK) 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
data pelaporan dan 
pengelolaan 
(input-proses-
output) maupun 
pengambilan 
keputusan 

Server 
Pusat 

- 

SIGA 
(Sistem 
Informasi 
Keluarga) 

Pusat 

D.E
.16
3 

Dinas 
Pengen
dalian 
Pendud
uk 
Keluarg
a 
Berenca
na dan 
Pember
dayaan 
Peremp
uan 

Bidang 
Pember
dayaan 
dan 
Peningk
atan 
Keluarg
a 
Sejahter
a 

Seksi 
Ketahanan 
Keluarga 
Balita dan 
Lanjut Usia 

Data 
Keluarga 
Sejahtera 

Informasi 
terkait cara 
pengasuhan 
anak balita  

RD 
04.03 
Data 

Pember
dayaan 
Peremp

uan 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
bagaimana cara 
pengasuhan anak 
balita 

Server 
Pusat 

- 
Orang Tua 
Hebat 

Pusat 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.16
4 

Dinas 
Pengen
dalian 
Pendud
uk 
Keluarg
a 
Berenca
na dan 
Pember
dayaan 
Peremp
uan 

Bidang 
Pember
dayaan 
dan 
Peningk
atan 
Keluarg
a 
Sejahter
a 

Seksi 
Ketahanan 
Keluarga 
Remaja dan 
Konseling 
Remaja 

Data 
Remaja 

Pelayanan 
konsultasi 
secara online 
seputar 
kehidupan 
remaja 

RD 
04.03 
Data 

Pember
dayaan 
Peremp

uan 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
layanan konsultasi 
dengan maksimal 
dan secara online 
seputar kehidupan 
remaja, meliputi: 
Konsultasi 
perkembangan 
remaja Konsultasi 
kesehatan 
reproduksi remaja 
Konsultasi masalah 
umum remaja 

Server 
Pusat 

Pusat 
Pelayanan 
Keluarga 
Sejahtera 

Siap 
Bahagia 

Pusat 

D.E
.16
5 

Dinas 
Pengen
dalian 
Pendud
uk 
Keluarg
a 
Berenca
na dan 
Pember
dayaan 
Peremp
uan 

Bidang 
Pember
dayaan 
Peremp
uan dan 
Pengaru
sutama
an 
Gender 

Seksi 
Pemberdaya
an dan 
Perlindunga
n 
Perempuan 

Data 
korban 
kekerasan 

Informasi 
terkait 
dengan data 
korban 
kekerasan 

RD 
04.03 
Data 

Pember
dayaan 
Peremp

uan 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pelaporan, 
rekapitulasi dan 
filter kegiatan 
pembinaan 
pelaksanaan 
peningkatan 
penguatan 
ekonomi 
perempuan, 
partisipasi 
perempuan dan 
peningkatan 
kualitas hidup 
perempuan 
monitoring 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
pendampin
gan korban 
kekerasan 
perempuan 
dan anak 

RANGKUL 
(Ruang 
Pengadua
n dan 
Konsultasi 
bagi 
Korban 
Kekerasan 
terhadap 
Perempua
n dan 
Anak 
secara 
Online) 

Dinas 
Pengenda
lian 
Pendudu
k 
Keluarga 
Berencan
a dan 
Pemberd
ayaan 
Perempu
an 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

pendampingan 
korban kekerasan 
perempuan dan 
anak pendaftaran 
pendampingan 
online pencatatan 
kejadian kekerasan 
pada perempuan 
dan anak 
penanganan 
masalah kekerasan 
perempuan anak 
dan status 
prosesnya layanan 
konsultasi online 
pengelolaan data 
Pengarusutamaan 
gender 

D.E
.16
6 

Dinas 
Perpust
akaan 
dan 
Kearsip
an 

Bidang 
Perpust
akaan 

Seksi 
Layanan 
Perpustakaa
n 

Data 
perpustaka
an 

Informasi 
terkait data 
perpustakaan 
dan 
penerbitan 
katalog 
elektronis 

RD 
06.01 
Data 

Pendidi
kan 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengembangan 
otomasi 
perpustakaan dan 
pembentukan 
katalog elektronis 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
Sirkulasi 

INLIS Lite Pusat 

D.E
.16
7 

Dinas 
Perpust
akaan 
dan 
Kearsip
an 

Bidang 
Perpust
akaan 

Seksi 
Layanan 
Perpustakaa
n 

Data buku 

Pelayanan 
perpustakaan 
online 
(ebook) 

RD 
06.01 
Data 

Pendidi
kan 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pelayanan 
perpustakaan 
secara online 

Server 
Diskomi
nfo 

Sirkulasi 
(EPusda) 

E-
Pusdakab 
Mojokerto 

Pemerint
ah 
Daerah 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.16
8 

Dinas 
Perpust
akaan 
dan 
Kearsip
an 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 
Dinas 
Perpustaka
an dan 
Kearsipan 
Kabupaten 
Mojokerto 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Dinas 
Perpustakaan 
dan Kearsipan 
Kabupaten 
Mojokerto 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
profil dan berita 
Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan 
Kabupaten 
Mojokerto dan 
diberikan ke 
masyarakat 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
disperka.
mojokerto
kab 

Diskomin
fo 

D.E
.16
9 

Dinas 
Perpust
akaan 
dan 
Kearsip
an 

Bidang 
Perpust
akaan 

Seksi 
Pembudayaa
n 
Kegemaran 
Membaca 

Data ebook 

Informasi 
terkait 
kumpulan 
ebook 

RD 
06.01 
Data 

Pendidi
kan 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
daftar kumpulan 
ebook 

Server 
Pusat 

- 
PADI 
(Perpus 
Digital) 

Pusat 

D.E
.17
0 

Dinas 
Perpust
akaan 
dan 
Kearsip
an 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data 
koleksi dan 
aset 
perpustaka
an 

Informasi 
terkait koleksi 
(inlis) dan 
aset 
perpustakaan 

RD 
06.01 
Data 

Pendidi
kan 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
koleksi buku (inlis) 
dan aset 
perpustakaan 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Perpustaka
an Keliling 

Tidak ada 

Dinas 
Perpusat
akaan 
dan 
Kearsipa
n 

D.E
.17
1 

Dinas 
Perpust
akaan 
dan 
Kearsip
an 

Bidang 
Kearsip
an 

Seksi 
Pengelolaan 
Arsip 
Dinamis 

Data Arsip 
dokumen 

Informasi 
terkait arsip 
dokumen 

RD 
06.01 
Data 

Pendidi
kan 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pemanfaatan dan 
akses arsip kepada 
masyarakat 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Masyarakat 
kearsipan 

Tidak ada 

Dinas 
Perpusat
akaan 
dan 
Kearsipa
n 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.17
2 

Dinas 
Perpust
akaan 
dan 
Kearsip
an 

Bidang 
Perpust
akaan 

Seksi 
Layanan 
Perpustakaa
n 

Data 
Pelayanan 
Perpustaka
an 

Informasi 
terkait 
pelayanan 
perpustakaan 

RD 
06.01 
Data 

Pendidi
kan 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
layanan 
perpustakaan 
umum dengan 
melakukan 
pendekatan 
pelayanan 
perpustakaan yang 
berkomitmen 
untuk 
meningkatkan 
kualitas hidup dan 
kesejahteraan 
masyarakat 
pengguna 
perpustakaan 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Pustaka 
Terapan 
berbasis 
Inklusi 
Nasional 

Tidak ada 

Dinas 
Perpusat
akaan 
dan 
Kearsipa
n 

D.E
.17
3 

Dinas 
Perpust
akaan 
dan 
Kearsip
an 

Bidang 
Pengem
bangan 

Seksi 
Pengembang
an Koleksi 
dan 
Pengolahan 
Bahan 
Pustaka 

Data 
Keputusan 
Kepala 
Dinas 

Informasi 
terkait data 
keputusan 
kepala dinas 

RD 
09.03 
Data 

Informa
si 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan 
pengoptimalan 
peran serta 
Perpustakaan 
sebagai wahana 
belajar, 
memperluas 
wawasan dan 
pengetahuan serta 
mengembangkan 
potensi 
masyarakat, maka, 
perlu di 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Pustaka 
ASIEK 

Tidak ada 

Dinas 
Perpusat
akaan 
dan 
Kearsipa
n 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

kembangkan suatu 
Kegiatan Pustaka 
Terapan-Asistensi 
Dan Eksplorasi 
(“Pustaka Asiek”) 
yang dapat 
dijadikan sebagai 
sarana 
pembelajaran dan 
eksplorasi 
keterampilan bagi 
masyarakat, 
sehingga 
masyarakat 
menjadi lebih 
cakap, kreatif dan 
mandiri dari segi 
pengetahuan dan 
keterampilan yang 
dapat 
dimanfaatkannya 
menjadi suatu 
kegiatan ekonomi 
yang produktif 
untuk 
meningkatkan 
kesejahteraannya 
sesuai dengan 
program Literasi 
Untuk 
Kesejahteraan 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.17
4 

Dinas 
Pertani
an 

Bidang 
Prasara
na dan 
Sarana 

Seksi Pupuk 
dan 
Pestisida 

Data petani 

Informasi 
penerima 
pupuk 
bersubsidi 

RD 
02.03 
Data 

Pertani
an 

Admini
strasi 

Informassi yang 
berkaitan dengan 
daftar penerima 
pupuk bersubsidi 
jumlah kelompok 
tani 

Server 
Pusat 

- ERDKK Pusat 

D.E
.17
5 

Dinas 
Pertani
an 

Bidang 
Penyulu
han 

Seksi 
Tatalaksana 
Penyuluhan 

Data 
kegiatan 
pertanian, 
kelembagaa
n dan 
ketenagaan 
penyuluhan 
pemerintah, 
serta data 
kelembagaa
n petani 

Informasi 
yang 
berkaitan 
dengan 
dokumen 
laporan 
rekapitulasi 
dan informasi 
terkait 
kegiatan 
pertanian, 
kelembagaan 
dan 
ketenagaan 
penyuluhan 
pemerintah, 
serta data 
kelembagaan 
petani  

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
perolehan dan 
pemantauan 
kebutuhan terkait 
dengan data 
Penyuluh, 
Kelompok Tani 
Hutan (KTH) dan 
sarana/prasarana 
pendukung-nya 

Server 
Pusat 

- 
SIMLUHT
AN 

Pusat 

D.E
.17
6 

Dinas 
Pertani
an 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 
Dinas 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Dinas 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
profil dan berita 
Dinas Pertanian 
Kabupaten 
Mojokerto dan 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
disperta.
mojokerto
kab 

Diskomin
fo 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Pertanian 
Kabupaten 
Mojokerto 

Pertanian 
Kabupaten 
Mojokerto 

Kegiata
n 

diberikan ke 
masyarakat 

D.E
.17
7 

Dinas 
Pertani
an 

Bidang 
Tanama
n 
Pangan 
dan 
Hortiku
ltura 

Seksi 
Produksi 
Tanaman 
Pangan dan 
Hortikultura 

Data luas 
tambah 
tanam 

Informasi dan 
dokumen 
laporan 
terkait luas 
tambah 
tanam 

RD 
02.03 
Data 

Pertani
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
terkait luas tambah 
tanam komoditas 
pajale (padi, 
jagung, kedelai) 
dilaporkan harian 

Server 
Pusat 

 
LUAS 
TAMBAH 
TANAM 

Pusat 

D.E
.17
8 

Dinas 
Pertani
an 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Penyusunan 
Program 

Data usulan 
kegiatan 

Informasi 
terkait 
dokumen 
proposal 
program/kegi
atan 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
dokumen proposal 
program atau 
kegiatan, bantuan 
alat, bibit dsbnya 
dari kelompok tani 
ke dinas pertanian 

Server 
Pusat 

 e-
Proposal 

Pusat 

D.E
.17
9 

Dinas 
Pertani
an 

Bidang 
Kesehat
an 
Hewan 
dan 
Kesehat
an 
Masyar
akat 
Veterin
er 

Bidang 
Kesehatan 
Hewan dan 
Kesehatan 
Masyarakat 
Veteriner 

Data hewan 

Informasi 
terkait 
kesehatan 
hewan 

RD 
02.05 
Data 

Peterna
kan 

Publik 
Informasi yang 
berkaitan dengan 
kesehatan hewan 

Server 
Pusat 

Layanan 
Pasar 
Kesehatan 
Hewan 

iSIKHNAS 
(Sistem 
Informasi 
Kesehatan 
Hewan 
Nasional) 

Pusat 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.18
0 

Dinas 
Pertani
an 

Bidang 
Perkeb
unan 

Seksi 
Produksi 
Perkebunan 

Data luas 
panen/tana
m kotor 

Informasi 
terkait 
dokumen 
laporan 
terkait 
validasi data 
luas panen/ 
tanam kotor 

RD 
02.03 
Data 

Pertani
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
kualitas data luas 
panen/ tanam 
kotor 

Server 
Pusat 

- Si-PDPS Pusat 

D.E
.18
1 

Dinas 
Pertani
an 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Penyusunan 
Program 

Data Usulan 
Anggaran, 
Data 
Produksi 

Informasi 
terkait usulan 
anggaran dan 
data produksi 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
anggaran yang 
diperlukan untuk 
mencapai sasaran 
yang ditargetkan, 
lengkap dengan 
daya dukung yang 
akurat dan 
legalitas dari dinas 
terkait 

Server 
Pusat 

- 
Krisna 
DAK 

Badan 
Perencan
aan 
Pembang
unan 
Nasional 

D.E
.18
2 

Dinas 
Pertani
an 

Bidang 
Penyulu
han 

Seksi 
Pemberdaya
an 
Kelembagaa
n 
Penyuluhan 

Data kios 
pupuk, 
kelompokta
ni, jumlah 
alokasi 
pupuk 

Informasi 
terkait kios 
pupuk, 
kelompoktani, 
dan jumlah 
alokasi pupuk 

RD 
02.03 
Data 

Pertani
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
usulan terkait kios 
pupu, kelompok 
tani, jumlah alokasi 
pupuk 

Server 
Pusat 

Layanan 
penyaluran 
pupuk 
bersubsidi 

SiVerval 

Direktora
t Jenderal 
Prasaran
a dan 
Sarana 
Kemente
rian 
Pertanian 

D.E
.18
3 

Dinas 
Pertani
an 

Bidang 
Perkeb
unan 

Seksi 
Perbenihan 
dan 
Perlindunga

Data 
perkebunan 
dan 
pertanian 

Informasi 
terkait data 
perkebunan 

RD 
02.04 
Data 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
perbenihan, data 
produksi sampai 

Server 
Diskomi
nfo  

Layanan 
pengelolaan 
data 
pertanian 

SINTA 
(Sistem 
Informasi 
Pertanian 

Dinas 
Pertanian 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

n 
Perkebunan 

mulai 
perbenihan, 
data 
produksi 
sampai 
dengan 
pengolahan 
hasil 
perkebunan 
dan 
pemasaran
nya 

Perkeb
unan 

dengan pengolahan 
hasil perkebunan 
dan pemasaran 

dan 
Perkebun
an) 

D.E
.18
4 

Dinas 
Pertani
an 

Bidang 
Tanama
n 
Pangan 
dan 
Hortiku
ltura 

Seksi 
Pengolahan 
Hasil dan 
Pemasaran 
Tanaman 
Pangan dan 
Hortikultura 

Data 
Tanaman 
Hortikultur
a 

Informasi 
terkait 
tanaman 
hortikultura 

RD 
02.03 
Data 

Pertani
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
Pelaporan 
Tanaman 
Hortikultura 

Server 
Diskomi
nfo 

- 

Aplikasi 
LTT 
Hortikultu
ra 

Pusat 

D.E
.18
5 

Dinas 
Pertani
an 

Bidang 
Kesehat
an 
Hewan 
dan 
Kesehat
an 
Masyar
akat 
Veterin
er 

Seksi 
Kesehatan 
Masyarakat 
Veteriner 

Data 
Rumah 
Potong , 
jumlah 
hewan dan 
unggas dan 
Penyaluran 
hewan dan 
unggas 

Informasi 
terkait rumah 
potong dan 
penyaluran 
hewan dan 
unggas 

RD 
02.05 
Data 

Peterna
kan 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
tempat 
pemotongan 
hewan dan unggas 
yang hendak untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
masyarakat 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
rumah 
potong 
unggas 
Layanan 
rumah 
potong 
hewan 

- 
Dinas 
Pertanian 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.18
6 

Dinas 
Pertani
an 

Bidang 
Kesehat
an 
Hewan 
dan 
Kesehat
an 
Masyar
akat 
Veterin
er 

Seksi 
Pengamatan 
dan 
Penyidikan 
Penyakit 
Hewan 

Data hasil 
uji 
kesehatan 
hewan 

Informasi 
terkait uji 
kesehatan 
hewan 

RD 
02.05 
Data 

Peterna
kan 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
Pusat Layanan 
Pengujian 
kesehatan hewan 
dengan tujuan 
untuk mengetahui 
kondisi kesehatan 
hewan agar 
terhindar dari 
berbagai macam 
penyakit 
berbahaya yang 
dapat menular 
antar hewan 
ataupun manusia 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Lab 
Kesehatan 
Hewan 

- 
Dinas 
Pertanian 

D.E
.18
7 

Dinas 
Pertani
an 

Bidang 
Peterna
kan 

Seksi 
Produksi 
dan 
Budidaya 

Data 
Populasi 
Ternak, 
Data 
Produksi 
peternakan, 
Data 
produktivit
as 
peternakan 

Informasi 
yang memuat 
jumlah 
populasi 
(daging telur 
susu) 

RD 
02.05 
Data 

Peterna
kan 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
menginformasikan 
populasi ternak 
dan produksi 
peternakan 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 
Dinas 
Pertanian 

D.E
.18
8 

Dinas 
Pertani
an 

Bidang 
Penyulu
han 

Seksi 
Tatalaksana 
Penyuluhan 

Data 
penyuluh 
pertanian 
lapangan 

Informasi 
yang memuat 
informasi 
penyuluh 

RD 
02.03 
Data 

Pertani
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
data sdm pertanian 
untuk melakukan 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 
Dinas 
Pertanian 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

pertanian 
lapangan 

penyuluhan ke 
kelompok tani 

D.E
.18
9 

Dinas 
Peruma
han 
Rakyat 
Kawasa
n 
Permuk
iman 
dan 
Perhub
ungan 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 
Dinas 
Perumahan 
Rakyat 
Kawasan 
Permukima
n dan 
Perhubunga
n 
Kabupaten 
Mojokerto 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Dinas 
Perumahan 
Rakyat 
Kawasan 
Permukiman 
dan 
Perhubungan 
Kabupaten 
Mojokerto 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pencatatan data 
perkebunan dan 
pertanian mulai 
perbenihan, 
produksi sampai 
dengan pengolahan 
hasil perkebunan 
dan pemasarannya 
pelaporan, 
rekapitulasi dan 
filter data 
perkebunan mulai 
perbenihan, 
produksi sampai 
dengan pengolahan 
hasil perkebunan 
dan pemasarannya 
menampilkan 
dashboard statistik 
perkebunan mulai 
perbenihan, 
produksi sampai 
dengan pengolahan 
hasil perkebunan 
dan pemasarannya 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
dprkp2.m
ojokertok
ab 

Diskomin
fo 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.19
0 

Dinas 
Peruma
han 
Rakyat 
Kawasa
n 
Permuk
iman 
dan 
Perhub
ungan 

Bidang 
Prasara
na Lalu 
Lintas 
dan 
Perpark
iran 

Seksi 
Prasarana 
Lalu Lintas 

Data lalu 
lintas 

Informasi 
terkait data 
lalu lintas 

RD 
05.02 
Data 

Keaman
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
profil dan berita 
Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Perhubungan 
Kabupaten 
Mojokerto dan 
diberikan ke 
masyarakat 

Server 
Diskomi
nfo 

- ATCS 
Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.19
1 

Dinas 
Peruma
han 
Rakyat 
Kawasa
n 
Permuk
iman 
dan 
Perhub
ungan 

Bidang 
Lalu 
Lintas 
dan 
Angkut
an Jalan 

Seksi 
Angkutan 
dan 
Terminal 

Data 
kendaraan 

Informasi 
terkati 
dokumen 
hasil uji 
kendaraan 

RD 
03.03 
Data 

Transp
ortasi 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
kinerja jaringan 
jalan melalui 
optimal dan 
koordinasi lampu 
lalu lintas disetiap 
persimpangan 
jalan 

Server 
Diskomi
nfo 

Pengujian 
Kendaraan 

SIM 
Pengujian 
Kendaraa
n 

Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.19
2 

Dinas 
Peruma
han 
Rakyat 
Kawasa
n 
Permuk
iman 
dan 

Bidang 
Lalu 
Lintas 
dan 
Angkut
an Jalan 

Seksi 
Angkutan 
dan 
Terminal 

Data 
kendaraan 
bermotor 

Informasi 
terkait 
dokumen 
hasil uji 
kendaraan 
bermotor 

RD 
03.03 
Data 

Transp
ortasi 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pelayanan 
pelaksanaan 
pengujian 
kendaraan secara 
mudah, akurat, dan 
efisien 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
pengujian 
kendaraan 

SIM 
Pengujian 
Kendaraa
n 

Dinas 
Perumah
an 
Rakyat 
Kawasan 
Permuki
man dan 
Perhubu
ngan 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Perhub
ungan 

D.E
.19
3 

Dinas 
Peruma
han 
Rakyat 
Kawasa
n 
Permuk
iman 
dan 
Perhub
ungan 

Bidang 
Lalu 
Lintas 
dan 
Angkut
an Jalan 

Seksi 
Manajemen 
Rekayasa 
Lalu Lintas 

Data 
pemohon 
izin 
andalalin 

Informasi 
terkait 
pemohon izin 
andalin 

RD 
09.03 
Data 

Informa
si 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengurusan izin 
andalalin untuk 
rekomendasi 
pembangunan 
infrastruktur 
bangunan 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Pengurusan 
rekomenda
si andalalin 

Tidak ada 

Dinas 
Perumah
an 
Rakyat 
Kawasan 
Permuki
man dan 
Perhubu
ngan 

D.E
.19
4 

Dinas 
Peruma
han 
Rakyat 
Kawasa
n 
Permuk
iman 
dan 
Perhub
ungan 

Bidang 
Lalu 
Lintas 
dan 
Angkut
an Jalan 

Seksi 
Angkutan 
dan 
Terminal 

Data 
angkutan 
trayek 

Informasi 
terkait 
angkutan 
trayek 

RD 
03.01 
Data 

Pekerja
an 

Umum 

Publik 

informasi yang 
berkaitan dengan 
permohonan surat 
izin untuk 
mengangkut orang 
dengan mobil bus 
atau mobil 
penumpang umum 
pada jaringan 
trayek 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Ijin Trayek 

Tidak ada 

Dinas 
Perumah
an 
Rakyat 
Kawasan 
Permuki
man dan 
Perhubu
ngan 

D.E
.19
5 

Dinas 
Peruma
han 
Rakyat 
Kawasa
n 
Permuk

Bidang 
Kawasa
n 
Permuk
iman 
dan 

Seksi 
Pencegahan 
dan 
Penanganan 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh 

Data 
permukima
n kumuh 

Informasi 
terkait data 
permukiman 
kumuh 

RD 
03.05 
Data 

Pemban
gunan 

Kawasa
n atau 

Publik 

Memberikan 
informasi terkait 
permasalahan dan 
penanganan 
permukiman 
kumuh 

Server 
Diskomi
nfo 

- 

Integrated 
Informati
on System 
Penangan
an 
Permukim
an Kumuh 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

iman 
dan 
Perhub
ungan 

Pertana
han 

Daerah 
Terting

gal 

D.E
.19
6 

Dinas 
Sosial 

Sekreta
riat - 
Sub 
Bagian 
Umum 
dan 
Kepega
waian 

Sekretariat - 
Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 
Dinas Sosial 
Kabupaten 
Mojokerto 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Dinas 
Sosial 
Kabupaten 
Mojokerto 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
berita dan hal 
lainnya pada Dinas 
Sosial Kabupaten 
Mojokerto dan 
diberikan ke 
masyarakat 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
dinsos.mo
jokertoka
b 

Diskomin
fo 

D.E
.19
7 

Dinas 
Sosial 

Bidang 
Penang
anan 
Fakir 
Miskin 

Bidang 
Penanganan 
Fakir Miskin 

Data 
kesejahtera
an sosial 
terutama 
pada data 
kemiskinan 

Informasi 
terkait data 
kesejahteraan 
sosial 
terutama 
pada data 
kemiskinan 

RD 
04.02 
Data 

Sosial 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
data dan informasi 
kesejahteraan 
sosial terutama 
pada data 
kemiskinan 

Server 
Pusat 

- 

Sistem 
Informasi 
Kesejahte
raan 
(SIKSNG) 

Pusat 

D.E
.19
8 

Dinas 
Sosial 

Bidang 
Penang
anan 
Fakir 
Miskin - 
Seksi 
Pengelo
laan 
dan 
Penyalu
ran 

Bidang 
Penanganan 
Fakir Miskin 
- Seksi 
Pengelolaan 
dan 
Penyaluran 
Bantuan 
Stimulan 

Data calon 
penerima 
BSP, KIP,  
pemutakhir
an PKH 

Informasi 
terkait data 
penerima 
BSP, KIP, PKH 

RD 
04.02 
Data 

Sosial 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
akurasi data dan 
penyaluran bansos 
berjalan efektif 

Server 
Pusat 

- E-PKH Pusat 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Bantua
n 
Stimula
n 

D.E
.19
9 

Dinas 
Sosial 

Bidang 
Rehabili
tasi 
Sosial 

Seksi 
Rehabilitasi 
Sosial Anak 
dan Lanjut 
Usia di Luar 
Panti dan/ 
atau 
Lembaga 

Data orang 
terlantar 

Informasi 
terkait data 
orang 
terlantar  

RD 
04.02 
Data 

Sosial 

Publik 

Informsi yang 
berkaitan dengan 
proses pemulangan 
seorang warga 
yang terlantar 
sesuai alamat KTP 
dan Identitas yang 
dimiliki 

Kompute
r Internal 
PD 

Pemulanga
n Orang 
Terlantar 

- 
Dinas 
Sosial 

D.E
.20
0 

Dinas 
Sosial 

Bidang 
Pember
dayaan 
Sosial 

Seksi 
Pemberdaya
an 
Perorangan, 
Keluarga, 
dan 
Komunitas 
Adat 
Terpencil 

Data 
Pekerja 
Sosial 

Informasi 
terkait data 
pekerja sosial 

RD 
06.02 
Data 

Ketenag
akerjaa

n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pendampingan 
sekaligus 
menjalankan 
proses pelayanan 
pekerjaan sosial 

Kompute
r Internal 
PD 

Pembinaan 
Pekerja 
Sosial 

- 
Dinas 
Sosial 

D.E
.20
1 

Dinas 
Sosial 

Bidang 
Pember
dayaan 
Sosial 

Seksi 
Pemberdaya
an 
Perorangan, 
Keluarga, 
dan 
Komunitas 
Adat 
Terpencil 

Data 
peserta 
pembinaan 
tenaga 
kesejahtera
an 

Informasi 
terkait data 
pembinaan 
tenaga 
kesejahteraan 

RD 
06.02 
Data 

Ketenag
akerjaa

n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pendampingan 
sosial untuk 
menggerakkkan 
masyarakat dalam 
menangani 
masalah sosial 
pada setiap 
wilayah kecamatan 

Kompute
r Internal 
PD 

Pembinaan 
Tenaga 
Kesejahtera
an Sosial 
Kecamatan 

- 
Dinas 
Sosial 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.20
2 

Dinas 
Sosial 

Bidang 
Pember
dayaan 
Sosial 

Seksi 
Pemberdaya
an Sosial 
Kelembagaa
n 
Masyarakat 
dan 
Penerbitan 
Izin 
Pengumpula
n 
Sumbangan 

Data 
anggota 
karang 
taruna 

Informasi 
terkait data 
karang taruna 

RD 
03.07 
Data 

Kepend
udukan 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pembinaan dan 
pembekalan 
kepada generasi 
muda yang ada di 
wilayah 
Desa/Kelurahan 
untuk turut serta 
dalam setiap 
kegiatan yang ada 
di masyarakat 

Kompute
r Internal 
PD 

Pembinaan 
Karang 
Taruna 

- 
Dinas 
Sosial 

D.E
.20
3 

Dinas 
Tenaga 
Kerja 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 
Dinas 
Tenaga 
Kerja 
Kabupaten 
Mojokerto 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Dinas 
Tenaga Kerja 
Kabupaten 
Mojokerto 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
berita dan agenda 
Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten 
Mojokerto dan 
diberikan ke 
masyarakat 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
disnaker.
mojokerto
kab 

Diskomin
fo 

D.E
.20
4 

Dinas 
Tenaga 
Kerja 

Bidang 
Perluas
an Kerja 
dan 
Penemp
atan 
Tenaga 
Kerja 

Seksi 
Penempatan 
Tenaga 
Kerja 

Data Calon 
Pekerja 
Imigran 
Indonesia 

Informasi 
terkait 
penerbitan 
paspor Calon 
Pekerja 
Imigran 
Indonesia 

RD 
06.02 
Data 

Ketenag
akerjaa

n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pendataan dan 
pengurusan paspor 
TKI dengan cepat, 
efektif, dan efisien 

Server 
Pusat 

Layanan 
Pembuatan 
Rekom 
Paspor 
Calon 
Pekerja 
Imigran 
Indonesia 

SISKOTKL
N 

Pusat 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.20
5 

Dinas 
Tenaga 
Kerja 

Bidang 
Hubung
an 
Industri
al 

Seksi 
Penyelesaia
n 
Perselisihan 

Data 
pengaduan 
perselishan 
industrial 

Informasi 
terkait 
dengan data 
pengaduan 
perselisihan 
industrial 

RD 
02.01 
Data 

Industri 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
daftar perselisihan 
industrial 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanana 
penyelesaia
n 
perselisihan 
hubungan 
industrial 

Sistem 
Pengadua
n 
Perselisih
an 
Hubungan 
Industrial 

Dinas 
Tenaga 
Kerja 

D.E
.20
6 

Dinas 
Tenaga 
Kerja 

Bidang 
Perluas
an Kerja 
dan 
Penemp
atan 
Tenaga 
Kerja 

Seksi 
Penempatan 
Tenaga 
Kerja 

Data 
Pencari 
Kerja 

Informasi 
terkait data 
pencari kerja 

RD 
06.02 
Data 

Ketenag
akerjaa

n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pelayanan 
pembutan kartu 
Tanda pencari 
Kerja (Kartu AK-1) 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 
Dinas 
Tenaga 
Kerja 

D.E
.20
7 

Dinas 
Tenaga 
Kerja 

Bidang 
Hubung
an 
Industri
al 

Seksi 
Penyelesaia
n 
Perselisihan 

Data 
Perusahaan
  

Informasi 
terkait data 
perusahaan 

 Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
informasi 
lowongan 
pekerjaan 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 
Dinas 
Tenaga 
Kerja 

D.E
.20
8 

Dinas 
Tenaga 
Kerja 

Bidang 
Perluas
an Kerja 
dan 
Penemp
atan 
Tenaga 
Kerja 

Seksi 
Transmigras
i 

Data 
transmigras
i 

Informmasi 
terkait data 
transmigrasi 

RD 
03.02 
Data 

Transm
igrasi 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
media pendaftaran 
transmigrasi 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 
Dinas 
Tenaga 
Kerja 

D.E
.20
9 

Dinas 
Tenaga 
Kerja 

Bidang 
Pelatiha
n 

Seksi 
Pelatihan 

Data 
peserta 
magang 

Informasi 
terkait data 

RD 
06.02 
Data 

Publik 
Informasi yang 
berkaitan dengan 
perjanjian antara 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 
Dinas 
Tenaga 
Kerja 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Ketenagaker
jaan 

peserta 
magang 

Ketenag
akerjaa

n 

peserta magang 
dengan 
penyelenggara 

D.E
.21
0 

Dinas 
Tenaga 
Kerja 

Bidang 
Pelatiha
n 

Seksi Bina 
Lembaga 
Pelatihan 

Data 
peserta 
pelatihan 
kerja 

Informasi 
terkait data 
peserta 
pelatihan 
kerja 

RD 
06.02 
Data 

Ketenag
akerjaa

n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
surat ijin lembaga 
pelatihan kerja 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 
Dinas 
Tenaga 
Kerja 

D.E
.21
1 

Dinas 
Tenaga 
Kerja 

Bidang 
Hubung
an 
Industri
al 

Seksi 
Persyaratan 
Kerja dan 
Pengupahan 

Data 
Peraturan 
Perusahaan 

Informasi 
terkait data 
peraturan 
perusahaan 

RD 
06.02 
Data 

Ketenag
akerjaa

n 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
tata tertib serta 
norma syarat kerja 
di perusahaan 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 
Dinas 
Tenaga 
Kerja 

D.E
.21
2 

Dinas 
Perindu
strian 
dan 
Perdaga
ngan 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 
Dinas 
Perindustri
an dan 
Perdaganga
n 
Kabupaten 
Mojokerto 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 
kontak Dinas 
Perindustrian 
dan 
Perdagangan 
Kabupaten 
Mojokerto 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
berita dan program 
Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan 
Kabupaten 
Mojokerto dan 
diberikan ke 
masyarakat 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
disperind
ag.mojoke
rtokab 

Diskomin
fo 

D.E
.21
3 

Dinas 
Perindu
strian 
dan 

Bidang 
Metrolo
gi Legal 

Seksi 
Pengawasan 

Data 
retribusi 

Informasi 
terkait 
dengan 
pembayaran 

RD 
09.02 
Data 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
layanan 

Server 
Pihak 
Ketiga 

Layanan 
Pemunguta
n Retribusi 

E-
Retribusi 

Dinas 
Perindust
rian dan 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Perdaga
ngan 

pemungutan 
biaya 

Keuang
an 

pemungutan 
retribusi 

Perdagan
gan 

D.E
.21
4 

Dinas 
Perindu
strian 
dan 
Perdaga
ngan 

Bidang 
Usaha 
Perdaga
ngan 

Seksi Ekspor 
Impor 

Data 
Industri 

Informasi 
terkait data 
produk  

RD 
02.01 
Data 

Industri 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pencatatan dan 
pelaporan hasil 
rekap data produk 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Manajemen 
Data Rekap 
Export 
Import 

- 

Dinas 
Perindust
rian dan 
Perdagan
gan 

D.E
.21
5 

Dinas 
Perindu
strian 
dan 
Perdaga
ngan 

Bidang 
Metrolo
gi Legal 

Seksi 
Pembinaan 
dan 
Penyuluhan 

Data 
kegiatan 
penyuluhan 
Barang 
dalam 
kemasan 
terbungkus, 
penyuluhan 
cukai, alat 
ukur takar, 
timbangan 
(Alat 
UTTP)  

Informasi 
terkait 
kegiatan 
penyuluhan 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pemberian 
pemahaman 
kepada masyarakat 
melalui  

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Pembinaan 
dan 
Penyuluhan 

- 

Dinas 
Perindust
rian dan 
Perdagan
gan 

D.E
.21
6 

Dinas 
Perindu
strian 
dan 
Perdaga
ngan 

Bidang 
Usaha 
Perdaga
ngan 

Seksi 
Promosi 
Peningkatan 
Penggunaan 
Produksi 
Dalam 
Negeri dan 
Pengembang
an Usaha 

Data hasil 
produk IKM 
(Pameran 
Hasil 
Produk 
Daerah) 

Informasi 
terkait 
Pameran hasil 
produk 
daerah 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
promosi yang 
dilakukan pelaku 
usaha tentang 
produk yang telah 
dibuat sehingga 
dapat dipasarkan 
secara luas 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Pengadaan 
Event 
Promosi 
dan 
Pameran 
Produk 
Industri 

- 

Dinas 
Perindust
rian dan 
Perdagan
gan 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.21
7 

Dinas 
Perindu
strian 
dan 
Perdaga
ngan 

Bidang 
Metrolo
gi Legal 

Seksi 
Pengawasan 

Data hasil 
pengawasa
n alat ukur 
takar, 
timbangan 
(UTTP) 

Informasi 
terkait hasil 
pengawasan 
dan 
penyuluhan 
alat ukur 

RD 
03.01 
Data 

Pekerja
an 

Umum 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pemahaman dan 
hasil pengawasan 
penggunaan alat 
ukur  

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Pengawasa
n Alat Ukur 
Layanan 
Penyuluhan 
Alat Ukur 

- 

Dinas 
Perindust
rian dan 
Perdagan
gan 

D.E
.21
8 

Dinas 
Perindu
strian 
dan 
Perdaga
ngan 

Bidang 
Industri 
Logam, 
Mesin, 
Aneka, 
Tekstil, 
Alat 
Transpo
rtasi, 
Elektro
nika 
dan 
Telemat
ika 

Seksi 
Industri 
Aneka dan 
Tekstil 

Data 
perizinan 
merk 

membantu 
data 
pelegalan 
merk 
dagang/hasil 
industri 

RD 
02.02 
Data 

Perdaga
ngan  

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengurusan merk 
produk sekaligus 
penerbitan surat 
izin produk 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Pengurusan 
Merk 
Layanan 
Pengurusan 
SNI Produk 

- 

Dinas 
Perindust
rian dan 
Perdagan
gan 

D.E
.21
9 

Dinas 
Perindu
strian 
dan 
Perdaga
ngan 

Bidang 
Metrolo
gi Legal 

Seksi 
Pembinaan 
dan 
Penyuluhan 

Data 
kegiatan 
pembinaan 
dan 
penyuluhan 
IKM 

Informasi 
terkait 
kegiatan 
pembinaan 
IKM 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Memberikan 
informasi terkait 
kegiatan 
pembinaan dan 
penyuluhan IKM 
kepada masyarakat 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Pembinaan 
kepada 
Masyarakat 
tentang Alat 
Ukur 

- 

Dinas 
Perindust
rian dan 
Perdagan
gan 

D.E
.22
0 

Dinas 
Perindu
strian 
dan 

Bidang 
Metrolo
gi Legal 

Seksi 
Pembinaan 
dan 
Penyuluhan 

Data 
sosialisasi 
pengguna e-
retribusi 

Membantu 
masyarakat 
dalam 
pelaksanaan 

RD 
09.02 
Data 

Publik 

Sosialisasi 
pelayanan berbasis 
elektronik kepada 
masyarakat yang 

Kompute
r Internal 
PD 

- - 

Dinas 
Perindust
rian dan 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Perdaga
ngan 

penggunaan e-
retribusi 

Keuang
an 

bekerjasama 
dengan bank jatim  

Perdagan
gan 

D.E
.22
1 

INSPEK
TORAT 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data yang 
berkaitan 
dengan 
program 
kegiatan 
Inspektorat 
Kabupaten 
Mojokerto 

Informasi 
terkait profil, 
berita,dokum
en, galeri, 
artikel, dan 
kontak 
Inspektorat 
Kabupaten 
Mojokerto 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Bertujuan 
memberikan 
informasi terkait 
berita, pedoman 
serta jadwal 
kegiatan 
Inspektorat 
Kabupaten 
Mojokerto 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
inspektor
at.mojoke
rtokab 

Diskomin
fo 

D.E
.22
2 

INSPEK
TORAT 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Analisis dan 
Evaluasi 

Data hasil 
pemeriksaa
n BPK 

Informasi 
terkait 
dokumen 
laporan hasil 
pemeriksaan 
BPK 

RD 
09.01 
Data 

Dalam 
Negeri 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pelaporan tindak 
lanjut hasil 
pemeriksaan BPK 
yang dapat 
dilakukan secara 
online 

Server 
Pusat 

- 
SIPTL 
(dari BPK) 

Pusat 

D.E
.22
3 

INSPEK
TORAT 

Inspekt
ur 
Pemban
tu 
Wilayah 

Inspektur 
Pembantu 
Khusus 

Data 
laporan 
koordinasi, 
supervisi 
dan 
pencegahan 
korupsi 

Informasi 
terkait 
dokumen 
laporan 
koordinasi, 
supervisi dan 
pencegahan 
korupsi 

RD 
09.07 
Data 

Kesekre
tariatan 
Negara 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
koordinasi, 
supervisi, dan 
pencegahan 
korupsi yang dapat 
dilakukan secara 
online 

Server 
Pusat 

- 
Jaga.id 
(dari KPK) 

Pusat 

D.E
.22
4 

INSPEK
TORAT 

Inspekt
ur 
Pemban

Inspektur 
Pembantu 
Khusus 

Data 
Pengaduan 
Masyarakat 
berindikasi 

Informasi 
dokumen 
laporan 

RD 
09.07 
Data 

Kesekre

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pelaporan suatu 
perbuatan yang 

Server 
Diskomi
nfo 

- 
SI TPS 
Whistle 
Blower 

Inspektor
at 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

tu 
Wilayah 

korupsi, 
Data 
tindaklanjut 
penanganan 
pengaduan 
masyarakat 
berindikasi 
korupsi. 

pengaduan 
masyarakat 

tariatan 
Negara 

berindikasi 
pelanggaran yang 
terjadi di 
lingkungan 
Pemerintah 
Kabupaten 
Mojokerto  

D.E
.22
5 

INSPEK
TORAT 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Analisis dan 
Evaluasi 

Data hasil 
audit 

Informasi 
terkait 
laporan hasil 
audit 

RD 
09.07 
Data 

Kesekre
tariatan 
Negara 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pengawasan dalam 
kegiatan dan 
program yang 
dilakukan masing-
masing PD 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
Hasil 
Pengawasa
n 

SimHP 
Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.22
6 

RSUD 
R.A. 
Basuni 

Bidang 
Pelayan
an 

Bidang 
Pelayanan 

Data 
pelayanan 

Informasi 
terkait 
seluruh alur 
proses 
pelayanan 
rumah sakit 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dnegan 
seluruh alur proses 
pelayanan rumah 
sakit secara tepat 
dan akurat 

Server 
PD 

Layanan 
Rawat Inap, 
Layanan 
Rawat Jalan 
(POLI), 
Layanan 
Bayi, 
Layanan 
Emergency 
Ibu 
Bersalin, 
Layanan 
ICU, 
Layanan 
IGD, 
Layanan 

SIM RS 
Pemerint
ah 
Daerah 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

Farmasi, 
Layana 
LABORAT, 
Layanan 
Gizi, 
Layanan 
Rekam 
Medis, 
Layanan 
Foto XRay, 
Layanan 
USG 

D.E
.22
7 

RSUD 
R.A. 
Basuni 

Bidang 
Pelayan
an 

Seksi 
Pelayanan 
Medik 

Data pasien 

Informasi 
terkait 
pengurusan 
klaim BPJS 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pelayanan JKN 
terkait BPJS secara 
cepat, akurat, dan 
transaparan serta 
mempercepat 
pengurusan klaim 
BPJS 

Server 
PD 

- E-KLAIM 
Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.22
8 

RSUD 
R.A. 
Basuni 

Bidang 
Pelayan
an 

Seksi 
Pelayanan 
Medik 

Data kamar 

Informasi 
terkait 
ketersediaan 
kamar 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
ketersediaan 
kamar inap yang 
ada pada RSUD 
R.A. Basuni  

Server 
PD 

Layanan 
Kamar 
Operasi 

DASHBOA
RD 
KAMAR 

Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.22
9 

RSUD 
R.A. 
Basuni 

Bidang 
Pelayan
an 

Seksi 
Pelayanan 
Medik 

Data 
Pendaftara
n Pasien 

Informasi 
terkait nomor 
antrian 

RD 
04.01 
Data 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pelayanan dalam 
pendaftaran pasien 

Server 
PD 

Layanan 
Antrian 

MESIN 
ANTRIAN 

Pemerint
ah 
Daerah 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

secara 
online 

pelayanan 
bagi pasien 

Kesehat
an 

serta kemudahan 
dalam melihat 
jadwal poli di 
RSUD R.A. Basuni 

D.E
.23
0 

RSUD 
R.A. 
Basuni 

Bidang 
Penunja
ng 

Seksi 
Penunjang 
Medis 

Data obat 

Informasi 
terkait label 
intruksi 
konsumsi 
obat 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
instruksi konsumsi 
obat yang jelas 

Server 
PD 

Layanan 
Farmasi 

E-TIKET 
Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.23
1 

RSUD 
R.A. 
Basuni 

Bagian 
Tata 
Usaha 

Sub Bagian 
Perencanaan 

Data 
akreditasi 
rumah sakit 

Informasi 
terkait 
akreditasi 
rumah sakit 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
persiapan 
akreditasi untuk 
mengumpulkan, 
menyimpan, dan 
mencari kembali 
dokumen bukti 
yang berhubungan 
dengan akreditasi 

Server 
Pusat 

- 
SISMADA
K 

Pusat 

D.E
.23
2 

RSUD 
R.A. 
Basuni 

Bagian 
Tata 
Usaha 

Bagian Tata 
Usaha 

Data 
anggaran 
BLUD dan 
APBD 

Informasi 
terkait 
laporan 
keuangan 

RD 
09.02 
Data 

Keuang
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
laporan keuangan 

Server 
PD 

- 
SIKBLUD 
RSUD R.A. 
Basuni 

RSUD R.A 
Basuni 

D.E
.23
3 

RSUD 
R.A. 
Basuni 

Bidang 
Penunja
ng 

Seksi 
Penunjang 
Non Medis 

Data barang 
steril 

Informasi 
terkait barang 
steril 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pelayanan 
sterilisasi untuk 
pemenuhan 
kebutuhan paket 
peralatan dan 

Server 
PD 

Layanan 
CSSD 

Tidak ada 
RSUD R.A 
Basuni 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

barang steril untuk 
rumah sakit 

D.E
.23
4 

SATPOL 
PP 

Bidang 
Ketertib
an 
Umum 
dan 
Ketente
raman 
Masyar
akat 

Seksi 
Pengamanan 
dan 
Pengawalan 

Data 
pejabat 
orang-
orang 
penting 

Informasi 
terkait 
pejabat dan 
orang orang 
penting 

RD 
06.02 
Data 

Ketenag
akerjaa

n 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
pejabat dan orang-
orang penting 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Pengamana
n dan 
pengawalan 
pejabat dan 
orang-
orang 
penting 

- 
Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.23
5 

SATPOL 
PP 

Bidang 
Ketertib
an 
Umum 
dan 
Ketente
raman 
Masyar
akat 

Seksi 
Pengamanan 
dan 
Pengawalan 

Data aset 
dan rumah 
dinas 
pejabat 

Informasi 
terkait aset 
dan rumah 
dinas pejabat 

RD 
09.06 
Data 

Aparatu
r 

Negara 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
keamanan rumah 
dinas pejabat atau 
aset agar tidak 
terjadi hal hal yang 
tidak diinginkan 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Pengamana
n Rumah 
Dinas 
Pejabat/ 
Aset 

- 
Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.23
6 

Kecama
tan Jetis 

Sekreta
riat 

Seksi 
Pelayanan 

Data 
permohona
n izin 

Informasi 
terkait 
permohonan 
izin 

RD 
09.06 
Data 

Aparatu
r 

Negara 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
permohonan izin 
yang bertujuan 
untuk memenuhi 
kebetuhan 
masyarakat akan 
kesadaran tentang 
legalitasi perizinan 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
Administras
i 

E-Paten 
Pemerint
ah 
Daerah 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

D.E
.23
7 

Bag 
LPBJ 
(Bagian 
Layana
n 
Pengad
aan 
Barang 
dan 
Jasa) 

Bagian 
Pengad
aan 
Barang 
dan 
Jasa  

Sub Bagian 
Pengelolaan 
Layanan 
Pengadaan 
Secara 
Elektronik  

Data 
Penyedia, 
Data 
tender/sele
ksi, 
Dokumen 
tender/sele
ksi 

Data 
Pemenang 
Tender/Selek
si, Data 
Penyedia  

RD 
09.06 
Data 

Aparatu
r 

Negara 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
transparansi dan 
akuntabilitas, 
meningkatkan 
akses pasar dan 
persaingan usaha 
yang sehat, 
memperbaiki 
tingkat efisiensi 
proses pengadaan, 
mendukung proses 
monitoring dan 
audit dan 
memenuhi 
kebutuhan akses 
informasi yang real 
time dalam 
pengadaan 
barang/jasa 
pemerintah. 

Server 
Pusat 

Layanan 
Pengadaan 
dengan 
LPSE 

LPSE Pusat 

D.E
.23
8 

RSUD 
Prof dr 
Soekan
dar 

Bidang 
Pelayan
an 
Medis 

Seksi 
Pelayanan 
Medis 

Data 
antrian 

Informasi 
terkat 
layanan 
kesehatan 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
layanan kesehatan 
kepada masyarakat 

Kompute
r Internal 
PD 

Layanan 
Kesehatan 

Whatsapp 

RSUD 
Prof dr 
Soekanda
r 

D.E
.23
9 

RSUD 
Prof dr 
Soekan
dar 

Bidang 
Pelayan
an 
Medis 

Seksi 
Pelayanan 
Medis 

Data Pasien 

Informasi 
terkait 
dengan 
pasien lama 
dengan 

RD 
04.01 
Data 

Kesehat
an 

Admini
strasi 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
data pasien lama 
dengan penjamin 
bpjs melakukan 

Server 
Diskomi
nfo 

- 

Aplikasi 
Anjungan 
Pendaftar
an 
Mandiri 

RSUD 
Prof dr 
Soekanda
r 
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ID 
DA
TA 

Nama 
PD  

Nama 
Bagian

/ 
Bidang 

Nama Sub 
Bidang/ 

Seksi 
Nama Data Informasi 

Kode 
Model 
Refere

nsi 
Data 

Jenis 
Akses 
Data  

Tujuan Data 

Tempat 
Penyim
panan 
Data 

Layanan 
Terkait  

Aplikasi 
Penduku

ng  

PD 
Pemilik 

Data 
yang 

Terkait 

penjamin 
BPJS 

pendaftaran ke poli 
secara mandiri 
melaui aplikasi 
APM yang dapat 
diakses melalui 
mesin atau pc APM, 

D.E
.24
0 

Kecama
tan 
Punggin
g 

Sekreta
riat 

Seksi 
Pelayanan 

Data 
permohona
n izin 

Informasi 
terkait 
permohonan 
izin 

RD 
09.06 
Data 

Aparatu
r 

Negara 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
permohonan izin 
yang bertujuan 
untuk memenuhi 
kebetuhan 
masyarakat akan 
kesadaran tentang 
legalitasi perizinan 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
Administras
i 
Kependudu
kan 

E-Paten 
Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.24
1 

Kecama
tan 
Mojosar
i 

Sekreta
riat 

Seksi 
Pelayanan 

Data 
permohona
n izin 

Informasi 
terkait 
permohonan 
izin 

RD 
09.06 
Data 

Aparatu
r 

Negara 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
permohonan izin 
yang bertujuan 
untuk memenuhi 
kebetuhan 
masyarakat akan 
kesadaran tentang 
legalitasi perizinan 

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
Administras
i 
Kependudu
kan 

E-Paten 
Pemerint
ah 
Daerah 

D.E
.24
2 

Kecama
tan 
Sooko 

Sekreta
riat 

Sub Bagian 
Umum dan 
Kepegawaia
n 

Data 
kegiatan 
Kecamatan 
Sooko 

Informasi 
terkait 
kegiatan 
Kecamatan 
Sooko 

RD 
10.02 
Data 

Manaje
men 

Kegiata
n 

Publik 

Informasi yang 
berkaitan dengan 
kegiatan 
Kecamatan Sooko  

Server 
Diskomi
nfo 

Layanan 
informasi 
terkait 
kegiatan 
Kecamatan 
Sooko 

sooko.moj
okertokab
.go.id 

Dinas 
Komunik
asi dan 
Informati
ka  



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

Screenshot Monitoring Perangkat Daerah Yang Menggunakan  

Layanan Pusat Data Pemerintah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

 

 



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah".

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 

- Penjelasan IKK Output: 

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online 

dan terintegrasi. 

IKK Output :  

9) Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data 

pemerintah  

 

Jumlah Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data Pemerintah 

Daerah yaitu sebanyak 43 OPD dari total 57 OPD yang ada di Kabupaten 

Mojokerto. 

 

Data pendukung :  

• Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan GAP 

Analysis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2021 

hal. 16-32 (terlampir) 

 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 
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Gambar 3. 4 Presentase Status Akses Layanan 

Dari Gambar 3.4  pada 43 PD dapat dilihat bahwa layanan yang sudah Online 

dan didukung aplikasi sebanyak 94 layanan online atau 39%, belum didukung 

oleh aplikasi atau masih Manual sebanyak 76 layanan manual atau 31%, dan 

layanan yang Online dan memiliki opsi Manual  sebanyak 74 layanan atau 30%. 

 
 Pada Tabel 3.3 merupakan penjabaran kondisi eksisting layanan yang tersebar 

pada 43 PD di Kabupaten Mojokerto. 

Tabel 3. 3  Kondisi Eksisting Layanan Publik 

Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

1 
Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat 
Daerah 

1 Layanan Pengaduan Masyarakat Manual 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Penerbitan dan penetapan 
PD/SPPT/DHKP 

Manual&Online 

2 
Perumusan dan penyampaian 
blangko Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah (SPTPD) 

Manual&Online 

3 Layanan Menghitung kerugian daerah Manual&Online 

4 Pencatatan barang Manual&Online 

39%

31%

30%

Presentase Status Layanan Akses

Online Manual manual dan online
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

 

 

 

 

Badan Pendapatan 
Daerah 

5 Penjabaran APBD Online 

6 Layanan PBB P2 Online 

7 
Perumusan dan penyampaian Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 

Manual 

8 Pelayanan SPTPD BPHTB Online 

9 
Pendaftaran dan penetapan Nomor 
Obyek Pajak (NOP) 

Online 

10 

Pelaksanaan pendaftaran, penetapan, 
penerbitan dan penyampaian Kartu 
Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak 
Daerah (NPWPD) 

Manual&Online 

11 Rekonsiliasi Manual 

3 

Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 
Daerah 

1 
SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah) 

Online 

2 SIMBADA Online 

3 SIMDA Online 

4 SIMDAGO Online 

5 E-Persediaan Online 

6 Layanan Aset Manual&Online 

7 Layanan penganggaran Online 

8 Layanan Penggajian Online 

9 Layanan SP2B Online 

10 Layanan Pelaporan Manual&Online 

11 
Pemanfaatan dan Perubahan Status 
Aset 

Manual 

12 Pendataan dan Penatausahaan Aset Manual&Online 

13 Layanan aset tanah dan bangunan Manual 

14 Bagi Hasil Retribusi kepada pihak lain Manual&Online 

15 
Bantuan Keuangan Desa 
(Infrastruktur) 

Manual&Online 

16 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Manual&Online 

4 
Badan 
Perencanaan 

1 SIPD Online  

2 Layanan Informasi Tata Ruang Online 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

Pembangunan 
Daerah 

5 

Badan 
Kepegawaian 
Pendidikan dan 
Pelatihan 

1 
Pelayanan Permintaan Data dan 
Informasi 

Manual&Online 

2 
Pembuatan Karpeg, Karis, Karsu, KPE 
dan Konversi NIP 

Manual&Online 

3 
Rekonsiliasi dan Validasi Data 
SIMPEG 

Manual&Online 

4 Pelaksanaan Update Data Simpeg Manual&Online 

5 Pelaporan Kepegawaian Semester Manual&Online 

6 Pelaporan Kepegawaian Tribulan Manual&Online 

7 Kenaikan Pangkat Manual&Online 

8 
Pengangkatan Dalam jabatan 
Struktural 

Manual&Online 

9 Mutasi Pegawai Antar Unit Kerja/PD Manual&Online 

10 
Mutasi Pegawai Antar 
Daerah/Departemen 

Manual&Online 

11 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
Dengan Hak Pensiun 

Manual&Online 

12 Peninjauan Masa Kerja Manual&Online 

13 Pembuatan Kartu Peserta Taspen Manual&Online 

14 Pengadaan Pegawai ASN Manual&Online 

15 Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional Manual&Online 

16 Fasilitasi Izin Belajar Manual&Online 

17 Fasilitasi Izin Tugas Belajar Manual&Online 

18 Fasilitasi Diklat Teknis/ Fungsional Manual&Online 

19 
Melaksanakan Pembinaan 
Perkawinan 

Manual&Online 

20 Pembinaan Kepegawaian Manual&Online 

21 
Pelayanan Penilaian Kinerja ASN dan 
Perhitungan TPP 

Online 

22 Pelayanan Penilaian Kehadiran ASN Online 

23 Pelayanan Arsip Kepegawaian Online 

24 Pelayanan Dashboard ASN Online 



 

45 

 

Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

25 Pelayanan Update Data Jabatan Online 

6 

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

1 
Pemberian Rekomendasi 
Penelitian/Survey/Kegiatan 

Manual 

2 Layanan Kelembagaan Manual&Online 

7 
Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

1 Destana (penyuluhan ke masyarakat) Manual 

8 
Bagian 
Administrasi 
Pemerintahan 

 Tidak ada Layanan 

9 
Bagian Organisasi 

1 
E-Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah) 

Online  

10 

Bagian 
Administrasi 
Kesejahteraan 
Rakyat 

1 Layanan Permohonan Hibah Manual 

11 
Bagian Hukum 

1 
Layanan produk hukum melalui JDIH 
(Jaringan Dokumentasi Informasi 
Hukum) 

Manual&Online 

12 
Bagian 
Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam 

1 
Layanan Pelaporan Adanya Rokok 
Ilegal 

Keduanya 

13 
Bagian 
Administrasi 
Pembangunan 

 Tidak ada Layanan  

14 Bagian Umum  Tidak ada Layanan  

15 
Bagian 
Perencanaan dan 
Keuangan 

 Tidak ada Layanan  

16 
Bagian Protokol 
dan Komunikasi 
Pimpinan 

1 
Publikasi kegiatan Pemerintahan 
Daerah 

Manual 

17 

Dinas Komunikasi 
dan Informatika 

1 
Layanan pengaduan online, 
LAPORSPAN 

Online 

2 Layanan Data di PPID Manual&Online 

3 Portal Covid-19 Kabupaten Mojokerto Manual&Online 

18 
Dinas Pendidikan 1 Bantuan Operasional PAUD Manual&Online 

2 Pendirian Sekolah Manual&Online 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

3 Manajemen Tenaga Pendidikan Manual&Online 

4 Penerimaan Peserta Didik Baru Manual&Online 

5 Pengembangan Keprofesian Manual&Online 

6 Pengajuan nilai angka kredit Manual&Online 

7 Program Indonesia Pintar Manual&Online 

8 Penggantian Ijazah Hilang Manual 

9 Penilaian Akreditasi Sekolah PAUD Manual&Online 

10 Pengajuan Sarana Prasarana Sekolah Manual&Online 

11 Layanan Manajemen Surat Online 

12 Mutasi Siswa Manual&Online 

13 
Menghimpun data pokok pendidikan 
PAUD 

Online 

14 
Pemindahan konversi mata pelajaran 
tenaga pendidik 

Manual&Online 

15 Layanan Tunjangan Profesi Manual&Online 

19 

Dinas Kesehatan 1 Surat Ijin Praktek Apoteker Manual&Online 

2 Layanan SIPTTK Manual&Online 

3 Layanan UMOT Manual 

4 Layanan Surat Ijin Praktek Dokter dll Manual&Online 

5 Layanan PIRT Manual 

6 Layanan PKRT Manual 

7 Laik Higienis Jasa Boga Manual 

8 Pelayanan Kesehatan Rujukan Manual 

9 Surat ijin kerja rekam medis Manual&Online 

10 Surat Ijin Perawat Manual&Online 

20 

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa 

1 Layanan konsultasi BUMDES Manual 

2 Layanan PKK Manual&Online 

3 Layanan Klinik Lakon Penggoda Manual&Online 

4 Layanan Posyandu Manual&Online 

5 Layanan Teknologi Tepat Guna Manual 

21 1 Penerbitan Kartu Keluarga  Online 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

Dinas 
Kependudukan 
dan Pecatatan Sipil 

2 
Penerbitan Kartu Identitas Anak 
(KIA) 

Online 

3 Penerbitan Surat Pindah Keluar Online 

4 Pencatatan Akta Perkawinan Online 

5 Pencatatan Akta Perceraian Online 

6 
Pemberian Catatan Pinggir 
Pengesahan Anak 

Online 

7 
Pemberian Catatan Pinggir 
Pengakuan Anak 

Online 

8 Penerbitan Akta Kematian Online 

9 Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran Online 

10 
Penerbitan Kartu Tanda Pendududuk 
Bagi WNI 

Online 

11 Penerbitan Surat Pindah Datang Online 

12 Legalisir Dokumen Kependudukan Online 

13 Pengendalian Dokumen Online 

14 Pengendalian arsip Online 

15 Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai Online 

16 Penanganan Keluhan Pelanggan Online 

17 Pengukuran Kepuasan Pelanggan Online 

18 
Penerbitan Kartu Keluarga Karena 
Perubahan Data 

Online 

19 
Penerbitan Kartu Keluarga Karena 
Hilang Atau Rusak 

Online 

20 
Penerbitan Kartu Keluarga Karena 
Hilang Atau Rusak Bagi Orang Asing 

Online 

21 
Penerbitan Kartu Tanda Pendududuk 
Bagi WNA 

Online 

22 
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
Karena Perubahan Data 

Online 

23 
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
Karena Pindah Datang 

Online 

24 
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
Karena Hilang Atau Rusak 

Online 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

25 
Penerbitan Surat Keterangan Tempat 
Tinggal (Bagi Orang Asing) 

Online 

26 Penerbitan Surat Pindah Keluar Online 

27 
Pelayanan KK & KTP Pada Mobil 
Layanan 

Online 

28 Pencatatan Pembatalan Perkawinan Online 

28 Pencatatan Pembatalan Perceraian Online 

30 
Pemberian Catatan Pinggir 
Pengangkatan Anak 

Online 

31 
Pemberian Catatan Pinggir 
Perubahan Nama 

Online 

32 Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran Online 

33 Penerbitan Kutipan II Akta Kematian Online 

34 
Penerbitan Kutipan II Akta 
Perkawinan 

Online 

35 
Penerbitan Kutipan II Akta 
Perceraian 

Online 

36 
Pencatatan Perubahan Status 
Kewarganegaraan 

Online 

37 Penanganan Keluhan Pelanggan Online 

38 Permintaan Data Online 

39 
Pelayanan Pendaftaran Administrasi 
Kependudukan 

Online 

40 
Pengambilan Dokumen 
Kependudukan Berbasis Digital 

Online 

41 
Pelayanan Balaputra (Baru Lahir 
Pulang Bawa Akta) 

Online 

42 
Pelayanan Motor Sakti (Motor Siap 
Antar Akta Kematian) 

Online 

43 
Pelayanan Sinden Katut Mas Hardi 
(Sekali Datang Kk, Ktp, Akta 
Kelahiran Jadi) 

Online 

44 
Pelayanan Drive Thru Untuk Cetak KK 
& KTP (Tanpa Perubahan) 

Online 

22 
Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro 

1 
Fasilitasi pemasaran koperasi dan 
UMKM 

Manual&Online 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

2 
Pelatihan terkait produksi usaha 
mikro 

Manual&Online 

3 pelatihan wirausaha Manual&Online 

4 
Pembinaan perubahan anggaran 
dasar koperasi 

Manual 

5 Pembinaan produksi usaha mikro Manual&Online 

6 
Pembinaan Tata cara pembentukan 
koperasi 

Manual 

7 Penyuluhan manajemen koperasi Manual 

8 Surat Keterangan Kepengurusan Manual 

9 
Layanan penilaian kesehatan 
koperasi 

Manual 

10 Fasilitasi klinik bisnis Manual&Online 

11 Layanan Sibolasi Online 

23 
Dinas Lingkungan 
Hidup 

 Tidak Ada Layanan  

24 
Dinas Pangan dan 
Perikanan 

1 Penjualan Benih Ikan Manual 

2 Layanan Toko Tani Indonesia Center Manual&Online 

25 

Dinas Pemuda 
Olahraga 
Kebudayaan dan 
Pariwisata 

1 
Rekomendasi Penggunaan 
Stadion/Indoor 

Manual 

2 
Rekomendasi Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata (TDUP) 

Online 

3 Rekomendasi Kartu Induk Kesenian Manual&Online 

26 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan Ruang 

1 Laporan PJU Manual 

2 Rekomendasi Peil Banjir Manual 

3 
Perlindungan garis sepadan jalan 
untuk pembangunan pagar 

Manual 

4 Informasi tataruang secara tertulis Manual 

5 Laporan Pohon tumbang Manual 

6 
Perijinan membuat jembatan keluar 
masuk diatas saluran air 

Manual 

27 

Dinas Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 

1 Izin Dasar Manual&Online 

2 Izin Sektor Kesehatan Online 

3 Izin Sektor Koperasi Dan Ukm Online 



50 

 

Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

Terpadu Satu 
Pintu 

4 Izin Sektor Pendidikan Online 

5 Izin Sektor Lingkungan Hidup Online 

6 Izin Sektor Perdagangan Online 

7 Izin Sektor Perhubungan Online 

8 Izin Sektor Perindustrian Online 

9 Izin Sektor Pertanian Online 

10 Izin Sektor Ketenagakerjaan Online 

11 Izin Sektor Pupr Online 

28 

Dinas 
Pengendalian 
Penduduk 
Keluarga 
Berencana dan 
Pemberdayaan 
Perempuan 

1 Sosialisasi KB Manual&Online 

 

2 

Pendampingan Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak 

Manual&Online 

29 

Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan 

1 Perpustakaan keliling Manual 

2 
Pustaka Terapan berbasis Inklusi 
Nasional 

Manual 

3 Pustaka Asiek Manual 

4 Sirkulasi (EPusda) Online 

5 Layanan Sirkulasi Manual&Online 

6 Pelayanan Masyarakat kearsipan Manual 

30 

Dinas Pertanian 1 Rumah Potong Hewan Manual 

2 Lab Kesehatan Hewan Manual 

3 Pasar Kesehatan Hewan Manual 

4 Rumah Potong Unggas Manual 

31 

Dinas Perumahan 
Rakyat Kawasan 
Permukiman dan 
Perhubungan 

1 Pengurusan rekomendasi andalalin Manual 

2 Pengujian Kendaraan Online 

3 Layanan Ijin Trayek Manual 

32 

 

 

Dinas Sosial 

1 Pemulangan Orang Terlantar Manual 

2 Pembinaan Pekerja Sosial Manual 

3 
Pembinaan Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan 

Manual 



 

51 

 

Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

4 Pembinaan Karang Taruna Manual 

33 

 

 

 

 

Dinas Tenaga 
Kerja 

1 
Pembuatan Rekom Paspor Calon 
Pekerja Imigran Indonesia 

Online 

2 
Rekomendasi Ijin Operasional 
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 
(LPKS) 

Manual 

3 Pendaftaran Bursa Kerja Khusus Manual 

4 Pengesahan perjanjian pemagangan Manual 

5 Pendaftaran Transmigrasi Manual 

6 
Pendaftaran AK 1(Kartu Tanda Bukti 
Pendaftaran Pencari Kerja) 

Manual&Online 

7 
Pelayanan Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial 

Manual 

8 
Pengesahan Peraturan Perusahaan 
(PP) 

Manual 

34 

 

 

 

 

 

Dinas 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

1 Pembinaan dan penyuluhan Manual 

2 
Pembinaan kepada masyarakat 
tentang alat ukur 

Manual 

3 Pengurusan SNI Produk Manual 

4 
Pengadaan Event promosi dan 
pameran produk industri 

Manual 

5 Pengawasan alat ukur Manual 

6 Pengurusan Merk Produk Manual 

7 Penyuluhan alat ukur Manual 

8 Manajemen data rekap export import Manual&Online 

9 Manajemen retribusi pasar rakyat Manual 

35 

 

INSPEKTORAT 

1 Pelayanan Konsultasi Manual 

2 SimHP (Hasil Pengawasan) Internal Manual&Online 

3 
Penanganan Kasus Pengaduan di 
Lingkungan Pemda 

Manual 

36 RSUD R.A. Basuni 

1 Layanan Antrian Manual&Online 

2 Layanan CSSD Manual 

3 Layanan Farmasi Online 

4 Layanan Foto XRay Manual 



52 

 

Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

5 Layanan Gizi Online 

6 Layanan Kamar Operasi Online 

7 Layanan Pengadaan Online 

8 Layanan Rawat Inap Online 

9 Layanan Rawat Jalan (POLI) Online 

10 Layanan Rekam Medis Manual 

11 Layanan Bayi Online 

12 Layanan Emergency Ibu Bersalin Online 

13 Layanan ICU Online 

14 Layanan IGD Online 

15 Layanan Laborat Online 

16 Layanan USG Manual 

37 SATPOL PP 

1 
Pengamanan Rumah Dinas Pejabat / 
Asset 

Manual 

2 
Pengamanan dan pengawalan pejabat 
dan orangorang penting 

Manual 

38 Kecamatan Jetis 1 Pelayanan Administrasi (PATEN) Manual 

39 
Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa 

1 Layanan Pengadaan dengan LPSE Online 

40 

RSUD Prof dr 
Soekandar 

1 Layanan Kesehatan Manual&Online 

2 
Layanan Anjungan Pendaftaran 
Mandir 

Manual&Online 

41 
Kecamatan 
Pungging 

1 Pelayanan Administrasi (PATEN) Manual 

2 Dispensasi Nikah Manual 

42 
Kecamatan 
Mojosari 

1 Layanan administrasi kependudukan Online 

 

43 

 
 

 

 

 

 

Kecamatan Sooko 

1 Layanan administrasi kependudukan Online 

2 
Layanan Penerbitan Surat Keterangan 
Pelayanan Sosial 

Manual 

3 
Layanan Rekomendasi Izin 
Keramaian 

Manual 

4 
Layanan Pengesahan Proposal dan 
Rekomendasi 

Manual 
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Kode 
PD 

Nama PD No Nama Layanan 
Status 

Layanan 

5 Layanan Dispensasi Nikah Manual 

6 Layanan Legalisasi Surat-surat Manual 

7 Layanan Evaluasi APBDesa Manual 

 

3.2.4 Ketersediaan Layanan Terhadap Program 

Dalam upaya melaksanakan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) maka dikembangkan layanan yang mampu memberikan kemudahan 

bagi masyarakat serta menjadi gambaran bahwa program pemerintah terealisasi 

dengan baik. Jabaran ketersediaan layanan terhadap program RPJMD 2021-2026 

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dijabarkan pada Lampiran 4.1 Indentifikasi 

Layanan Terhadap Program RPJMD. 

Dari data yang telah dikumpulkan, diketahui bahwa tidak seluruh program pada 

RPJMD didukung oleh layanan SPBE, hal ini dikarenakan yang tertuliskan di RPJMD 

adalah program prioritas, sehingga program setiap PD hanya disebutkan beberapa 

saja. Pada RPJMD, terdapat 32 program yang tersebutkan untuk keseluruhan PD, 

terdapat beberapa program yang sama seperti Program Pembinaan dan 

Pengembangan Aparatur. Dari keseluruhan program tersebut, terdapat  program yang 

didukung oleh layanan pada yaitu sejumlah 11 Program. Sedangkan terdapat 21 

Program yang tidak didukung oleh layanan. Dari data yang dianalisis, terdapat  

program yang didukung oleh lebih dari satu layanan. Hasil pemetaan yang dilakukan, 

sebanyak 17 layanan mendukung program RPJMD dan sebanyak 232 layanan tidak 

mendukung program RPJMD. Jumlah data memang terdapat perbedaan dengan data 

layanan, dikarenakan terdapat layanan yang mendukung lebih dari satu program dan 

sebaliknya. Layanan-layanan yang ada sudah mendukung tugas dan fungsi dari setiap 

PD. Karena memang program yang tercantum pada RPJMD merupakan program 

prioritas dari setiap PD, yang nantinya dijabarkan pada RENSTRA dan RENJA. Sehingga 

tidak keseluruhan layanan mendukung daari program yang disebutkan pada RPJMD. 

3.2.5 Metadata Layanan SPBE 

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, 

menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan 

kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data 
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Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

- Penjelasan IKK Output: 

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online 

dan terintegrasi. 

IKK Output :  

10) Persentase Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis 

data (sesuai renstra kominfo)  

 

Jumlah Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis 

data (sesuai renstra kominfo) atau yang aktif mengupdate website OPD nya 

yaitu sebanyak 28 OPD (status : OK) dari total 57 OPD yang ada di Kabupaten 

Mojokerto. 

 

 

Data pendukung :  

• Screenshot data website OPD dalam status aktif pada  

www.e-mover.mojokertokab.go.id  

 
 
 
 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 
 

 

Lampiran Data Pendukung 
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 
 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto 
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Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 

- Penjelasan IKK Output: 

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online 

dan terintegrasi. 

IKK Output :  

11)  Persentase data yang dapat berbagi pakai. 

 

Jumlah data yang dapat berbagi pakai yaitu 478 data dari total jumlah data yang 

ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto di tahun 2021 sejumlah 1249 

elemen data pada portal : satudatapalapa.mojokertokab.go.id. 

 

 

Data Pendukung : 

• Rekap jumlah elemen data Kabupaten Mojokerto tahun 2021 

• Screenshot data berbagi pakai tahun 2021 yang tersedia pada portal 

satudatapalapa.mojokertokab.go.id. 

 

 

 
 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 
 

No
. 

Username Fullna
me 

Jumlah Elemen 
Data 

   

1 diskominfo Dinas Komunikasi dan Informatika 33    

2 bpkad Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 41   v 
3 bkpp Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 24   v 
4 bakesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 19    

5 bpbd Badan Penanggulangan Bencana Daerah 27   v 
6 bapenda Badan Pendapatan Daerah 12   v 
7 dinkes Dinas Kesehatan 118   v 
8 bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 52   v 
9 disdukcapil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 17   v 

10 dinkopum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 19   v 
11 dlh Dinas Lingkungan Hidup 48    

12 dispari Dinas Pangan dan Perikanan 52   v 
13 disparpora Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 55   v 
14 dpupr Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 95   v 
15 dpmd Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 39   v 
16 dpmptsp Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 29   v 
17 dp2kbp2 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan 
78    

18 disdik Dinas Pendidikan 36   v 
19 disperindag Dinas Perindustrian dan Perdagangan 38    

20 disperka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 27    

21 disperta Dinas Pertanian 33   v 
22 dprkp2 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan 45    

23 dinsos Dinas Sosial 17    

24 disnakertrans Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 61   v 
25 inspektorat Inspektorat 23   v 
26 kec_dlanggu Kecamatan Dlanggu 7   v 
27 kec_bangsal Kecamatan Bangsal 7   v 
28 kec_dawarblandong Kecamatan Dawarblandong 7   v 
29 kec_gedeg Kecamatan Gedeg 7   v 
30 kec_jetis Kecamatan Jetis 7   v 
31 kec_gondang Kecamatan Gondang 7   v 
32 kec_jatirejo Kecamatan Jatirejo 7   v 
33 kec_kemlagi Kecamatan Kemlagi 7   v 
34 kec_mojosari Kecamatan Mojosari 7   v 
35 kec_kutorejo Kecamatan Kutorejo 7   v 
36 kec_mojoanyar Kecamatan Mojoanyar 7   v 
37 kec_ngoro Kecamatan Ngoro 7   v 
38 kec_puri Kecamatan Puri 7   v 
39 kec_pacet Kecamatan Pacet 7   v 
40 kec_pungging Kecamatan Pungging 7   v 
41 kec_sooko Kecamatan Sooko 7   v 
42 kec_trawas Kecamatan Trawas 7   v 
43 kec_trowulan Kecamatan Trowulan 7   v 
44 rsud_soekandar RSUD Prof. Dr. Soekandar 10   v 
45 rsud_basoeni RSUD RA. Basoeni 10   v 
46 satpolpp Satuan Polisi Pamong Praja 39   v 
47 sekretariat_dprd Sekretariat DPRD 18    

48 pbj Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 4   v 
49 bag_adm_perekonomia

n 
Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah 1    

50 bag_organisasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 3    

Total 1249   39 

Lampiran Data Pendukung 
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 
 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto 
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Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

REKAP ELEMEN DATA TAHUN 2021 

No. Username Nama OPD 
Jumlah Elemen 

Data 

1 diskominfo Dinas Komunikasi dan Informatika 33 

2 

  

bpkad 

  

Badan Pengelolaan Keuangan dan 

AsetDaerah 41  

3  bkpp  

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan 24  

4 bakesbangpol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 19 

5 bpbd Badan Penanggulangan Bencana Daerah 27 

6 bapenda Badan Pendapatan Daerah 12 

7 dinkes Dinas Kesehatan 118 

8 bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 52 

9 disdukcapil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 17 

10 dinkopum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 19 

11 dlh Dinas Lingkungan Hidup 48 

12 dispari Dinas Pangan dan Perikanan 52 

13 disparpora Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 55 

14 dpupr Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 95 

15 dpmd Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 39 

16  dpmptsp  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 29  

17  dp2kbp2  

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 78  

18 disdik Dinas Pendidikan 36 

19 disperindag Dinas Perindustrian dan Perdagangan 38 

20 disperka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 27 

21 disperta Dinas Pertanian 33 

22  dprkp2  

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Pemukiman dan Perhubungan 45  

23 dinsos Dinas Sosial 17 

24 disnakertrans Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 61 

25 inspektorat Inspektorat 23 

26 kec_dlanggu Kecamatan Dlanggu 7 

27 kec_bangsal Kecamatan Bangsal 7 

28 kec_dawarblandong Kecamatan Dawarblandong 7 

29 kec_gedeg Kecamatan Gedeg 7 

30 kec_jetis Kecamatan Jetis 7 

31 kec_gondang Kecamatan Gondang 7 

32 kec_jatirejo Kecamatan Jatirejo 7 

33 kec_kemlagi Kecamatan Kemlagi 7 

34 kec_mojosari Kecamatan Mojosari 7 

35 kec_kutorejo Kecamatan Kutorejo 7 

36 kec_mojoanyar Kecamatan Mojoanyar 7 

37 kec_ngoro Kecamatan Ngoro 7 

38 kec_puri Kecamatan Puri 7 

39 kec_pacet Kecamatan Pacet 7 

40 kec_pungging Kecamatan Pungging 7 

41 kec_sooko Kecamatan Sooko 7 

42 kec_trawas Kecamatan Trawas 7 

43 kec_trowulan Kecamatan Trowulan 7 

44 rsud_soekandar RSUD Prof. Dr. Soekandar 10 



Catatan :
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Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

45 rsud_basoeni RSUD RA. Basoeni 10 

46 satpolpp Satuan Polisi Pamong Praja 39 

47 sekretariat_dprd Sekretariat DPRD 18 

48  pbj  

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah 4  

49  bag_adm_perekonomian  

Bagian Administrasi Perekonomian 

Sekretariat Daerah 1  

50 bag_organisasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 3 

TOTAL 1249 

 

 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 
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Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 
Screenshot data berbagi pakai tahun 2021 yang tersedia pada portal 

satudatapalapa.mojokertokab.go.id. 
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Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 

- Penjelasan IKK Output: 

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online 

dan terintegrasi. 

IKK Output :  

12)  Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang 

mendukung smart city. 

 

Belum ada perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung 

smart city di tahun 2021 karena masih tahap trial aplikasi yang mendukung 

smart city pada 4 opd yaitu :  

• Dinas Lingkungan Hidup : Waste management 

• Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : Smart Lighting 

• Perumdam : Water Management 

• Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Tracking Assets 

• RSUD Soekandar : Tracking Assets 

 

Data Pendukung : 

• MoU PT.Indosat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tentang 

Penerapan Ujicoba Internet Of Things untuk Kota Cerdas di Lingkungan 

Kabupaten Mojokerto. 

 

 

 
 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 
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- Penjelasan IKK Output: 

IKK Outcome : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online 

dan terintegrasi. 

IKK Output :  

13)  Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi 

 

Di tahun 2021 seluruh ASN pengelola TIK sejumlah 9 orang pada Bidang 

Informatika Dinas  Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto telah 

tersertifikasi kompetensi.  

 

Data Pendukung : 

• Data ASN Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Mojokerto. 

• Sertifikat kompetensi ASN Bidang Informatika. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto 

 

  

DATA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN BIDANG INFORMATIKA 

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO 
 

 

No Nama Pegawai NIP Sertifikasi Kompetensi 

 

1 

  

Ir. ANDI WIJANARKO, MM. 19641114 199302 1 003 
ITIL V4, Network Operation Center (NOC), 

Security Operation Center (SOC) 

 

2 

 

  

DIDING ADI PARWOTO, 

S.Kom.,M.Eng. 
19830119 201001 1 010 

Enterprise Architecture with TOGAF, 

Information System Analysis, Information 

System Design, IT Governance with COBIT 

 

 

3 

 

  

WILLIAMSON HOTMATUA M ,ST 19840124 201001 1 010 

ITIL V4, Network Operation Center (NOC), 

Security Operation Center (SOC), Enterprise 

Architecture with TOGAF, \IT Governance 

with COBIT 

 

 

4 

 

  

WIRAT MOKO HADI S. , S.Kom 19951209 201903 1 004 

Information System Design, Mobile Front-end 

with PWA, Front-end Web Development, 

Information System Analys, Beckend Web 

API Programming 

5 

  

DAROJAT NOOR ABIDIN , S.Kom. 19910701 201903 1 006 

Mobile Front-end with PWA, Front-end Web 

Development, Beckend Web API 

Programming 

6 

  

ARIF SUBROTO , S.Kom 19961216 201903 1 002 

Mobile Front-end with PWA, Front-end Web 

Development, Beckend Web API 

Programming 

 

7 

  

ULINNUHA NASHIRUDIN ,S.Kom 19911023 201903 1 005 
Network Security With Mikrotik, Traffic 

Management with Mikrotik 

 

8 

  

DIONO, S.H 

  

19701002 200112 1 002 

  

Training Awereness Sistem Manajemen 

Keamanan Informasi (ISO 27001 :2013) 

  

9 

  

 

HANTON DIAN RUMANTO 

  

19850223 201001 1 004 

  

Training Awereness Sistem Manajemen 

Keamanan Informasi (ISO 27001 :2013) 

  
 
 
 

Mengetahui 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Mojokerto 
 

 

 
 

Catatan : 
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1) IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah 

Konsep/Definisi : Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota 

IKK Output :  

1) Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan 

sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan. 

2) Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen 

keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem 

elektronik yang ada pada pemerintah daerah. 

3) Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko 

kategori rendah. 

4) Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada 

pemerintah (PHKS) yang ditetapkan. 

 

 

 

 

 

INDIKATOR KINERJA KUNCI 

Urusan Persandian 

3 



II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota

1)
- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi :
Rumus : 1

5

Keterangan : ▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

- Penjelasan IKK Output
CAPAIAN 

KINERJA
KETERANGAN

1) 0

1

Kerangka kerja keamanan informasi 

Pengelolaan aset informasi 

Teknologi dan keamanan informasi

Indeks KAMI dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara selfassessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN 

BAB XXV

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERSANDIAN

IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah 

Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah nilai per area keamanan informasi

x 100% x 100% 20,00% Dokumen GAP Analisis ISO 27001
Jumlah area penilaian

Yang dimaksud dengan Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dilihat dari Indeks KAMI

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi

Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi yaitu

Tata kelola keamanan informasi 

Pengelolaan resiko keamanan informasi 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS

Tingkat keamanan 

informasi pemerintah 

Persentase kegiatan 

strategis yang telah 

diamankan melalui 

kegiatan pengamanan 

sinyal dibanding 

banyaknya jumlah 

kegiatan strategis yang 

harus diamankan.

Jumlah kegiatan strategis teramankan
x 100% x 100%

Hasil verifikasi dapat berupa laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI yang berlaku satu tahun

Daerah yang belum pernah melaksanakan/mengukur Indeks KAMI dapat membuat surat keterangan

Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

0,00%
Pemda sudah memiliki perangkat 

tapi belum terimplementasikanJumlah kegiatan strategis yang ada

Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah 

maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau 

kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan 

pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan 

guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, 

Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara 

Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses 

komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan 

strategis.



2)

10

244

3)
0

0

Persentase sistem 

elektronik yang telah 

menerapkan prinsip 

sistem manajemen 

yang telah menerapkan 

prinsip-prinsip 

manajemen keamanan 

informasi (SMKI) dan 

atau aplikasi 

persandian dibanding 

jumlah sistem elektronik 

yang ada pada 

pemerintah daerah.

Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan 

kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk 

mendeteksi ada tidaknya kerawanan

Persentase sistem 

elektronik/asset informasi 

yang telah diaudit dengan 

resiko kategori rendah 

Jumlah SE atau aset informasi yang 

telah diaudit dengan resiko kategori 

rendah
x 100% x 100% 0,00%

sda.

Jumlah SE yang ada

siskeudes,antik,sikh,mojopahitshoppin

gcenter,sanapati,klikmojo,e-

monev,sso,e-mover,mojokertokab)

Jumlah SE yang ada

Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan 

diamankan sertifikat elektronik atau 

aplikasi penyandian

x 100% x 100%

4,10%

Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan 

adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai.

Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur 

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, 

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan 

dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam 

sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, 

e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll

Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang 

menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, 

kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan 
Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem 

secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk 

mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, 

meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup 

struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, 



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
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Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Persentase titik yang 

diamankan dibanding

dengan jumlah seluruh 

titik pada pemerintah 

(PHKS) yang 

ditetapkan

Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang 

memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem 

komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan 

mengangkan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan 

komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala 
PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang 

digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda 

dimungkinkan tergelar beberapa JKS. 
JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan 

telekomunikasi 

Jumlah titik teramankan
x 100% x 100% 83,33%

Jumlah titik pada PHKS
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Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 
1) IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah 

Penjelasan IKK Outcome : 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto di tahun 2021 belum 

melaksanakan Pengukuran Indeks KAMI untuk tingkat keamanan informasi pemerintah. 

Hal ini dikarenakan anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan Indeks KAMI 

bersumber dari APBD Perubahan Tahun 2021, sedangkan waktu penetapan APBD 

Perubahan mengalami kemunduran yaitu pada akhir oktober 2021 yang berakibat 

singkatnya/ tidak cukupnya waktu untuk pelaksanaan kegiatan sehingga pengukuran 

Indeks KAMI tidak jadi dilaksanakan. 

Akan tetapi di tahun 2021 telah dilaksanakan GAP Analisis ISO : 27001 : 2013 pada ruang 

lingkup performa keamanan sistem informasi pada operasional layanan yang bisa 

mewakili 1 area dari 5 area penilaian pengamanan informasi yaitu pada area teknologi 

dan keamanan informasi.  

Pengukuran Indeks KAMI akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan penganggaran 

pada APBD Tahun 2022. Berikut kami lampirkan DPA Program Penyelenggaraan 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi Tahun 2022. 

Data Pendukung : 

• DPA Tahun 2022 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan 

Informasi (terlampir) 

• Softcopy hasil pelaksanaan kegiatan GAP Analisis ISO : 27001 : 2013 (terlampir) 
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Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Mojokerto, dengan ini menerangkan bahwa : 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto di tahun 2021 belum 

melaksanakan Pengukuran Indeks KAMI untuk tingkat keamanan informasi pemerintah. 

Pengukuran Indeks KAMI akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan penganggaran pada 
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Pengamanan Informasi Tahun 2022. 
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 PEMERINTAH   KABUPATEN   MOJOKERTO 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
Jalan  KH. Ashari No.12  Mojokerto,Kode Pos 61318 Jawa Timur 

Telp.(0321)  391268  Fax. (0321) 391268 
Website : http : //www.mojokertokab.go.id 

 

Mojokerto, 24 Januari 

2020 

KEPALA DINAS 

KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

KABUPATEN MOJOKERTO 

 

 

 

Drs. ARDI SEPDIANTO, 

M.Si. 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19700927 199101 1 

002 

     Mojokerto, 7 Februari 2022  

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO 

 

 

 

 



i 

 

 



ii 

 

 

DAFTAR ISI 
 

DAFTAR TABEL ............................................................................................................................................. iii 
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................................................... iv 
BAB I ................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
PENDAHULUAN ................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

1.1. LATAR BELAKANG ......................................... Error! Bookmark not defined. 

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN .................................. Error! Bookmark not defined. 

1.3. RUANG LINGKUP ............................................. Error! Bookmark not defined. 
BAB II .................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
METODOLOGI ................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

2.1. Tentang ISO 27001 .............................................. Error! Bookmark not defined. 

2.2. Metodologi Dalam Pelaksanaan  Pekerjaan Gap Analisis ISO 27001 dan Training 

Awareness ISO 27001  Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mojokerto

 Error! Bookmark not defined. 

2.2.1 Perencanaan.......................................................... Error! Bookmark not defined. 

2.2.2 Pelaksanaan .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

2.2.3 Pembuatan Laporan .............................................. Error! Bookmark not defined. 
BAB III ................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
JADWAL KEGIATAN ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

3.1. Jadwal Kegiatan ................................................... Error! Bookmark not defined. 
BAB IV ................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
PELAKSANAAN PEKERJAAN ......................................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.1. Perencanaan.......................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.1.1 Penentuan Ruang Lingkup ................................... Error! Bookmark not defined. 

4.1.2 Penentuan Metode ................................................ Error! Bookmark not defined. 

4.1.3 Pembuatan Jadwal ................................................ Error! Bookmark not defined. 

4.2. Pelaksanaan .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.2.1 Interview .............................................................. Error! Bookmark not defined. 

4.2.2 Studi Dokumen..................................................... Error! Bookmark not defined. 

4.2.3 Studi Implementasi Dokumen & Observasi Lapangan ....... Error! Bookmark not 

defined. 
BAB V .................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
PENUTUP ............................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

5.1. Kesimpulan .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

5.2. Saran. .................................................................... Error! Bookmark not defined. 
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

 

  



iii 

 

DAFTAR TABEL 
 

Table 1 Jadwal Kegiatan ................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Table 2 Hasil Gap Analisis Pasal ISO 27001:2013 ruang lingkup Operasional Aplikasi ................................................... 5 
Table 3 Hasil Gap Analisis Annex ISO 27001:2013 ruang lingkup Operasional Aplikasi Error! Bookmark not defined. 
Table 4 Hasil Gap Analisis Pasal ISO 27001:2013 ruang lingkup Operasional Sandi ...... Error! Bookmark not defined. 
Table 5 Hasil Gap Analisis Annex ISO 27001:2013 ruang lingkup Operasional Sandi .... Error! Bookmark not defined. 
Table 6 Hasil Gap Analisis Pasal ISO 27001:2013 ruang lingkup Data Center ............................................................... 31 
Table 7 Hasil Gap Analisis Annex ISO 27001:2013 ruang lingkup Data Center ............................................................. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

DAFTAR GAMBAR 

 
Gambar  1 Hubungan antar keluarga ISO 27001 .............................................................. Error! Bookmark not defined. 
Gambar  2 Proses Interview dengan personil terkait ......................................................... Error! Bookmark not defined. 
Gambar  3 Seminar Gap Analisis dan Training Awareness ISO 27001:2013 ................... Error! Bookmark not defined. 
Gambar  4 Daftar SOP yang dimiliki ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/%5bDraft%5d%20Laporan%20Akhir%20Kominfo%20Mojokerto%202021.docx%23_Toc75270806
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/%5bDraft%5d%20Laporan%20Akhir%20Kominfo%20Mojokerto%202021.docx%23_Toc75270807
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/%5bDraft%5d%20Laporan%20Akhir%20Kominfo%20Mojokerto%202021.docx%23_Toc75270808


    

 

5 

 

Table 1 Hasil Gap Analisis Pasal ISO 27001:2013 ruang lingkup Operasional Aplikasi 

NO PASAL URAIAN 

DOKUMEN IMPLEMENTASI 

HASIL ASSESSMENT SARAN PERBAIKAN TIDAK 
ADA 

ADA, 
SEBAGIAN 

KECIL 
SESUAI 

ADA, 
SEBAGIAN 

BESAR 
SESUAI 

SESUAI 
TIDAK 

IMPLEMENTASI 

IMPLEMENTASI 
SEBAGIAN 

KECIL 

IMPLEMENTASI 
SEBAGIAN BESAR 

KONSISTEN 
IMPLEMENTASI 

1 PASAL 4 HAL-HAL TERKAIT ORGANISASI 

  4,1 

Pemahaman terkait 
organisasi dan semua 
hal yang terkait 
konteks 

                    

  a 

Tentukan isu 
eksternal  yang 
relevan dengan 
tujuannya dan yang 
mempengaruhi 
kemampuannya 
untuk mencapai hasil 
yang diharapkan dari 
sistem manajemen 
keamanan 
informasinya. 

  x       x     

Organisasi  Belum 
menentukan isu 
eksternal dan isu 

internal terkait Sistem 
Manajemen Keamanan 

Informasi (SMKI) 

1. Menentukan isu-isu 
internal & eksternal  
yang relevan dengan 
tujuannya dan yang 
mempengaruhi 
kemampuannya untuk 
mencapai hasil yang 
diharapkan dari sistem 
manajemen keamanan 
informasinya.                     
2. Membuat proses 
bisnis, terutama sesuai 
dengan ruang lingkup 
(misal : ruang lingkup 
ISO 27001:2013 tentang 
data center, maka 
didetailkan proses bisnis 
pada data center) 

  b 

Tentukan isu internal   
yang relevan dengan 
tujuannya dan yang 
mempengaruhi 
kemampuannya 
untuk mencapai hasil 
yang diharapkan dari 
sistem manajemen 
keamanan 
informasinya. 

  x       x     

  4,2 

Pemahaman terkait 
harapan dan 
kebutuhan pihak 
terkait 
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  a 

Penentuan pihak 
terkait yang relevan 
terhadap sistem 
manajemen 
keamanan informasi 

x       x       

Belum menentukan 
pihak-pihak yang 
terkait dengan Sistem 
Keamanan Manajemen 
Informasi dan belum 
dilakukan identifikasi 
persyaratan terhadap 
pihak-pihak terkait 

1. Penentuan pihak 
terkait yang relevan 
terhadap sistem 
manajemen keamanan 
informasi 

  b 

Identifikasi 
persyaratan pihak 
terkait (perijinan, 
peraturan, kontrak) 

x       x       

Belum teridentifikasi 
persyaratan pihak 
terkait (perijinan, 
peraturan, kontrak) 

2. Identifikasi 
persyaratan pihak terkait 
(perijinan, peraturan, 
kontrak) 

  4,3 
Penentuan ruang 
lingkup penerapan 
SMKI 

                

Belum ditentukan 
ruang lingkup Sistem 
Manajemen Kamanan 
Informasi 

Menentukan Ruang 
Lingkup Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi, Dapat 
diperoleh dari Hasil Gap 
Analisa 

    

Saat menentukan 
ruang lingkup ini, 
organisasi harus 
mempertimbangkan: 

                   === 

  a 
Isu eksternal dan 
internal 

x         x     
Belum nenentukan isu 
Internal dan Eksternal 

Untuk ruang lingkup 
disarankan, apabila ingin 
melakukan implementasi 
hingga sertifikasi ISO 
27001:2013 kurang dari 
12 Bulan adalah 
"Supporting Data 
Center" atau " 

  b Peraturan terkait   x       x     
Peraturan terkait ada 
namun belum 
terimplementasikan 

  c 

Tampilan dan 
keterikatan antara 
aktifitas organisasi 
dengan organisasi lain 

  x       x     

Koordinasi dengan 
organisasi lain ada 
namun prosedur tidak 
dijalankan.  

                        

  4,4 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 
harus: 

                  
 Membuat kebijakan 
tentang penetapan, 
penerapan 
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  a Ditetapkan x               

Belum pernah 
menetapkan, 
menerapkan dan 
memelihara Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi 

danpemeliharaan Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi serta dilakukan 
Pengesahan dan 
Mensosialisasikan 
Kebijakan tersebut 

  b Diterapkan x               

Belum pernah 
menetapkan, 
menerapkan dan 
memelihara Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi 

  c Dipelihara x               

Belum pernah 
menetapkan, 
menerapkan dan 
memelihara Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi 

POINT 
0 4 0 0 0 5 0 0     

4   33% 5 42%     

2 PASAL 5 KEPEMIMPINAN 

  5,1 

Top Manajemen 
harus menunjukkan 
kepemimpinan dan 
komitmen 
sehubungan dengan 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 
dengan: 

                 - 

Top Manajemen terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi  
melalui melakukan 
meeting berkala, 
evaluasi berkala, tinjuan 
manajemen, dll, untuk :  

  a 

Memastikan 
kebijakan keamanan 
informasi dan tujuan 
keamanan informasi 
ditetapkan dan sesuai 
dengan arahan 
strategis organisasi; 

x         x     

Top Manajemen belum 
menunjukkan 
kepemimpinan dan 
komitmen sehubungan 
dengan Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi. Namun 
sudah ada rencana 
penerapan. 

1. Memastikan kebijakan 
keamanan informasi dan 
tujuan keamanan 
informasi ditetapkan dan 
sesuai dengan arahan 
strategis organisasi; 
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  b 

Memastikan integrasi 
persyaratan Sistem 
Manajemen 
Keamanan Informasi 
ke dalam proses 
organisasi 

x       x       

Top Manajemen belum 
menunjukkan 
kepemimpinan dan 
komitmen sehubungan 
dengan Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi 

2. Memastikan integrasi 
persyaratan sistem 
manajemen keamanan 
informasi ke dalam 
proses organisasi 

  c 

Memastikan bahwa 
sumber daya yang 
dibutuhkan untuk 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 
tersedia 

  x       x     

Top Manajemen belum 
menunjukkan 
kepemimpinan dan 
komitmen sehubungan 
dengan Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi. Sudah ada 
SDM yang 
Berkompetensi. 

3. Mengkomunikasikan 
pentingnya manajemen 
keamanan informasi 
yang efektif dan sesuai 
dengan persyaratan 
sistem manajemen 
keamanan informasi 

  d 

Mengkomunikasikan 
pentingnya 
manajemen 
keamanan informasi 
yang efektif dan 
sesuai dengan 
persyaratan Sistem 
Manajemen 
Keamanan Informasi 

x       x       

Top Manajemen belum 
menunjukkan 
kepemimpinan dan 
komitmen sehubungan 
dengan Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi 

4. Memastikan bahwa 
sistem manajemen 
keamanan informasi 
mencapai hasil yang 
diinginkan; 

  e 

Memastikan bahwa 
sistem manajemen 
keamanan informasi 
mencapai hasil yang 
diinginkan 

  x       x     

Top Manajemen belum 
menunjukkan 
kepemimpinan dan 
komitmen sehubungan 
dengan Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi 

5. Mengarahkan dan 
mendukung tim SMKI 
untuk berkontribusi 
pada keefektifan sistem 
manajemen keamanan 
informasi; 
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  f  

Mengarahkan dan 
mendukung orang 
untuk berkontribusi 
pada keefektifan 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

x       x       

Top Manajemen belum 
menunjukkan 
kepemimpinan dan 
komitmen sehubungan 
dengan Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi 

6. Mendukung peran 
manajemen lain yang 
relevan untuk 
menunjukkan 
kepemimpinan mereka 
sesuai dengan bidang 
tanggung jawab mereka 

  g 

Membuat 
perencanaan 
perbaikan secara 
berkelanjutan 

  x       x     

Top Manajemen belum 
menunjukkan 
kepemimpinan dan 
komitmen sehubungan 
dengan Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi 

7. Membuat 
perencanaan 
berkelanjutan 

  h 

Mendukung peran 
manajemen lain yang 
relevan untuk 
menunjukkan 
kepemimpinan 
mereka sesuai dengan 
bidang tanggung 
jawab mereka 

x       x       

Top Manajemen belum 
menunjukkan 
kepemimpinan dan 
komitmen sehubungan 
dengan Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi. 

8. Mendukung peran 
manajemen lain yang 
relevan untuk 
menunjukkan 
kepemimpinan mereka 
sesuai dengan bidang 
tanggung jawab mereka 

  5,2 

Top Manajemen 
harus menetapkan 
kebijakan keamanan 
informasi 

                

Top Manajemen belum 
menetapkan kebijakan 
keamanan informasi 
serta belum melakukan 
dokumentasi 
kebijakan, 
mengkomunikasikan, 
menyediakan untuk 
pihak terkait dan 
melakukan kaji ulang. 

Membuat Kebijakan 
Keamanan Informasi 
yang didalamnya : sesuai 
dengan tujuan 
organisasi, tujuan 
keamanan informasi, 
komitment memenuhi 
persyaratan terkait 
keamanan informasi, 
komitmen meningkatkan 
sistem manajemen 
keamanan informasi 
secara 
berkelanjutan.serta 
mendokumentasi 
kebijakan, 
mengkomunikasikan, 
menyediakan untuk 
pihak terkait dan 
melakukan kaji ulang. 

  a 
Sesuai dengan tujuan 
organisasi 

x       x       
Masih belum ada 
Kebijakan terkait SMKI 

  b 
Menyediakan 
kerangka kerja untuk 

x       x       
Masih belum ada 
Kebijakan terkait SMKI 
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menetapkan tujuan 
keamanan informasi 

  c 

Komitmen untuk 
memenuhi 
persyaratan yang 
berlaku terkait 
dengan keamanan 
informasi 

x       x       
Masih belum ada 
Kebijakan terkait SMKI 

  d 

Komitmen untuk 
terus meningkatkan 
sistem manajemen 
keamanan informasi 

x       x       
Masih belum ada 
Kebijakan terkait SMKI 

    

Kebijakan keamanan 
informasi harus 
(didokumentasikan, 
dikomunikasikan, 
tersedia untuk pihak 
terkait dan dikaji 
ulang) 

x       x       
Masih belum ada 
Kebijakan terkait SMKI 

  e 
Harus 
didokumentasikan 

x       x       
Masih belum ada 
Kebijakan terkait SMKI 

  f 
Harus 
dikomunikasikan 

x       x       
Masih belum ada 
Kebijakan terkait SMKI 

  g 
Harus tersedia untuk 
semua pihak terkait 

x       x       
Masih belum ada 
Kebijakan terkait SMKI 

  h Harus dikaji ulang x                 

  5,3 
Fungsi, wewenang 
dan tanggungjawab 
organisasi 

                

Organisasi belum 
menentukan struktur 
organisasi, jobdesk dan 
wewenang terkait 
kebijakan Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi 

1. Membuat struktur 
organisasi serta jobdesk 
terkait Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi                                                         
2. Menunjuk 
penanggung 
jawab/kooridnator 
keamanan informasi dan 
membuat Struktur 
Keamanan Informasi          
3. Menunjuk 
penanggung 
jawab/koordinator dan 
Tim Audit Internal,                                                                                                               
 4. Membuat 
Penanggung jawab 
/koordinator Tim 
Businness Continuity 
Manajemen dan Insiden 
Respon Plan                                                                                                                        

    

Manajemen puncak 
harus menetapkan 
tanggung jawab dan 
wewenang untuk : 

                  

  a 

Memastikan bahwa 
sistem manajemen 
keamanan informasi 
sesuai dengan 
persyaratan standar 
ini 

x       x         
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  b 

Melaporkan kinerja 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 
kepada Top 
Manajemen 

x       x         

5. Semua tim diatas 
disahkan 

POINT 
0 3 0 0 0 4 0 0     

3 33% 4 44%     

3 PASAL 6 PERENCANAAN 

  6,1 
Tindakan terkait 
peluang dan resiko 

                    

  6.1.1 

Saat 
merencanakanSistem 
Manajemen 
Keamanan Informasi, 
organisasi harus 
mempertimbangkan 
isu-isu yang 
disebutkan dalam 4.1 
dan persyaratan yang 
disebutkan dalam 4.2 
dan menentukan 
risiko dan peluang 
yang perlu ditangani: 

                  

1. Menentukan 
identifikasi analisa resiko 
/ Risk Assessment 
berdasarkan tiap pemilik 
resiko                                                             
2. Melakukan 
penanganan analisa 
resiko terkait Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi 

  a 

Memastikan Sistem 
Manajemen 
Keamanan Informasi 
dapat mencapai hasil 
yang diharapkan 

x       x       

Belum pernah 
dilakukan identifikasi 
analisa resiko 
berdasarkan 
bagian/divisi pemilik 
resiko terkait Sistem 
Manajemen Keamanan 
Iinformasi 

  b 
Mencegah, atau 
mengurangi, efek 
yang tidak diinginkan 

x       x       

Belum pernah 
dilakukan identifikasi 
analisa resiko 
berdasarkan 
bagian/divisi pemilik 
resiko terkait Sistem 
Manajemen Keamanan 
Iinformasi 

  c 
Pencapaian perbaikan 
yang berkelanjutan 

x       x       

Belum pernah 
dilakukan identifikasi 
analisa resiko 
berdasarkan 
bagian/divisi pemilik 
resiko terkait Sistem 
Manajemen Keamanan 
Iinformasi 
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Organisasi harus 
merencanakan : 

                  

  d 
Tindakan untuk 
mengatasi risiko dan 
peluang 

x       x       

Belum pernah 
dilakukan identifikasi 
analisa resiko 
berdasarkan 
bagian/divisi pemilik 
resiko terkait Sistem 
Manajemen Keamanan 
Iinformasi 

  e Bagaimana untuk :                   

    

1. Mengintegrasikan 
dan menerapkan 
tindakan ke dalam 
proses Sistem 
Manajemen 
Keamanan Informasi 

x       x         

    
2. Mengevaluasi 
keefektifan tindakan 
ini 

x       x         

  6.1.2 
Pengukuran resiko 
keamanan informasi 

                

Belum menentukan 
pengukuran resiko 
berdasarkan pemilik 
resiko terkait Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi 

  

    

Organisasi harus 
menentukan dan 
menerapkan proses 
penilaian risiko 
keamanan informasi 

                  

1. Organisasi harus 
menentukan pengukuran 
resiko berdasarkan 
pemilik resiko                                                                       
 2. Organisasi harus 
menentukan 
kebertrimaan resiko 
terkait SMKI 
3. Menetapkan Sasaran 
dan Tujuan dari Hasil 
Analisa Resiko 

  a 

Menetapkan dan 
memelihara kriteria 
risiko keamanan 
informasi yang 
mencakup 

                   

    
1. Kriteria penerimaan 
risiko 

x       x       
Tidak ada Kriteria 
penerimaan risiko 

    

2. Kriteria untuk 
melakukan penilaian 
risiko keamanan 
informasi 

x       x       

Tidak ada Kriteria 
untuk melakukan 
penilaian risiko 
keamanan informasi 
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  b 

Memastikan bahwa 
penilaian risiko 
keamanan informasi 
yang berulang 
menghasilkan hasil 
yang konsisten, valid 
dan sebanding 

x       x       

Masih belum dapat 
Memastikan bahwa 
penilaian risiko 
keamanan informasi 
yang berulang 
menghasilkan hasil 
yang konsisten, valid 
dan sebanding 

  c 
Mengidentifikasi 
risiko keamanan 
informasi 

                  

    

1. Menerapkan proses 
penilaian risiko 
keamanan informasi 
untuk 
mengidentifikasi 
risiko yang terkait 
dengan hilangnya 
kerahasiaan, 
integritas dan 
ketersediaan 
informasi dalam 
ruang lingkup sistem 
manajemen 
keamanan informasi. 

x       x       
Belum ada proses 
penilaian resiko 
terhadap SMKI 

    
2.Identifikasi pemilik 
resiko 

x       x       
Belum ditetapkan 
pemilik resiko 

  d 
Menganalisis risiko 
keamanan informasi 

                  

    

1. Menilai 
konsekuensi potensial 
yang akan terjadi jika 
risiko yang 
diidentifikasi dalam 
6.1.2 c) 1) terwujud 

x       x       
Belum ada analisa  
risiko keamanan 
informasi 

    

2.Menilai 
kemungkinan realistis 
terjadinya risiko yang 
diidentifikasi dalam 
6.1.2 c) 1) 

x       x       
Belum ada analisa  
risiko keamanan 
informasi 

    
3. Menentukan level 
resiko 

x       x       
Belum ada analisa  
risiko keamanan 
informasi 

  e 
Mengevaluasi risiko 
keamanan informasi 

                  

    
1. Bandingkan hasil 
analisis risiko dengan 
kriteria risiko yang 

x       x       
Belum ada evaluasi 
risiko keamanan 
informasi 
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ditetapkan dalam 
6.1.2 a) 

    

2. Memprioritaskan 
risiko yang dianalisis 
untuk penanganan 
risiko 

x       x       
Belum ada evaluasi 
risiko keamanan 
informasi 

  6.1.3 
Penanganan resiko 
Keamanan informasi 

                

Organisasi belum 
mempunyai prosedur 
tentang penanganan 
resiko keamanan 
informasi 

  

  a 

Pilih opsi penanganan 
risiko keamanan 
informasi yang sesuai, 
dengan 
memperhitungkan 
hasil penilaian risiko 

x       x         

1. Menentukan analisa 
risiko sesuai dengan 
proses yang dijadikan 
ruang lingkup di Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi.                                                                                               
 2. Mengambil 
penanganan risiko pada 
kontrol yang ditentukan 
pada Standar ISO 
27001:2013.                           
3. Membuat Pernyataan 
Pemberlakuan dari 
Kontrol yang ditetapkan 
oleh ISO 27001:2013.      
4. Menetapkan pemilik 
risiko sampai ke 
personal. 

  b 

Tentukan semua 
kontrol yang 
diperlukan untuk 
menerapkan opsi 
penanganan risiko 
keamanan informasi 
yang dipilih 

x       x       

Organisasi belum 
mempunyai prosedur 
tentang penanganan 
resiko keamanan 
informasi 

  c 

Bandingkan kontrol 
yang ditentukan pada 
6.1.3 b) di atas 
dengan yang ada di 
Annex A dan pastikan 
tidak ada kontrol yang 
diperlukan 

x       x       

Organisasi belum 
mempunyai prosedur 
tentang penanganan 
resiko keamanan 
informasi 

  d 

Menghasilkan 
pernyataan 
penerapan yang berisi 
kontrol yang 
diperlukan (lihat 6.1.3 
b dan c) dan justifikasi 
untuk inklusi, apakah 
dilakukan atau tidak, 
dan justifikasi untuk 
pengecualian kontrol 
dari Annex A 

x       x       

Organisasi belum 
mempunyai prosedur 
tentang penanganan 
resiko keamanan 
informasi 
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  e 
Merumuskan rencana 
penanganan risiko 
keamanan informasi 

x       x       

Organisasi belum 
mempunyai prosedur 
tentang penanganan 
resiko keamanan 
informasi 

  f 

Memastikan 
pengesahan dari 
pemilik resiko (PIC) 
dan keterberterimaan 
dari resiko sisa 

x       x       

Organisasi belum 
mempunyai prosedur 
tentang penanganan 
resiko keamanan 
informasi 

  6,2 

Tujuan keamanan 
informasi dan 
perencanaan 
pencapaiannya 

                

Belum direncanakan, 
ditetapkan, diterapkan, 
di ukur, serta di 
komunikasikan tujuan 
keamanan informasi 

Membuat Dokumentasi 
Tujuan Keamanan 

Informasi, yang 
konsisten dengan 

kebijakan, terukur, 
terkait dengan risiko, 
mengkomunikasikan 
tujuan tersebut dan 
selalu di perbaharui  

secara berkala. 

    

Organisasi harus 
menetapkan tujuan 
keamanan informasi 
pada fungsi dan 
tingkat yang relevan. 
Tujuan keamanan 
informasi harus 

                  

  a 
Tujuan SMKI harus 
konsisten dengan 
kebijakan SMKI 

x       x       

Belum direncanakan, 
ditetapkan, diterapkan, 
di ukur, serta di 
komunikasikan tujuan 
keamanan informasi 

  b 
Tujuan SMKI harus 
terukur 

x       x       

Belum direncanakan, 
ditetapkan, diterapkan, 
di ukur, serta di 
komunikasikan tujuan 
keamanan informasi 
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  c 
Tujuan SMKI harus 
terkait dengan daftar 
resiko 

x       x       

Belum direncanakan, 
ditetapkan, diterapkan, 
di ukur, serta di 
komunikasikan tujuan 
keamanan informasi 

  d 
Tujuan SMKI harus 
dikomunikasikan 

x       x       

Belum direncanakan, 
ditetapkan, diterapkan, 
di ukur, serta di 
komunikasikan tujuan 
keamanan informasi 

  e 
Tujuan SMKI harus 
termuktakhir (update) 

x       x       

Belum direncanakan, 
ditetapkan, diterapkan, 
di ukur, serta di 
komunikasikan tujuan 
keamanan informasi 

    

Organisasi harus 
menyimpan informasi 
terdokumentasi 
mengenai tujuan 
keamanan informasi 
Saat merencanakan 
bagaimana mencapai 
tujuan keamanan 
informasinya, 
organisasi harus 
menentukan 

                  

  f 
Merencanakan apa 
yang akan dilakukan 

x       x       

Belum direncanakan, 
ditetapkan, diterapkan, 
di ukur, serta di 
komunikasikan tujuan 
keamanan informasi 

  g 
Merencanakan 
sumberdaya yang 
dibutuhkan 

x       x       

Belum direncanakan, 
ditetapkan, diterapkan, 
di ukur, serta di 
komunikasikan tujuan 
keamanan informasi 
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  h 
Merencanakan pihak 
yang 
bertanggungjawab 

x       x       

Belum direncanakan, 
ditetapkan, diterapkan, 
diukur, serta di 
komunikasikan tujuan 
keamanan informasi 

  i 
Merencanakan target 
waktu penyelesaian 

x       x       

Belum direncanakan, 
ditetapkan, diterapkan, 
di ukur, serta di 
komunikasikan tujuan 
keamanan informasi 

  j 
Merencanakan 
bagaimana hasil 
dievaluasi 

x       x       

Belum direncanakan, 
ditetapkan, diterapkan, 
di ukur, serta di 
komunikasikan tujuan 
keamanan informasi 

POINT 
0 0 0 0 0 0 0 0     

0 0% 0 0%     

4 PASAL 7 PENDUKUNG 

  7,1 Sumber Daya                     

    

Organisasi harus 
menentukan dan 
menyediakan sumber 
daya yang dibutuhkan 
untuk pembentukan, 
implementasi, 
pemeliharaan dan 
perbaikan 
berkelanjutan dari 
sistem manajemen 
keamanan informasi 

x         x     

Sumber Daya sudah di 
sediakan, namun 
belum ada ketentuan 
tertulis tentang 
sumber daya yang 
dibutuhkan untuk 
pembentukan, 
implementasi, 
pemeliharaan dan 
perbaikan 
berkelanjutan dari 
sistem manajemen 
keamanan informasi 

Menyiapkan dan merinci 
sumber daya yang 
dibutuhkan (baik sumber 
daya 
manusia,infrastruktur, 
keuangan ataupun 
sumber daya peralatan) 
(detail sumber daya 
dapat diperoleh dari 
analisa risiko dan 
rencana perbaikan) , 
menyediakan 
sumberdaya yang telah 
di identifikasi 

  7,2 Kompetensi                     
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  a 

Tentukan kompetensi 
yang diperlukan orang 
yang melakukan 
pekerjaan di bawah 
kendalinya yang 
mempengaruhi 
kinerja keamanan 
informasinya 
(persyaratan jabatan) 

x         x     

Sudah ada sebagian 
kecil kompetensi yang 
diperlukan orang yang 
melakukan pekerjaan 
di bawah kendalinya 
yang mempengaruhi 
kinerja keamanan 
informasinya 
(persyaratan jabatan) 

Membuat Matrik 
kompetensi terutama 
tentang keamanan 
informasi, untuk 
menentukan kompetensi 
yang diperlukan, 
memastikan personil 
sudah kompeten, 
mengambil tindakan jika 
personil belum 
kompeten dan 
melakukan evaluasi 
personil 

  b 

Memastikan bahwa 
orang-orang ini 
kompeten atas dasar 
pendidikan, pelatihan, 
atau pengalaman 
yang sesuai 

x         x     
Belum ada Pelatihan 
Terkait Keamanan 
Informasi 

 Melakukan Training 
terkait keamanan 

informasi (Awareness 
ISO 27001:2103, Audit 

Internal ISO 27001:2103, 
Sertifikasi teknis sesuai 

keahlian dll) 

  c 

Jika memungkinkan, 
mengambil tindakan 
untuk memperoleh 
kompetensi yang 
diperlukan, dan 
mengevaluasi 
keefektifan tindakan 
yang dilakukan 

x         x     
Belum ada evaluasi 
kompetensi 

  d 
Bukti dokumen 
pendukung 
kompetensi 

x         x     
Belum ada bukti 
pendukung 
Kompetensi 

  7,3 Kepedulian                     

    

Orang yang 
melakukan pekerjaan 
di bawah kendali 
organisasi harus sadar 

                

Belum melakuan 
kesadaran tentang 
kebijakan keamanan 
informasi, kontribusi 
personil terhadap 
efektifitas keamanan 
informasi dan 
implikasinya. Beluk 
melakukan kesadaran 
tentang keamanan 
informasi. 

  

  a 
Kebijakan keamanan 
informasi 

x       x       Kebijakan Belum ada 
1. Melakukan sosialisasi 

kebijakan yang sudah 
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  b 

Kontribusi mereka 
terhadap efektivitas 
sistem manajemen 
keamanan informasi, 
termasuk manfaat 
kinerja keamanan 
informasi yang lebih 
baik 

x       x       
Masih Belum ada 
kontribusi karena 
belum ada Kebijakan 

dibuat, melakukan 
kesadaran peran dan 

dampak personil dalam 
penerapan SMKI melalui 
induksi berkala, planfet, 

berita dll) 

  c 

Implikasi tidak sesuai 
dengan persyaratan 
sistem manajemen 
keamanan informasi 

x       x       
Masih belum bisa 
diterapkan 

  7,4 Komunikasi                     

    

Organisasi harus 
menentukan 
kebutuhan akan 
komunikasi internal 
dan eksternal yang 
relevan dengan 
sistem manajemen 
keamanan informasi 
termasuk 

                    

  a 
Tentang apa yang 
harus 
dikomunikasikan 

x       x       
Belum ada Kebijakan 
dan Ketentuan terkait 
Komunikasi 

1. Membuat identifikasi 
(list) dan ketentuan 
tentang komunikasi, apa 
klasifikasi informasi yang 
akan dikomunikasikan, 
kapan waktunya 
berkomunikasi, dengan 
siapa berkomunikasi dan 
dimana komunikasi 
dilakukan.      
2. Membuat list semua 
kontak internal                                              
3. Membuat list semua 
kontak eksternal 
(vendor, Instansi Terkait 
dan pihak terkait 
lainnya) 

  b 
Kapan harus 
berkomunikasi 

x       x       
Belum ada Kebijakan 
dan Ketentuan terkait 
Komunikasi 

  c 
Dengan siapa 
berkomunikasi 

x       x       
Belum ada Kebijakan 
dan Ketentuan terkait 
Komunikasi 

  d 
Siapa yang harus 
berkomunikasi dan 

x       x       
Belum ada Kebijakan 
dan Ketentuan terkait 
Komunikasi 

  e 
Proses dimana 
komunikasi harus 
dilakukan 

x       x       
Belum ada Kebijakan 
dan Ketentuan terkait 
Komunikasi 

  7,5 
Informasi 
terdokumentasi 

                
    

  7.5.1 umum                     

    

Sistem manajemen 
keamanan informasi 
organisasi harus 
mencakup 
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  a 

Informasi 
terdokumentasi yang 
dipersyaratkan oleh 
Standar Internasional 
ini; 

x       x       
Belum ada informasi 
terdokumentasi 
terhadap SMKI 

1. Membuat kebijakan 
tentang adanya 
informasi 
terdokumentasi yang 
terkait dengan Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi 

  b 

Informasi 
terdokumentasi yang 
ditentukan oleh 
organisasi diperlukan 
untuk efektivitas 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

x       x       
Belum ada informasi 
terdokumentasi 
terhadap SMKI 

2. Melakukan evaluasi 
secara berkala terhadap 
kebiajakan informasi 
terdokumentasi yang 
berkaitan dengan tujuan 
organisasi yang relevan 
terhadap Sistem 
Manajemen Kemanan 
Informasi 

  7.5.2 
Membuat dan 
memperbarui 

                    

    

Saat membuat dan 
memperbarui 
informasi 
terdokumentasi, 
organisasi harus 
memastikan yang 
sesuai 

                    

  a 

Identifikasi dan 
deskripsi (misalnya 
judul, tanggal, 
pengarang, atau 
nomor referensi); 

  x     x       

Belum ada ketentuan 
Dokumen informasi 
terdokumentasi yang 
berkaitan dengan 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

1. Membuat ketentuan 
tentang informasi 
terdokumentasi 

  b 

Format (misalnya 
bahasa, versi 
perangkat lunak, 
grafik) dan media 
(misalnya kertas, 
elektronik) 

  x     x       

Belum ada ketentuan 
Dokumen informasi 
terdokumentasi yang 
berkaitan dengan 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

2. Menentukan 
Identifikasi dan deskripsi 
(misalnya judul, tanggal, 
pengarang, atau nomor 
referensi) 

  7,5,3 
Pengendalian 
informasi 
terdokumentasi 

                    

    

Informasi 
terdokumentasi yang 
dibutuhkan oleh 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 
dan dengan Standar 
Internasional ini harus 
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dikontrol untuk 
memastikan 

  a 

Tersedia dan cocok 
untuk digunakan, 
dimana, dan kapan 
dibutuhkan 

x       x       

Belum ada 
pengendalian terhadap 
informasi 
terdokumentasi terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

1. Membuat prosedur 
tentang pengendalian 
terhadap informasi 
terdokumentasi                                                                              
2. Membuat tingkat 
kerahasiaan terhadap 
informasi 
terdokumentasi                                                                                                     
3. Menentukan lokasi 
dan tempat 
penyimpanan informasi 
terdokumentasi                                                                                                   
 4. Melakukan kontrol 
perubahan terhadap 
perubahan informasi 
terdokumentasi 
(versioning)      

  b 

Itu cukup dilindungi 
(misalnya dari 
hilangnya 
kerahasiaan, 
penggunaan yang 
tidak tepat, atau 
kehilangan integritas) 

x       x       

Belum ada 
pengendalian terhadap 
informasi 
terdokumentasi terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

    

Untuk mengendalikan 
informasi 
terdokumentasi, 
organisasi harus 
menangani kegiatan 
berikut, sebagaimana 
berlaku 

                  

  c 
Distribusi, akses, 
pengambilan dan 
penggunaan 

x       x       

Belum ada 
pengendalian terhadap 
informasi 
terdokumentasi terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

  d 

Penyimpanan dan 
pelestarian, termasuk 
pelestarian 
keterbacaan 

x       x       

Belum ada 
pengendalian terhadap 
informasi 
terdokumentasi terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

  e 
Kontrol perubahan 
(misal: kontrol versi); 

x       x       

Belum ada 
pengendalian terhadap 
informasi 
terdokumentasi terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 
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  f Retensi dan disposisi x       x       

Belum ada 
pengendalian terhadap 
informasi 
terdokumentasi terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

POINT 
0 2 0 0 0 5 0 0     

2 10% 5 24%     

5 PASAL 8 Operasional 

  8,1 
Perencanaan dan 
pengendalian 
operasional 

                    

    

Organisasi harus 
merencanakan, 
menerapkan dan 
mengendalikan 
proses yang 
diperlukan untuk 
memenuhi 
persyaratan 
keamanan informasi, 
dan untuk 
melaksanakan 
tindakan yang 
ditentukan dalam 6.1. 
Organisasi juga harus 
menerapkan rencana 
untuk mencapai 
tujuan keamanan 
informasi yang 
ditetapkan dalam 6.2 

  x     x       

Organisasi belum 
merencanakan, 
menerapkan dan 
mengendalikan proses 
yang diperlukan untuk 
memenuhi persyaratan 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi. 
SOP yang ada Hak 
Akses Fisik dan Logic 
namun belum 
diimplementasikan 

1. Membuat sasaran dan 
program keamanan 
informasi, untuk tindak 
lanjut dari tujuan 
keamanan informasi, 
dan melakukan update 
berkala pada sasaran 
dan program tersebut 
disertai dengan bukti 
pelaksanaan 

    

Organisasi harus 
menyimpan informasi 
terdokumentasi 
sejauh yang 
diperlukan untuk 
memiliki keyakinan 
bahwa proses telah 
dilakukan sesuai 
rencana 

  x     x       
Masih Belum ada 
Kebijakan dan 
Ketentuan terkait  

2. Menyimpan seluruh 
bukti informasi 
terdokumentasi yang 
sudah ditentukan 

    

Organisasi harus 
mengendalikan 
perubahan yang 
direncanakan dan 
meninjau kembali 
konsekuensi 
perubahan yang tidak 
diinginkan, 
mengambil tindakan 
untuk mengurangi 

x       x       
Masih Belum ada 
Kebijakan dan 
Ketentuan terkait  

3. Melakukan revisi pada 
prosedur perubahan dan 
membuat 
ketetentuan/klasifikasi 
level perubahan dan 
ketentuan persetujuan 
personil terkait. 
Mendokumentasikan 
semua perubahan pada 
sistem kritikal (terutama 
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dampak buruk yang 
diperlukan. 

yang ada pada data 
center) 

    

Organisasi harus 
memastikan bahwa 
proses alih daya 
ditentukan dan 
dikendalikan 

x       x       
Masih Belum ada 
Kebijakan dan 
Ketentuan terkait  

  

  8,2 
Penilaian Resiko 
keamanan informasi 

                    

    

Organisasi harus 
melakukan penilaian 
risiko keamanan 
informasi pada 
interval yang 
direncanakan atau 
bila ada perubahan 
signifikan yang 
diajukan atau terjadi, 
dengan 
mempertimbangkan 
kriteria yang 
ditetapkan dalam 
6.1.2 a). 

x       x       

Belum pernah 
dilakukan penilaian 
resiko terkait 
keamanan informasi 

1. Melakukan identifikasi 
resiko terhadap tiap 
divisi 

    

Organisasi harus 
menyimpan informasi 
terdokumentasi 
tentang hasil 
penilaian risiko 
keamanan informasi 

x       x       
Masih Belum ada 
Kebijakan dan 
Ketentuan terkait  

2. Menentukan pemilik 
resiko yang terkait dan 
Menentukan Penilaian 
dan Kebertrimaan resiko 

  8,3 
Pengendalian Resiko 
keamanan informasi 

                    

    

Organisasi harus 
menerapkan rencana 
penanganan risiko 
keamanan informasi 

x       x       

Belum ada 
pengendalian terhadap 
resiko keamanan 
informasi 

Membuat pengendalian 
terhadap semua resiko 
terkait SMKI 

    

Organisasi harus 
menyimpan informasi 
terdokumentasi 
tentang hasil 
penanganan risiko 
keamanan informasi 

x       x       

Belum ada 
pengendalian terhadap 
resiko keamanan 
informasi 

Membuat pengendalian 
terhadap semua resiko 
terkait SMKI 

POINT 
0 2 0 0 0 0 0 0     

2 22% 0 0%     

  PASAL 9 EVALUASI PEFORMA 
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  9,1 

Monitoring, 
measurement, 
analysis and 
evaluation 

                    

    

Organisasi harus 
mengevaluasi kinerja 
keamanan informasi 
dan efektivitas Sistem 
Manajemen 
Keamanan Informasi 

                    

    
Organisasi harus 
menentukan: 

                    

  a.  

Apa yang perlu 
dipantau dan diukur, 
termasuk proses dan 
kontrol keamanan 
informasi 

x         x     

Belum ada informasi 
terkait apa saja yang 
perlu dipantau, diukur, 
dianalis, dan dievaluasi 
dari proses 
pengembangan dan 
pengelolaan aplikasi 
 
Belum ada monitoring 
berkala. 

1. Membuat ketentuan 
parameter apa saja yang 
akan di monitoring, ukur, 
analisa dan evaluasi (log 
akses / perubahan 
aplikasi, bandwith untuk 
performa, log server, dll)                                                                         
2. Membuat ketentuan 
kapan akan di 
monitoring, ukur, analisa 
dan evasluas 

  b 

Metode untuk 
pemantauan, 
pengukuran, analisis 
dan evaluasi, 
sebagaimana 
mestinya, untuk 
memastikan hasil 
yang valid 

x         x     

Belum ada SOP cara 
pemantauan, 
pengukuran, analisa, 
dan evaluasi. Masih 
dilakukan berdasarkan 
kompetensi personil. 

2. Membuat SOP cara 
pemantauan, 
pengukuran, analisa, dan 
evaluasi atau membuat 
matriks kompetensi dari 
keahlian personil dengan 
item yang dipantau. 

  c 
Kapan monitoring 
dilakukan? 

x       x       
Masih belum ada 
ketentuan 

Membuat ketentuan 
kapan akan di 
monitoring, ukur, analisa 
dan evaluasi. 

  d Siapa PIC monitoring x         x     
Masih belum ada 
ketentuan, ada  
sebagian implementasi 

 Menentukan siapa yang 
melakukan monitoring, 
pengukuran, analisa dan 
evaluasi 

  e 
Kapan hasil dari 
monitoring di analisa 
dan di evaluasi 

x       x       
Masih belum ada 
ketentuan 

Mwnwntukan jadwal 
berkala Analisis Sesuai 
kebutuhan 

  f 
Siapa yang harus 
meng analisa dan 
evaluasi 

x       x       
Masih belum ada 
ketentuan 

 Menentukan siapa yang 
melakukan monitoring, 
pengukuran, analisa dan 
evaluasi 

  9,2 Internal Audit                     
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Organisasi harus 
melakukan audit 
internal pada interval 
yang direncanakan 
untuk memberikan 
informasi mengenai 
apakah Sistem 
Manajemen 
Keamanan Informasi : 

                    

  a 

1) Persyaratan 
organisasi untuk 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 
dan 

x       x       

Belum pernah ada 
audit internal terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

1. Membuat prosedur 
audit internal ISO 
27001:2013 
2. Membentuk Tim 
Auditor 
3. Membuat jadwal audit 
4. Melakukan audit 
internal sesuai prosedur 
5. Melaporkan hasil 
audit ke manajemen 
6. Mendokumentasikan 
hasil audit internal 

    
2) Persyaratan 
Standar Internasional 
ini 

x       x       

Belum pernah ada 
audit internal terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

  b 
Diimplementasikan 
dan dipelihara secara 
efektif 

x       x       

Belum pernah ada 
audit internal terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

    Organisasi harus :                   

  c 

Merencanakan, 
menetapkan, 
melaksanakan dan 
memelihara program 
audit, termasuk 
frekuensi, metode, 
tanggung jawab, 
persyaratan 
perencanaan dan 
pelaporan. Program 
audit harus 
mempertimbangkan 
pentingnya proses 
yang bersangkutan 
dan hasil audit 
sebelumnya 

x       x       

Belum pernah ada 
audit internal terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

  d 
Tentukan kriteria dan 
cakupan audit untuk 
setiap audit 

x       x       

Belum pernah ada 
audit internal terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 
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  e 

Memilih auditor dan 
melakukan audit yang 
memastikan 
objektivitas dan 
ketidakberpihakan 
proses audit 

x       x       

Belum pernah ada 
audit internal terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

  f 

Memastikan bahwa 
hasil audit dilaporkan 
ke manajemen yang 
relevan 

x       x       

Belum pernah ada 
audit internal terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

  g 

Menyimpan informasi 
terdokumentasi 
sebagai bukti program 
audit dan hasil audit 

x       x       

Belum pernah ada 
audit internal terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

  9,3 Tinjauan manajemen                     

    

Peninjauan 
manajemen harus 
mencakup 
pertimbangan : 

                    

  a 
Status tindakan dari 
tinjauan manajemen 
sebelumnya 

x       x       

Belum pernah 
dilakukan tinjauan 
manajemen terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

 
 
1. Membuat 
Prosedur/Ketentuan 
Tinjauan Manajemen 
Keamanan Informasi 
2. Melakukan Tinjuan 
Manajemen 
3. Melibatkan Top 
Manajemen 
4. Mendokumentasikan 
hasil Tinjauan 
Manajemen 

  b 

Perubahan isu 
eksternal dan internal 
yang relevan dengan 
manajemen 
keamanan informasi 

x       x       

Belum pernah 
dilakukan tinjauan 
manajemen terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

  c 

Umpan balik 
mengenai kinerja 
keamanan informasi, 
termasuk tren dalam : 

                  

    
1) Ketidaksesuaian 
dan tindakan korektif; 

x       x       

Belum pernah 
dilakukan tinjauan 
manajemen terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 
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2) Hasil pemantauan 
dan pengukuran; 

x       x       

Belum pernah 
dilakukan tinjauan 
manajemen terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

  3) Hasil audit; dan x       x       

Belum pernah 
dilakukan tinjauan 
manajemen terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

    
4) Pemenuhan tujuan 
keamanan informasi; 

x       x       

Belum pernah 
dilakukan tinjauan 
manajemen terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

  d 
Umpan balik dari 
pihak yang 
berkepentingan; 

x       x       

Belum pernah 
dilakukan tinjauan 
manajemen terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

  e 
Hasil penilaian risiko 
dan status rencana 
perawatan risiko; dan 

x       x       

Belum pernah 
dilakukan tinjauan 
manajemen terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

  f 
Kesempatan untuk 
perbaikan terus-
menerus. 

x       x       

Belum pernah 
dilakukan tinjauan 
manajemen terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

POINT 
0 0 0 0 0 3 0 0     

0 0% 3 33%     

  PASAL 10 PENINGKATAN 
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  10,1 
Ketidak sesuaian dan 
tindakan perbaikan 

                    

    
Bila ketidaksesuaian 
terjadi, organisasi 
harus : 

                    

  a 
Bereaksi terhadap 
ketidaksesuaian, dan 
jika berlaku : 

                    

    

1) Mengambil 
tindakan untuk 
mengendalikan dan 
memperbaikinya; dan 

x       x       

Belum ada ketentuan 
terhadap 
ketidaksaesuaian dan 
tindakan perbaikan 
terkait keamanan 
informasi 

1. Membuat ketentuan 
tentang tinjauan 
manajemen terhadap 
ketidaksesuaian dan 
tindakan perbaikan 
terkait keamanan 
informasi 
2. Melakukan review 
secara berkala terhadap 
sasaran Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi 
3. Menyerahkan review 
terhadap Top 
Manajemen 

    
2) Menangani 
konsekuensinya 

x       x       

Belum ada ketentuan 
terhadap 
ketidaksaesuaian dan 
tindakan perbaikan 
terkait keamanan 
informasi 

  b 

Mengevaluasi 
kebutuhan tindakan 
untuk menghilangkan 
penyebab 
ketidaksesuaian, agar 
tidak kambuh kembali 
atau terjadi di tempat 
lain, dengan 

                  

    
1) Mengkaji 
ketidaksesuaian; 

x       x       

Belum ada ketentuan 
terhadap 
ketidaksaesuaian dan 
tindakan perbaikan 
terkait keamanan 
informasi 
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2) Menentukan 
penyebab 
ketidaksesuaian; dan 

x       x       

Belum ada ketentuan 
terhadap 
ketidaksaesuaian dan 
tindakan perbaikan 
terkait keamanan 
informasi 

    

3) Menentukan 
apakah 
ketidaksesuaian 
serupa ada, atau 
berpotensi terjadi; 

x       x       

Belum ada ketentuan 
terhadap 
ketidaksaesuaian dan 
tindakan perbaikan 
terkait keamanan 
informasi 

  c 
Melaksanakan 
tindakan yang 
dibutuhkan; 

x       x       

Belum ada ketentuan 
terhadap 
ketidaksaesuaian dan 
tindakan perbaikan 
terkait keamanan 
informasi 

  d 
Meninjau keefektifan 
tindakan perbaikan 
yang dilakukan; dan 

x       x       

Belum ada ketentuan 
terhadap 
ketidaksaesuaian dan 
tindakan perbaikan 
terkait keamanan 
informasi 

  e 

Membuat perubahan 
pada sistem 
manajemen 
keamanan informasi, 
jika perlu. 

x       x       

Belum ada ketentuan 
terhadap 
ketidaksaesuaian dan 
tindakan perbaikan 
terkait keamanan 
informasi 
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Tindakan korektif 
harus sesuai dengan 
efek ketidaksesuaian 
yang dihadapi. 

x       x       

Belum ada ketentuan 
terhadap 
ketidaksaesuaian dan 
tindakan perbaikan 
terkait keamanan 
informasi 

    

Organisasi harus 
menyimpan informasi 
terdokumentasi 
sebagai bukti: 

x       x       

Belum ada ketentuan 
terhadap 
ketidaksaesuaian dan 
tindakan perbaikan 
terkait keamanan 
informasi 

  f 

Sifat ketidaksesuaian 
dan tindakan 
selanjutnya yang 
diambil, dan 

x       x       

Belum ada ketentuan 
terhadap 
ketidaksaesuaian dan 
tindakan perbaikan 
terkait keamanan 
informasi 

  g 
Hasil tindakan 
korektif. 

x       x       

Belum ada ketentuan 
terhadap 
ketidaksaesuaian dan 
tindakan perbaikan 
terkait keamanan 
informasi 

  10,2 
Peningkatan 
berkesinambungan 

                

Belum ada ketentuan 
terhadap 
ketidaksaesuaian dan 
tindakan perbaikan 
terkait keamanan 
informasi 
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11% 

 

Table 2 Hasil Gap Analisis Pasal ISO 27001:2013 ruang lingkup Data Center 

N
O 

PAS
AL 

URAIAN 

DOKUMEN IMPLEMENTASI 

HASIL GAP ANALISA (GAP ANALYSIS) 
SARAN 

PERBAIKAN TID
AK 

ADA 

ADA, 
SEBAGI

AN 
KECIL 

SESUAI 

ADA, 
SEBAGI

AN 
BESAR 
SESUAI 

SESU
AI 

TIDAK 
IMPLEMEN

TASI 

IMPLEMEN
TASI 

SEBAGIAN 
KECIL 

IMPLEMEN
TASI 

SEBAGIAN 
BESAR 

KONSISTE
N 

IMPLEMEN
TASI 

1 PASAL 4 HAL-HAL TERKAIT ORGANISASI 

  4,1 
Pemahaman terkait organisasi dan semua hal 
yang terkait konteks 

                    

  a 

Tentukan isu eksternal  yang relevan dengan 
tujuannya dan yang mempengaruhi 
kemampuannya untuk mencapai hasil yang 
diharapkan dari sistem manajemen 
keamanan informasinya. 

x         x     
Organisasi  Belum menentukan isu eksternal dan 
isu internal terkait Sistem Manajemen Keamanan 

Informasi (SMKI) 

1. Menentukan 
isu-isu internal 
& eksternal  
yang relevan 
dengan 
tujuannya dan 

    

Organisasi harus terus 
memperbaiki 
kesesuaian, 
kecukupan dan 
keefektifan Sistem 
Manajemen 
Keamanan Informasi 

x       x       

Belum ada ketentuan 
terhadap 
ketidaksaesuaian dan 
tindakan perbaikan 
terkait keamanan 
informasi 

POINT 

0 0 0 0 0 0 0 0 

SANGAT RENDAH 
0 0% 0 0% 

14% 20% 

POINT TOTAL 17% 
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  b 

Tentukan isu internal   yang relevan dengan 
tujuannya dan yang mempengaruhi 
kemampuannya untuk mencapai hasil yang 
diharapkan dari sistem manajemen 
keamanan informasinya. 

x       x       

yang 
mempengaruhi 
kemampuannya 
untuk mencapai 
hasil yang 
diharapkan dari 
sistem 
manajemen 
keamanan 
informasinya.                     
2. Membuat 
proses bisnis, 
terutama sesuai 
dengan ruang 
lingkup (misal : 
ruang lingkup 
ISO 27001:2013 
tentang data 
center, maka 
didetailkan 
proses bisnis 
pada data 
center) 

  4,2 
Pemahaman terkait harapan dan kebutuhan 
pihak terkait 

                    

  a 
Penentuan pihak terkait yang relevan 
terhadap sistem manajemen keamanan 
informasi 

x         x     

Belum menentukan pihak-pihak yang terkait 
dengan Sistem Keamanan Manajemen Informasi 
dan belum dilakukan identifikasi persyaratan 
terhadap pihak-pihak terkait 

1. Penentuan 
pihak terkait 
yang relevan 
terhadap sistem 
manajemen 
keamanan 
informasi 

  b 
Identifikasi persyaratan pihak terkait 
(perijinan, peraturan, kontrak) 

x         x     
Belum teridentifikasi persyaratan pihak terkait 
(perijinan, peraturan, kontrak) 

2. Identifikasi 
persyaratan 
pihak terkait 
(perijinan, 
peraturan, 
kontrak) 

  4,3 Penentuan ruang lingkup penerapan SMKI                 
Belum ditentukan ruang lingkup Sistem 
Manajemen Kamanan Informasi 

Menentukan 
Ruang Lingkup 
Sistem 
Manajemen 
Keamanan 
Informasi, Dapat 
diperoleh dari 
Hasil Gap 
Analisa 

    
Saat menentukan ruang lingkup ini, 
organisasi harus mempertimbangkan: 

                   === 

  a Isu eksternal dan internal x       x       Belum nenentukan isu Internal dan Eksternal Untuk ruang 
lingkup 
disarankan,   b Peraturan terkait x       x       

Peraturan terkait ada namun belum 
terimplementasikan 



33 

 

  c 
Tampilan dan keterikatan antara aktifitas 
organisasi dengan organisasi lain 

x       x       

Koordinasi dengan koordinasi lain ada namun 
prosedur tidak dijalankan.  Tampilan dan 
keterikatan antara aktifitas organisasi dengan 
organisasi lain 

apabila ingin 
melakukan 
implementasi 
hingga 
sertifikasi ISO 
27001:2013 
kurang dari 12 
Bulan adalah 
"Supporting 
Data Center" 
atau " 

                        

  4,4 
Sistem Manajemen Keamanan Informasi 
harus: 

                  

 Membuat 
kebijakan 
tentang 
penetapan, 
penerapan 
danpemeliharaa
n Sistem 
Manajemen 
Keamanan 
Informasi serta 
dilakukan 
Pengesahan dan 
Mensosialisasika
n Kebijakan 
tersebut 

  a Ditetapkan x       x       
Belum pernah menetapkan, menerapkan dan 
memelihara Sistem Manajemen Keamanan 
Informasi 

  b Diterapkan x         x     
Belum pernah menetapkan, menerapkan dan 
memelihara Sistem Manajemen Keamanan 
Informasi 

  c Dipelihara x       x       
Belum pernah menetapkan, menerapkan dan 
memelihara Sistem Manajemen Keamanan 
Informasi 

POINT 
0 0 0 0 0 4 0 0     

0   0% 4 33%     

2 PASAL 5 KEPEMIMPINAN 

  5,1 

Top Manajemen harus menunjukkan 
kepemimpinan dan komitmen sehubungan 
dengan Sistem Manajemen Keamanan 
Informasi dengan: 

                  

Top Manajemen 
terkait Sistem 
Manajemen 
Keamanan 
Informasi  
melalui 
melakukan 
meeting 
berkala, evaluasi 
berkala, tinjuan 
manajemen, dll, 
untuk :  

  a 

Memastikan kebijakan keamanan informasi 
dan tujuan keamanan informasi ditetapkan 
dan sesuai dengan arahan strategis 
organisasi; 

x       x       

Top Manajemen belum menunjukkan 
kepemimpinan dan komitmen sehubungan 
dengan Sistem Manajemen Keamanan 
Informasi.Namun sudah ada rencana penerapan. 

1. Memastikan 
kebijakan 
keamanan 
informasi dan 
tujuan 
keamanan 
informasi 
ditetapkan dan 
sesuai dengan 
arahan strategis 
organisasi; 
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  b 
Memastikan integrasi persyaratan Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi ke dalam 
proses organisasi 

x       x       
Top Manajemen belum menunjukkan 
kepemimpinan dan komitmen sehubungan 
dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi 

2. Memastikan 
integrasi 
persyaratan 
sistem 
manajemen 
keamanan 
informasi ke 
dalam proses 
organisasi 

  c 
Memastikan bahwa sumber daya yang 
dibutuhkan untuk Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi tersedia 

x       x       

Top Manajemen belum menunjukkan 
kepemimpinan dan komitmen sehubungan 
dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. 
Sudah ada SDM yang Berkompetensi. 

3. 
Mengkomunikas
ikan pentingnya 
manajemen 
keamanan 
informasi yang 
efektif dan 
sesuai dengan 
persyaratan 
sistem 
manajemen 
keamanan 
informasi 

  d 

Mengkomunikasikan pentingnya manajemen 
keamanan informasi yang efektif dan sesuai 
dengan persyaratan Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

x       x       
Top Manajemen belum menunjukkan 
kepemimpinan dan komitmen sehubungan 
dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi 

4. Memastikan 
bahwa sistem 
manajemen 
keamanan 
informasi 
mencapai hasil 
yang diinginkan; 

  e 
Memastikan bahwa sistem manajemen 
keamanan informasi mencapai hasil yang 
diinginkan 

x       x       
Top Manajemen belum menunjukkan 
kepemimpinan dan komitmen sehubungan 
dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi 

5. Mengarahkan 
dan mendukung 
orang untuk 
berkontribusi 
pada 
keefektifan 
sistem 
manajemen 
keamanan 
informasi; 

  f  
Mengarahkan dan mendukung orang untuk 
berkontribusi pada keefektifan Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi 

x       x       
Top Manajemen belum menunjukkan 
kepemimpinan dan komitmen sehubungan 
dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi 

6. Mendukung 
peran 
manajemen lain 
yang relevan 
untuk 
menunjukkan 
kepemimpinan 
mereka sesuai 
dengan bidang 
tanggung jawab 
mereka 

  g 
Membuat perencanaan perbaikan secara 
berkelanjutan 

x       x       
Top Manajemen belum menunjukkan 
kepemimpinan dan komitmen sehubungan 
dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi 

7. Membuat 
perencanaan 
berkelanjutan 
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  h 

Mendukung peran manajemen lain yang 
relevan untuk menunjukkan kepemimpinan 
mereka sesuai dengan bidang tanggung 
jawab mereka 

x       x       
Top Manajemen belum menunjukkan 
kepemimpinan dan komitmen sehubungan 
dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. 

8. Mendukung 
peran 
manajemen lain 
yang relevan 
untuk 
menunjukkan 
kepemimpinan 
mereka sesuai 
dengan bidang 
tanggung jawab 
mereka 

  5,2 
Top Manajemen harus menetapkan 
kebijakan keamanan informasi 

                

Top Manajemen belum menetapkan kebijakan 
keamanan informasi serta belum melakukan 
dokumentasi kebijakan, mengkomunikasikan, 
menyediakan untuk pihak terkait dan melakukan 
kaji ulang. 

 Membuat 
Kebijakan 
Keamanan 
Informasi yang 
didalamnya : 
sesuai dengan 
tujuan 
organisasi, 
tujuan 
keamanan 
informasi, 
komitment 
memenuhi 
persyaratan 
terkait 
keamanan 
informasi, 
komitmen 
meningkatkan 
sistem 
manajemen 
keamanan 
informasi secara 
berkelanjutan.s
erta 
mendokumenta
si kebijakan, 
mengkomunikas
ikan, 
menyediakan 
untuk pihak 
terkait dan 
melakukan kaji 
ulang. 

  a Sesuai dengan tujuan organisasi x       x       Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI 

  b 
Menyediakan kerangka kerja untuk 
menetapkan tujuan keamanan informasi 

x       x       Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI 

  c 
Komitmen untuk memenuhi persyaratan 
yang berlaku terkait dengan keamanan 
informasi 

x       x       Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI 

  d 
Komitmen untuk terus meningkatkan sistem 
manajemen keamanan informasi 

x       x       Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI 

    
Kebijakan keamanan informasi harus 
(didokumentasikan, dikomunikasikan, 
tersedia untuk pihak terkait dan dikaji ulang) 

x       x       Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI 

  e Harus didokumentasikan x       x       Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI 

  f Harus dikomunikasikan x       x       Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI 

  g Harus tersedia untuk semua pihak terkait x       x       Masih belum ada Kebijakan terkait SMKI 

  h Harus dikaji ulang x       x         
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  5,3 
Fungsi, wewenang dan tanggungjawab 
organisasi 

                
Organisasi belum menentukan struktur organisasi, 
jobdesk dan wewenang terkait kebijakan Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi 

1. Membuat 
struktur 
organisasi serta 
jobdesk terkait 
Sistem 
Manajemen 
Keamanan 
Informasi                                                        
2. Menunjuk 
penanggung 
jawab/kooridnat
or keamanan 
informasi dan 
membuat 
Struktur 
Keamanan 
Informasi          
3. Menunjuk 
penanggung 
jawab/koordinat
or dan Tim 
Audit Internal,                                                                                                               
4. Membuat 
Penanggung 
jawab 
/koordinator 
Tim Businness 
Continuity 
Manajemen dan 
Insiden Respon 
Plan                                                                                                                       
5. Semua tim 
diatas disahkan 

    
Manajemen puncak harus menetapkan 
tanggung jawab dan wewenang untuk : 

                  

  a 
Memastikan bahwa sistem manajemen 
keamanan informasi sesuai dengan 
persyaratan standar ini 

x       x         

  b 
Melaporkan kinerja Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi kepada Top Manajemen 

x       x         

POINT 
0 0 0 0 0 0 0 0     

0 0% 0 0%     

3 PASAL 6 PERENCANAAN 

  6,1 Tindakan terkait peluang dan resiko                     

  
6.1.

1 

Saat merencanakanSistem Manajemen 
Keamanan Informasi, organisasi harus 
mempertimbangkan isu-isu yang disebutkan 
dalam 4.1 dan persyaratan yang disebutkan 
dalam 4.2 dan menentukan risiko dan 
peluang yang perlu ditangani: 

                  

1. Menentukan 
identifikasi 
analisa resiko / 
Risk Assessment 
berdasarkan 
tiap pemilik 
resiko                                                            
2. Melakukan 
penanganan 
analisa resiko 
terkait Sistem 
Manajemen 
Keamanan 
Informasi 

  a 
Memastikan Sistem Manajemen Keamanan 
Informasi dapat mencapai hasil yang 
diharapkan 

x       x       
Belum pernah dilakukan identifikasi analisa resiko 
berdasarkan bagian/divisi pemilik resiko terkait 
Sistem Manajemen Keamanan Iinformasi 

  b 
Mencegah, atau mengurangi, efek yang tidak 
diinginkan 

x       x       
Belum pernah dilakukan identifikasi analisa resiko 
berdasarkan bagian/divisi pemilik resiko terkait 
Sistem Manajemen Keamanan Iinformasi 
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  c Pencapaian perbaikan yang berkelanjutan x       x       
Belum pernah dilakukan identifikasi analisa resiko 
berdasarkan bagian/divisi pemilik resiko terkait 
Sistem Manajemen Keamanan Iinformasi 

    Organisasi harus merencanakan :                   

  d Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang x       x       
Belum pernah dilakukan identifikasi analisa resiko 
berdasarkan bagian/divisi pemilik resiko terkait 
Sistem Manajemen Keamanan Iinformasi 

  e Bagaimana untuk :                   

    
1. Mengintegrasikan dan menerapkan 
tindakan ke dalam proses Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

x       x         

    2. Mengevaluasi keefektifan tindakan ini x       x         

  
6.1.

2 
Pengukuran resiko keamanan informasi                 

Belum menentukan pengukuran resiko 
berdasarkan pemilik resiko terkait Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi 

  

    
Organisasi harus menentukan dan 
menerapkan proses penilaian risiko 
keamanan informasi 

                  

1. Organisasi 
harus 
menentukan 
pengukuran 
resiko 
berdasarkan 
pemilik resiko                                                                       
2. Organisasi 
harus 
menentukan 
kebertrimaan 
resiko terkait 
SMKI 
 
3. Menetapkan 
Sasaran dan 
Tujuan dari Hasil 
Analisa Resiko 

  a 
Menetapkan dan memelihara kriteria risiko 
keamanan informasi yang mencakup 

                   

    1. Kriteria penerimaan risiko x       x       Tidak ada Kriteria penerimaan risiko 

    
2. Kriteria untuk melakukan penilaian risiko 
keamanan informasi 

x       x       
Tidak ada Kriteria untuk melakukan penilaian 
risiko keamanan informasi 

  b 

Memastikan bahwa penilaian risiko 
keamanan informasi yang berulang 
menghasilkan hasil yang konsisten, valid dan 
sebanding 

x       x       

Masih belum dapat Memastikan bahwa penilaian 
risiko keamanan informasi yang berulang 
menghasilkan hasil yang konsisten, valid dan 
sebanding 

  c Mengidentifikasi risiko keamanan informasi                   

    

1. Menerapkan proses penilaian risiko 
keamanan informasi untuk mengidentifikasi 
risiko yang terkait dengan hilangnya 
kerahasiaan, integritas dan ketersediaan 
informasi dalam ruang lingkup sistem 
manajemen keamanan informasi. 

x       x       Belum ada proses penilaian resiko terhadap SMKI 

    2.Identifikasi pemilik resiko x       x       Belum ditetapkan pemilik resiko 

  d Menganalisis risiko keamanan informasi                   

    
1. Menilai konsekuensi potensial yang akan 
terjadi jika risiko yang diidentifikasi dalam 
6.1.2 c) 1) terwujud 

x       x       Belum ada analisa  risiko keamanan informasi 

    
2.Menilai kemungkinan realistis terjadinya 
risiko yang diidentifikasi dalam 6.1.2 c) 1) 

x       x       Belum ada analisa  risiko keamanan informasi 
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    3. Menentukan level resiko x       x       Belum ada analisa  risiko keamanan informasi 

  e Mengevaluasi risiko keamanan informasi                   

    
1. Bandingkan hasil analisis risiko dengan 
kriteria risiko yang ditetapkan dalam 6.1.2 a) 

x       x       Belum ada evaluasi risiko keamanan informasi 

    
2. Memprioritaskan risiko yang dianalisis 
untuk penanganan risiko 

x       x       Belum ada evaluasi risiko keamanan informasi 

  
6.1.

3 
Penanganan resiko Keamanan informasi                 

Organisasi belum mempunyai prosedur tentang 
penanganan resiko keamanan informasi 

  

  a 
Pilih opsi penanganan risiko keamanan 
informasi yang sesuai, dengan 
memperhitungkan hasil penilaian risiko 

x       x         

1. Menentukan 
analisa risiko 
sesuai dengan 
proses yang 
dijadikan ruang 
lingkup di 
Sistem 
Manajemen 
Keamanan 
Informasi.                                                                                               
  2. Mengambil 
penanganan 
risiko pada 
kontrol yang 
ditentukan pada 
Standar ISO 
27001:2013.                           
 3. Membuat 
Pernyataan 
Pemberlakuan 
dari Kontrol 
yang ditetapkan 
oleh ISO 
27001:2013.       
    4. 
Menetapkan 
pemilik risiko 
sampai ke 
personal. 

  b 
Tentukan semua kontrol yang diperlukan 
untuk menerapkan opsi penanganan risiko 
keamanan informasi yang dipilih 

x       x       
Organisasi belum mempunyai prosedur tentang 
penanganan resiko keamanan informasi 

  c 

Bandingkan kontrol yang ditentukan pada 
6.1.3 b) di atas dengan yang ada di Annex A 
dan pastikan tidak ada kontrol yang 
diperlukan 

x       x       
Organisasi belum mempunyai prosedur tentang 
penanganan resiko keamanan informasi 

  d 

Menghasilkan pernyataan penerapan yang 
berisi kontrol yang diperlukan (lihat 6.1.3 b 
dan c) dan justifikasi untuk inklusi, apakah 
dilakukan atau tidak, dan justifikasi untuk 
pengecualian kontrol dari Annex A 

x       x       
Organisasi belum mempunyai prosedur tentang 
penanganan resiko keamanan informasi 

  e 
Merumuskan rencana penanganan risiko 
keamanan informasi 

x       x       
Organisasi belum mempunyai prosedur tentang 
penanganan resiko keamanan informasi 

  f 
Memastikan pengesahan dari pemilik resiko 
(PIC) dan keterberterimaan dari resiko sisa 

x       x       
Organisasi belum mempunyai prosedur tentang 
penanganan resiko keamanan informasi 

  6,2 
Tujuan keamanan informasi dan 
perencanaan pencapaiannya 

                
Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, di 
ukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan 
informasi 

Membuat 
Dokumentasi 

Tujuan 
Keamanan 

Informasi, yang 
konsisten 
dengan 

kebijakan, 
terukur, terkait 
dengan risiko, 

mengkomunikas

    

Organisasi harus menetapkan tujuan 
keamanan informasi pada fungsi dan tingkat 
yang relevan. Tujuan keamanan informasi 
harus 

                  

  a 
Tujuan SMKI harus konsisten dengan 
kebijakan SMKI 

x       x       
Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, di 
ukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan 
informasi 
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  b Tujuan SMKI harus terukur x       x       
Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, di 
ukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan 
informasi 

ikan tujuan 
tersebut dan 

selalu di 
perbaharui  

secara berkala. 
  c 

Tujuan SMKI harus terkait dengan daftar 
resiko 

x       x       
Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, di 
ukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan 
informasi 

  d Tujuan SMKI harus dikomunikasikan x       x       
Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, di 
ukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan 
informasi 

  e Tujuan SMKI harus termuktakhir (update) x       x       
Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, di 
ukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan 
informasi 

    

Organisasi harus menyimpan informasi 
terdokumentasi mengenai tujuan keamanan 
informasi Saat merencanakan bagaimana 
mencapai tujuan keamanan informasinya, 
organisasi harus menentukan 

                  

  f Merencanakan apa yang akan dilakukan x       x       
Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, di 
ukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan 
informasi 

  g Merencanakan sumberdaya yang dibutuhkan x       x       
Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, di 
ukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan 
informasi 

  h Merencanakan pihak yang bertanggungjawab x       x       
Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, di 
ukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan 
informasi 

  i Merencanakan target waktu penyelesaian x       x       
Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, di 
ukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan 
informasi 

  j Merencanakan bagaimana hasil dievaluasi x       x       
Belum direncanakan, ditetapkan, diterapkan, di 
ukur, serta di komunikasikan tujuan keamanan 
informasi 

POINT 
0 0 0 0 0 0 0 0     

0 0% 0 0%     

4 PASAL 7 PENDUKUNG 

  7,1 Sumber Daya                     
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Organisasi harus menentukan dan 
menyediakan sumber daya yang dibutuhkan 
untuk pembentukan, implementasi, 
pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan 
dari sistem manajemen keamanan informasi 

x         x     

Sumber Daya sudah di sediakan, namun belum 
ada ketentuan tertulis tentang sumber daya yang 
dibutuhkan untuk pembentukan, implementasi, 
pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan dari 
sistem manajemen keamanan informasi 

Menyiapkan dan 
merinci sumber 
daya yang 
dibutuhkan 
(baik sumber 
daya manusia, 
keuangan 
ataupun sumber 
daya peralatan) 
(detail sumber 
daya dapat 
diperoleh dari 
analisa risiko 
dan rencana 
perbaikan) 

  7,2 Kompetensi                     

  a 

Tentukan kompetensi yang diperlukan orang 
yang melakukan pekerjaan di bawah 
kendalinya yang mempengaruhi kinerja 
keamanan informasinya (persyaratan 
jabatan) 

x         x     

Sudah ada sebagian kecil kompetensi yang 
diperlukan orang yang melakukan pekerjaan di 
bawah kendalinya yang mempengaruhi kinerja 
keamanan informasinya (persyaratan jabatan) 

Membuat 
Matrik 
kompetensi 
terutama 
tentang 
keamanan 
informasi, untuk 
menentukan 
kompetensi 
yang diperlukan, 
memastikan 
personil sudah 
kompeten, 
mengambil 
tindakan jika 
personil belum 
kompeten dan 
melakukan 
evaluasi personil 

  b 
Memastikan bahwa orang-orang ini 
kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, 
atau pengalaman yang sesuai 

  x       x     Belum ada Pelatihan Terkait Keamanan Informasi 

 Melakukan 
Training terkait 

keamanan 
informasi 

(Awareness ISO 
27001:2103, 

Audit Internal 
ISO 27001:2103, 
Sertifikasi teknis 
sesuai keahlian 

dll) 

  c 

Jika memungkinkan, mengambil tindakan 
untuk memperoleh kompetensi yang 
diperlukan, dan mengevaluasi keefektifan 
tindakan yang dilakukan 

  x       x     Belum ada evaluasi kompetensi 

  d Bukti dokumen pendukung kompetensi   x       x     Belum ada bukti pendukung Kompetensi 

  7,3 Kepedulian                     

    
Orang yang melakukan pekerjaan di bawah 
kendali organisasi harus sadar 

                

Belum melakuan kesadaran tentang kebijakan 
keamanan informasi, kontribusi personil terhadap 
efektifitas keamanan informasi dan implikasinya. 
Beluk melakukan kesadaran tentang keamanan 
informasi. 
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  a Kebijakan keamanan informasi x         x     Kebijakan Belum ada 1. Melakukan 
sosialisasi 

kebijakan yang 
sudah dibuat, 

melakukan 
kesadaran peran 

dan dampak 
personil dalam 

penerapan SMKI 
melalui induksi 

berkala, planfet, 
berita dll) 

  b 

Kontribusi mereka terhadap efektivitas 
sistem manajemen keamanan informasi, 
termasuk manfaat kinerja keamanan 
informasi yang lebih baik 

x         x     
Masih Belum ada kontribusi karena belum ada 
Kebijakan 

  c 
Implikasi tidak sesuai dengan persyaratan 
sistem manajemen keamanan informasi 

x         x     Masih belum bisa diterapkan 

  7,4 Komunikasi                     

    

Organisasi harus menentukan kebutuhan 
akan komunikasi internal dan eksternal yang 
relevan dengan sistem manajemen 
keamanan informasi termasuk 

                    

  a Tentang apa yang harus dikomunikasikan x       x       
Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait 
Komunikasi 

1. Membuat 
identifikasi (list) 
dan ketentuan 
tentang 
komunikasi, apa 
klasifikasi 
informasi yang 
akan 
dikomunikasika
n, kapan 
waktunya 
berkomunikasi, 
dengan siapa 
berkomunikasi 
dan dimana 
komunikasi 
dilakukan.      2. 
Membuat list 
semua kontak 
internal                                              
3. Membuat list 
semua kontak 
eksternal 
(vendor, Instansi 
Terkait dan 
pihak terkait 
lainnya) 

  b Kapan harus berkomunikasi x       x       
Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait 
Komunikasi 

  c Dengan siapa berkomunikasi x       x       
Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait 
Komunikasi 

  d Siapa yang harus berkomunikasi dan x       x       
Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait 
Komunikasi 

  e Proses dimana komunikasi harus dilakukan x       x       
Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait 
Komunikasi 

  7,5 Informasi terdokumentasi                     
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7.5.

1 
umum                     

    
Sistem manajemen keamanan informasi 
organisasi harus mencakup 

                    

  a 
Informasi terdokumentasi yang 
dipersyaratkan oleh Standar Internasional ini; 

x       x       
Belum ada informasi terdokumentasi terhadap 
SMKI 

1. Membuat 
kebijakan 
tentang adanya 
informasi 
terdokumentasi 
yang terkait 
dengan Sistem 
Manajemen 
Keamanan 
Informasi 

  b 
Informasi terdokumentasi yang ditentukan 
oleh organisasi diperlukan untuk efektivitas 
Sistem Manajemen Keamanan Informasi 

x       x       
Belum ada informasi terdokumentasi terhadap 
SMKI 

2. Melakukan 
evaluasi secara 
berkala 
terhadap 
kebiajakan 
informasi 
terdokumentasi 
yang berkaitan 
dengan tujuan 
organisasi yang 
relevan 
terhadap Sistem 
Manajemen 
Kemanan 
Informasi 

  
7.5.

2 
Membuat dan memperbarui                     

    
Saat membuat dan memperbarui informasi 
terdokumentasi, organisasi harus 
memastikan yang sesuai 

                    

  a 
Identifikasi dan deskripsi (misalnya judul, 
tanggal, pengarang, atau nomor referensi); 

x         x     
Belum ada ketentuan Dokumen informasi 
terdokumentasi yang berkaitan dengan Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi 

1. Membuat 
ketentuan 
tentang 
informasi 
terdokumentasi 

  b 
Format (misalnya bahasa, versi perangkat 
lunak, grafik) dan media (misalnya kertas, 
elektronik) 

x         x     
Belum ada ketentuan Dokumen informasi 
terdokumentasi yang berkaitan dengan Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi 

2. Menentukan 
Identifikasi dan 
deskripsi 
(misalnya judul, 
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tanggal, 
pengarang, atau 
nomor 
referensi) 

  
7,5,

3 
Pengendalian informasi terdokumentasi                     

    

Informasi terdokumentasi yang dibutuhkan 
oleh Sistem Manajemen Keamanan Informasi 
dan dengan Standar Internasional ini harus 
dikontrol untuk memastikan 

                    

  a 
Tersedia dan cocok untuk digunakan, 
dimana, dan kapan dibutuhkan 

x         x     
Belum ada pengendalian terhadap informasi 
terdokumentasi terkait Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

1. Membuat 
prosedur 
tentang 
pengendalian 
terhadap 
informasi 
terdokumentasi                                                                             
2. Membuat 
tingkat 
kerahasiaan 
terhadap 
informasi 
terdokumentasi                                                                                                    
3. Menentukan 
lokasi dan 
tempat 
penyimpanan 
informasi 
terdokumentasi                                                                                                   
4. Melakukan 
kontrol 
perubahan 
terhadap 
perubahan 
informasi 
terdokumentasi 
(versioning)      

  b 
Itu cukup dilindungi (misalnya dari hilangnya 
kerahasiaan, penggunaan yang tidak tepat, 
atau kehilangan integritas) 

x         x     
Belum ada pengendalian terhadap informasi 
terdokumentasi terkait Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

    
Untuk mengendalikan informasi 
terdokumentasi, organisasi harus menangani 
kegiatan berikut, sebagaimana berlaku 

                  

  c 
Distribusi, akses, pengambilan dan 
penggunaan 

x         x     
Belum ada pengendalian terhadap informasi 
terdokumentasi terkait Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

  d 
Penyimpanan dan pelestarian, termasuk 
pelestarian keterbacaan 

x         x     
Belum ada pengendalian terhadap informasi 
terdokumentasi terkait Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

  e Kontrol perubahan (misal: kontrol versi); x         x     
Belum ada pengendalian terhadap informasi 
terdokumentasi terkait Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

  f Retensi dan disposisi x         x     
Belum ada pengendalian terhadap informasi 
terdokumentasi terkait Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi 

POINT 
0 3 0 0 0 16 0 0     

3 14% 16 76%     

5 PASAL 8 Operasional 

  8,1 Perencanaan dan pengendalian operasional                     
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Organisasi harus merencanakan, 
menerapkan dan mengendalikan proses yang 
diperlukan untuk memenuhi persyaratan 
keamanan informasi, dan untuk 
melaksanakan tindakan yang ditentukan 
dalam 6.1. Organisasi juga harus menerapkan 
rencana untuk mencapai tujuan keamanan 
informasi yang ditetapkan dalam 6.2 

x         x     

Organisasi sudah memiliki beberapa SOP terkait 
operasional layanan terkait data center. Akan 
tetapi SOP yang dimiliki saat ini belum meng-
cover seluruh persyaratan ISO 27001:2013 

1. Membuat 
sasaran dan 
program 
keamanan 
informasi, untuk 
tindak lanjut 
dari tujuan 
keamanan 
informasi, dan 
melakukan 
update berkala 
pada sasaran 
dan program 
tersebut disertai 
dengan bukti 
pelaksanaan 

    

Organisasi harus menyimpan informasi 
terdokumentasi sejauh yang diperlukan 
untuk memiliki keyakinan bahwa proses 
telah dilakukan sesuai rencana 

x         x     

dokumen SOP disimpan dilokasi yang telah 
ditentukan akan tetapi organisasi masih belum 
memiliki Kebijakan dan Ketentuan terkait 
penyimpanan informasi terdokumentasi. 

2. Menyimpan 
seluruh bukti 
informasi 
terdokumentasi 
yang sudah 
ditentukan 

    

Organisasi harus mengendalikan perubahan 
yang direncanakan dan meninjau kembali 
konsekuensi perubahan yang tidak 
diinginkan, mengambil tindakan untuk 
mengurangi dampak buruk yang diperlukan. 

x         x     

Setiap perubahan SOP, pasti diketahui oleh atasan 
terkait akan tetapi organisasi belum memiliki 
Prosedur dan kebijakan terkait perubahan 
dokumen 

3. Melakukan 
revisi pada 
prosedur 
perubahan dan 
membuat 
ketetentuan/kla
sifikasi level 
perubahan dan 
ketentuan 
persetujuan 
personil terkait. 
Mendokumenta
sikan semua 
perubahan pada 
sistem kritikal 
(terutama yang 
ada pada data 
center) 

    
Organisasi harus memastikan bahwa proses 
alih daya ditentukan dan dikendalikan 

x       x       Masih Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait    

  8,2 Penilaian Resiko keamanan informasi                     
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Organisasi harus melakukan penilaian risiko 
keamanan informasi pada interval yang 
direncanakan atau bila ada perubahan 
signifikan yang diajukan atau terjadi, dengan 
mempertimbangkan kriteria yang ditetapkan 
dalam 6.1.2 a). 

x       x       
Belum pernah dilakukan penilaian resiko terkait 
keamanan informasi 

1. Melakukan 
identifikasi 
resiko terhadap 
tiap divisi 

    
Organisasi harus menyimpan informasi 
terdokumentasi tentang hasil penilaian risiko 
keamanan informasi 

x       x       Masih Belum ada Kebijakan dan Ketentuan terkait  

2. Menentukan 
pemilik resiko 
yang terkait dan 
Menentukan 
Penilaian dan 
Kebertrimaan 
resiko 

  8,3 Pengendalian Resiko keamanan informasi                     

    
Organisasi harus menerapkan rencana 
penanganan risiko keamanan informasi 

x       x       
Belum ada pengendalian terhadap resiko 
keamanan informasi 

Membuat 
pengendalian 
terhadap semua 
resiko terkait 
SMKI 

    
Organisasi harus menyimpan informasi 
terdokumentasi tentang hasil penanganan 
risiko keamanan informasi 

x       x       
Belum ada pengendalian terhadap resiko 
keamanan informasi 

Membuat 
pengendalian 
terhadap semua 
resiko terkait 
SMKI 

POINT 
0 0 0 0 0 3 0 0     

0 0% 3 33%     

  PASAL 9 EVALUASI PEFORMA 

  9,1 
Monitoring, measurement, analysis and 
evaluation 

                    

    
Organisasi harus mengevaluasi kinerja 
keamanan informasi dan efektivitas Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi 

                    

    Organisasi harus menentukan:                     
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  a.  
Apa yang perlu dipantau dan diukur, 
termasuk proses dan kontrol keamanan 
informasi 

x         x     

Sudah Ada Fasilitas Pendukung Data Center 
berupa  CCTV, Door akses, AC , Sensor  suhu, 
Kelembapan, Genset namun belum termonitor 
berkala dan belum ada analisa 

1. Membuat 
ketentuan 
parameter apa 
saja yang akan 
di monitoring, 
ukur, analisa 
dan evaluasi 
(suhu, 
kelembaban, 
arus listrik, daya 
listrik, log akses, 
bandwith, log 
salah satu 
server, 
Pemadam, 
CCTV, dll)                                                                        
2. Membuat 
ketentuan 
kapan akan di 
monitoring, 
ukur, analisa 
dan evasluas 

  b 
Metode untuk pemantauan, pengukuran, 
analisis dan evaluasi, sebagaimana mestinya, 
untuk memastikan hasil yang valid 

x         x     
Ruang server juga belum tertutup / kamuflase 
terhadap pengunjung / orang dari luar 

Di tutup dengan 
partisi agar 
tidak terlihat  

  c Kapan monitoring dilakukan? x         x     Masih belum ada ketentuan 

 Membuat 
ketentuan 
kapan akan di 
monitoring, 
ukur, analisa 
dan evasluas 

  d Siapa PIC monitoring x         x     
Masih belum ada ketentuan, ada  sebagian 
implementasi 

 Menentukan 
siapa yang 
melakukan 
monitoring, 
pengukuran, 
analisa dan 
evaluasi 

  e 
Kapan hasil dari monitoring di analisa dan di 
evaluasi 

x         x     Masih belum ada ketentuan 

Mwnwntukan 
jadwal berkala 
Analisis Sesuai 
kebutuhan 

  f Siapa yang harus meng analisa dan evaluasi x         x     Masih belum ada ketentuan 

 Menentukan 
siapa yang 
melakukan 
monitoring, 
pengukuran, 
analisa dan 
evaluasi 

  9,2 Internal Audit                     
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Organisasi harus melakukan audit internal 
pada interval yang direncanakan untuk 
memberikan informasi mengenai apakah 
Sistem Manajemen Keamanan Informasi : 

                    

  a 
1) Persyaratan organisasi untuk Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi dan 

x       x       
Belum pernah ada audit internal terkait Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi 

1. Membuat 
prosedur audit 
internal ISO 
27001:2013 
2. Membentuk 
Tim Auditor 
3. Menmbuat 
jadwal audit 
4. Melakukan 
audit internal 
sesuai prosedur 
5. Melaporkan 
hasil audit ke 
manajemen 
6. 
Mendokumenta
sikan hasil audit 
internal 

    2) Persyaratan Standar Internasional ini x       x       
Belum pernah ada audit internal terkait Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi 

  b 
Diimplementasikan dan dipelihara secara 
efektif 

x       x       
Belum pernah ada audit internal terkait Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi 

    Organisasi harus :                   

  c 

Merencanakan, menetapkan, melaksanakan 
dan memelihara program audit, termasuk 
frekuensi, metode, tanggung jawab, 
persyaratan perencanaan dan pelaporan. 
Program audit harus mempertimbangkan 
pentingnya proses yang bersangkutan dan 
hasil audit sebelumnya 

x       x       
Belum pernah ada audit internal terkait Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi 

  d 
Tentukan kriteria dan cakupan audit untuk 
setiap audit 

x       x       
Belum pernah ada audit internal terkait Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi 

  e 
Memilih auditor dan melakukan audit yang 
memastikan objektivitas dan 
ketidakberpihakan proses audit 

x       x       
Belum pernah ada audit internal terkait Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi 

  f 
Memastikan bahwa hasil audit dilaporkan ke 
manajemen yang relevan 

x       x       
Belum pernah ada audit internal terkait Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi 

  g 
Menyimpan informasi terdokumentasi 
sebagai bukti program audit dan hasil audit 

x       x       
Belum pernah ada audit internal terkait Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi 

  9,3 Tinjauan manajemen                     

    
Peninjauan manajemen harus mencakup 
pertimbangan : 

                    

  a 
Status tindakan dari tinjauan manajemen 
sebelumnya 

x       x       
Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen 
terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi 

 
 
1. Membuat 
Prosedur/Ketent
uan Tinjauan 
Manajemen 
Keamanan 
Informasi 
2. Melakukan 
Tinjuan 
Manajemen 

  b 
Perubahan isu eksternal dan internal yang 
relevan dengan manajemen keamanan 
informasi 

x       x       
Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen 
terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi 

  c 
Umpan balik mengenai kinerja keamanan 
informasi, termasuk tren dalam : 

                  

    1) Ketidaksesuaian dan tindakan korektif; x       x       
Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen 
terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi 
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  2) Hasil pemantauan dan pengukuran; x       x       
Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen 
terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi 

3. Melibatkan 
Top Manajemen 
4. 
Mendokumenta
sikan hasil 
Tinjauan 
Manajemen 

  3) Hasil audit; dan x       x       
Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen 
terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi 

    4) Pemenuhan tujuan keamanan informasi; x       x       
Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen 
terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi 

  d Umpan balik dari pihak yang berkepentingan; x       x       
Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen 
terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi 

  e 
Hasil penilaian risiko dan status rencana 
perawatan risiko; dan 

x       x       
Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen 
terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi 

  f Kesempatan untuk perbaikan terus-menerus. x       x       
Belum pernah dilakukan tinjauan manajemen 
terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi 

POINT 
0 0 0 0 0 6 0 0     

0 0% 6 67%     

  PASAL 10 PENINGKATAN 

  10,1 Ketidak sesuaian dan tindakan perbaikan                     

    
Bila ketidaksesuaian terjadi, organisasi harus 
: 

                    

  a 
Bereaksi terhadap ketidaksesuaian, dan jika 
berlaku : 

                    

    
1) Mengambil tindakan untuk mengendalikan 
dan memperbaikinya; dan 

  x       x     
Belum ada ketentuan terhadap ketidaksaesuaian 
dan tindakan perbaikan terkait keamanan 
informasi 

1. Membuat 
ketentuan 
tentang tinjauan 
manajemen 
terhadap 
ketidaksesuaian 
dan tindakan 
perbaikan 
terkait 
keamanan 
informasi 
2. Melakukan 
review secara 
berkala 

    2) Menangani konsekuensinya x         x     
Belum ada ketentuan terhadap ketidaksaesuaian 
dan tindakan perbaikan terkait keamanan 
informasi 

  b 

Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk 
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, 
agar tidak kambuh kembali 
atau terjadi di tempat lain, dengan 

                  

    1) Mengkaji ketidaksesuaian; x         x     
Belum ada ketentuan terhadap ketidaksaesuaian 
dan tindakan perbaikan terkait keamanan 
informasi 
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2) Menentukan penyebab ketidaksesuaian; 
dan 

x         x     
Belum ada ketentuan terhadap ketidaksaesuaian 
dan tindakan perbaikan terkait keamanan 
informasi 

terhadap 
sasaran Sistem 
Manajemen 
Keamanan 
Informasi 
3. Menyerahkan 
review terhadap 
Top Manajemen 

    
3) Menentukan apakah ketidaksesuaian 
serupa ada, atau berpotensi terjadi; 

x         x     
Belum ada ketentuan terhadap ketidaksaesuaian 
dan tindakan perbaikan terkait keamanan 
informasi 

  c Melaksanakan tindakan yang dibutuhkan; x         x     
Belum ada ketentuan terhadap ketidaksaesuaian 
dan tindakan perbaikan terkait keamanan 
informasi 

  d 
Meninjau keefektifan tindakan perbaikan 
yang dilakukan; dan 

x         x     
Belum ada ketentuan terhadap ketidaksaesuaian 
dan tindakan perbaikan terkait keamanan 
informasi 

  e 
Membuat perubahan pada sistem 
manajemen keamanan informasi, jika perlu. 

x         x     
Belum ada ketentuan terhadap ketidaksaesuaian 
dan tindakan perbaikan terkait keamanan 
informasi 

    
Tindakan korektif harus sesuai dengan efek 
ketidaksesuaian yang dihadapi. 

x       x       
Belum ada ketentuan terhadap ketidaksaesuaian 
dan tindakan perbaikan terkait keamanan 
informasi 

    
Organisasi harus menyimpan informasi 
terdokumentasi sebagai bukti: 

x       x       
Belum ada ketentuan terhadap ketidaksaesuaian 
dan tindakan perbaikan terkait keamanan 
informasi 

  f 
Sifat ketidaksesuaian dan tindakan 
selanjutnya yang diambil, dan 

x       x       
Belum ada ketentuan terhadap ketidaksaesuaian 
dan tindakan perbaikan terkait keamanan 
informasi 

  g Hasil tindakan korektif. x       x       
Belum ada ketentuan terhadap ketidaksaesuaian 
dan tindakan perbaikan terkait keamanan 
informasi 

  10,2 Peningkatan berkesinambungan                 
Belum ada ketentuan terhadap ketidaksaesuaian 
dan tindakan perbaikan terkait keamanan 
informasi 

    
Organisasi harus terus memperbaiki 
kesesuaian, kecukupan dan keefektifan 
Sistem Manajemen Keamanan Informasi 

x       x       
Belum ada ketentuan terhadap ketidaksaesuaian 
dan tindakan perbaikan terkait keamanan 
informasi 

POINT 

0 1 0 0 0 8 0 0 

RENDAH 

1 17% 8 133% 

4% 49% 

POINT TOTAL 27% 

  

 

Table 3 Hasil Gap Analisis Annex ISO 27001:2013 ruang lingkup Data Center 

TOPIK ISI DOKUMEN IMPLEMENTASI SARAN PERBAIKAN 
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N
O 

KLAUS
UL 

ANNEX 

TIDA
K 

ADA 

ADA, 
SEBAGIA
N KECIL 
SESUAI 

ADA, 
SEBAGIA
N BESAR 
SESUAI 

SESU
AI 

TIDAK 
IMPLEMENT

ASI 

IMPLEMENT
ASI 

SEBAGIAN 
KECIL 

IMPLEMENT
ASI 

SEBAGIAN 
BESAR 

KONSISTEN 
IMPLEMENT

ASI 

HASIL GAP 
ANALISA (GAP 

ANALYSIS) 

  A.5 
Kebijakan Keamanan 
Informasi 

                      

  A.5.1. 
Arah manajemen 
keamanan informasi 

                      

1 A.5.1.1 
Kebijakan Keamanan 
Informasi 

Satu set kebijakan 
keamanan 
informasi harus 
didefinisikan, 
disetujui oleh 
manajemen, 
diterbitkan dan 
dikomunikasikan 
kepada karyawan 
dan pihak 
eksternal yang 
relevan. 

x       x       

organisasi saat ini 
belum memiliki 
kebijakan 
keamanan 
informasi dan tidak 
mengimplementasi
kan kebijakan 
keamanan 
informasi 

Membuat kebijakan yang 
relevan terhadap SMKI, 
yaitu yang meliputi CIA, 
Kerahasiaan 
(confidentiality) , 
integritas (integrity) dan 
Ketersediaan (availability)  
disahkan dan 
dikomunikasikan 

2 A.5.1.2 
Review Dari Kebijakan 
Keamanan Informasi 

Kebijakan untuk 
keamanan 
informasi harus 
ditinjau pada 
interval yang 
direncanakan atau 
jika terjadi 
perubahan yang 
signifikan untuk 
memastikan 
kesinambungan 
kesesuaian, 
kecukupan dan 
efektivitas. 

x       x       

organisasi saat ini 
belum pernah 
melakukan review 
dari kebijakan 
keamanan 
informasi  

Setelah melakukan 
penyusunan kebijakan 
keamanan informasi, 
organisasi diharuskan 
melakukan review 
terhadap kebijakan 
keamanan secara berkala 

POINT 
0 0 0 0 0 0 0 0 

  
0 0% 0 0% 

  A.6 
Organisasi Keamanan 
Informasi 

                      

  A.6.1 Organisasi Internal                       

3 A.6.1.1. Peran dan Tanggung Jawab 

Semua tanggung 
jawab keamanan 
informasi harus 
ditetapkan dan 
dialokasikan. 

x         x     

organisasi belum 
memiliki struktur 
organisasi terkait 
Sistem Manajemen 
Keamanan 
Informasi 

Membentuk Struktur 
Organisasi Sistem 
Manajemen Keamanan 
Informasi 



51 

 

4 A.6.1.2. Pemisahan Tugas 

Tugas yang saling 
bertentangan dan 
area tanggung 
jawab harus 
dipisahkan untuk 
mengurangi 
peluang untuk 
modifikasi yang 
tidak sah atau 
tidak disengaja 
atau 
penyalahgunaan 
aset organisasi 

  x       x     

Personil Organisasi 
telah memiliki 
jobdesk masing - 
masing akan tetapi 
belum memiliki 
jobdesk tiap 
personil yang 
terkait Sistem 
Manajemen 
Keamanan 
Informasi 

Menentukan matriks 
jobdesk berdasarkan 
struktur organisasi yang 
relevan terkait SMKI, 
Tugas dan tanggung 
jawab dalam pekerjaan 
kritikal, dipisahkan untuk 
mengurangi risiko adanya 
perubahan tanpa ijin atau 
tidak disengaja dan 
penyalahgunaan aset 
tanpa otorisasi. Misal : 
disahkan pemisahan tugas 
antara operator dengan 
admin (operator cctv 
dengan admin log cctv) 

5 A.6.1.3. 
Kontak dengan pihak 
berwenang 

Kesesuaian kontak 
dengan pihak 
berwenang harus 
dipelihara 

x         x     

organisasi Belum 
memiliki kontak 
pihak yang 
berwenang, dan 
belum 
terdokumentasi 
dengan baik dan 
tidak secara 
berkala melakukan 
kontak dengan 
pihak yang 
berwenang untuk 
membahas isu-isu 
eksternal yang 
terjadi 

Membuat list kontak 
pihak-pihak berwenang 
dan membuat jadwal 
untuk komunikasi dengan 
pihak yang berwenang, 
guna mendapatkan 
informasi mengenai isu-
isu eksternal yang dapat 
mempengaruhi SMKI 

6 A.6.1.4. 
Kontak dengan pihak 
terkait 

Kesesuaian kontak 
dengan pihak 
terkait atau forum 
sepsialis 
keamanan dan 
asosiasi 
profesional harus 
dipelihara 

x         x     

Organisasi belum 
melakukan 
komunikasi 
terhadap pihak 
terkait (Belum 
mengikuti forum) 

Mengikuti forum IT dan 
keamanan informasi 
terkait keamanan 
informasi di Perusahaan. 
(Misal : Mengikuti forum 
salah satu hardware yang 
dimiliki) 

7 A.6.1.5.  
Keamanan Informasi pada 
manajemen proyek 

Keamanan 
informasi harus 
dibahas dalam 
manajemen 
proyek, terlepas 
dari jenis proyek. 

x         x     

Organisasi Belum 
melakukan 
manajemen 
proyek, dan belum 
memasukkan unsur 
keamanan 
informasi pada 
manajemen. 
(Terdokumentasi 
dan lisan). Kontrak 
untuk manajemen 
project masih 
terlalu umum 

Memastikan keamanan 
informasi untuk 
manajemen proyek yang 
mempengaruhi layanan 
dalam pengolahan 
informasi, metode 
manajemen proyek harus 
menetapkan  
• Sasaran keamanan 
informasi dalam proyek   
• Penilaian resiko 
dilakukan sebelum proyek  
dilakukan  
• dll 
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  A.6.2. 
Perangkat Mobile dan 
teleworking 

                      

8 A.6.2.1. kebijakan perangkat mobile 

Kebijakan dan 
pendukung 
pengukuran 
keamanan harus 
diadopsi untuk 
mengendalikan 
resiko yang 
dihasilkan dari 
penggunaan 
perangkat mobile 

x         x     

Organisasi belum 
menentukan 
kebijakan terkait 
penggunaan 
perangkat mobile 
dalam lingkup 
kemanan informasi 
secara 
terdokumentasi 

Menentukan kebijakan 
penggunaan perangkat 
mobile yang terkait SMKI, 
Pengguna fasilitas Mobile 
menerapkan prinsip 
kehati-hatian untuk 
memastikan bahwa 
Informasi yang 
terkandung di dalamnya 
tidak bocor dan menjaga 
penggunaannya di 
lingkungan publik, 
misalnya: fasilitas Mobile 
tercuri atau hilang. 

9 A.6.2.2. Teleworking 

Kebijakan dan 
pendukung 
pengukuran 
keamanan harus 
diimplementasika
n untuk 
melindungi 
informasi yang 
diakses diproses, 
atau disimpan 
pada situs 
teleworking 

x         x     

Organisasi belum 
memiliki kebijakan 
terdokumentasi 
tentang 
teleworking, 
namun belum 
dilakukan 
beberapa cara 
teleworking yang 
aman 

Dalam pelaksanaan 
teleworking perlu 
dipertimbangkan. Misal : 
Tidak dilakukan  di  
tempat  umum (café,  
warnet, dll)  dan  
diusahakan menggunakan 
line khusus atau fixed line 
yang aman.  

  
POINT 

0 1 0 0 0 7 0 0     

  1 5% 7 33%     

  A.7 
Keamanan Sumber daya 
Manusia 

                      

  A.7.1. Sebelum bekerja                       

10 A.7.1.1. Penyaringan 

Pemeriksaan 
verifikasi latar 
belakang pada 
semua calon 
tenaga kerja harus 
dilakukan sesuai 
dengan hukum, 
peraturan dan 
etika dan harus 
sebanding dengan 
kebutuhan bisnis, 
klasifikasi 
informasi yang 
dapat diakses dan 
risiko yang 
dirasakan. 

x         x     

Organisasi Belum 
melakukan 
Backgroud Check 
terkait calon 
tenaga kerja untuk 
keamanan 
informasi, Seleksi 
dilakukan oleh BKD 

Penyaringan latar 
belakang (screening) 
harus dilakukan untuk 
setiap calon personil dan 
pihak ketiga dengan 
melakukan verifikasi 
terhadap informasi 
pribadi antara lain 
mencakup: 
• Referensi mengenai 
pengalaman, baik pribadi 
maupun profesional.  
• Verifikasi kelengkapan 
dan kebenaran CV pribadi.  
• Konfirmasi kebenaran 
kualifikasi akademik dan 
profesional.  
• Pemeriksaan catatan 
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kriminal apabila 
diperlukan 

  A.7.1.2 Syarat dan kondisi bekerja 

Perjanjian kontrak 
dengan karyawan 
dan kontraktor 
harus menyatakan 
tanggung jawab 
terhadap 
keamanan 
informasi dan 
tanggung jawab 
organisasi mereka 
untuk keamanan 
informasi. 

x         x     

Organisasi belum 
memiliki perjanjian 
kontrak (NDA) 
dengan pekerja 
ataupun pihak 
ketiga yang 
menyertakan 
tanggung jawab 
terhadap 
keamanan 
informasi 

Perjanjian kerja harus 
sesuai dengan kebijakan 
keamanan informasi yang 
menekankan, Bahwa 
semua personil dan pihak 
ketiga yang akan 
diberikan akses ke 
informasi yang bersifat 
sensitif harus 
menandatangani 
perjanjian kerahasiaan 
NDA (Non Disclosure 
Agreement).  

  A.7.2. Selama Bekerja                       

  A.7.2.1. 
Tanggung jawab 
manajemen 

 Manajemen 
harus 
mensyaratkan 
semua karyawan 
dan kontraktor 
untuk 
menerapkan 
keamanan 
informasi sesuai 
dengan kebijakan 
yang ditetapkan 
dan prosedur 
organisasi. 

x         x     

Organisasi belum 
menentukan siapa 
saja yang termasuk 
pihak terkait 
kebijakan 
keamanan 
informasi 

Memastikan bahwa 
personil dan pihak ketiga 
yang bekerja di 
lingkungan tersebut 
memahami proses 
keamanan informasi 
sesuai dengan kebijakan 
dan prosedur yang 
berlaku 

  A.7.2.2. 
Kesadaran keamanan 
informasi, pendidikan dan 
pelatihan 

Semua karyawan 
organisasi dan, 
bila relevan, 
kontraktor harus 
memperoleh 
pemahaman yang 
sesuai dan 
pelatihan dan 
update reguler 
mengenai 
kebijakan dan 
prosedur 
organisasi, sesuai 
dengan relevansi 

x         x     

Organisasi belum 
melakukan 
pelatihan dasar 
yang relevan 
terhadap 
kebutuhan SMKI 

Melakukan training 
awareness ISO 
27001:2013 dan materi 
kepedulian kepada 
seluruh karyawan di 
lingkungan kerja agar 
peduli terhadap 
keamanan informasi 
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fungsi pekerjaan 
mereka. 

  A.7.2.3. Proses Pendisiplinan 

Harus ada proses 
pendisiplinan 
formal dan 
dikomunikasikan 
di tempat untuk 
mengambil 
tindakan terhadap 
karyawan yang 
telah melakukan 
suatu pelanggaran 
keamanan 
informasi. 

x         x     

Organisasi belum 
memiliki 
kebijakan/prosedur 
terdokumentasi 
tentang proses 
pendisplinan 
karyawan yang 
melanggar 
keamanan 
informasi. 

Membuat prosedur 
pendisiplinan, jika 
karyawan melakukan 
pelanggaran keamanan 
informasi, ketentuan 
pencabutan hak akses, 
dan beberapa ketentuan 
mengenai proses 
pendisipinan 

  A.7.3. Pemutusan Pekerjaan                       

  A.7.3.1 
Pemutusan dan Perubahan 
Tanggung Jawab Kerja 

Tanggung jawab 
keamanan 
informasi dan 
tugas yang tetap 
berlaku setelah 
pemutusan atau 
perubahan 
pekerjaan harus 
ditetapkan, 
dikomunikasikan 
kepada karyawan 
atau kontraktor 
dan ditegakkan. 

x         x     

Organisasi belum 
memiliki prosedur 
kepegawaian untuk 
pemutusan dan 
perubahan 
tanggung jawab 
secara umum di 
Perusahaan, 
namun belum ada 
ketentuan detail 
untuk 
penghapusan hak 
akses khusus 
keamanan 
informasi 

Menambahkan prosedur 
kepegawaian, mulai dari 
pemberhentian / 
pemindahan bagian 
pegawai, Personalia dan 
security officer 
memastikan tidak ada 
keamanan informasi yang 
terganggu ketika personil 
bersangkuta keluar atau 
pindah. Tanggung jawab 
untuk melakukan proses 
pemberhentian atau 
pergantian status 
kepegawaian. 

  
POINT 

0 0 0 0 0 6 0 0     

  0 0% 6 33%     

  A.8 Aset manajemen                       

  A.8.1 
Tanggung jawab Terhadap 
Aset 

                      

  A.8.1.1. Inventarisasi Aset 

Aset yang terkait 
dengan informasi 
dan fasilitas 
pengolahan 
informasi harus 
diidentifikasi dan 
inventarisasi dari 
aset-aset ini harus 
disusun dan 
dipelihara. 

  x       x     

Organisasi telah 
memiliki daftar 
inventaris aset, 
tetapi daftar aset 
belum di upgrade 
lebih spesifik setiap 
rak dan spesifikasi, 
termasuk power 
consume 

Daftar inventaris Aset TI 
sedapat mungkin memuat 
Informasi antara lain : 
• Identitas perangkat 
(aset), misalnya: nomor 
ID, nama perangkat, 
alamat jaringan (static IP 
address), pemilik.                                                                
• lokasi perangkat (aset), 
misalnya: ruang data 
center, rak A.                                                                          
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* Semua server dan 
perangkat di Data Center 
harus ter-update pada 
daftar inventory (bukan 
hanya perangkat yang 
bernilai mahal) 

  A.8.1.2. Kepemilikan aset 

Aset yang berada 
dalam daftar aset 
harus memiliki 
pemilik 

  x       x     

Organisasi belum 
memiliki informasi 
terdokumentasi 
mengenai pemilik 
aset 

Setiap aset yang terdaftar 
di list dokumen 
identifikasi aset, wajib di 
sertakan PIC (penanggung 
jawab) dari masing-
masing aset dan harus 
terdokumentasi 

  A.8.1.3.  Aset yang dapat diterima  

Aturan untuk 
penggunaan yang 
dapat diterima 
dari suatu 
informasi dan aset 
yang terkait 
dengan informasi 
dan fasilitas 
pengolahan 
informasi harus 
diidentifikasi, 
didokumentasikan 
dan diterapkan. 

          x     

Belum ada 
ketentuan 
penggunaan aset 
yang critical dan 
non critical 

Membuat ketentuan 
penggunaan aset yang 
dapat diterima dan 
Information security 
officer harus memonitor 
peraturan mengenai 
penggunaan aset yang 
dapat diterima pada 
fasilitas pemrosesan 
informasi meliputi:  
• Penggunaan layanan 
jaringan, email dan 
penggunaan internet                                                                                                                                                                                                                                           
• Penggunaan perangkat 
TI  

  A.8.1.4. Pengembalian Aset 

Semua karyawan 
dan pengguna 
pihak eksternal 
harus 
mengembalikan 
semua aset 
organisasi yang 
mereka miliki 
pada saat 
pemutusan 
hubungan kerja 
mereka, kontrak 
atau perjanjian. 

          x     

Organisasi Belum 
menetapkan 
kebijakan tentang 
pengembalian aset 
karyawan yang 
sudah tidak bekerja 
lagi di perusahaan 

Untuk kebijakan 
Penetapan pengembalian 
aset harus disertai dengan 
berita acara dan 
pemusnahan hak akses ke 
aset tersebut 

  A.8.2. Klasifikasi Informasi                       

  A.8.2.1. Klasifikasi Informasi 

Informasi harus 
diklasifikasikan 
dalam hal 
persyaratan 
hukum, nilai, 
kekritisan dan 
kepekaan 
terhadap 
pengungkapan 
yang tidak sah 
atau modifikasi. 

x         x     

Organisasi memiliki 
kebijakan/ketentua
n klasifikasi 
informasi akan 
tetapi belum sesuai 
standar keamanan 
informasi 

Membuat 
kebijakan/ketetnuan 
terhadap semua informasi 
yang ada 
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  A.8.2.2. Pelabelan Informasi 

Prosedur 
pelabelan 
informasi harus 
dikembangkan 
dan 
diimplementasika
n sesuai dengan 
skema klasifikasi 
informasi yang 
diadopsi oleh 
organisasi. 

x         x     

Organisasi belum 
memiliki 
kebijakan/ketentua
n pelabelan 
dokumen 

Membuat 
kebijakan/ketetnuan 
pelabelan terhadap 
semua informasi yang ada 

  A.8.2.3. Penanganan Aset 

Prosedur untuk 
menangani aset 
harus 
dikembangkan 
dan 
diimplementasika
n sesuai dengan 
skema klasifikasi 
informasi yang 
diadopsi oleh 
organisasi. 

x         x     

Organisasi belum 
memiliki 
kebijakan/ketentua
n penanganan aset 
yang ada, namun 
belum sampai 
untuk aset 
hardcopy dan 
detail 
penangannnya 

Melakukan review dan 
merevisi  terhadap 
kebijakan/ketentuan 
penanganan aset secara 
lebih detail, terutama aset 
harcopy. Penanganan  
aset informasi  khususnya  
yang  bersifat  rahasia  
mencakup  pada  aspek 
pemrosesan, 
penyimpanan, distribusi, 
dan pemusnahan 
informasi harus 
diterapkan secara aman.  

  A.8.3. Penanganan Media                       

  A.8.3.1. 
Manajemen Removable 
Media 

Prosedur harus 
diterapkan untuk 
pengelolaan 
removable media 
sesuai dengan 
skema klasifikasi 
yang diadopsi oleh 
organisasi. 

x       x       

Organisasi belum 
memiliki 
kebijakan/ketentua
n tentang 
pengelolaan 
removable media 

Membuat 
kebijakan/ketentuan 
aturan dalam menangani 
removable media, 
misalkan :  
• Removable media yang 
digunakan dalam proses  
perlu dipastikan bahwa 
data organisasi yang 
bersifat rahasia di dalam 
media tersebut telah 
dienkrip atau 
menggunakan  password 
diinventarisasikan 
terhadap  personil yang 
terotorisasi untuk 
menggunakan aset 
tersebut. Mekanisme 
otorisasi penggunaan 
removable media harus 
didokumentasikan dengan 
jelas.  
• Data yang terkandung 
dalam removable media 
yang tidak akan 
digunakan kembali harus 
dihapus secara permanen 
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dan dipastikan tidak dapat 
di-recover.  

  A.8.3.2. Pemusnahan Media 

Media harus 
dibuang dengan 
aman bila tidak 
diperlukan lagi, 
dengan 
menggunakan 
prosedur formal. 

x         x     

Organisasi belum 
memiliki prosedur 
tentang 
pemusnahan 
media yang 
menyimpan data 

Membuat prosedur 
tentang pemusnahan aset 
baik berupa data atau 
alat, dan disertai dengan 
berita acara 
penghapusan/pemusnaha
n 

  A.8.3.3. Transfer Media Fisik 

Media yang berisi 
informasi harus 
dilindungi 
terhadap akses 
yang tidak sah, 
penyalahgunaan 
atau korupsi 
selama 
transportasi. 

x       x       
Organisasi belum 
memiliki prosedur 
tersebut 

Membuat 
kebijakan/ketetnuan/pros
edur pengamanan saaat 
trasnfer media fisik dari 
media tersebut dengan 
mempertimbangkan, 
salah satunya 
Pengemasan  media  
harus  dipastikan  telah  
dilakukan  dengan  baik  
dan disesuaikan dengan 
jenis dan kondisi media 
untuk menghindari 
kerusakan fisik. 

  
POINT 

0 2 0 0 0 8 0 0     

  2 7% 8 27%     

  A.9 Kontrol Akses                       

  A.9.1. 
Persyaratan Bisnis untuk 
Kontrol Akses 

                      

  A.9.1.1. Kebijakan Kontrol Akses 

Kebijakan kontrol 
akses harus 
ditetapkan, 
didokumentasikan 
dan ditinjau 
berdasarkan 
persyaratan 

x       x       

Belum ada 
kebijakan tentang 
kontrol akses, 
namun sudah 
dilakukan meski 
masih belum sesuai 

Membuat kebijakan 
kontrol akses baik berupa 
fisik maupun logic di 
lingkungan perusahaan 
yang terkait dengan SMKI 
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keamanan bisnis 
dan informasi. 

                        

Belum ada 
kebijakan/ketentua
n tentang kontrol 
akses (hak akses).  

Membuat 
kebijakan/ketetnuan 
kontrol akses baik berupa 
fisik maupun logic di 
lingkungan perusahaan 
yang terkait dengan SMKI 

                          

Misal : Kebijakan setiap 
informasi harus diakses 
memakai user dan 
password, hak akses 
untuk user dan admin apa 
saja, siapa saja yang 
mendapatkan hak akses 
admin. 

  A.9.1.2. 
Akses terhadap Jaringan 
dan Layanan Jaringan 

Pengguna hanya 
diberikan akses ke 
jaringan dan 
layanan jaringan 
yang telah 
ditentukan secara 
spesifik. 

  x         x   

Pembagian akses 
terhadap jaringan 
dan layanan 
jaringan belum 
dilakukan 

Membuat pembagian 
akses jaringan dan 
layanan jaringan sesuai 
dengan tingkat 
kerahasiannya 

                            

  A.9.2. 
Manajemen Akses 
Pengguna 

                      

  A.9.2.1. 
Pendaftaran Pengguna dan 
Pencabutan Registrasi 

Proses 
pendaftaran dan 
pencabutan 
pengguna harus 
dilaksanakan 
sebagai syarat 
untuk 
mendapatkan hak 
akses 

  x       x     

Belum dibuat 
Prosedur 
pendaftaran hak 
akses  

Membuat prosedur hak 
akses yang relevan 
terhadap SMKI termasuk 
hak akses secara fisik dan 
logic 

                        

Belum didapatkan 
prosedur/pendafta
ran pengguna 
untuk pencabutan 
hak akses ketika 
sudah tidak 
memiliki 
wewenang 

Membuat prosedur atau 
ketentuan pendaftaran 
pengguna untuk 
mencabut hak akses 

  A.9.2.2. Penyediaan Akses User 

Proses formal 
penyediaan akses 
pengguna harus 
diimplementasika
n untuk 
memperoleh atau 
mencabut hak 

  x       x     

Belum dibuat 
Prosedur 
penyediaan hak 
akses 

Membuat prosedur hak 
akses user 
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akses untuk 
semua jenis 
pengguna pada 
semua sistem dan 
layanan. 

                        

Tidak dapat 
ditunjuukan 
dokumentasi 
persetujuan dan 
verifikasi formal 
dari personil 
berwenang untuk 
pemberian hak 
akses 

Mendokumentasikan 
persetujuan dan verifikasi 
formal dari personil 
berwenang untuk 
pemberian hak akses 

  A.9.2.3. 
Manajemen Hak Akses 
Istimewa 

Alokasi dan 
penggunaan hak 
akses istimewa 
harus dibatasi dan 
dikendalikan 

  x       x     

Belum dibatasi 
Penggunaan hak 
akses istimewa 
secara prosedural 

Membuat kebijakan hak 
akses istimewa yang 
relevan terhadap SMKI, 
meliputi : Akses Fisik, 
Akses non fisik dan 
Password Super 

                        

Belum 
didokumentasikan 
kebijakan/ketentua
n hak akses 
istimewa  

Membuat 
kebijakan/ketetnuan hak 
akses istimewa (hak akses 
selain user pengguna 
biasa), cara mendapatkan, 
monitoring, dan review. 

  A.9.2.4. 
Manajemen informasi 
otentikasi rahasia 
pengguna 

Alokasi informasi 
otentikasi rahasia 
harus 
dikendalikan 
melalui proses 
manajemen 
formal. 

x         x     

Belum 
menggunakan 
otenfikasi rahasia 
dan melakukan 
manajemen 
otentikasi namun 
belum ada 
ketentuan 
terdokumentasi 
manajemen 
otentikasi rahasia 

Membuat ketentuan 
terdokumentasi otentikasi 
rahasia 

  A.9.2.5. Review Hak Akses User 

Pemilik aset harus 
meninjau hak 
akses pengguna 
secara berkala. 

x         x     

Belum dilakukan 
review hak akses, 
namun belum 
dideokumentasika
n dan blm ada 
jadwal berkala 
review hak akses. 

Membuat ketetuan 
review hak akses. Review 
hak akses sebaiknya 
dilakukan secara berkala, 
atau setiap ada 
penambahan atau 
pengurangan karyawan 

  A.9.2.6. 
Penghapusan dan 
Penyesuaian Hak Akses 

Hak akses dari 
seluruh karyawan 
dan pengguna 
pihak eksternal 
untuk informasi 
dan fasilitas 
pengolahan 
informasi harus 
dihilangkan pada 

  x       x     

Belum ada 
ketentuan 
terdokumentasi 
tentang 
penghapusan dan 
penyesuaian hak 
akses 

Membuat 
ketentuan/prosedur 
penghapusan hak akses 
kepada karyawan yang 
sudah tidak bekerja / 
pindah bagian, 
penghapusan baik secara 
data fisik dan logic 
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saat pemutusan 
hubungan kerja 
mereka, kontrak 
atau perjanjian, 
atau disesuaikan 
pada perubahan. 

  A.9.3. Tanggung Jawab User                       

  A.9.3.1. 
Penggunaan Otentikasi 
Informasi Rahasia 

Pengguna wajib 
mengikuti 
praktek-praktek 
organisasi dalam 
penggunaan 
otentikasi 
informasi rahasia. 

x         x     

Penggunaan 
otentikasi 
informasi rahasia 
Tidak digunakan  
dan belum ada 
ketentuan 
terdokumentasi 
untuk 
penggunakan 
otentikasi 
informasi rahasia 

Membuat ketentuan 
terdokumentasi untuk 
penggunakan otentikasi 
informasi rahasia. 

  A.9.4. 
Sistem Kontrol dan Akses 
Aplikasi 

                      

  A.9.4.1. 
Pembatasan Akses 
Informasi 

Akses terhadap 
informasi dan 
sistem fungsi 
aplikasi harus 
dibatasi sesuai 
dengan kebijakan 
kontrol akses. 

  x       x     

Sudah dilakukan 
pembatasan akses 
informasi, namun 
masih tahap 
minimal  (misal : 
akses ke data 
center sudah 
dibatasi, perangkat 
security akses 
belum maksimal), 
belum ada 
ketentuan 
terdokumentasi. 

* Membuat ketentuan 
pembatasan akses 
informasi yang 
terdokumentasi.                                        
* Semua personil harus 
menggunakan user yang 
berbeda untuk login ke 
server dan perangkat 
network. 

  A.9.4.2. Prosedur log-on yang aman 

Dimana 
diperlukan oleh 
kebijakan kontrol 
akses, akses ke 
sistem dan 
aplikasi harus 
dikendalikan 
dengan prosedur 
log-on aman. 

  x       x     

Belum ada nya 
ketentuan 
terdokumentasi, 
log on yang aman 

Membuat prosedur log on 
yang aman secara 
terdokumentasi 

  A.9.4.3. 
Sistem Manajemen 
Password 

Sistem 
manajemen 
password harus 
interaktif dan 
harus memastikan 
password yang 
berkualitas. 

x       x       

Belum 
diimplementasikan 
pergantian 
password secara 
berkala, password 
panjang, 
terenkripsi, namun 
belum ditentukan 
secara tertulis 

Membuat 
kebijakan/ketentuan 
manajemen password 
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kapan password 
wajib diganti, 
berapa panjang 
password, dll. 
(Manajemen 
Password) 

  A.9.4.4. 
Penggunaan Program 
Utilitas Istimewa 

Penggunaan 
program utilitas 
yang mungkin 
mampu 
mempengaruhi 
sistem dan 
aplikasi kontrol 
utama harus 
dibatasi dan 
dikontrol ketat. 

x       x       
Belum pernah 
dilakukan kontrol 
terhadap utilitas 

Penggunaan kontrol 
utilitas dilakukan secara 
berkala, agar dapat di 
pantau apabila 
mempengaruhi sistem 

  A.9.4.5. 
Mengontrol Akses 
Terhadap Source Code 
Program 

Akses terhadap 
source code 
program harus 
dibatasi 

  x       x     

Belum dilakukan 
pembatasan akses 
pada source code 
(masih sangat 
minimal 
implementasinya) 
dan belum ada 
ketentuan 
terdokumentasi 

Membuat ketentuan 
terdokumentasi mengenai 
Source code harus 
dibatasi dalam 
penggunaan maupun 
editing 

  
POINT 

0 8 0 0 0 10 2 0     

  8 19% 12 29%     

  A.10 Kriptografi                       

  A.10.1 Kriptografi kontrol                       

  
A.10.1.

1. 
Kebijakan Penggunaan 
Kontrol Kriptografi 

Kebijakan tentang 
penggunaan 
kontrol kriptografi 
untuk 
perlindungan 
informasi harus 
dikembangkan 
dan 
diimplementasika
n. 

x         x     

Belum ada 
kebijakan tentang 
penggunaan 
kontrol kriptografi 

Membuat kebijakan 
tentang penggunaan 
kontrol kriptografi 

  
A.10.1.

2. 
Manajemen Kunci 

Kebijakan tentang 
penggunaan, 
perlindungan dan 
masa aktif kunci 
kriptografi harus 
dikembangkan 
dan dilaksanakan 
sepanjang 
penggunaan kunci 
kriptografi. 

x         x     
Belum ada 
manajemen kunci 
kriptografi 

Membuat ketentuan 
manajemen kunci 
kriptografi 

  
POINT 

0 0 0 0 0 2 0 0     

  0 0% 2 33%     
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  A.11 
Keamanan Fisik dan 
Lingkungan 

                      

  A.11.1 Area Aman                       

  
A.11.1.

1. 
Perimeter Keamanan Fisik 

Perimeter 
keamanan harus 
didefinisikan dan 
digunakan untuk 
melindungi 
daerah-daerah 
yang berisi 
informasi sensitif 
dan kritis dan 
fasilitas 
pengolahan 
informasi. 

x           x   

Ruang server 
belum memenuhi 
standar, pintu 
akses masuk ruang 
server masih 
menggunakan 
pintu kaca, tidak 
ada raised floor, 
terdapat berbagai 
peralatan yang 
tidak seharusnya 
terletak di dalam 
ruang server, dan 
masuk kategori 
ilegal aset, Akses 
masuk ruang data 
center masih 
sebatas 
menggunakan 
kunci biasa, ruang 
pendukung harus 
memiliki : ruang 
listrik, ruang 
jaringan, ruang 
dropzone, ruang 
perakitan/staging 
area/test room, 
penyimpanan 
gudang dan ruang 
monitoring 

* 
Menentukan/mendefinisi
kan parameter pembagian 
setiap ruangan sesuai 
dengan persyaratan SMKI 

                        
Akses fisik hanya 
sebatas melalui 
kunci pintu biasa. 

* Sebaiknya mengganti 
ruang kaca di data center 
dengan tembok ataupun 
pintu baja yang sulit untuk 
ditembus (mengingat 
besarnya data center dan 
banyaknya informasi yang 
diolah), mencegah adanya 
potensi penyusupan 
orang ke area yang 
menyimpan dan 
memposes informasi 
(information processing) 
terutama yang bersifat 
sangat rahasia dan 
rahasia.  

                        

Belum ada 
ketentuan tertulis 
bagaimana 
prosedur masuk 

* Untuk mendapatkan 
gambaran lebih jelas 
tentang spesifikasi 
perimeter keamanan fisik 
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ruang paling 
sensitif (ruang 
aman).  

lebih jelasnya dapat 
dilakukan Analisa Risko 
terlebih dahulu. 

                        
Belum ada daftar 
penerimaan tamu 
(log book) 

* Menentukan 
parameter/ prosedur 
untuk memasuki ruang 
aman, yaitu dapat dengan 
mengisi log book, 
memakai tanda name tag 
visitor, menitipkan semua 
alat telekomunikasi 
sebelum masuk data 
center. 

  
A.11.1.

2. 
Kontrol Masuk Fisik 

Daerah aman 
harus dilindungi 
oleh kontrol entri 
yang sesuai untuk 
memastikan 
bahwa hanya 
karyawan resmi 
yang 
diperbolehkan 
akses. 

  x         x   

Acess door dan 
lock access door 
belum diupgrade, 
masih 
menggunakan 
kunci pintu biasa. 

Acess door dan lock 
access door perlu 
diupgrade menggunakan 
finger print yang 
terkoneksi dengan server, 
menentukan adanya 
personil yang memiliki 
akses masuk data center 
dan yang tidak memiliki 
akses. Membuat SK untuk 
personil yang memiliki 
akses masuk Data Center. 

                        

Belum ada 
ketentuan tertulis 
siapa saja yang 
boleh masuk ke 
ruang paling 
sensitif.  

Untuk personil yang 
memiliki hak akses dan 
yang tidak memiliki hak 
akses harus dibedakan 
dalam kontrol masuk 
ruang server, untuk 
personil yang tidak 
mempunyai hak akses, 
ditemani personil yang 
memiliki hak akses 

                        

Belum ada 
pencatatan tanggal 
dan waktu keluar 
masuk personil.  

Melakukan pencatatan 
waktu keluar masuk 
personil 

  
A.11.1.

3. 
Mengamankan Kantor, 
Ruangan, dan Fasilitas 

Keamanan fisik 
untuk kantor, 
ruangan dan 
fasilitas harus 
dirancang dan 
diterapkan. 

  x       x     

Belum ada 
pengamanan 
kantor, mulai dari 
akses masuk 
gedung. 

* Sebaiknya mengganti 
pintu kaca di data center 
dan pintu kaca pada ruang 
panel dengan tembok 
ataupun pintu baja yang 
sulit untuk ditembus 
(mengingat besarnya data 
center dan banyaknya 
informasi yang diolah), 
mencegah adanya potensi 
penyusupan orang ke area 
yang menyimpan dan 
memposes informasi 
(information processing) 
terutama yang bersifat 
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sangat rahasia dan 
rahasia.  

                        

Sudah tidak ada 
petunjuk arah ke 
Data Center / 
Identitas Data 
Center yang jelas.  

  

                        

Sudah di pisahkan 
tempat operasional 
sehari hari dengan 
Data Center, meski 
masih 
berdampingan 
letaknya. 

  

  
A.11.1.

4. 

Perlindungan terhadap 
ancaman eksternal dan 
lingkungan 

Perlindungan fisik 
terhadap bencana 
alam, serangan 
berbahaya atau 
kecelakaan harus 
dirancang dan 
diterapkan.  

  x       x     

Data Center belum 
menerapkan 
perlindungan fisik 
terhadap 
penanganan 
bencana alam, 
serangan dari luar  

Data center harus 
mendapat perlindungan 
fisik terhadap bahaya 
bencana alam dan 
serangan dari luar, misal 
harus memakai pintu 
baja, atau kamuflase 
terhadap lingkungan 
sekitar 

                        

Kebersihan, masih 
harus diperhatikan, 
ada beberapa 
peralatan yang 
tidak diperlukan 
berada di data 
center.  

* Mengeluarkan peralatan 
yang tidak diperlukan di 
Data Center 

                        

Masih adanya 
potensi banyak 
debu dari luar 
karena adanya 
lobang yang agak 
terbuka.  

* Menutup celah yang 
berpotensi masuknya 
debu (jendela, pintu 
masuk masih ada sekat 
besar) 

                          

* Menutup celah 
masukknya kabel data 
yang memungkinkan tikus 
masuk 

                        

Belum memiliki 
pemadam 
otomatis, tetapi 
ada APAR untuk 
meng handle 
kebakaran skala 
kecil 

Menyediakan personil 
yang terlatih untuk 
menggunakan APAR 
untuk menghandle 
kebakaran skala kecil 
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Pintu pada 
operasional data 
center dan tembok 
dari luar masih 
kaca yang terlihat 
dari ruang lain dan 
mudah dipecahkan 

* Sebaiknya mengganti 
pintu kaca di data center 
dengan tembok ataupun 
pintu baja yang sulit untuk 
ditembus (mengingat 
besarnya data center dan 
banyaknya informasi yang 
diolah), mencegah adanya 
potensi penyusupan 
orang ke area yang 
menyimpan dan 
memposes informasi 
(information processing) 
terutama yang bersifat 
sangat rahasia dan 
rahasia.  

                        

Pintu ruang panel 
listrik, yang 
terhubung 
langsung ke 
operasional data 
center masih kaca 
yang terlihat dari 
ruang lain dan 
mudah dipecahkan 

* Sebaiknya mengganti 
pintu kaca di ruang panel 
karena terhubung 
langsung kepada data 
center dengan tembok 
ataupun pintu baja yang 
sulit untuk ditembus 
(mengingat besarnya data 
center dan banyaknya 
informasi yang diolah), 
mencegah adanya potensi 
penyusupan orang ke area 
yang menyimpan dan 
memposes informasi 
(information processing) 
terutama yang bersifat 
sangat rahasia dan 
rahasia.  

                          

* Barang barang (kardus 
dll) yang mudah terbakar 
di ruang utama data 
center dan di ruang panel, 
dikeluarkan 

                            

  
A.11.1.

5. 
Bekerja di Area Aman 

Prosedur untuk 
bekerja di area 
aman harus 
dirancang dan 
diterapkan. 

x         x     

Belum ada 
prosedur dan 
aturan bekerja di 
area aman (data 
center), baik untuk 
pihak internal 
ataupun pihak 
eksternal. 

Prosedur di area aman 
perlu diterapkan dan di 
induksi, misal terdapat 
larangan memotret/mem 
video ruang aman, 
menerapkan clear screen 
dan clear desk 
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A.11.1.

6. 
Area Pengiriman dan 
Pemuatan 

Jalur akses seperti 
area pengiriman 
dan bongkar poin 
lain di mana orang 
yang tidak 
berwenang bisa 
masuk tempat 
harus 
dikendalikan dan, 
jika mungkin, 
terisolasi dari 
fasilitas 
pengolahan 
informasi untuk 
menghindari akses 
yang tidak sah. 

  x       x     

Belum ada 
prosedur untuk 
menentukan jalur 
akses publik dan 
bongkar muat. 

Membuat prosedur area 
bongkar muat barang 
yang tidak terhubung 
langsung dengan ruang 
aman. Untuk lebih baik 
ruang bongkar muat 
terpisah dengan ruang 
masuk utama data center.  

  A.11.2 Peralatan                       

  
A.11.2.

1. 
Penempatan peralatan dan 
perlindungan 

Peralatan harus 
diletakkan dan 
dilindungi untuk 
mengurangi risiko 
dari ancaman 
lingkungan dan 
bahaya, dan 
kesempatan untuk 
akses yang tidak 
sah. 

  x       x     

Perangkat yang 
kritikal dan sensitif, 
sudah dilindungi 
dari padangan 
secara langsung, 
namun masih 
terlihat dari luar.  

Mengganti kaca pada 
ruang data center (baik 
jendela dan pintunya) 

                        

Sudah tidak ada 
aktifitas makan 
minum di area data 
center ataupun di 
ruang kerja.  

  

                        

Masih adanya 
potensi debu 
masuk, hewan 
pengerat masuk. 

Menutup lubang pada 
jendela, sekat pintu kaca, 
lubang splinkler pemaam 
kebakaran. 

                        
Panel Listrik sudah 
dikunci. 

Sebaiknya semua dikunci 
agar tidak kemasukan 
binatang atau 
membahayakan orang lain 

                          

Sebaiknya semua dikunci 
agar tidak kemasukan 
binatang atau tidak ada 
yang mensabotase rack 
server 

                          

Untuk Rak Jaringan, 
sebaiknya ditutup dan 
terkunci atau boleh tidak 
terkunci, selama 
dipastikan prosedurnya 
hanya orang tertentu 
yang bisa masuk, dan 
ketika orang lain yang 
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masuk, dilakukan 
pendampingan 

  
A.11.2.

2. 
Utilitas Pendukung 

Peralatan harus 
dilindungi dari 
gangguan listrik 
dan gangguan lain 
yang disebabkan 
oleh kegagalan 
dalam utilitas 
pendukung. 

  x       x     

Sudah ada 
grounding, namung 
tidak dapat 
ditunjukkan 
letakknya dan bukti 
pemeliharaan.  

Segera melakukan 
pengecekan berkala 
(pemeliharaan) penangkal 
petir dan grounding 
bangunan 

                        

Ada penangkal 
petir, namun tidak 
dapat ditunjukkan 
bukti pemeliharan. 

  

                        

 Sudah ada UPS, 
Sudah ada Genset 
meskipun masih 
jadi satu dengan 
gedung. 

Membuat peta power 
(daya) untuk ruang data 
center 

                        

Untuk UPS belum 
dihitung 
berdasarkan dari 
jumlah maksimal 
power setiap 
peralatan. 

Menghitung jumlah daya 
maksimal pada power 
setiap peralatan, untuk 
dipastikan UPS dan 
Genset memenuhi batas 
aman. 

  
A.11.2.

3. 
Keamanan Pengkabelan 

Listrik dan kabel 
komunikasi yang 
membawa data 
atau mendukung 
layanan informasi 
harus dilindungi 
dari intersepsi, 
gangguan atau 
kerusakan. 

  x       x     

Belum dilakukan 
perlindungan kabel 
data dan kabel 
power.  

Sebaiknya membuatkan 
tray pemisah antara kabel 
power dan kabel jaringan 
agar tidak terjadi induksi 
listrik 

                            

                        
Belum dilakukan 
penandaan kabel.  

Memberi penanda kabel 
end to end, untuk 
memudahkan analisa 
kerusakan jalur koneksi 

                        

Belum didapatkan 
peta kabel power 
(peta daya) dan 
kabel jaringan.  

Membuat peta power 
(daya) dan peta kabel 
jaringan untuk ruang data 
center 

                        

Belum ada 
prosedur jika 
terjadi keadaan 
darurat apabila ada 
kabel yang rusak. 

Membuat prosedur jika 
salah satu jalur kabel 
mengalamai kerusakan 
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A.11.2.

4. 
Pemeliharaan Peralatan 

Peralatan harus 
dipelihara dengan 
benar untuk 
memastikan 
ketersediaan dan 
integritas yang 
terus menerus. 

  x       x     

Pemeliharaan 
terhadap AC, APAR 
dan Genset belum 
maksimal.  

Membuat jadwal 
perencanaan perawatan 
berkala 

                        

Prosedur 
pemeliharaan 
belum di lakukan 
update 
(disesuaikan 
dengan kondisi 
saat ini)  

Melakukan update 
prosedur pemeliharaan 
(disesuaikan dengan 
kondisi saat ini) 

                            

  
A.11.2.

5. 
Pemindahan Aset 

Peralatan 
,informasi atau 
software tidak 
boleh diletakkan 
diluar kantor 
tanpa ijin dari 
pihak yang 
berwenang 

  x       x     

Belum adanya 
ketentuan keluar 
masuk peralatan 
penting secara 
tertulis. 

Membuat 
kebijakan/ketentuan 
keluar masuk peralatan 
secara tertulis 

                        

 Belum ada 
pencatatan atau 
dokumentasi 
keluar masuk 
peralatan kritikal. 

Melakukan pencatantan 
keluar masuk peralatan 
secara tertulis 

  
A.11.2.

6. 
Keamanan peralatan dan 
aset off lokal 

Keamanan harus 
diterapkan pada 
aset off-site 
dengan 
mempertimbangk
an risiko yang 
berbeda dari 
bekerja di luar 
tempat organisasi. 

x         x     

Belum ada 
kebijakan 
penggunaan 
peralatan diluar 
kantor 

Membuat 
kebijakan/ketentuan 
penggunaan peralatan 
diluar kantor 

  
A.11.2.

7. 

Pembuangan yang aman 
atau penggunaan kembali 
peralatan 

Semua item 
peralatan yang 
mengandung 
media 
penyimpanan 
harus diverifikasi 
untuk memastikan 
bahwa setiap data 
sensitif dan 
perangkat lunak 
berlisensi telah 
dihapus atau 
ditimpa aman 
sebelum dibuang 
atau digunakan 
kembali. 

x         x     

Belum ada 
prosedur terkait 
penghapusan yang 
aman 

Membuat prosedur 
pemusnahan aset apabila 
tidak digunakan kembali, 
contoh: memusnahkan 
harddisk yang telah rusak 
dengan cara dihancurkan 
berkeping keping 
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A.11.2.

8. 
Pengguna peralatan tanpa 
pengawasan 

Pengguna harus 
memastikan 
bahwa peralatan 
tanpa 
pengawasan 
memiliki 
perlindungan yang 
tepat. 

x         x     

Belum ada 
kebijakan 
penggunaan 
peralatan tanpa 
pengawasan 

Membuat 
kebijakan/ketentuan 
penggunaan peralatan 
tanpa pengawasan 

  
A.11.2.

9. 
Kebijakan clean desk dan 
clean screen 

Kebijakan clean 
desk untuk 
dokumen 
hardcopy dan 
perangkat/media 
penyimpanan dan 
kebijakan clean 
screen untuk 
fasilitas pengolah 
informasi harus 
diadopsi 

x       x       

Belum pernah ada 
kebijakan clean 
desk dan clean 
screen 

Membuat kebijakan clean 
desk dan clear screen 
sehingga informasi yang 
terdapat pada PC atau 
laptop serta dokumen 
yang terdapat di meja 
tidak dapat di akses orang 
lain 

  
POINT 

0 9 0 0 0 12 4 0     

  9 20% 16 36%     

  A.12 keamanan operasi                       

  A.12.1 
Prosedur dan Tanggung 
Jawab Personil 

                      

  
A.12.1.

1. 
Prosedur Operasi 
Terdokumentasi 

Prosedur 
operasional harus 
terdokumentasi 
dan selalu 
tersedia bagi 
semua personil 
organisasi yang 
membutuhkan. 

  x       x     

Belum memiliki 
prosedur 
operasional yang 
menyangkut 
operasional data 
center 

Membuat prosedur 
terdokumentasi, Setiap 
aplikasi yang dioperasikan 
di khususnya Core aplikasi 
beserta operasional Data 
Center harus dilengkapi 
dengan prosedur dan 
petunjuk pengoperasian 
(misalnya Run Book dan 
petunjuk teknis) dan 
dipelihara untuk menjaga 
ketersediaan bagi seluruh 
pengguna sistem 
informasi yang 
membutuhkannya. Misal : 
prosedur keluar masuk 
data center, prosedur 
mengeluarkan barang 
yang ada pada data 
center, dll 
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A.12.1.

2. 
Manajemen perubahan 

Perubahan 
terhadap 
organisasi, proses 
bisnis, fasilitas 
pengolah 
informasi dan 
sistem yang 
mempengaruhi 
keamanan 
informasi harus 
dikendalikan 

x         x     

Belum memiliki 
prosedur 
manajemen 
perubahan 

Membuat prosedur 
manajemen perubahan, 
yang terkait pada data 
center (misal : power, 
bandwith dll). Melakukan 
klasifikasi / level 
perubahan (akan terkait 
dengan persetujuan). 
Pengendalian perubahan 
diterapkan pada 
infrastruktur dan Sistem 
Aplikasi harus mengacu 
pada prosedur 
manajemen perubahan 
yang mempertimbangkan 
antara lain:  
• Aspek risiko yang 
muncul terhadap 
kebutuhan bisnis. 
• Dokumentasi atas log 
perubahan sesuai urutan 
waktu perubahan. 
• Perencanaan dan 
pengujian perubahan. 
(User Accpetable Test) 
• Tersedianya persetujuan 
formal untuk usulan 
perubahan. 
• Dll 

  
A.12.1.

3. 
Manajemen kapasitas 

Penggunaan 
sumber daya 
harus dimonitor, 
disesusaikan dan 
diproyeksikan 
pada kebutuhan 
kapasitas di masa 
mendatang untuk 
memastikan 
kebutuhan 
performa sistem  

  x       x     

Belum memiliki 
prosedur 
manajemen 
kapasitas 

Pengelola Kapasitas harus  
membuat prosedur 
manajemen kapasitas dan 
melakukan   manajemen   
kapasitas (misal : power, 
bandwith dll)  untuk 
setiap pengembangan 
infrastruktur dan sistem 
aplikasi baru maupun 
yang sedang berjalan 
dengan 
mempertimbangkan 
proyeksi terhadap 
kebutuhan operasional, 
infrastruktur, sistem 
aplikasi berdasarkan 
kebutuhan bisnis yang 
akan datang. Pengukuran 
kapasitas terhadap 
aplikasi dan infrastruktur 
dilakukan secara periodik 
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A.12.1.

4. 

Pemisahan area 
pengembangan, uji coba, 
dan operasional 

Pengembangan, 
pengujian, dan 
area operasional 
harus dipisah 
untuk mengurangi 
resiko adanya 
akses tanpa ijin 
atau perubahan 
terhadaparea 
operasional 

  x       x     

Belum ada 
pemisahan, area 
oeprasional data 
center, AC, ruang 
bongkar muat, 
ruang uji coba, 
ruang gudang dan 
ruang antara 
(untuk pintu 
masuk)  

Pemisahan antara fasilitas 
pengembangan dan 
pengujian dari fasilitas 
operasional baik secara 
fisik maupun logikal 
didasarkan pada 
kritikalitas sistem aplikasi 
dan dengan 
mengimplementasikan 
pengendalian yang sesuai. 
Pemisahan ini juga 
digunakan untuk 
mengurangi resiko akses 
dan perubahan yang tidak 
terotorisasi atas sistem.                                             
Saran pemisahan ruang :                                                        
* Ruang Operasioal data 
Center (Ruang Aman)                
* Ruang uji (test, UAT) 
terpisah dengan ruang 
antara, untuk masuk data 
center)                                       
* Ruang Gudang dipisah 
dari ruang pengujian 

  A.12.2. 
perlindungan terhadap 
malware 

                      

  
A.12.2.

1. 
Pengendalian terhadap 
malware 

Kontrol deteksi, 
pencegahan, dan 
pemulihan untuk 
perlindungan 
terhadap malware 
harus 
diimplementasika
n, dikombinasikan 
dengan 
pemahaman 
pengguna yang 
sesuai 

  x       x     

Belum dilakukan 
scanning antivirus 
secara berkala dan 
otomatis 

Melakukan scanning 
antivirus dan update 
secara berkala 

  A.12.3. Backup                       

  
A.12.3.

1. 
Backup informasi 

Backup salinan 
informasi, 
software dan 
system image 
harus dilakukan 
dan diuji secara 
berkala sesuai 
dengan kebijakan 
backup yang 
disepakati 

  x       x     

Belum dilakukan 
back up dan 
restore secara 
berkala 

Melakukan Backup dan 
restore secara berkala, 
membuat dokumentasi 
penjadwalan, masa 
retensi backup yang 
disetujui oleh atasan atau 
personil terkait 

  A.12.4. Logging dan monitoring                       
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A.12.4.

1. 
Event logging 

Even log merekam 
aktivitas user, 
pengecualian, 
kesalahandan 
peristiwa yang 
berkaitan dengan 
keamanan 
informasi harus 
ada, dijaga, dan 
direview secara 
berkala 

  x       x     

Belum pernah 
dilakukan 
monitoring dan 
penyimpanan log, 
belum dilakukan 
review log, belum 
ada 
ketentuan/prosedu
r manajemen log 

Membuat 
ketetnuan/prosedur Log. 
Pada prosedur tersebut 
yang perlu disimpan 
mencakup pada aspek 
berikut :  
• User id 
• Tanggal dan waktu serta 
detail dari kejadian 
penting (key events) 
dalam sistem seperti 
logon dan logoff. 
• Identitas terminal atau 
komputer dan lokasi bila 
memungkinkan. 
• Dll                                                                                             
* Melakukan review log 

  
A.12.4.

2. 
Perlindungan terhadap 
informasi log 

Fasilitas log dan 
informasi log 
harus dilindungi 
terhadap 
gangguan dan 
akses yang tidak 
sah 

  x       x     

Belum ada 
perlindungan pada 
informasi log, 
belum ada 
prosedur untuk 
melindungi log 
yang ada. 

Membuat prosedur 
manajemen log, 
meletakkan apada 
komputer khusus dan 
diberi identitas. Fasilitas 
atau sistem untuk 
melakukan logging dan 
informasi log harus 
dilindungi dari modifikasi   
dan akses  tanpa  ijin  
yaitu  pembatasan  
terhadap  perubahan  
atau penghapusan 
terhadap log files 

  
A.12.4.

3. 
Administrastor dan 
operator log 

Aktivitas sistem 
administrator dan 
sistem operator 
harus terekam 
dan lognya 
terlindungi serta 
di-review secara 
berkala 

x       x       

Belum dilakukan 
penunjukan secara 
sah administator 
dan operator log, 
super admin belum 
dual custody 

* Membuat surat 
penunjukkan 
administrator dan 
penunjukan log.                                                                             
* Seluruh aktivitas 
administrator dan 
operator sistem informasi 
harus direkam dalam log 
dan ditinjau secara 
berkala yang mencakup : 
• Waktu dari kejadian 
(event) balk yang sukses 
maupun gagal.• Hak akses 
dan identitas dari 
administrator atau 
operator. 



73 

 

  
A.12.4.

4. 
Sinkronisasi waktu 

Waktu pada 
seluruh perangkat 
pengolah 
informasi didalam 
organisasi  atau di 
dalam domain 
security harus 
disinkronisasi 
dengan acuan 
satu sumber 
referensi waktu 

  x       x     

Semua device 
belum dilakukan 
sinkronisasi waktu. 
Misal : server, ac, 
cctv. Belum ada 
ketentuan 
sinkronisasi waktu 

* Membuat ketentuan 
peralatan apa saja yang 
harus sinkron untuk 
waktunya.                                       
* Melakukan sinkronisasi 
waktu untuk seluruh 
perangkat yang berkaitan 
dengan SMKI di data 
center harus terintegrasi 
menjadi satu dalam hal 
waktu, ini dapat memberi 
manfaat ketika ada IT 
forensik ketika ada 
insiden                                                                                                                                                                            

  A.12.5. 
Pengendalian terhadap 
operasional software 

                      

  
A.12.5.

1. 
Pemasangan software pada 
sistem operasional 

Prosedur yang 
berkaitan harus 
diimplementasika
n untuk 
mengendalikan 
pemasangan 
software pada 
sistem operasi 

x       x       

Belum ada 
ketentuan 
terdokumentasi 
tentang software 
apa saja yang 
diperbolehkan dan 
prosedur 
pemasangannya 
(otorisasi dll) 

Membuat ketentuan 
terdokumentasi tentang 
software apa saja yang 
diperbolehkan dan 
prosedur pemasangannya 
(otorisasi dll) 

  A.12.6. 
Manajemen kerentanan 
teknis 

                      

  
A.12.6.

1 
Manajemen kerentanan 
teknis 

Informasi 
mengenai 
kerentanan teknis  
dari sistem 
informasi yang 
digunakan harus 
diperoleh secara 
berkala, paparan 
organisasi 
mengenai 
kerentana 
tersebut harus 
dievaluasi dan 
tindakan yang 
sesuai harus 
diambil untuk 
mengatasi resiko 
terkait. 

x     x   x     

Belum pernah 
melakukan uji test 
pada jaringan, 
ketika melakukan 
perubahan 
sebelum di 
masukkan kedalam 
operasional data 
center (sistem 
kritikal). 

Melakukan uji test secara 
berkala. Membuat 
ketentuan uji coba teknis 
sebelum melakukan 
perubahan pada sistem 
kritikal.  

  
A.12.6.

2. 
Pembatasan pada 
pemasangan software 

Aturan yang 
mengatur 
pemasangan 
software oleh user 
harus dibuat dan 
dilaksanakan 

x     x x       

Belum ada 
kebijakan/ketetnua
n terdokumentasi 
tentang 
pembatasan 
pemasangan 
software terkait 
SMKI 

Membuat kebijakan 
pemasangan software 
asli, pembatasan 
pemasangan software, 
pemasngan yang 
dilakukan hanya oleh satu 
admin super, sehingga 
tidak ada user lain yang 
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dapat memasang 
software 
bajakan/software 
berbahaya 

  A.12.7 
Pertimbangan audit sistem 
informasi 

                      

  
A.12.7.

1. 
Kontrol Audit Sistem 
Informasi 

Persyaratan audit 
dan kegiatan yang 
melibatkan 
verifikasi sistem 
operasional harus 
direncanakan 
dengan hati-hati 
dan disetujui 
untuk 
meminimalkan 
gangguan 
terhadap proses 
bisnis. 

x     x x       

Belum ada 
prosedur 
terdokumentasi 
mengenai kegiatan 
ketika melakukan 
audit/verifikasi 
sistem operasional 
yang sedang 
berjalan. 

Membuat prosedur 
terdokumentasi mengenai 
kegiatan ketika 
melakukan audit/verifikasi 
sistem operasional yang 
sedang berjalan. Mulai 
menentukan ruang 
lingkup, memonitoring 
sistem yang diauidit dan 
persetujuan personil 
terkait. 

  
POINT 

0 8 0 9 0 10 0 0     

  17 28% 10 17%     

  A.13 Keamanan komunikasi                       

  A.13.1. 
Manajemen keamanan 
jaringan 

                      

  
A.13.1.

1. 
Pengendalian jaringan 

Jaringan harus 
dikelola dan 
dikendalikan 
untuk melindungi 
informasi dalam 
sistem dan 
aplikasi. 

  x         x   

Belum dilakukan 
pembatasan, 
monitoring dan 
review terhadap 
jaringan tetapi ada 
beberapa 
pengendalian yang 
belum dilakukan 

Bagian Network support / 
Technical harus 
membatasi kontrol 
terhadap penggunaan 
jaringan. Pengendalian 
terhadap jaringan antara 
lain :  
• Semua perangkat 
jaringan hanya dapat 
diakses oleh personil 
penanggung jawab 
jaringan yang telah 
mendapatkan otorisasi 
dari bagian System 
Admnistrator.  
• Akses jaringan melalui 
remote harus 
mendapatkan persetujuan 
dari bagian network 
support dan 
didokumentasikan  
• Penggunaan jaringan 
harus direview berkala  
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A.13.1.

2. 
Keamanan layanan jaringan 

Mekanisme 
keamanan, tingkat 
layanan dan 
persyaratan 
manajemen dari 
semua layanan 
jaringan harus 
diidentifikasi dan 
dimasukkan 
dalam perjanjian 
layanan jaringan, 
apakah layanan ini 
disediakan secara 
in-house atau 
outsourcing. 

  x       x     

Belum ada Service 
Level Aggrements 
(SLA) dari pihak 
penyedia jaringan. 

Meminta SLA dari pihak 
penyedia jaringan, 
membuat ketentuan 
jadwal review dan 
Melakukan review 
terhadap keamanan 
jaringan (SLA untuk ISP) 
dilakukan secara berkala 
dan melibatkan pihak-
pihak yang terkait, seperti 
ISP, Colocation data 
center,dll 

  
A.13.1.

3. 
Pemisahan jaringan 

Grup dari layanan 
informasi, 
pengguna dan 
sistem informasi 
harus dipisahkan 
pada jaringan 

  x         x   

Sudah dilakukan 
pemisahan 
jaringan. Belum 
dapat ditunjuukan 
topologi jaringan 
data center. 

Jika belum ada topologi 
jaringan, dibuat topologi 
jaringan dan segmentasi 
jaringannya 

  A.13.2 transfer informasi                       

  
A.13.2.

1. 
Kebijakan dan prosedur 
transfer informasi 

Kebijakan transfer 
secara formal, 
prosedur dan 
kontrol harus ada 
untuk melindungi 
transfer informasi 
melalui semua 
tipe fasilitas 
komunikasi 

x       x       
Belum ada 
kebijakan terhadap 
transfer informasi 

Segera membuatkan 
kebijakan tersebut yang 
relevan dengan SMKI, dan 
menambahkan beberapa 
poin pertimbangan dalam 
pertukaran informasi 
melalui media elektronik 
yaitu:  
• Pendeteksian  terhadap  
virus  melalui  scan  
antivirus  terhadap  data  
yang ditransmisikan.  
• Perlindungan data 
rahasia yang 
dipertukarkan melalui 
attachment email  dengan 
menggunakan password.  
• Melarang automatic 
email forwarding dari 
email XXX ke email 
pribadi.  
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A.13.2.

2. 
Perjanjian pada transfer 
informasi 

Perjanjian harus 
membahas 
transfer secara 
aman dari 
informasi bisnis 
antara organisasi 
dan pihak 
eksternal 

x       x       

Belum ada NDA 
tentang trnsfer 
informasi secara 
aman. 

Membuat NDA dan 
mereview ketentuan serta 
memastikan semua pihak 
yang terlibat melakukan 
pengamanan informasi 
dengan memuat hal-hal 
sebagai berikut :  
• Kesepakatan  dalam  
kesepahaman  yang  sama 
terkait keamanan 
informasi sehingga 
informasi dapat dilindungi 
secara memadai 
• Penyimpanan Informasi 
secara aman dan 
memadai. 
• Standar identifikasi kurir 
yang melakukan proses 
pertukaran informasi. 
• Penggunaan sistem 
pelabelan yang telah 
disepakati untuk 
informasi yang kritikal dan 
sensitif serta memastikan 
bahwa sistem tersebut 
dapat dengan mudah 
dimengerti.  
• Penggunaan teknologi 
password yang 
diperlukan. 

  
A.13.2.

3. 
Pesan elektronik 

Informasi yang 
terlibat dalam 
pesan elektronik 
harus dilindungi 
dengan tepat. 

  x       x     
Belum 
menggunakan 
proteksi SSL 

Menambah Firewall untuk 
melindungi data secara 
elektronik 

  
A.13.2.

4. 
Perjanjian rahasia atau NDA 

Persyaratan untuk 
perjanjian rahasia 
atau NDA yang 
menunjukkan 
kebutuhan 
organisasi 
terhadap 
perlindungan 
terhadap 
informasi harus 
diidentifikasi, dan 
direview secara 
berkala dan 
didokumentasi 

x         x     

Belum pernah 
dilakukan 
pemberlakuan 
terkait NDA pada 
pihak ketiga dan 
para karyawan 
belum dapat 
ditunjukkan NDA 
terkait keamanan 
informasi. 

Setiap pegawai maupun 
pihak ketiga yang bekerja 
di organisasi harus 
menyetujui dan  
menandatangani  
pernyataan menjaga 
kerahasiaan informasi 
(NDA) yang dituangkan 
dalam dokumen 
pernyataan kerahasiaan 
informasi atau kontrak 
kerja dan berlaku selama 
personil aktif. 

  
POINT 

0 4 0 0 0 3 4 0     

  4 17% 7 29%     
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  A.14 
Sistem akuisisi, 
pengembangan dan 
pemeliharaan 

                      

  A.14.1. 
Persyaratan Keamanan 
Informasi 

                      

  
A.14.1.

1 

Analisis persyaratan 
keamanan informasi dan 
spesifikasi 

Persyaratan 
keamanan 
informasi terkait 
harus dimasukkan 
dalam persyaratan 
untuk sistem 
informasi baru 
atau perangkat 
tambahan untuk 
sistem informasi 
yang ada. 

x       x       

Belum ada analisa 
untuk persyaratan 
dan spesifikasi 
sistem baru yang 
akan dimasukkan 
ke dalam data 
center, serta belum 
menyesuaikan 
dengan standar 
keamanan 
informasi yang ada. 

Membuat analisa untuk 
persyaratan keamanan 
informasi dan spesifikasi 
sistem baru yang akan 
dimasukkan ke dalam 
data center. Misal 
persyaratan password 
harus sesuai dengan 
peraturan sandi, daya 
perangkat harus 220 Volt, 
dll) 

  
A.14.1.

2. 

Mengamankan layanan 
aplikasi pada jaringan 
publik 

Informasi yang 
terlibat dalam 
layanan aplikasi 
yang melewati 
jaringan publik 
harus dilindungi 
dari aktivitas 
penipuan, 
perselisihan 
kontrak dan 
pengungkapan 
yang tidak sah dan 
modifikasi. 

  x       x     

Belum ada 
perlindungan 
terhadap layanan 
jaringan publik dari 
penipuan, 
perselisihan 
kontrak, dll 

Melakukan perlindungan 
menggunakan SSL pada 
website 

  
A.14.1.

3. 
Melindungi transaksi 
layanan aplikasi 

Informasi yang 
terlibat dalam 
aplikasi layanan 
transaksi harus 
dilindungi untuk 
mencegah 
transmisi yang 
tidak lengkap, 
mis-routing, 
perubahan pesan 
yang tidak sah, 
pengungkapan 
yang tidak sah, 
duplikasi dan 
pengulangan 
pesan yang tidak 
sah. 

x       x       

Belum ada 
perlindungan 
terhadap Informasi 
yang terlibat dalam 
aplikasi layanan 
transaksi untuk 
mencegah 
transmisi yang 
tidak lengkap, mis-
routing, perubahan 
pesan yang tidak 
sah, pengungkapan 
yang tidak sah, 
duplikasi dan 
pengulangan pesan 
yang tidak sah. 

Membuat proteksi 
terhadap software 
layanan transaksi unutk 
mencegah transaksi yang 
tidak lengkap 

  A.14.2. 
Keamanan pada proses 
pengembangan dan 
pendukung 
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A.14.2.

1 
Kebijakan pengembangan 
aman 

Aturan untuk 
pengembangan 
perangkat lunak 
dan sistem harus 
ditetapkan dan 
diterapkan pada 
pengembangan 
dalam organisasi. 

  x       x     

Belum memiliki 
kebijakan untuk 
pengembangan 
aplikasi tetapi 
belum relevan 
terhadap kebijakan 
SMKI 

Aspek-aspek berikut harus 
dimasukkan dalam 
pertimbangan kebijakan 
pengembangan aplikasi:  
• Lingkungan 
pengembangan yang 
aman  
• Dokumentasi bertahap 
pengembangan sistem 

  
A.14.2.

2. 
Prosedur pengendalian 
perubahan sistem 

Perubahan sistem 
dalam siklus 
pengembangan 
harus 
dikendalikan 
dengan 
menggunakan 
prosedur 
pengendalian 
perubahan formal. 

  x       x     

Belum ada 
prosedur 
pengendalian 
perubahan pada 
beberapa 
perubahan IT yang 
ada. 

Membuat prosedur 
pengendalian perubahan 
terhadap infrastruktur 
mencakup:  
• Persetujuan formal 
harus didapat sebelum 
dilakukan perubahan.  
• Update terhadap 
dokumentasi sistem 
mengikuti perubahan 
yang dilakukan.  
• Menjaga kendali untuk 
versi dari perubahan pada 
sistem informasi. 
• Memelihara audit trail 
dalam proses perubahan 
sistem 

  
A.14.2.

3. 

Kajian teknis aplikasi 
setelah operasi perubahan 
Platform 

Ketika platform 
operasi yang 
berubah, aplikasi 
bisnis penting 
harus ditinjau dan 
diuji untuk 
memastikan tidak 
ada dampak 
negatif terhadap 
operasi atau 
keamanan 
organisasi. 

x       x       

Belum pernah 
melakukan kajian 
teknis aplikasi, dan 
tidak ada 
dokumentasi 
tentang hal 
tersebut. 

Bagian Security 
Coordinator dan tim 
pengembangan aplikasi 
harus meninjau dan 
menguji kembali apabila 
terdapat perubahan 
sistem operasi untuk 
memastikan tidak ada 
dampak yang dapat 
menghambat operasional 
bisnis maupun keamanan 
informasinya dan 
didokumentasikan 

  
A.14.2.

4. 

Pembatasan pada 
perubahan paket perangkat 
lunak 

Modifikasi untuk 
paket perangkat 
lunak harus 
dikurangi, 
terbatas pada 
perubahan yang 
diperlukan dan 
semua perubahan 
harus 
dikendalikan 
secara ketat. 

x       x       

Tidak dilakukan 
pembatasan 
perubahan paket 
perangkat lunak, 
yang diperlukan 
penyesuaian 
dengan keamanan 
informasi 

Bagian Aplikasi / 
Application  Development  
harus  mengendalikan  
perubahan  atau  
modifikasi perangkat 
lunak yang dikeluarkan 
oleh pihak ketiga dan bila 
memungkinkan, minta 
perubahan yang 
diinginkan supaya 
dikembangkan menjadi 
update standard oleh 
pihak vendor aplikasi 
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A.14.2.

5. 
Prinsip rekayasa sistem 
yang aman 

Prinsip untuk 
sistem aman 
rekayasa harus 
ditetapkan, 
didokumentasikan
, dipelihara dan 
diterapkan pada 
setiap upaya 
implementasi 
sistem informasi. 

x       x       
Belum dilakukan 
prinsip rekayasa 
sistem yang aman  

* Prosedur rekayasa 
sistem informasi yang 
aman harus berdasarkan 
pada prinsip teknik 
keamanan dan keamanan 
harus dirancang ke dalam 
semua lapisan arsitektur 
(bisnis, data, aplikasi dan 
teknologi) untuk 
menyeimbangkan 
kebutuhan akan 
keamanan informasi 
dengan kebutuhan 
aksesibilitas                                                              
* Teknologi baru harus 
dianalisis untuk risiko 
keamanan dan desain 
harus ditinjau terhadap 
pola serangan yang 
diketahui.  

  
A.14.2.

6. 
Lingkungan Pengembangan 
yang Aman 

Organisasi harus 
menetapkan dan 
secara tepat 
melindungi 
lingkungan 
pengembangan 
yang aman untuk 
pengembangan 
sistem dan 
integrasi upaya 
yang mengcover 
seluruh siklus 
hidup 
pengembangan 
sistem. 

  x       x     

Belum ada tempat 
pengembangan 
yang memadai 
secara keamanan 
informasi (ruang 
UAT masih jadi 
satu dengan akses 
masuk data center) 

Organisasi harus menilai 
risiko yang terkait dengan 
upaya pengembangan 
sistem individual dan 
membangun lingkungan 
pengembangan yang 
aman untuk upaya 
pengembangan sistem 
tertentu                                                                                    
* Menyekat ruang UAT 
agar tidak terganggu oleh 
keluar masuk personil 
data center. 

  
A.14.2.

7. 
Pengembangan outsourcing 

Organisasi harus 
mengawasi dan 
memantau 
kegiatan 
pengembangan 
sistem 
outsourcing. 

  x       x     

Belum dilakukan 
pengawasan dan 
pemantauan 
kegiatan 
outsourcing.  

Mengumpulkan bukti 
monitoring 
pengembangan software 
yang dilakukan oleh pihak 
ketiga dengan 
mempertimbangkan:  
• Kesepakatan  mengenai  
lisensi,  kepemilikan  
source  code  serta  hak  
atas kekayaan intelektual.  
• Adanya jaminan 
kualitas, akurasi dan 
pengendalian 
pengamanan.  
• Kesepakatan mengenai 
escrow apabila terjadi 
kesalahan atau kegagalan 
pada pekerjaan 
pengembangan oleh pihak 
ketiga.  
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• Serangkaian pengujian 
sebelum instaIasi 
dilakukan untuk 
mendeteksi malware 

  
A.14.2.

8. 
Pengujian Sistem 
Keamanan 

Pengujian fungsi 
keamanan harus 
dilakukan selama 
pengembangan. 

x       x       

Tidak dilakukan 
pengujian 
keamanan yang 
relevan terhadap 
SMKI 

Sebuah sistem baru atau 
diperbarui memerlukan 
pengujian menyeluruh 
dan verifikasi selama 
proses pengembangan, 
termasuk penyusunan 
jadwal rinci kegiatan dan 
masukan uji dan output 
yang diharapkan di bawah 
berbagai kondisi 

  
A.14.2.

9. 
Pengujian Sistem 
Penerimaan 

Program 
pengujian 
penerimaan dan 
kriteria terkait 
harus ditetapkan 
untuk sistem 
informasi baru, 
upgrade dan versi 
baru. 

x       x       

Organisasi belum 
melakukan User 
Acceptable Test 
(UAT) sebelum 
memasukkan ke 
data center. Belum 
didapatkan 
dokumentasi 
pengujian UAT, dan 
belum ada 
ketentuan 
terdokumentasi 
untuk melakukan 
UAT 

Membuat ketentuan / 
prosedur UAT dengan 
Kriteria  penerimaan  atau  
syarat  lulus  pengujian  
sistem  harus  mengacu  
kepada kesesuaian 
dengan user requirement 
dan kinerja sistem yang 
dibutuhkan 

  A.14.3. test data                       

  
A.14.3.

1. 
Perlindungan Terhadap 
Test Data 

Data uji harus 
dipilih dengan 
hati-hati, 
dilindungi dan 
dikendalikan. 

x       x           

  
POINT 

0 5 0 0 0 5 0 0     

  5 28% 5 28%     

  A.15 Hubungan dengan supplier                       
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  A.15.1 
Keamanan informasi dalam 
hubungan pemasok 

                      

  
A.15.1.

1. 

Kebijakan keamanan 
informasi untuk hubungan 
pemasok 

Persyaratan 
keamanan 
informasi untuk 
mengurangi risiko 
yang terkait 
dengan akses 
pemasok untuk 
aset organisasi 
harus disepakati 
dengan pemasok 
dan 
didokumentasikan
. 

x       x       

Belum ada 
kebijakan untuk 
pemasok, terhadap 
unsur keamanan 
informasi secara 
memadai. 

Membuat kebijakan untuk 
pemasok, dengan 
memasukkan unsur 
keamanan informasi 
secara memadai, agar 
pemasok juga ikut 
menjaga kerahasiaan 
informasi 

  
A.15.1.

2 

Menggaris bawahi 
keamanan dalam perjanjian 
pemasok 

Semua 
persyaratan 
keamanan 
informasi yang 
relevan harus 
ditetapkan dan 
disetujui oleh 
setiap pemasok 
yang dapat 
mengakses, 
memproses, 
menyimpan, 
berkomunikasi, 
atau menyediakan 
komponen 
infrastruktur, 
informasi 
organisasi TI. 

x       x       

Belum memiliki 
persyaratan yang 
berhubungan 
dengan perjanjian 
pemasok 

Mendokumentasikan dan 
menetapkan perjanjian 
pemasok (misal SLA, NDA) 
untuk memastikan bahwa 
tidak ada 
kesalahpahaman antara 
organisasi dan pemasok 
mengenai kewajiban 
kedua belah pihak untuk 
memenuhi persyaratan 
keamanan informasi yang 
relevan 

  
A.15.1.

3. 
Teknologi informasi dan 
komunikasi rantai pasokan 

Perjanjian dengan 
pemasok harus 
mencakup 
persyaratan untuk 
mengatasi risiko 
keamanan 
informasi yang 
terkait dengan 
teknologi 
informasi dan 
komunikasi 
layanan dan rantai 
pasokan produk. 

x       x       

Ketentuan pada 
organisasi belum 
ada persyaratan 
perjanjian antara 
pemasok dengan 
rantai pasokan 
produk (apabila 
pemasok 
melakukan subkon 
ke pihak lain) dan 
belum terkait 
keamanan 
informasi. 

Meminta perjanjian 
keamanan informasi 
antara pemasok dengan 
rantai pasokan produk 
(apabila pemasok 
melakukan subkon ke 
pihak lain) 

  A.15.2. 
Manajemen Pelayanan 
Pemasok 
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A.15.2.

1. 

Pemantauan dan 
Peninjauan layanan 
pemasok 

Organisasi harus 
secara teratur 
memonitor, 
review dan audit 
terhadap layanan 
pengiriman 
supplier. 

x       x       

Belum dilakukan 
pemantauan 
terhadap layanan 
pemasok, belum 
monitoring,  belum 
review dan belum 
dilakukan audit 
pada pemasok 
yang kritikal 
terhadap 
keamanan 
informasi 

* Dilakukan Pemantauan 
dan Kajian (review) 
terhadap layanan yang 
disediakan oleh Pemasok 
meliputi antara lain:  
• Memantau tingkat 
layanan yang diberikan 
sesuai dengan perjanjian 
kerja. 
• Mengkaji  laporan yang 
disampaikan  oleh  Pihak 
Ketiga dengan melakukan 
pertemuan berkala yang 
dituangkan dalam risalah 
rapat atau laporan 
progress pelaksanaan 
pekerjaan pemasok                                                                                  
* Melakukan audit pada 
pemaok yang kritikal 
keamanan informasi 

  
A.15.2.

2. 
mengelola perubahan 
terhadap layanan  supplier 

Perubahan pada 
penyediaan jasa 
oleh pemasok, 
termasuk 
mempertahankan 
dan meningkatkan 
yang sudah ada 
kebijakan 
keamanan 
informasi, 
prosedur dan 
pengendalian, 
harus dikelola, 
mempertimbangk
an kekritisan 
informasi bisnis, 
sistem dan proses 
yang terlibat dan 
penilaian risiko. 

x       x       

belum dilakukan 
pengelolaan 
perubahan 
terhadap layanan 
supplier dan belum 
terkait keamanan 
informasi 

Melakukan review 
terhadap ketentuan 
pengelolaan perubahan 
terhadap layanan, untuk 
memasukkan unsur 
keamanan informasi dan 
menyatakan bahwa 
Seluruh perubahan 
terhadap layanan yang 
diberikan oleh pihak 
pemasok, termasuk 
operasional dan 
pemeliharaan harus 
dikelola dengan 
mempertimbangkan 
sistem yang dijalankan 
oleh organisasi  

  
POINT 

0 0 0 0 0 0 0 0     

  0 0% 0 0%     

  A.16 
Manajemen insiden 
keamanan informasi 

  x       

            

  A.16.1. 
Pengelolaan insiden 
keamanan informasi dan 
perbaikan 

  x       

            

  
A.16.1.

1. 
Tanggung jawab dan 
prosedur 

Tanggung jawab 
dan prosedur 
manajemen harus 
ditetapkan untuk 
memastikan 

x       x       

Belum ada 
prosedur 
penanganan 
insiden dan belum 
ada tim yang 

* Membuat struktur tim 
insiden respon, untuk 
mempercepat 
penanganan insiden 
sesuai dengan prosedur.                                                                     
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respon yang 
cepat, efektif dan 
teratur terhadap 
insiden keamanan 
informasi. 

menangani insiden, 
belum ada struktur 
dan disahkan dan 
belum ada 
prosedur 
terdokumentasi 
untuk penangnan 
insiden. 

* Membuat prosedur 
manajemen insiden untuk 
lingkup SMKI 

  
A.16.1.

2. 
Pelaporan kejadian 
keamanan informasi 

Kejadian 
keamanan 
informasi harus 
dilaporkan melalui 
saluran 
manajemen yang 
tepat secepat 
mungkin. 

x       x       

Belum ada alur 
pelaporan kejadian 
keamanan 
informasi. 

Membuat skema alur 
pelaporan detail apabila 
terjadi insiden terkait 
keamanan informasi 

  
A.16.1.

3. 
Pelaporan kelemahan 
keamanan informasi 

Karyawan dan 
kontraktor 
menggunakan 
sistem dan 
layanan informasi 
organisasi wajib 
mencatat dan 
melaporkan setiap 
kelemahan 
keamanan 
informasi diamati 
atau dicurigai 
dalam sistem atau 
jasa. 

x       x       

Belum ada alur 
pelaporan 
kelemahan 
keamanan 
informasi, secara 
terdokumentasi 

Membuat skema alur 
pelaporan apabila terjadi 
kelemahan terkait 
keamanan informasi 

  
A.16.1.

4. 

Penilaian dan keputusan 
tentang kejadian keamanan 
informasi 

Kejadian 
keamanan 
informasi harus 
dinilai dan 
diputuskan jika 
mereka harus 
diklasifikasikan 
sebagai insiden 
keamanan 
informasi. 

x       x       

Belum ada 
penilaian setiap 
kejadian insiden 
keamanan 
informasi, Belum 
ada ketentuan 
skala klasifikasi, 
kriteria insiden 
keamanan 
informasi dan 
tindak lanjut 
insiden keamanan 
informasi 

* Membuat penilaian 
insiden keamanan 
informasi.                                                                               
* Membuat ketentuan 
dan kriteria insiden 
keamanan informasi                                                        
* Membuat tindak lanjut 
terhadap insiden 
keamanan informasi 

  
A.16.1.

5. 
Respon untuk Insiden 
Keamanan Informasi 

Insiden keamanan 
informasi harus 
direspon sesuai 
dengan prosedur 
yang 
terdokumentasi. 

x       x       

Respon untuk 
insiden belum 
dilakukan, namun 
karena belum ada 
prosedur baku 
yang detail 
(prosedur yang ada 
masih terlalu 
umum). 

Membuat skema alur 
pelaporan apabila terjadi 
insiden dan kelemahan 
tterkait keamanan 
informasi, beserta 
responnya 
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A.16.1.

6. 
Belajar dari Keamanan 
Informasi 

Pengetahuan yang 
diperoleh dari 
menganalisis dan 
menyelesaikan 
insiden keamanan 
informasi harus 
digunakan untuk 
mengurangi 
kemungkinan atau 
dampak dari 
kejadian di masa 
depan. 

x       x       

Belum pernah 
dilakukan evaluasi 
insiden dan belum 
dapat 
menunjukkan bukti 
terdokumentasi,  

Melakukan evaluasi 
terdokumentasi insiden 
keamanan informasi yang 
terjadi terkait dampak 
dan biaya dari insiden 
keamanan informasi dan 
digunakan sebagai bahan 
masukan untuk proses 
peninjauan (review) dari 
kebijakan keamanan 
informasi 

  
A.16.1.

7. 
Pengumpulan Bukti 

Organisasi harus 
menetapkan dan 
menerapkan 
prosedur untuk 
identifikasi, 
pengumpulan, 
akuisisi dan 
pelestarian 
informasi, yang 
dapat berfungsi 
sebagai bukti. 

x       x       

Belum ditetapkan 
dan diterapkan 
prosedur untuk 
identifikasi, 
pengumpulan, 
akuisisi dan 
pelestarian 
informasi, yang 
dapat berfungsi 
sebagai bukti. 

Menetapkan dan 
menerapkan prosedur 
untuk identifikasi, 
pengumpulan, akuisisi 
dan pelestarian informasi, 
yang dapat berfungsi 
sebagai bukti. 

  
POINT 

0 0 0 0 0 0 0 0     

  0 0% 0 0%     

  A.17 
Aspek keamanan informasi 
manajemen kelangsungan 
bisnis 

          

            

  A.17.1. 
Kontinuitas Keamanan 
Informasi           

            

  
A.17.1.

1. 
Perencanaan kelangsungan 
keamanan informasi 

Organisasi harus 
menetapkan 
persyaratan untuk 
keamanan 
informasi dan 
kelangsungan 
manajemen 
keamanan 
informasi dalam 
situasi yang 
merugikan, 
misalnya selama 
krisis atau 
bencana. 

x         x     

Belum ada 
strategi/prosedur 
keberlangsungan 
keamanan 
informasi, dengan 
beberapa kasus 
(misal : listrik 
padam, jaringan 
down, kebakaran 
dll)  

* Membuat prosedur 
keberlangsungan 
keamanan informasi, 
dengan beberapa kasus 
(misal : listrik padam, 
jaringan down, kebakaran 
dll)                                                                        
* Untuk keberlangsungan 
pasokan listrik, dipastikan 
ada prosedur untuk 
pemanggilan vendor atau 
pihak ketiga ketika genset 
tidak dapat di operasikan                                                         
* Keberlangsungan  bisnis  
mempertimbangkan:  
• Pemahaman terhadap 
berbagai risiko yang 
dihadapi terhadap insiden 
pada operasional atau 
keadaan darurat yang 
disebabkan oleh bencana 
alam yang mencakup 
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prioritisasi dari proses 
bisnis kritikal.  
• Identifikasi dari seluruh 
aset yang digunakan oleh 
proses bisnis kritikal.  

  
A.17.1.

2. 
Menerapkan Kontinuitas 
Keamanan Informasi 

Organisasi harus 
menetapkan, 
mendokumentasik
an, menerapkan 
dan memelihara 
proses, prosedur 
dan kontrol untuk 
memastikan 
tingkat 
kontinuitas yang 
diperlukan untuk 
keamanan 
informasi selama 
situasi yang 
merugikan. 

x       x       

Belum ada tim 
terkait 
Keberlangsungan 
keamanan 
informasi (BCP), 
belum dilakukan 
training terkait 
keberlangsungan 
keamanan 
informasi, prosedur 
penanganan dan 
pemulihan. 

• Manajemen harus 
menetapkan tim 
penanggulangan dan 
pemulihan bencana yang 
diwakili oleh masing-
masing unit pemilik dari 
bisnis kitikal. Proses 
koordinasi  pemulihan  
BCP  dilakukan  oleh  tim  
BCP  sebagai  penanggung 
jawab pemulihan yang 
didokumentasikan dalam 
kerangka kerja business 
continuity plan.  
• Rencana pelatihan 
untuk personel yang 
terlibat dalam proses-
proses dalam business 
continuity plan (BCP) 
• Melengkapi prosedur 
operasional bisnis pada 
proses recovery dan 
restoration. 

  
A.17.1.

3. 

Verifikasi, meninjau dan 
mengevaluasi kelangsungan 
keamanan informasi 

Organisasi harus 
memverifikasi 
kontrol 
kontinuitas 
keamanan 
informasi yang 
ditetapkan dan 
dilaksanakan 
secara berkala 
dalam rangka 

x       x       

Belum dilakukan 
verifikasi, meninjau 
dan mengevaluasi 
kelangsungan 
keamanan 
informasi 

Melakukan verifikasi, 
meninjau dan 
mengevaluasi 
kelangsungan keamanan 
informasi 
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untuk memastikan 
bahwa kontrol 
kontinuitas yang 
digunakan adalah 
valid dan efektif 
dalam situasi yang 
merugikan. 

  A.17.2. Redundansi                       

  
A.17.2.

1. 
Ketersediaan fasilitas 
pengolahan informasi 

Fasilitas 
pengolahan 
informasi harus 
dilakukan dengan 
redundansi yang 
cukup untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
ketersediaan. 

  x       x     

Tidak ada 
redudansi untuk 
jaringan (3 ISP), 
power (Dua Power 
UPS), AC, belum 
ada untuk 
colocation. 

* Melakukan kerjasama 
atau membuat colocation, 
minimal untuk sistem/ 
data kritikal                                              
* Melakukan drill atau 
simulasi, untuk 
memastikan sistem 
redudansi berjalan 

  
POINT 

0 1 0 0 0 2 0 0     

  1 7% 2 13%     

  A.18 Pemenuhan 

          

            

  A.18.1. 
Kepatuhan terhadap 
persyaratan hukum dan 
kontrak 

          

            

  
A.18.1.

1. 

Identifikasi peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku dan persyaratan 
kontrak 

Semua legislatif 
hukum, 
peraturan, 
persyaratan 
kontrak yang 
relevan dan 
pendekatan 
organisasi untuk 
memenuhi 
persyaratan ini 
harus secara 
eksplisit 
diidentifikasi, 
didokumentasikan 
dan terus up to 
date untuk setiap 
sistem informasi 
dan organisasi. 

  x       x     

Belum ada 
identtifikasi dan 
review terkait 
pemenuhan per-
undang2an yang 
berlaku 

* Membuat Prosedur 
Pemenuhan Peraturan         
* Melakukan identtifikasi 
dan review terkait 
pemenuhan per-
undang2an yang berlaku 



87 

 

  
A.18.1.

2. 
Hak Kekayaan Intelektual 

Prosedur yang 
tepat harus 
diterapkan untuk 
memastikan 
kepatuhan dengan 
persyaratan 
legislatif, 
peraturan dan 
kontrak yang 
terkait dengan 
hak kekayaan 
intelektual dan 
penggunaan 
produk perangkat 
lunak proprietary. 

  x       x     

Belum didapatkan 
prosedur yang 
terkait dengan 
kepatuhan hak 
kekayaan 
intelektual 

* Membuat 
Kebijakan/Ketentuan 
terkait kepatuhan hak 
kekayaan intelektual.                     
* Bagian pengembangan / 
aplikasi dan operasional 
(Network / Technical) 
memastikan penggunaan 
aset TI yang memiliki HAKI 
dan produk software 
berlisensi telah 
memenuhi kepatuhan 
terhadap peraturan, dan 
kebutuhan kontrak 

  
A.18.1.

3. 
Perlindungan Terhadap 
Rekaman 

Rekaman harus 
dilindungi dari 
kehilangan, 
kerusakan, 
pemalsuan, akses 
tidak sah dan rilis 
tidak sah, sesuai 
dengan 
legislatory, 
peraturan, 
kontrak dan 
kebutuhan bisnis. 

  x       x     

Belum memiliki 
prosedur 
pengendalian 
rekaman, namun 
harus disesuaikan 
dengan sistem 
manajemen 
keamanan 
informasi 

Record perlu 
dikategorikan sesuai 
dengan tipenya seperti 
record akuntansi, record 
database, log dari 
transaksi atau hasil audit 
yang perlu dilengkapi 
dengan keterangan 
mengenai masa simpan 
dan masa retensi.  

  
A.18.1.

4. 
Privasi dan perlindungan 
data pribadi 

Privasi dan 
perlindungan 
informasi pribadi 
harus dipastikan 
sebagaimana 
disyaratkan dalam 
undang-undang 
dan peraturan 
yang berlaku. 

x       x       

Organisasi belum 
melakukan kontrol 
melalui prosedur 
perlindungan 
informasi serta 
belum dilakukan 
review apakah 
sudah sesuai 
peraturan yang 
berlaku di 
Indoensia 

* Melakukan review 
prosedur dengan 
peraturan yang berlaku di 
Indoensia                                            
* Information  security 
officer bekerjasama 
dengan  Internal Audit 
perlu  memastikan  
penggunaan fasilitas  
informasi terkait 
kemungkinan 
penyalahgunaan fasilitas 
pengolahan informasi ini 
secara berkala melalui 
pelaksanaan  audit. 

  
A.18.1.

5. 
Peraturan kontrol 
kriptografi 

Kontrol kriptografi 
harus digunakan 
sesuai dengan 
semua perjanjian 
yang relevan, 
undang-undang 
dan peraturan. 

x       x       

Belum dilakukan 
kontrol kriptografi 
dlam organisasi 
yang sesuai dengan 
undang-undang 
terkait 

Pengendalian dalam 
penggunaan kriptografi 
harus diterapkan sesuai 
dengan ketentuan 
kebijakan keamanan 
informasi dan persetujuan 
dari komite keamanan 

  A.18.2. 
Review keamanan 
informasi 
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A.18.2.

1. 
Review Independen 
Keamanan Informasi 

Pendekatan 
organisasi untuk 
mengelola 
keamanan 
informasi dan 
implementasinya ( 
objektif kontrol, 
kontrol, kebijakan, 
proses dan 
prosedur untuk 
keamanan 
informasi) harus 
ditinjau secara 
independen pada 
selang waktu 
terencana atau 
ketika terjadi 
perubahan yang 
signifikan. 

x 

      

x       

Organisasi belum 
melakukan review 
independen 
keamanan 
informasi 

Manajemen perlu untuk 
mengkoordinasi tinjauan 
terhadap proses 
keamanan informasi oleh 
pihak independen secara 
berkala untuk menjamin 
kesesuaian, kecukupan 
dan efektivitas dari sistem 

  
A.18.2.

2. 

Kepatuhan terhadap 
kebijakan dan standar 
keamanan 

Manajer harus 
secara teratur 
meninjau 
kepatuhan 
pengolahan 
informasi dan 
prosedur dalam 
area tanggung 
jawab mereka 
dengan kebijakan 
yang tepat 
keamanan, 
standar dan 
persyaratan 
keamanan 
lainnya. 

x       x       
Belum ada review 
kepatuhan 
terhadap kebijakan  

Review kepatuhan 
kebijakan harus dilakukan 
dalam rapat tinjauan 
manajemen minimal 
setahun sekali 

  
A.18.2.

3. 
Tinjauan kepatuhan teknis 

Sistem informasi 
harus direview 
secara berkala 
untuk kepatuhan 
terhadap 
kebijakan dan 
standar keamanan 
informasi 
organisasi. 

x       x       

Sudah dilakukan 
pentest namun 
tidak secara 
berkala, baik 
internal ataupun 
eksternal 

Melakukan pentest baik 
internal maupun 
eksternal, sehingga ada 
benchmark antara 
keduanya 

POINT 
0 3 0 0 0 3 0 0 

SANGAT RENDAH  

3 11% 3 11% 

POINT TOTAL 
10% 21% 

15% 
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4.1.1. Maturity Performa Keamanan Informasi 

Dari ketiga ruang lingkup yang dilakukan Gap Analisis yaitu, 

Aplikasi, Operasional Sandi, dan Data Center, yang memiliki rating 

maturity lebih baik adalah Data Center. Hal ini terlihat dari hasil 

penilaian gap analisis Pasal ISO 27001:2013 yang menunjukkan 

rating lebih baik daripada Aplikasi, dan Operasional Sandi yaitu 

sebesar 27%. Serta, hasil gap analisis Annex ISO 27001:2013 yang 

juga menunjukkan rating lebih baik daripada Aplikasi, dan 

Operasional Sandi yaitu sebesar 15%.  

 

4.1.2. Saran Peluang dan Saran Performa Keamanan Informasi 

Saran Peluang : Apabila Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Mojokerto sukses menerapkan saran perbaikan yang 

diberikan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Mojokerto akan memiliki tingkat keamanan informasi yang lebih 

baik lagi, dari segi organisasi, prosedural, maupun teknikal. 

 

Saran Performa Keamanan Informasi : Peningkatan Performa 

Keamanan Informasi khususnya dalam layanan yang diberikan oleh 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto sangatlah 

penting untuk diupayakan agar sasaran performa dapat terpenuhi dan 

memenuhi harapan-harapan dari pihak terkait. 

 

4.1.3. Rekomendasi Peluang Perbaikan 

Adapun rekomendasi terhadap Peluang Perbaikan pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto adalah sebagai 

berikut : 

• Pelaksanaan identifikasi terhadap resiko Keamanan Informasi 

pada layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Mojokerto. 

• Pembuatan informasi terdokumentasi / dokumen / SOP terkait 

layanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Mojokerto 

• Sosialisasi dan implementasi informasi terdokumentasi / 

dokumen / SOP yang telah disusun 
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4.1.4. Rekomendasi Cara Perbaikan 

• Pembuatan informasi terdokumentasi / dokumen / SOP terkait 

layanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Mojokerto berdasarkan standar keamanan informasi, seperti : 

ISO 27001. 

• Sosialisasi dan implementasi informasi terdokumentasi / 

dokumen / SOP yang telah disusun. Untuk sosialisasi bisa 

melalui team briefing, notice board (papan pengumuman), atau 

email 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah".

Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

- Penjelasan IKK Output  

IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah 

IKK Output :  

1) Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan 

sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan. 

Kegiatan-kegiatan strategis yang terselenggara di tahun 2021, masih belum 

menerapkan sistem pengamanan sinyal, dikarenakan masih dalam tahapan 

pemahaman lebih lanjut terkait operasionalisasi peralatan pengacak sinyal/jammer 

signal. Kegiatan pengamanan sinyal pada kegiatan-kegiatan strategis direncanakan 

akan mulai diterapkan di tahun 2022. 

Data pendukung : Dokumentasi Alat Jammer Signal 

No Sarana Pendukung Persandian Kondisi 

1. Alat Pengacak Sinyal/jammer signal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah".

Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

- Penjelasan IKK Output  

IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah 

IKK Output :  

1) Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan 

sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan. 

Kegiatan-kegiatan strategis yang terselenggara di tahun 2021, masih belum 

menerapkan sistem pengamanan sinyal, dikarenakan masih dalam tahapan 

pemahaman lebih lanjut terkait operasionalisasi peralatan pengacak sinyal/jammer 

signal. Kegiatan pengamanan sinyal pada kegiatan-kegiatan strategis direncanakan 

akan mulai diterapkan di tahun 2022. 

Data pendukung : Dokumentasi Alat Jammer Signal 

No Sarana Pendukung Persandian Kondisi 

1. Alat Pengacak Sinyal/jammer signal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 
Screenshot aplikasi siskeudes, antik, sikh, mojopahitshoppingcenter, klikmojo, e-

pelaporan, e-office, e-mover, mojokertokab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah".

  
 

- Penjelasan IKK Output 

IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah 

IKK Output : 

2) Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem 

manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian 

dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah. 

Berdasarkan Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 

2021 terkait jumlah sistem elektronik yang ada pada Pemerintah Kabupaten 

Mojokerto yaitu sejumlah 244 dan yang telah terpasangkan Secure Socket Layer 

(SSL) yaitu sebanyak 10 aplikasi meliputi : siskeudes, antik, sikh, 

mojopahitshoppingcenter, sanapati, klikmojo, e-monev, sso, e-mover, 

mojokertokab) sedangkan khusus aplikasi persandian mail- server sanapati telah 

secara langsung diamankan oleh Lembaga Sandi Negara/BSSN.  

Data Pendukung : 

• Buku 1 Kondisi Eksisting SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan GAP 

Analysis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto tahun 2021 hal. 

41-42 & hal 172-179 (terlampir) 

• Screenshot aplikasi siskeudes, antik, sikh, mojopahitshoppingcenter, klikmojo, e-

monev, sso, e-mover, mojokertokab 

• Screenshoot mail-server sanapati (terlampir) 

 
 
 
 

 
Mengetahui, 

 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Mojokerto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto 



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah".

Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 
- Penjelasan IKK Output  

IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah 

IKK Output :  

3) Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori 

rendah. 

Untuk audit atas sistem elektronik/asset informasi rencananya akan dilaksanakan pada 

tahun 2022 dan akan dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2022. 

Data Pendukung :  

• Surat Keterangan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (terlampir) 

• DPA Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 

Tahun 2022 (terlampir) 

 

 

 

 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
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Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 
 

DATA OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI  
KABUPATEN MOJOKERTO 

TAHUN 2021 
 

No Titik pada PHKS Kondisi Ratelda Status 

1 Kecamatan Sooko Baik Aktif 

2 Kecamatan Puri Baik Aktif 

3 Kecamatan Trowulan Baik Aktif 

4 Kecamatan Dlanggu Baik Aktif 

5 Kecamatan Jatirejo Baik Aktif 

6 Kecamatan Gondang Baik Aktif 

7 Kecamatan Mojoanyar Baik Aktif 

8 Kecamatan Pacet Baik Aktif 

9 Kecamatan Jetis Baik Aktif 

10 Kecamatan Kemlagi Baik Aktif 

11 Kecamatan Gedeg Baik Aktif 

12 Kecamatan Kutorejo Baik Aktif 

13 Kecamatan Bangsal Baik Aktif 

14 Kecamatan Trawas Baik Aktif 

15 Kecamatan Dawar Blandong Baik Aktif 

16 Kecamatan Mojosari Tidak Berfungsi Tidak Aktif 

17 Kecamatan Pungging Tidak Berfungsi Tidak Aktif 

18 Kecamatan Ngoro Tidak Berfungsi Tidak Aktif 

 

 

 

 

 Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 



  
 

  Dokumentasi kegiatan monitoring pemeliharaan peralatan ORARI/Ratelda 

 

 
 

 

 
Dokumentasi kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi 

 

 

Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto 



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah".

Indikator Kinerja Kunci Urusan Persandian Kabupaten/Kota 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 
- Penjelasan IKK Output  

IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah 

IKK Output :  

4) Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah 

(PHKS) yang ditetapkan. 

Untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan jaringan hubungan persandian 

pada tahun 2021, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi telah melaksanakan 

kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi dengan realisasi kinerja yaitu 15 jaring 

komunikasi sandi karena anggaran yang mengalami refocusing sehingga tidak bisa 

mencapai 18 jaring komunikasi sandi yang termasuk didalamnya kegiatan pemeliharaan 

peralatan radio telekomunikasi daerah/ratelda. Akan tetapi dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan jaring komunikasi sandi terdapat beberapa permasalahan yang 

dihadapi diantaranya beberapa pesawat radio telekomunikasi daerah/ratelda yang 

terdapat di kecamatan tidak berfungsi diantaranya yaitu kecamatan ngoro, mojosari dan 

pungging sehingga jika ada berita dari Garuda Induk (Dinas Komunikasi dan Informatika) 

berita tersebut tidak tersampaikan.  

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tahun 2021, maka akan dilaksanakan 

kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi dalam rangka penyelenggaraan 

kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi yang telah dianggarkan pada 

APBD Tahun 2022. Sedangkan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi/PHKS 

yang memuat titik/Jaring Komunikasi Sandi/JKS yang digelar dalam lingkup Pemda Kab 

Mojokerto di tahun 2021 dan 2022 masih ditargetkan sejumlah 18 JKS yang meliputi 18 

kecamatan di lingkup Kabupaten Mojokerto, akan tetapi peralatan yang mendukung JKS 

yaitu radio telekomunikasi daerah yang berfungsi dengan baik di tahun 2021 sejumlah 15 

di tiap kecamatan, dan 1 untuk Garuda Induk pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

sedangkan 3 ratelda pada kecamatan ngoro, mojosari dan pungging tidak berfungsi dan 

memerlukan perbaikan. 

Data Pendukung : 

• Dokumentasi kegiatan monitoring pemeliharaan peralatan ORARI di kecamatan 

(terlampir) 

• Dokumentasi kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi (terlampir) 

• DPA Tahun 2022 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi 

(terlampir) 

 

 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 

 



II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik Kabupaten/Kota

1)
- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi:

Rumus
: 50

57

Keterangan : ▪

▪

▪
▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- Penjelasan IKK Output
CAPAIAN 

KINERJA
KETERANGAN

1)

2)

3)

4)

Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 12 Pada tahun 2021 telah 

dilaksanakan kompilasi 

statistik sektoral sebanyak 

12 kegiatan. Rincian 

sebagaimana terlampir

Jumlah survey  statistik 

sektoral yang 

mendapat rekomendasi 

BPS

Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat 

rekomendasi BPS

16 Pada tahun 2021 survey 

statistik sektoral yang 

mendapatkan rekomendasi 

BPS sebanyak 16 kegiatan. 

Rincian sebagaimana 

terlampir

Persentase

Organisasi 

Perangkat

Daerah (OPD) 

yang 

menggunakan 

data statistik 

dalam menyusun 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

Tersedianya buku profil 

daerah

Ada/Tidak Ada Pada tahun 2021 Diskominfo 

telah membuat Video 

Infografis Profil Kabupaten 

Mojokerto
Jumlah survey statistik 

sektoral yang dilakukan 

Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 25 Pada tahun 2021 telah 

dilaksanakan survey statistik 

sektoral sebanyak 25 

kegiatan. Rincian 

sebagaimana terlampir

Jumlah kompilasi 

statistik sektoral yang 

dilakukan

Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara 

Data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral

Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat 

IKK OUTCOME IKK OUTPUT RUMUS

BAB XXIV

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN STATISTIK

IKK Outcome :  Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan 

Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun 

perencanaan pembangunan daerah 

x 100% x 100% 87,72%

Berdasarkan Buku Desk 

Data Tahun 2021 terdapat 

50 OPD yang menggunakan 

data statistik dalam 

menyusun perencanaan 

pembangunan daerah

Jumlah OPD



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5)

6)
37

37

7)
33

41

2)
- Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi:

Rumus
: 50

57

Keterangan : ▪

▪

▪
▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.

Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara 

Data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral

Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat 

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto

Daftar rincian metadata 

indikator statistik sektoral 

sebagaimana terlampir
Jumlah indikator statistik 

sektoral

IKK Outcome :  Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan 

evaluasi pembangunan daerah 

x 100% x 100% 87,72%

Berdasarkan Buku Desk 

Data Tahun 2021 terdapat 

50 OPD yang menggunakan 

data statistik dalam 

melakukan evaluasi 

pembangunan daerah

Jumlah OPD

Jumlah kegiatan statistik 

Persentase 

kelengkapan metadata 

indikator statistik 

sektoral 

Jumlah metadata indikator 

statistik sektoral
x 100% x 100% 80,49%

Jumlah kompilasi 

statistik sektoral yang 

mendapat rekomendasi 

dr BPS 

Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat 

rekomendasi dr BPS 

8 Pada tahun 2021 kompilasi 

statistik sektoral yang 

mendapatkan rekomendasi 

BPS sebanyak 8 kegiatan. 

Rincian sebagaimana 

terlampir
Persentase 

kelengkapan metadata 

kegiatan statistik 

Jumlah metadata kegiatan 

statistik sektoral x 100% x 100% 100%

Daftar rincian metadata 

kegiatan statistik sektoral 

sebagaimana terlampir



BUKTI PENDUKUNG JUMLAH SURVEY STATISTIK SEKTORAL YANG 

MENDAPAT REKOMENDASI DARI BPS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUKTI PENDUKUNG JUMLAH KOMPILASI STATISTIK SEKTORAL 

YANG MENDAPAT REKOMENDASI DARI BPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah".

Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 
1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 

menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan 

daerah. 

2. IKK Output 

Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan.  

Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan pada tahun 2021 sebanyak 25 

kegiatan. Rincian kegiatan survey statistik sektoral sebagaimana terlampir. 

 

Data Pendukung : 

Data Kegiatan Survey Statistik Sektoral yang Diajukan kepada BPS Kabupaten 

Mojokerto (terlampir) 

 

 

 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 



BUKTI PENDUKUNG JUMLAH KOMPILASI STATISTIK SEKTORAL 

YANG MENDAPAT REKOMENDASI DARI BPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah".

Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 
1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 

menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan 

daerah. 

3. IKK Output 

Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan.  

Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan pada tahun 2021 sebanyak 12 

kegiatan. Rincian kegiatan kompilasi statistik sektoral sebagaimana terlampir. 

 

Data Pendukung : 

Data Kegiatan Kompilasi Statistik Sektoral yang Diajukan kepada BPS Kabupaten 

Mojokerto (terlampir) 

 

 

 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 



BUKTI PENDUKUNG JUMLAH SURVEY STATISTIK SEKTORAL YANG 

MENDAPAT REKOMENDASI DARI BPS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah".

Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 
1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 

menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan 

daerah. 

4. IKK Output 

Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS.  

Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS pada tahun 2021 

sebanyak 16 kegiatan. Rincian kegiatan survey statistik sektoral yang mendapat 

rekomendasi BPS sebagaimana terlampir. 

 

Data Pendukung : 

Data Kegiatan Survey Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi BPS melalui 

aplikasi ROMANTIK (romantik.bps.go.id) (terlampir) 

 

 

 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 



BUKTI PENDUKUNG JUMLAH KOMPILASI STATISTIK SEKTORAL 

YANG MENDAPAT REKOMENDASI DARI BPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah".

Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 
1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 

menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan 

daerah. 

5. IKK Output 

Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS.  

Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS pada 

Tahun 2021 sebanyak 8 kegiatan. Rincian kegiatan kompilasi statistik sektoral yang 

mendapat rekomendasi BPS sebagaimana terlampir. 

 

Data Pendukung : 

• Data Kegiatan Kompilasi Statistik Sektoral yang Mendapat Rekomendasi 

BPS melalui aplikasi ROMANTIK (romantik.bps.go.id) (terlampir) 

 

 

 

 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 



METADATA KEGIATAN DAN METADATA INDIKATOR 
 

No OPD/Instansi Judul Metadata Indikator JENIS 

1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 
Mojokerto 

Buku Profil ASN / Buletin Kepegawaian Kabupaten 

Mojokerto Semester II Tahun 2020 
- 

 
KPA 

2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Kompilasi Penyusunan Target PAD Capaian Realisasi PAD KPA 

3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Mojokerto 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Mojokerto 

- KPA 

4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Indeks Partisipasi Masyarakat Indeks Partisipasi Masyarakat FS3 

 
5 

 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto 

Analisis Variabel Determinan yang Mempengaruhi 

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 

 
Indeks Pembangunan Manusia 

 

 
KPA 

6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Penghitungan Angka Inflasi Kabupaten Mojokerto Inflasi FS3 

7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama di 
Kabupaten Mojokerto 

Indeks Kerukunan Umat Beragama 
 

FS3 

8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Analisis Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten 
Mojokerto 

- FS3 

9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Analisis Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi KPA 

10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Survei Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) FS3 

11 Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 
Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan 

Kabupaten Mojokerto 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

 
FS3 

12 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto 
Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Mojokerto 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

 
FS3 

13 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Survei Telekomunikasi Kabupaten Mojokerto Media Informasi FS3 

14 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Penyusunan Desk Elemen Data Kabupaten Mojokerto - KPA 

15 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Penyusunan Profil Usaha Mikro Kab. Mojokerto Usaha Mikro FS3 

 
16 

 
Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto 

Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan dan Neraca 

Bahan Makanan di Kabupaten Mojokerto 

Skor Pola Pangan Harapan 
 

FS3 

Neraca bahan makanan  

17 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek 
Wisata 

Pengeluaran Wisatawan FS3 

18 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Database Potensi Pariwisata potensi wisata KPA 

19 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Pengumpulan Data Curah Hujan Kabupaten Mojokerto - KPA 

20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto 
Updating Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten 

Mojokerto Provinsi Jawa Timur 
Tingkat Perkembangan Desa 

 
FS3 

21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Data Bumdesa Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa 
Timur 

- KPA 

 

 
22 

 

 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Mojokerto 

 

Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) 

Kabupaten Mojokerto 

Indeks Desa Membangun 
 

FS3 

Indeks Ketahanan Lingkungan  

Indeks Ketahanan Ekonomi  

Indeks Ketahanan Sosial  

23 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Mojokerto 

Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Mojokerto 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
 

FS3 

24 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto 
Profil Gender dan Anak Kabupaten Mojokerto - 

 
KPA 



25 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto 

Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana 

dan Pembangunan Keluarga 
- 

 
KPA 

26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Pendataan Industri Kecil Kabupaten Mojokerto Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) FS3 

27 Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Data Statistik Peternakan Kabupaten Mojokerto Tahun 
2021 

Potensi Peternakan KPA 

28 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Survei Kepuasan Pelayanan Ketenagakerjaan Kepuasan masyarakat FS3 

29 Kantor Kecamatan Gedeg Survei Kepuasan Masyarakat Kantor Kecamatan Gedeg Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) FS3 

30 Kantor Kecamatan Puri Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Puri Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) FS3 

31 KB Samsat Mojokerto Survei Kepuasan Masyarakat KB Samsat Mojokerto Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) FS3 

32 Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IB 
Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pengadilan Agama 

Mojokerto Kelas IB 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

 
FS3 

33 Pengadilan Negeri Mojokerto Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri 
Mojokerto 

Kepuasan masyarakat FS3 

34 Pengadilan Negeri Mojokerto Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Mojokerto Indeks Anti Korupsi FS3 

35 Polres Mojokerto Survei Kepuasan Masyarakat Polres Mojokerto Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) FS3 

36 UPT Puskesmas Bangsal Survei Kepuasan Masyarakat UPT Puskesmas Bangsal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) FS3 

37 UPT Puskesmas Jatirejo Survei Kepuasan Masyarakat UPT Puskesmas Jatirejo Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) FS3 

 

 

Mengetahui, 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  

Kabupaten Mojokerto 

 
 

 

 

 
 

Catatan : 

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik. 

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah". 



Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah".

Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 
1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 

menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan 

daerah. 

6. IKK Output 

Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral. 

 Pada tahun 2021, jumlah metadata kegiatan statistik sektoral sebanyak 37 kegiatan 

dan jumlah kegiatan statistik sektoral sebanyak 37 kegiatan. Adapun daftar 

metadata kegiatan sebagaimana terlampir. 

 

 Data Pendukung : 

• Daftar metadata kegiatan dan metadata indikator tahun 2021  (terlampir) 

 

 

 

 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 



METADATA KEGIATAN DAN METADATA INDIKATOR 
 

No OPD/Instansi Judul Metadata Indikator JENIS 

1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 
Mojokerto 

Buku Profil ASN / Buletin Kepegawaian Kabupaten 

Mojokerto Semester II Tahun 2020 
- 

 
KPA 

2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Kompilasi Penyusunan Target PAD Capaian Realisasi PAD KPA 

3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Mojokerto 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Mojokerto 

- KPA 

4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Indeks Partisipasi Masyarakat Indeks Partisipasi Masyarakat FS3 

 
5 

 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto 

Analisis Variabel Determinan yang Mempengaruhi 

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 

 
Indeks Pembangunan Manusia 

 

 
KPA 

6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Penghitungan Angka Inflasi Kabupaten Mojokerto Inflasi FS3 

7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama di 
Kabupaten Mojokerto 

Indeks Kerukunan Umat Beragama 
 

FS3 

8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Analisis Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten 
Mojokerto 

- FS3 

9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Analisis Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi KPA 

10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Survei Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) FS3 

11 Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto 
Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan 

Kabupaten Mojokerto 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

 
FS3 

12 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto 
Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Mojokerto 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

 
FS3 

13 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Survei Telekomunikasi Kabupaten Mojokerto Media Informasi FS3 

14 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Penyusunan Desk Elemen Data Kabupaten Mojokerto - KPA 

15 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Penyusunan Profil Usaha Mikro Kab. Mojokerto Usaha Mikro FS3 

 
16 

 
Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto 

Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan dan Neraca 

Bahan Makanan di Kabupaten Mojokerto 

Skor Pola Pangan Harapan 
 

FS3 

Neraca bahan makanan  

17 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek 
Wisata 

Pengeluaran Wisatawan FS3 

18 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Database Potensi Pariwisata potensi wisata KPA 

19 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Pengumpulan Data Curah Hujan Kabupaten Mojokerto - KPA 

20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto 
Updating Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten 

Mojokerto Provinsi Jawa Timur 
Tingkat Perkembangan Desa 

 
FS3 

21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Data Bumdesa Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa 
Timur 

- KPA 

 

 
22 

 

 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Mojokerto 

 

Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) 

Kabupaten Mojokerto 

Indeks Desa Membangun 
 

FS3 

Indeks Ketahanan Lingkungan  

Indeks Ketahanan Ekonomi  

Indeks Ketahanan Sosial  

23 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Mojokerto 

Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Mojokerto 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
 

FS3 

24 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto 
Profil Gender dan Anak Kabupaten Mojokerto - 

 
KPA 



25 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto 

Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana 

dan Pembangunan Keluarga 
- 

 
KPA 

26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Pendataan Industri Kecil Kabupaten Mojokerto Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) FS3 

27 Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Data Statistik Peternakan Kabupaten Mojokerto Tahun 
2021 

Potensi Peternakan KPA 

28 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Survei Kepuasan Pelayanan Ketenagakerjaan Kepuasan masyarakat FS3 

29 Kantor Kecamatan Gedeg Survei Kepuasan Masyarakat Kantor Kecamatan Gedeg Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) FS3 

30 Kantor Kecamatan Puri Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Puri Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) FS3 

31 KB Samsat Mojokerto Survei Kepuasan Masyarakat KB Samsat Mojokerto Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) FS3 

32 Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IB 
Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pengadilan Agama 

Mojokerto Kelas IB 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

 
FS3 

33 Pengadilan Negeri Mojokerto Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri 
Mojokerto 

Kepuasan masyarakat FS3 

34 Pengadilan Negeri Mojokerto Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Mojokerto Indeks Anti Korupsi FS3 

35 Polres Mojokerto Survei Kepuasan Masyarakat Polres Mojokerto Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) FS3 

36 UPT Puskesmas Bangsal Survei Kepuasan Masyarakat UPT Puskesmas Bangsal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) FS3 

37 UPT Puskesmas Jatirejo Survei Kepuasan Masyarakat UPT Puskesmas Jatirejo Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) FS3 

 

 

Mengetahui, 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  

Kabupaten Mojokerto 

 
 

 

 

 
 

Catatan : 
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Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum
yang sah".

Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 
1) IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 

menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan 

daerah. 

7. IKK Output 

Persentase kelengkapan metadata indikator statistik sectoral. 

Pada tahun 2021, jumlah indikator statistik sektoral sebanyak 41 indikator 

sedangkan jumlah metadata indikator statistik sektoral statistik sektoral sebanyak 

33 kegiatan. Daftar rincian metadata indikator statistik sektoral sebagaimana 

terlampir 

 

Data Pendukung : 

• Daftar metadata indikator tahun 2021  (terlampir) 

 

 

 

 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 
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BAB IV HASIL 

DESK DATA 

 

 
 

Berdasarkan hasil desk yang dilakukan dengan Organisasi Perangkat 

Daerah dan instansi lainnya di Kabupaten Mojokerto sejumlah 50 perangkat 

daerah/instansi dengan elemen sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil 

Bupati,  SIPD,  RPJMD,  KLHS,  Mojokerto  Dalam  Angka,  LKPJ,  dan  lainnya 

adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 4.1 Hasil Desk Data Kabupaten Mojokerto 
 

 
No. 

 
Organisasi Perangkat Daerah/Instansi 

Jumlah Indikator 

Sebelum 
Desk 

Setelah 
Desk 

1 Bagian Administrasi Perekonomian 1 1 

2 Bagian Organisasi 3 3 

3 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 3 2 

4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 18 13 

5 Badan Pendapatan Daerah 18 11 

6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 51 41 

7 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 31 19 

8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 30 27 

9 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 41 39 

10 Dinas Kesehatan 133 116 

11 Dinas Pendidikan 31 36 

12 Dinas Pertanian 37 27 

13 Dinas Sosial 37 19 

14 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 30 19 

15 Dinas Komunikasi dan Informatika 37 28 

16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 64 58 

17 Dinas Pangan dan Perikanan 44 36 

18 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata 54 38 

19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 17 12 

20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 42 37 

21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 27 25 

22 Dinas Lingkungan Hidup 59 44 
 

23 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

64 52 
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No. 

 
Organisasi Perangkat Daerah/Instansi 

Jumlah Indikator 

Sebelum 
Desk 

Setelah 
Desk 

24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 49 39 
 

25 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

41 28 

 

26 
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 
Perhubungan 

65 45 

27 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 96 70 

28 Inspektorat 10 10 

29 Kecamatan 6 7 

30 RSUD Basoeni 5 5 

31 RSUD Soekandar 5 5 

32 SATPOL PP 30 16 

33 Sekretariat DPRD 16 15 
 

Berdasarkan  tabel  diatas  berikut  adalah  penjelasan  terkait  elemen 

data dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Instansi di Kabupaten 

Mojokerto. 

1.    Bagian Administrasi Perekonomian 
 

Elemen data dari Bagian Administrasi Perekonomian sebelum 

dilakukan desk sejumlah 1 indikator. Setelah dilakukan desk, disepakati 

elemen data tersebut tidak berubah sehingga elemen data tetap 

sejumlah 1 indikator. 

2.    Bagian Organisasi 
 

Elemen data dari Bagian Organisasi sebelum dilakukan desk sejumlah 
 

3 indikator. Setelah dilakukan desk, disepakati elemen data tersebut 

tidak berubah sehingga elemen data tetap sejumlah 3 indikator. 

3.    Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 
 

Elemen data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebelum dilakukan 

desk sejumlah 3 indikator. Setelah dilakukan desk,  ada 1
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indikator yang tidak digunakan, sehingga disepakati terdapat 3 

indikator dalam elemen data Bagian Pengadaan Barang/Jasa. 

4.    Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
 

Elemen data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebelum 

dilakukan desk sejumlah 18 indikator. Setelah dilakukan desk, ada 18 

indikator yang tidak dapat dipenuhi, sehingga disepakati terdapat 13 

indikator dalam elemen data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

5.    Badan Pendapatan Daerah 
 

Elemen data dari Badan Pendapatan Daerah sebelum dilakukan desk 

sejumlah 18 indikator. Setelah dilakukan desk, ada 7 indikator yang 

tidak digunakan, sehingga disepakati terdapat 11 indikator dalam 

elemen data Badan Pendapatan Daerah. 

6.    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
 

Elemen data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebelum 

dilakukan desk sejumlah 51 indikator. Setelah dilakukan desk, ada 10 

indikator yang tidak digunakan, sehingga disepakati terdapat 41 

indikator dalam elemen data Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah. 

7.    Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
 

Elemen data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

sebelum  dilakukan  desk  sejumlah  31  indikator.  Setelah  dilakukan 

desk, ada 12 indikator yang tidak digunakan, sehingga disepakati 

terdapat 19 indikator dalam elemen data Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan.



 

 

8.    Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
 

Elemen  data  dari  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  sebelum 

dilakukan desk sejumlah 30 indikator. Setelah dilakukan desk, ada 3 

indikator yang bukan tupoksi maka tidak digunakan, sehingga 

disepakati terdapat 27 indikator dalam elemen data Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah. 

9.    Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
 

Elemen   data   dari   Badan   Pengelola   Keuangan   dan   Aset   Daerah 

sebelum  dilakukan  desk  sejumlah  41  indikator.  Setelah  dilakukan 

desk, ada 2 indikator yang tidak digunakan, sehingga disepakati 

terdapat 39 indikator dalam elemen data Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah. 

10. Dinas Kesehatan 
 

Elemen data dari Dinas Kesehatan sebelum dilakukan desk adalah 

sebanyak 133 indikator. Kemudian dilakukan desk, terdapat 17 

indikator   yang   direduksi   dan   tidak   dapat   dipenuhi,   sehingga 

disepakati elemen data dari Dinas Kesehatan sebanyak 116 indikator. 

11. Dinas Pendidikan 
 

Elemen data dari Dinas Pendidikan sebelum dilakukan desk adalah 

sebanyak 31 indikator. Setelah dilakukan desk dengan dinas terkait, 

terdapat beberapa penambahan indikator sebanyak 5 indikator, 

sehingga  disepakati  elemen  dari  Dinas  Pendidikkan  sebanyak  36 

indikator. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

12. Dinas Pertanian 
 

Elemen data dari Dinas Pertanian sebelum dilakukan desk adalah 

sebanyak 37 indikator. Setelah dilakukan desk terdapat indikator yang 

direduksi dan tidak dapat dipenuhi, sehingga disepakati elemen yang 

digunakan Dinas Pertanian ada sebayak 27 indikator. 

13. Dinas Sosial 
 

Elemen   data   dari   Dinas   Sosial   sebelum   dilakukan   desk   adalah 

sebanyak 37 indikator. Kemudian dilakukan desk, terdapat indikator 

yang direduksi dan tidak dapat dipenuhi, sehingga disepakati elemen 

data dari Dinas Sosial sebanyak 19 indikator. 

14. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 
 

Elemen data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebelum dilakukan 

desk ada sebanyak 30 indikator. Setelah dilakukan desk dengan dinas 

terkait terdapat 12 indikator yang tidak digunakan dan 1 indikator 

tambahan, sehingga disepakati terdapat 19 indikator dari elemen data 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. 

15. Dinas Komunikasi dan Informatika 
 

Elemen data dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebelum dilakukan 

desk terdapat 37 indikator. Setelah dilakukan desk terdapat indikator 

yang tidak digunakan sebanyak 9 indikator, sehingga disepakati 

terdapat 28 indikator dari elemen data Dinas Komunikasi 

dan Informatika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
 

Elemen data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebelum 

dilakukan desk elemen terdapat 64 indikator. Setelah dilakukan desk 

terdapat beberapa indikator yang tidak digunakan karena kurang 

sesuai. Sehingga disepakati terdapat 58 indikator pada elemen data dari 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

17. Dinas Pangan dan Perikanan 
 

Elemen  data  dari  Dinas  Pangan  dan  Perikanan  sebelum  dilakukan 

desk   berjumlah  44  indikator. Setelah dilakukan desk elemen data, 

terdapat 8 indikator yang tidak digunakan, sehingga disepakati terdapat 

36 indikator pada elemen data Dinas Pangan dan Perikanan 

18. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata 
 

Elemen data dari Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan 

Pariwisata sebelum dilakukan desk elemen berjumlah 54 indikator. 

Setelah dilakukan desk elemen, disepakati terdapat 38 indikator pada 

elemen data Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. 

19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
 

Elemen data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum 

dilakukan desk data terdapat 17 indikator. Setelah dilakukan desk 

elemen terdapat 5 indikator yang direduksi, sehingga disepakati 

terdapat  12  indikator  pada  elemen  data  Dinas  Kependudukan  dan 

Pencatatan Sipil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
 

Elemen data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebelum 

dilakukan desk data elemen berjumlah 42 indikator. Setelah dilakukan 

desk elemen data terdapat 5 indikator yang tidak digunakan, sehingga 

terdapat 37 indikator pada elemen Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. 

21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
 

Elemen data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebelum dilakukan 

desk berjumlah 27 indikator. Setelah dilakukan desk data, terdapat 2 

indikator yang tidak digunakan, sehingga disepakati sebanyak 25 

indikator yang digunakan pada elemen data Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan. 

22. Dinas Lingkungan Hidup 
 

Elemen data dari Dinas Lingkungan Hidup sebelum dilakukan desk 

berjumlah   59   indikator.   Setelah   dilakukan   desk   elemen   data, 

disepakati elemen data dari Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 44 

indikator. 

23. Dinas    Pengendalian    Penduduk,    Keluarga    Berencana,    dan 
 

Pembardayaan Perempuan 
 

Elemen data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

dan Pembardayaan Perempuan sebelum dilakukan desk elemen data 

berjumlah  64  indikator.  Kemudian  setelah  dilakukan  desk  elemen 

data, terdapat indikator yang tidak digunakan, sehingga elemen data 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

pada   Dinas   Pengendalian   Penduduk,   Keluarga   Berencana,   dan 
 

Pembardayaan Perempuan sebanyak 52 indikator. 
 

24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
 

Elemen data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelum 

dilakukan desk berjumlah 49 indikator. Setelah dilakukan desk data, 

terdapat beberapa indikator yang tidak sesuau, sehingga disepakati 

elemen data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 

39 indikator. 
 

25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Elemen  data dari  Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu 

Satu  Pintu  sebelum  dilakukan  desk  data  berjumlah  41  indikator. 

Setelah dilakukan desk elemen data, disepakati terdapat 28 indikator 

pada  elemen  data  dari  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. 

26. Dinas      Perumahan      Rakyat,      Kawasan      Permukiman      dan 
 

Perhubungan 
 

Elemen  data  dari  Dinas  Perumahan  Rakyat,  Kawasan  Permukiman 

dan Perhubungan sebelum dilakukan desk elemen data berjumlah 65 

indikator. Setelah dilakukan desk elemen data terdapat data-data yang 

tidak digunakan karena tidak sesuai dengan tupoksi dinas, sehingga 

disepakati    elemen    dari    Dinas    Perumahan    Rakyat,    Kawasan 

Permukiman dan Perhubungan terdapat 45 indikator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

27. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 
 

Elemen data dari Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebelum 

dilakukan desk sebanyak 96 indikator. Setelah dilakukan desk elemen 

data, disepakati bahwa elemen data dari Pekerjaan Umum Dan 

Penataan Ruang terdapat sebanyak 70 indikator. 

28. Inspektorat 
 

Elemen data dari Inspektorat sebelum dilakukan desk elemen data 

berjumlah 10 indikator. Setelah dilakukan desk elemen, tidak terdapat 

perubahan elemen dan disepakati terdapat 10 indikator. 

29. Kecamatan 
 

Elemen  data dari  18  kecamatan  yang  ada di  Kabupaten Mojokerto 

sebelum   dilakukan   desk   elemen   terdapat   sebanyak   6   indikator. 

Setelah dilakukan desk data, terdapat penambahan indikator dan 

indikator dimikrokan, sehingga disepakati terdapat 7 indikator pada 

elemen data kecamatan. 

30. RSUD RA Basoeni 
 

Elemen data dari RSUD RA Basoeni sebelum dilakukan desk elemen 

data terdapat 5 indikator. Setelah dilakukan desk elemen data 

disepakati elemen tidak ada perubahan. 

31. RSUD Soekandar 
 

Elemen data dari RSUD Soekandar sebelum dilakukan desk elemen data   

terdapat   5   indikator.   Setelah   dilakukan   desk   elemen   data 

disepakati elemen tidak ada perubahan. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

32. Satuan Polisi Pamong Praja 
 

Elemen data dari Satuan Polisi Pamong Praja sebelum dilakukan desk 

elemen data sebanyak 30 indikator. Setelah dilakukan desk elemen, 

disepakati sebanyak 16 indikator yang masuk pada elemen data dari 

Satuan Polisi Pamong Praja. 

33. Sekretariat DPRD 
 

Elemen data dari Sekretariat DPRD sebelum dilakukan desk data 

terdapat sebanyak 16 indikator. Setelah dilakukan desk elemen data, 

terdapat  1  indikator  yang  tidak  digunakan,  sehingga  terdapat  15 

indikator pada elemen data Sekretariat DPRD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Catatan :
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Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto   

 
2) IKK Outcome : Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan 

evaluasi pembangunan daerah 

Penjelasan IKK Outcome : 

Konsep/definisi : Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data 

statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah. 

 

Di tahun 2021 jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan 

evaluasi pembangunan daerah sebanyak 50 OPD dari total 57 OPD yang ada di 

Pemerintah Kabupaten Mojokerto.  

 

Data Pendukung : 

• Berdasarkan Buku Desk Data Tahun 2021 terdapat 50 OPD yang menggunakan 

data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (terlampir). 

 

 
 
 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Mojokerto 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

DATA OPD YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   

No. Organisasi Perangkat Daerah/Instansi 

Jumlah Indikator  

Sebelum 

Desk 
Setelah Desk  

1 Bagian Administrasi Perekonomian 1 1 
 

2 Bagian Organisasi 3 3 
 

3 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 3 2 
 

4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 18 13 
 

5 Badan Pendapatan Daerah 18 11 
 

6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 51 41 
 

7 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 31 19 
 

8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 30 27 
 

9 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 41 39 
 

10 Dinas Kesehatan 133 116 
 

11 Dinas Pendidikan 31 36 
 

12 Dinas Pertanian 37 27 
 

13 Dinas Sosial 37 19 
 

14 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 30 19 
 

15 Dinas Komunikasi dan Informatika 37 28 
 

16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 64 58 
 

17 Dinas Pangan dan Perikanan 44 36 
 

18 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan 

Pariwisata 

54 38 
 

19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 17 12 
 

20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 42 37 
 

21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 27 25 
 

22 Dinas Lingkungan Hidup 59 44 
 

23 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana 

dan Pemberdayaan Perempuan 

64 52 
 

24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 49 39 
 

25 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

41 28 
 

26 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Perhubungan 

65 45 
 

27 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 96 70 
 

28 Inspektorat 10 10 
 

29 Kecamatan Bangsal 

6 7 

 

30 Kecamatan Dawarblandong 
 

31 Kecamatan Dlanggu 
 

32 Kecamatan Gedeg 
 

33 Kecamatan Gondang 
 

34 Kecamatan Jatirejo 
 

35 Kecamatan Jetis 
 

36 Kecamatan Kemlagi 
 

37 Kecamatan Kutorejo 
 

38 Kecamatan Mojoanyar 
 

39 Kecamatan Mojosari 
 

40 Kecamatan Ngoro 
 

41 Kecamatan Pacet 
 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

42 Kecamatan Pungging 
 

43 Kecamatan Puri 
 

44 Kecamatan Sooko 
 

45 Kecamatan Trawas 
 

46 Kecamatan Trowulan 
 

47 RSUD Basoeni 5 5 
 

48 RSUD Soekandar 5 5 
 

49 SATPOL PP 30 16 
 

50 Sekretariat DPRD 16 15 
 

 

 
 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Mojokerto 

 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

 

DATA OPD YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MELAKUKAN 

EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH   

No. Organisasi Perangkat Daerah/Instansi 

Jumlah Indikator  

Sebelum 

Desk 
Setelah Desk  

1 Bagian Administrasi Perekonomian 1 1 
 

2 Bagian Organisasi 3 3 
 

3 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 3 2 
 

4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 18 13 
 

5 Badan Pendapatan Daerah 18 11 
 

6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 51 41 
 

7 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 31 19 
 

8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 30 27 
 

9 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 41 39 
 

10 Dinas Kesehatan 133 116 
 

11 Dinas Pendidikan 31 36 
 

12 Dinas Pertanian 37 27 
 

13 Dinas Sosial 37 19 
 

14 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 30 19 
 

15 Dinas Komunikasi dan Informatika 37 28 
 

16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 64 58 
 

17 Dinas Pangan dan Perikanan 44 36 
 

18 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan 

Pariwisata 

54 38 
 

19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 17 12 
 

20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 42 37 
 

21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 27 25 
 

22 Dinas Lingkungan Hidup 59 44 
 

23 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana 

dan Pemberdayaan Perempuan 

64 52 
 

24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 49 39 
 

25 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

41 28 
 

26 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Perhubungan 

65 45 
 

27 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 96 70 
 

28 Inspektorat 10 10 
 

29 Kecamatan Bangsal 

6 7 

 

30 Kecamatan Dawarblandong 
 

31 Kecamatan Dlanggu 
 

32 Kecamatan Gedeg 
 

33 Kecamatan Gondang 
 

34 Kecamatan Jatirejo 
 

35 Kecamatan Jetis 
 

36 Kecamatan Kemlagi 
 

37 Kecamatan Kutorejo 
 

38 Kecamatan Mojoanyar 
 

39 Kecamatan Mojosari 
 

40 Kecamatan Ngoro 
 

41 Kecamatan Pacet 
 



Lampiran Data Pendukung 

Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto  

42 Kecamatan Pungging 
 

43 Kecamatan Puri 
 

44 Kecamatan Sooko 
 

45 Kecamatan Trawas 
 

46 Kecamatan Trowulan 
 

47 RSUD Basoeni 5 5 
 

48 RSUD Soekandar 5 5 
 

49 SATPOL PP 30 16 
 

50 Sekretariat DPRD 16 15 
 

 

 
 
 

Mengetahui, 
 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Mojokerto 
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